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BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR /3 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM DAN PROS]DUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHI M
DENGAN NAMA ALI.AH YANG MAHA PENGASIH I-AGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMATALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 huruf b

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor TZ Tatrun 2O2O tentang
Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkair I -,-alrrr'ai, Bupali Acch U riira Lcri:ar:gj Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten_Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1g56 Nomor Sg,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
10921;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nornor 47, 'lanrbahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4287) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang_Undang Nomor 2 Tahun 2O2O
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undarig_
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan I(euarrgan
untuk penanganan pandcmi Corona Virus Discasc 2Ol9
(Covid-l9) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancamai_t
yang Membahayakan perekonomian Nasioanal dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Me njadi Undang_Undang
(Le mbaran Ncgara Repubtik Indoncsia Tahun 2020 Nomor
134, T:':.r'i--'rtan Lembararr Ncgara Repubtik lndoncsia lJ.rn.r-
6s 16);

3. Urrdang_Undang irlomc.r. I .I.r.l;._r. 2i)i., tcitLi:r1rS
Perbendaharaan Negara (Lcmbaran Ncgara Rcpublii<
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) scbagaimana tclai
diubah bebrapa kali terakhir clcngan Undang_Undang Nomor
2 Tahun 2020 te ntang pcnctapan peraturan pe mcrirr talr
Pengganti Undang_Undang Nomor I l.ahun 2020 tcnrar:g

i
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Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2Ol9
(Covid- 19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
I34, Tambahan [,embaran Negara Republik Indonesia
Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44OOl;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (l,embaran Nega_ra
Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur
Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan [,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
sa9s);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2O14 tentang pemerintahan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
246, Tanlrbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s6791;

1O. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2O14 tentang Administrasi
Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O22 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah pusat dal pemerintahan
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan l^ayanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) 5slagaim€u1s telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OL2 tentarrg Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor L7l,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
s34O);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2O05 tentang Dana
Perimbangal (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O5 Nomor 138, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O10 Nomor
110, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O6 Nomor
25, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
46r41;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 20O9 tentalg Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah
beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah 5 Tahun 20O9 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara dan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 1f9, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah
atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O10 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

2O. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2O14 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakht dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1l Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
632r1;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s86a);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Penjualan Barang Milik Negara /Daerah Berupa Kendaraan
Perorangan Dinas sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun
2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/ Daerah berupa
Kendaraan Peorangan Dinas (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6797);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 7O Tahun 2015 tentang
Jaminan Kecelakaan Ke{a dan Jaminan Kematian bagr
Pegawai Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5740); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2O17
tentang Perubahan atas Peraturaa Pemerintah Nomor 7O
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Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Ke{a dan Jaminan
Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O17
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimat (kmbaran Negara Repubtik Indonesia
Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 6178);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

29. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden dengan
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2O16 tentang tentang
Jamineur Kesehatan (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 62);

3O. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2OL4 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun
2O2l tentang Perubahan atas Peraturan presiden Nomor 32
Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1251";

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tatrun 2012 Nomor 754);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan
Berbasis Alrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
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33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana
Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 1752);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tah.un 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan:PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten;
3. Pemerintah Daerah adatah Pemerintah Kabupaten Aceh

Utara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan
DPRK Aceh Utara.

4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
5. Dewan Perwakilan Ral<yat Kabupaten yang selanjutnya

disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat
Kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah
Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.

7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya
disingkat SKPK adalah Satuan Keq'a Perangkat Kabupaten di
lingkungan Peemrintah Kabupaten Aceh Utara selaku
pengguna anggaran/pengguna barang;

8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang
dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan
yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak
dan kewajiban Daerah tersebut.

9. Pengelolaan Keuangan Daerah adatah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan
pengawasan Keuangan Daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan



Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang

selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun.

12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
13. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas

Daerah.
14. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran berkenaan.

15. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam
APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan
kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah
dalam rangka pelalsanaan desentralisasi.

16. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam
APBN kepada Daerah dengan tduan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus, baik frsik maupun nonlisik yang
merupakan urus€rn Daerah.

17. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah
dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang
dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka
persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan
kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah.

18. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah
dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah
dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

19. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tqiuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

20. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

21. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.

22. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang
mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain
sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk
membayar kembali.

23. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah
uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau
kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan
uang berdasarkan peraturan perundang-undangan,
perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

-7 -
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24. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi
Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik
Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara,
Badan Usa}ra Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat
dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok
pinjaman.

25. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk
mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana
Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun
anggaran.

26. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi
jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas
atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran
atau konsumsi aset atau timbutrya kewajiban.

27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

28. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten dan yang
selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencana€rn
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

29. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

30. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat
Daerah untuk setiap program dan kegiatan/ sub kegiatan
sebagai acuan dalam pen1rusunan rencana kerja dan
anggaran satuan kerja perangkat daerah.

31. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RKA SKPK adalah
dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja
SKPK atau dokumen yang memuat rencana pendapatan,
belanja, dan pembiayaan SKPK yang melalsanakan fungsi
bendahara umum daerah yang digunalan sebagai dasar
penJrusunan rancangan APBK.

32. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan
penganggaran berdasarkan kebljakan dengan pengambilan
keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam
perspelrtif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan
mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang
bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan
dalam prakiraan maju.

33. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1

(satu) atau lebih Kegiatan/ Sub Kegiatan yang dilaksanakan
oleh satuan keda perangkat daerah atau masyarakat yang
dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
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34. Kegiatan/ Sub Kegiatan adalah bagran dari Program yang
dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja
perangkat daerah sebagai bagran dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa
personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai
masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk
barang/jasa.

35. Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Jamal adalah kegiatan/sub
kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa
lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya
dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

36. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
Kegiatan/ Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan
kebijakan.

37. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya Keluaran dari Kegiatan/ Sub Kegiatan dalam 1

(satu) Program.
38. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu program

atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan / Sub
Kegiatan.

39. Kineq'a adalah Keluaran/Hasil dari Program/ Kegiatan/ Sub
Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang
terukur.

4O. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang
Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung
seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh
Pengeluaran Daerah.

41. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan
membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang
ditetapkan.

42. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keda Perangkat
Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPA SKPK adalah
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPK atau
dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara
umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh pengguna anggaran.

43. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat Perubahan
DPA SKPK adalah dokumen yang memuat perubahan
pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat
perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPK yang
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran
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oleh pengguna anggaran.
44. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SpD

adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai
dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas
pelaksanaan APBK.

45. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengqjukan
permintaan pembayaran.

46. Uang Persediaan yang selar{utnya disingkat UP adalah uang
muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada
bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan/ Sub
Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat
daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/ atau untuk
membiayai pengeluaran yang menunrt sifat dan tqiuannya
tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran
langsung.

47. Pembayaran l,angsung yang selanjutnya disingkat LS adalah
Pembayaranlangsung kepada bendahara
pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar pedanjian
kerja, surat tugas, dan/ atau surat perintah keq'a lainnya
melalui penerbitan surat perinta-h membayar langsung.

48. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU
adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu
untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBK yang
tidak cukup didanai dari UP dengal batas waktu datam 1

(satu) bulan.
49. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SpM

adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat
perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPK.

5O. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat
SPM UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan
surat perintah pencairan dana atas Bebal pengeluaran DpA
SKPK yang dipergunakan sebogai UP untuk mendanai
Kegiatan/ Sub Kegiatan.

51. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM GU adalah dokumen yang
digunal<an untuk penerbitan surat perintah pencairan dana
atas Beban pengeluaran DPA SKPK yang dananya
dipergunakan untuk mengganti LJP yang telah dibelanjakan.

52. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat
SPM TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan
surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DpA
SKPK, karena kebutuhan dananya tidak dapat
menggunakan LS dan UP.

53. Surat Perintah Membayar Iangsung yang selanjutnya
disebut SPM LS adalah dokumen yang digunakan untuk
penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban
pengeluaran DPA SKPK kepada pihak ketiga.

54. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
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pencairan dana atas beban APBK.
55. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah

semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban ApBK
atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

56. Irbih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLpA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

57. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar
kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintatr
Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
pe{anjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang
sah.

58. Qanun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan
yang dibentuk oleh DPRK dengan persetujuan bersama
Bupati yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan
kehiduparr masyarakat Kabupaten Aceh Utara.

59. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan keq'a
perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah
pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari
ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

6O. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adatah unsur penunjang Urusan
Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
Pengelolaan Keuangan Daerah.

61. Unit SKPK adalah bagran SKPK yang melaksanakan 1 (satu)
atau beberapa Program.

62. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran unhrk
melaksana-kan tugas dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.

63. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
seb2gran kewenangan PA dalam melaksanakan sebaglan
tugas dan fungsi SKPK.

64. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya
disingkat TAPK adalah tim yang bertugas menyiapkan dan
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan
APBK dan tugas lainnya.

65. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak
sebagai bendahara urnum daerah.

66. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPI(D yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

67. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan tugas BUD.

68. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
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disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPK/Unit SKPK yang
melaksanakan I (satu) atau beberapa Kegiatan/ Sub
Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang
tugasnya.

69. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPK adalah pejabat
yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.

70. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Keda
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK Unit
SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada Unit SKPK.

71. Bendahara Penerimaaa adalah pejabat yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertaaggungiawabkan uang Pendapatan Daerah dalam
rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.

72. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uErng untuk keperluan
Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada
SKPK.

73. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

74. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah Instansi pemerintah yang dibentuk
dengar tugas melaksanakan pengawasan intern (audit
intern) dilingkungan pemerintah pusat dan/ atau pemerintah
daerah.

75. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau 5gfagran
besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

76. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar
untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup gu.na
mendanai pelaksanaan APBK dalam setiap periode.

77. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat
SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menJrusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

78. SAP Berbasis Akmal adalah SAP Basis Akrual yang
mengakui pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas
dalam pelaporan financial berbasis akrual, serta mengakui
pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis kas yang
ditetapkan dalam APBK.

79. Kebdakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip,
dasar, konvensi, aturan dan praktik spesffik yang dipilih
oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun
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dan menyajikan laporan keuangan pemerintah Daerah
untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan
dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan
keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar
entitas.

80. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat SAPD adalah ralgkaian sistematik dari prosedur,
penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk
mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi
sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi
Pemerintahan Daerah.

81. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah
daftar kodefrkasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan
yalg disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam
pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah
Daerah.

82. Hari adalah hari keda.
83. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi

keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban,
dan ekuitas pada tanggal tertentu.

84. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan unsur
pendapatan-LO, beban, surplus/defrsit dari operasi,
surplus/defrsit dari kegiatan non operasional, surplus / defrsit
sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-
LO.

85. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga,
dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati tentang Sistem dan prosedur pengelolaan
Keuangan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pengelola keuangan daerah;
b. APBK;
c. pen)rusunan rancangan ApBK;
d. penetapan APBK;
e. pelaksanaan dan penatausahaan;
f. laporan realisasi semester pertama ApBK dan perubahan

APBK;
g. akuntasi dan pelaporan keuangan pemerintah daeratr;
h. penyusunan rancangan pertanggungiawaban ApBK;
i. kekayaan daerah dan utang daerah;
j. badan layanan umum daerah;
k. penyelesaian kerugian keuangan daerah;
f. informasi keuangan daerah; dan
m. pembinaan dan pengawasan.
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(3) Ketentuan rnengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Pcraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Aceh lJtara Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan dan Barang milik Pemerintah Kabupaten
Aceh Utara (Lembaran Dacrah Kabupaten Acch Utara Tahun
20 15 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannva
dalam Berita Daerah Kabupaten Acch Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 2Jan l.lAII 2023 M

$ Pz1 9 Jumadil Akhir 1444 H
2

E UTARA,
*

o
WAR.-,.

Uf
Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 12 Januari 2023 M

19 Jumadil Akrrir i444 H
RIS DAERAH
ACEH UTARA,

(

URTALA

1

KABU

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023 NOMOR /3



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR /3 TAHUN 2023
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

BAB I
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pengelola keuangan daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang
melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan
Keuangan daerah. Pelaksanaan tugas dan wewen.rng Pengelola keuangan daerah
dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang
dilakukan secara elektronik.
Pengelola Keuangan daerah terbagi berdasarkan peran dan fungsinya masing-
masing sebagai berikut:

A. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan
mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang
dipisahkan

2. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai
kewenangan:
a. menyusun rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang

perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBK;

b. mengajukan rancangan Qanun tentang APBK, rzrncangan Qanun
tentang perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBK kepada DPRK untuk dibahas
bersama;

c. menetapkan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang
perubahan APBK, dan rancangzrn Qanun tentang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBK yang telah mendapat
persetujuan bersama DPRK;

d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan keuangan daerah;
e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait

Pengelolaan keuangan daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah
dan/atau masyarakat;

f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBK;
g. menetapkan KPA;
h. menetapkan Bendahara penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak

daerah dan retribusi daerah;
j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan

Piutang Daerah;
k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan

dan memerintahkan PembaYaran;
l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan keuangan

daerah iesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundan g-undangan'

1
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3. Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu paling
sedikit menetapkan Bendahara penerimaan Pembantu, Bendahara
Pengeluaran Pembantu, Bendahara Bantuan Operasional Sekolah,
Bendahara BLUD

4. Dalam melaksanakan kekuasaan Bupati melimpahkan sebrgian atau
seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta
pengawasan Keuangan daerah kepada Pejabat perangkat kabupaten
dengan memperhatikan sistem pengendalian intemal yang didasarkan
pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan,
menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.

5. Pejabat perangkat kabupaten terdiri atas:
a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
c. kepala SKPK selaku PA

B. KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah

mempunyai tugas:
a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBK, rancangan

perubahan APBK, dan rancangan pertanggungiawaban pelaksanaan
APBK;

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBK;
d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPK;
e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan

keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

f. memimpin TAPK.
2. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit meliputi:

a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan
prosedur pengelolaan keuangan daerah;

b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi
pemerintah daerah;

c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugasnya

bertanggung jawab kepada Bupati.
4. Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait

dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Bupati dalam
menyusun kebdakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan
pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan keuangan daerah.

C. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
1. Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPK yang melaksanakan

unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Kepala SKPKD selaku
PPKD mempunyai tugas:
a. menyusun dan melaksanakan kebdakan pengelolaan keuangan

daerah;
b. menyusun rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun

tentang perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBK;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur
dalam Qanun;
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d. melaksanakan fungsi BUD; dan
e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
2. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;
b. mengesahkan DPA-SKPK;
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;
d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan

pengeluaran kas daerah;
e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
f. menetapkan anggar€rn kas dan SPD;
g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas

nama pemerintah daerah ;

h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan

pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

3. Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:
a. mengelola investasi;
b. menetapkan anggaran kas;
c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
d. membuka rekening kas umum daerah;
e. membuka rekening penerimaan;
f. membuka rekening pengeluaran; dan
g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBK.
4. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari

kewenangan SKPKD, SKPK sesuai dengan ketentuan peraturzrn
perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah.

5. Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi,
sosial dan/ atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi
tersebut.

6. Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari kewenangan
SKPKD, SKPK sesuai ketentuan peraturan pemndang-undangan dapat
melaksanakan pengelolaan investasi.

D. KUASABUD
1. PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada

Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
2. Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan Bupati.
3. Kuasa BUD mempunyai tugas:

a. menyiapkan anggaran kas;
b. menyiapkal SPD;
c. menerbitkan SP2D;
d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh

bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam

pelaksanaan APBK;
f. menyimpal uang daerah;
g. melaksanalan penempatan uang daerah dan

mengelola/ menatausahakan investasi;
h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban

APBK;
i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah

daerah;
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j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan;
k. melakukan penagihan piutang daerah.

4. Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:
a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan

menguji anggar€rn kas yang disusun Kepala SKPK untuk ditetapkan
oleh BUD.

b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola
piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak
tertagih atas investasi

c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan
pengeluaran yang tidak melalui RKUD

5. Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD
6. Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari I (satu) Kuasa BUD

di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uarrg yang
dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.

7. Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban keda,
lokasi, dan/atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan Bupati.

8. Dalam hal kuasa BUD berhalangna sementara:
a. sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja, kuasa BUD wajib

memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk
melaksanakan tugas-tugas Kuasa BUD atas tanggungjawa Kuasa
BUD dengan diketahui oleh BUD;

b. melebihi 10 (sepuluh) hari ke{a samapi dengan I (satu) bulan, kuasa
BUD wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk
untuk melaksanakan tugas-tugas kuasa BUD atas tanggungiawab
Kuasa dengan diketahui oleh BUD dan disetujui oleh Sekretaris
Daerah atas nama Bupati:

c. melebihi I (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan,Bupati
menunjuk Pejabat sementara Kuasa BUD atas usulan BUD dan
diadakan berita acara serah terima posisi kas;

d. melebihi 3 (tiga) bulan, maka dianggap yang bersangkutan telah
mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sslagai Kuasa BUD,
oleh karena itu segera diusulkan penggantinya oleh PPKD dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

E. PENGGUNAANGGARAN
1. Kepala SKPK selaku PA mempunyai tugas:

a. menyusun RI(A-SKPK;
b. menyusun DPA-SKPK;
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

anggaran belanja dan/ atau pengeluaran pembiayaan;
d. melaksanakan anggaran SKPK yang dipimpinnya;
e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
g. mengadakan ikatan/pe{'anjian kerja sama dengan pihak lain dalam

batas anggaran yang telah ditetapkan;
h. menandatangani SPM;
i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab

SKPK yang dipimpinnya;
j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPK yang

dipimpinnya;
k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPK yang dipimpinnya;
I. menetapkan PPTK dan PPK-SKPK;
m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPK yang dipimpinnya dalam

rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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2. Selain tugas kepala SKPK selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:
a. menyusun anggaran kas SKPK;
b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
d. Menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan

belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui
Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan
pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran daerah tersebut; dan

f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPK yang
dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

3. Kepala SKPK selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang,
meliputi:
a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan

belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

b. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
c. Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPK yang dipimpinnya dalam

rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
e. menetapkan Pembantu Bendahara penerimaan, Pembantu

Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran
Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Dalam hal dibentuk SKPK tersendiri yang melaksanakan wewenang
melaksanakan pemungutan pajak daerah PA melaksanakan
pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

5. Mengelola utang dan piutang daerah yarg menjadi tanggung jawab
SKPK yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari
pelaksanaan DPA-SKPK.

6. Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai
akibat:
a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
b. hasil pekedaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia

barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun
anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap; dan

d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPK yang harus dianggarkan
pada APBK setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban
tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat:
a. perjanjian atau perikatan;
b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap; dan
d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPK sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan.
8. Dalam hal mengadalan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA

bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

9. PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu
oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas
pejabat pembuat komitrnen atau agen pengadaan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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10. PA bertanggung jawab atas pelaksanaan
kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

11. Berdasarkan pertimbangan beban kerja,
melimpahkan pada kepala fagian selaku
pengelolaan keuangan.

tugas dan wewenangnya

Sekretaris Daerah dapat
KPA untuk melakukan

F. KUASAPENGGUNAANGGARAN
1. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit

SKPK selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
2. Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran

kegiatan / sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.
3. KPA yang dimaksud pada huruf I adalah:
4. Sagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten;
5. Besaran Anggran KPA ditetapkan dengan SK Bupati.
6. Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap

SKPK yang membentuk cabang dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Bupati atas usul
kepala SKPK.

8. Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

anggaran belanja;
b. melaksanakan anggaran Unit SKPK yang dipimpinnya;
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
d. mengadakan ikatan / pe{anjian keg'a sama dengan pihak lain dalam

batas anggaran yang telah ditetapkan;
e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;

dan
g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
9. Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA.
10. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari

kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya memungut
pajak daerah kepada KPA.

11. Dalam hal PA melimpahkan sebagran kewenangannya kepada Unit SKPK
selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.

12. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA
bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

13. KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu
oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas
pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

14. Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai
tugas:
a. menyusun RKA-SKPK;
b. menyusun DPA-SKPK;
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

Emggaran belanja dan /atau pengeluaran pembiayaan;
d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang

dipimpinnya;
e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam

batas anggaran yang telah ditetapkan;
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h. menandatangani SPM;
i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung j awab

SKPK yang dipimpinnya;
j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi

bersifat khusus yang dipimpinnya;
k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat

khusus yang dipimpinnya;
l. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPK;
m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus

yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
15. Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih
pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala
Unit SKPK selaku KPA.

G. PE.JABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
1. PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan / sub kegiatan menetapkan

pejabat pada SKPK/Unit SKPK selaku PPTK.
2. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
3. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewen€rng PA/ KPA meliputi:

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis
Kegiatan/ sub kegiatan SKPK/Unit SKPK;

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas
Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/ sub kegiatan; dan

c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/ sub
kegiatan SKPK/Unit SKPK sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

4. Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub
kegiatan meliputi:
a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan / sub kegiatan;
b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan / sub kegiatan; dan
c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan / sub kegiatan

kepada PA/KPA.
5. Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas

beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan / sub kegiatan meliputi:
a. menyiapkan laporan kine{a pelaksanaan Kegiatan/sub kegiatan;
b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan

persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
dan

c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
kegiatan.

6. Dalam membantu tugas PPTK pada SKPK bertanggung jawab kepada
PA.

7. Dalam membantu tugas PPTK pada Unit SKPK bertanggung j awab
kepada KPA.

8. Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang
dilaksanakan oleh PPTK.

9. PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan
SKPK/Unit SKPK.

10. Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan,
besaran anggaran Kegiatan/ sub kegiatan, beban ke{a, lokasi, rentang
kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya
ditetapkan Bupatl.
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11. Pertimbangn Penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan
fungsi;

|2.PP[K merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat
satu tingkat di bawah kepala SKPK selaku PA dan/ atau memiliki
kemampuan manajerial dan berintegritas.

14. Dalam hal PA melimpahan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN
yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA
dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.

15. Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK
yang kriterianya ditetapkan oleh Bupati.

16. Kriteria Pejabat Fungsional selaku PPTK adalah sebagai berikut:
a. Pegawai ASN dengan pangkat dan golongan paling rendah Penata

Muda/IIIa;
b. Berintegritas;
c. Diutamakan Pegawai ASN yang pernah mengikuti Diklat/Bimtek

Pengelolaan keuangan daerah/ Pengadaan Barang dan Jasa;
d. Tidak berbenturan kepentingan dengan tugas dan tanggungjawab.

17. Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK
yang kriterianya ditetapkan oleh Bupati.

18. Kriteria Pejabat Fungsional Umum selaku PPIK adalah sebagai berikut :

a. pegawai ASN dengan pangkat dan golongan paling rendah Penata
Muda /llla;

b. memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;
c. diutamakan pegawai ASN yang pernah mengikuti Diklat/Bimtek

Pengelolaan keuangan daerah;
d. tidak berbenturan kepentingan dengan tugas darr tanggungiawab.

H. PE.IABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPK
1. Kepala SKPK selaku PA menetapkan PPK SKPK melaksanakan fungsi

tata usaha keuangan pada SKPK.
2. Pada SKPKD, PPK SKPK melaksanakan fungsi tata usatra keuangan

sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD
3. Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPK melaksanakan fungsi

tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang BLUD
4. PPK SKPK tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas

melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah, Bendahara
penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus,
dan/atau PPTK.

5. PPK SKPK mempunyai tugas dan wewenang:
a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, darr SPP-LS beserta

bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
b. menyiapkan SPM;
c. melakukan verifikasi laporan pertanggungiawaban

Bendahara penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPK; dan
e. menyusun laporan keuangan SKPK.

6. Verifikasi oleh PPK SKPK dilakukan dengan tuj uan untuk meneliti
kelengkapan dan keabsahan.

7. Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 5, PPK SKPK
melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:
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a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan Spp-LS beserta
bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;

b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas
pengembalian kelebihan pendapatarr daeral. dari Bendahara
penerimaan;

c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta
bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM; dan

8. Kepala SKPK dapat menetapkan peganwai yang bertugas
membantu PPK- SKPK untuk meningkatkan efektivitas
penatau sahaan keuangan SKPK.

I. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SKPK
1. Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA

menetapkan PPK Unit SKPK untuk melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada Unit SKPK.

2. Penetapan PPK Unit SKPK didasarkan atas pertimbangan:
a. besaran anggaran yang berlalu untuk bagian di lingkungan

Sekretariat Daerah;
b. dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan

layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. PPK Unit SKPK mempunyai tugas dan wewenang:
a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti

kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu;

b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS
yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungiawaban Bendahara
penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaral Pembantu.

4. Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan SPP-TU
dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.

5. Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan laporan
pertanggungiawaban Bendahara penerimaan Pembantu dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

6. Selain melaksanakan tugas pada angka 3, PPK Unit SKPK
melaksanakan tugas lainnya meliputi:
a. melakukan verifrkasi surat permintaan pembayaran atas

pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari Bendahara
penerimaan Pembantu/ Bendahara lainnya;

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan
SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar
penyiapan SPM; dan

7. PPK unit SKPK pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai tugas
meliputi:
a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS

beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara
lainnya;

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan
SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bulrti kelengkapannya
sebagai dasar penyiapan SPM;

c. menyiapkan SPM;
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d. melakukan verifikasi laporan pertanggungiawaban
Bendahara penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
lainnya;

e. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPK khusus; dan
f. menyusun laporan keuangan unit SKpK khusus.

8. PPK Unit SKPK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit
SKPK.

9. Kepala Unit SKPK dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu
PPK Unit SKPK.

J. BENDAHARA
1. bendahara penerimaan
a. bupati menetapkan Bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas

kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada
SKPK dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD.

b. bendahara penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima,
menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah
yang diterimanya.

c. selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara penerimaan memiliki
tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
l) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung

melalui RKUD;
2) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan

oleh Bupati;
3) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan

jumlah yang telah ditetapkan;
4) menatausahakan dan mempertanggungiawabkan pendapatan daerah

yang diterimanya; dan menyiapkan dokumen pembayaran atas
pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

d. dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA,
Bupati dapat menetapkan Bendahara penerimaan Pembantu pada Unit
SKPK yang bersangkutan.

e. bendahara penerimaan Pembantu pada unit SKPK diusulkan oleh
kepala SKPK kepada Bupati melalui PPKD.

f. bendahara penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang sesuai
dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati.

g. tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasarr paling sedikit
meliputi:
1) menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam

rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPK,
kecuali untuk transaksi secara elektronik;

2) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung
melalui RKUD;

3) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang
ditetapkan oleh Bupati;

4) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan
jumlah yang telah ditetaPkan;

5) menatausahakan dan mempertanggungiawabkan pendapatan
daerah yang diterimanYa; dan

6) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengemba-lian kelebihan
pendaPatan daerah.

h. Bendahara penerimaan dan Bendahara penerimaan Pembantu
bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

i. Bendahara penerimaan bertanggungiawab secara administratif dengan
membuat laporan pertanggungl'awaban secara administratif atas
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penerimaan pada SKPK dan disampaikan kepada PA.
j. Bendahara penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara

administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara
administratif atas penerimaan pada unit SKPK dan disampaikan kepada
KPA.

k. Bendahara p€nerimaan bertanggung jawab secara fungsional dengan
membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas
penerimaan pada SKPK dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

1. Bendahara penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara fungsional
dengan membuat laporan pertanggungiawaban secara fungsional atas
penerimaan pada unit SKPK dan disampaikan kepada Bendahara
penerimaan.

m. Kepala SKPK atas usul Bendahara penerimaan dapat menetapkan
pegawai yang bertugas membantu Bendahara penerimaan untuk
meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

n. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara penerimaan
melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan
yang ditetapkan kepala SKPK.

o. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara penerimaan dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara
penerimaan.

p. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara penerimaan disebut
Pembantu Bendahara penerimaan.

q. Bendahara Peenrimaan /Bendahara Peenrimaan Pembantu yang
melakukan cuti,sakit atau karena suatu hal berhalangan hadir, maka:
1) Melebihi dari 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya l(satu) bulan,

bendahara tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat
yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas bendahara atas
tanggungjawab bendahara dengan diketahui oleh pengguna
anggaran;

2) Melebihi l(satu) bulan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, Bupati
menunjuk pejabat sementara bendahara dan diadakan berita acara
serah terima keadaan fisik keuangan;

3) Melebihi 3 (tiga) bulan, maka dianggap yang bersangkutan telah
mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara,
oleh karena itu segera diusulkan penggantinya oleh pengguna
anggaran dan ditetapkan oleh Bupati.

2. bendahara pengeluaran
a. PPKD selaku BUD mengusulkan Bendahara Pengeluaran kepada

Bupati
b. bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan

tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja
dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPK dan SKPKD

c. bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP

GU, SPP TU, dAN SPP LS;
2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
3i melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undanga-n;
5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6f membuat laporan pertanggungiawaban secara administratif

kepada PA dan laporan pertanggungiawabal secara fungsional
kepada BUD secara Periodik; dan

7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan Perundang-undangan.



12

d. selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan
tugas dan wewenang lainnya meliputi:
1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan

Bupati;
2) memeriksa kas secara periodik;
3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau

dokumen fisik dari bank;
4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian

belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan
eksternal; dan

6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPK yang
melaksanakan fungsi BUD.

e. dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Bupati atas
usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

f. penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu didasarkan atas
pertimbangan:
1) besaran anggaran; dan
2) rentang kendali dan/atau lokasi;

g. bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang
meliputi:
1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan

SPP LS;
2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara

Pengeluaran;
3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;
4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang

dikelolanya;
5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan ;

6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan
8) membuat laporan pertanggungiawaban secara administratif

kepada KPA dan laporan pertanggungiawaban secara fungsional
kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

h. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran Pembantu
memiliki tugas dan wewen:rng lainnya meliputi:
1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh

Bupati;
2) memeriksa kas secara periodic;
3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau

dokumen lisik dari bank;
4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun
berjalan; dan

5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian
belanla akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan
eksternal pada tahun be{alan.

i. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati
menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.

j. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan
wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran-
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k. bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung
jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

1. bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

m. bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif
atas pengeluaran pada SKPK dan disampaikan kepada PA.

n. bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara
administratif dengan membuat laporan pertanggungiawaban secara
administratif atas pengeluaran pada unit SKPK dan disampaikan
kepada KPA.

o. bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan
membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas
pengeluaran pada SKPK dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

p. bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara
fungsional dengan membuat laporan pertanggungiawaban secara
fungsional atas pengeluaran pada unit SKPK darr disampaikan
kepada Bendahara Pengeluaran.

q. kepala SKPK atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan
pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk
meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/ atau pengeluaran
pembiayaan.

r. pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran
melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup
penugasan yang ditetapkan kepala SKPK.

s. pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab
kepada Bendahara Pengeluaran.

t. bendahara Penbgeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang
melakukan cuti,sakit atau karena suatu hal berhalangan hadir maka;
1) melebihi dari 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya I (satu) bulan,

bendahara tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada
pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas
bendahara atas tanggungiawab bendahara dengan diketahui oleh
pengguna anggaran;

2) melebihi I (satu) bulan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, Bupati
menunjukkan pejabat sementara bendahara dan diadakan berita
acara serah terima keadaan fisik keuangan;

3) melebihi 3 (tiga) bulan,maka dianggap yang bersangkutan telah
mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara,
oleh karena itu segera diusulkan penggantinya oleh pengguna
Ernggaran dan ditetapkan dalam keputusan Bupati.

u. bendahara penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:
1) melakukan aktivitas perdagangan, peke{'aan pemborongan, dan

penj ualan jasa;
2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau

penjualan jasa; dan
3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan

lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak
langsung.

4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara penerimaan
Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara
Khusus.

v. larangan bagr Bendahara penerimaan, Bendahara penerimaan
Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan,
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dan / atau aktivitas lainnya
pelaksanaan APBK.

yang berkaitan langsung dengan

K. TIM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN (TAPK}
1. Dalam proses penyusunan APBK, Bupati dibantu oleh TAPK yang

dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
2. TAPK beranggotakan terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan

pejabat pada SKPK lain sesuai dengan kebutuhan.
3. TAPK mempunyai tugas:

a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan

perubahan KUA;
c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan

perubahan PPAS;
d. melakukan verifikasi RI(A-SKPK;
e. membahas rancangan APBK, rancangan perubahan APBK,

dan rancangan pertanggungjawaban APBK;
f. membahas hasil evaluasi APBK, perubahan APBK, dan

Pertanggungjawaban APBK;
g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPK dan rancangurn

perubahan DPA-SKPK;
h. menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA;
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
4. Dalam melaksanakan tugas TAPK dapat melibatkan instansi sesuai

dengan kebutuhan.
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BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN

A. Pengertian dan Fungsi APBK
Ketentuan Umum
a. keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban Daerah dalam

rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai
dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik
Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

b. ruang lingkup Keuangan daerah meliputi:
1. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah

serta melakukan pinjaman;
2. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan

daerah dan membayar tagihan pihak lain;
3. penerimaan Daerah;
4. pengeluaran daerah;
5. kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa

uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat
dinilai dengan uang, terrnasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
dan / atau

6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/ atau
kepentingan umum.

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya
disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Qanun. ketentuan terkait APBK adalah sebagai
berikut:
1. APBK disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan

pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan
kemampuan Pendapatan Daerah.

2. APBK disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan
pada RKPD.

3. APBK mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawas€ul,
alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

4. APBK, perubahan APBK, dan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBK setiap tahun ditetapkan dengan Qanun sesuai dengan
ketentuan peraturan perundarg-undangan.

5. semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk
uang dianggarkan dalam APBK.

6. penerimaan daerah terdiri atas:
a) pendapatan daerah; dan
b) penerimaan pembiayaan daerah.

7. pengeluaran daerah terdiri atas:
a) belanja daerah; dan
b) pengeluaran pembiayaan daerah.

8. penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBK merupakan
rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat
dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBK merupakan
rencana Pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya
dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
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10. setiap pengeluaran daerah harus memiliki dasar hukum yang
melandasinya.

11. seluruh penerimaan daerah dan Pengeluaran daerah dianggarkan
secara bruto dalam APBK.

d. Penl,usunan APBK berpedoman pada:
1. RKPKdanKUA-PPAS;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBK

tahun anggaran berkenaan.
e. APBK mempunyai fungsi:

1. fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar
untuk melaksanakan APBK pada tahun berkenaan.

2. fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi
pedoman bagr manajemen dalam merencanakan kegiatan/ sub
kegiatan pada tahun berkenaan.

f. fungsi pengawasan yang meng€rndung arti bahwa anggaran daerah
menjadi pedoman untuk menilai kegiatan / sub kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

g. fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus
diarahkan untuk menciptakan lapangan ke{a/mengurangi
pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan
efisiensi dan efektivitas perekonomian.

h. fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah
harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

i. fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah
menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan
fundamental perekonomian Daerah.

j. APBK dalam satu tahun anggaran meliputi:
1. hak pemerintah daerah yang dia-kui sebagai penambah nilai

kekayaan bersih;
2. kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai

kekayaan bersih; dan
3. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang

akan diterima kembali, pada tahun anggaran yang bersangkutan
atau pada tahun anggaran berikutnya.

k. pihak terkait dalam Penyusunan APBK ;

l. Bupati;
2. DPRK;
3. TAPK;
4. SKPK.

1. Alrtivitas Fungsi-fungsi terkait
1. Dewan Perwakilan Rakyat;

a) membahas rancangErn KUA dan PPAS bersama Pemerintah
Kabupaten untuk disepakati bersama sehingga menghasilkan Nota
Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS yang
ditandatangani oleh Pimpinan DPRK dan Pemerintah Kabupaten;

b) membahas rancangan Qanun tentang APBK beserta Nota
Keuangan bersama Pemerintah Kabupaten sesuai dengan
dokumen KUA dan PPAS sehingga menghasilkan persetujuan
bersama terhadap Rancangan Qanun APBK yang ditandatangani
oleh Pimpinan DPRK dan BuPati.

2. Bupati;
a) menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada DPRK;
b) membahas rancangan KUA dan PPAS bersama DPRK;
c) menandatangani surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA

SKPK;
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d) menyampaikan Rancangan Qanun tentang APBK beserta lampiran
dan Nota Keuangan ke DPRK;

e) membahas Rancangan Qanun tentang APBK beserta lampiran dan
Nota Keuangan ke DPRK;

f) menyerahkan Rancangan Qanun tentang APBK beserta lampiran
dan Nota Keuangan kepada DPRK;

g) menyampaikan Rancangan Qanun tentang APBK yang telah
mendapat persetujuan bersama Pemerintah Kabupaten dan DPRK
dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK
kepada Gubernur Aceh;

h) menetapkan Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK menjadi Qanun
tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK;

i) menyampaikan Qanun tentang APBK dan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBK kepada Gubernur Aceh selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari ke{a setelah ditetapkan.

3. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK);
a) menyusun rancangan awal kebijakan Umum APBK (KUA) dan

Rancangan KUA Perubahan;
b) menyusun rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) APBK

dan PPAS APBK Perubahan;
c) menyusun Rancangan surat Edaran Bupati tentang Pedoman

Penyusunan RKA-SKPK/RKA-SKPK Perubahan dan RKA
PPKD/RKA-PPKD Perubahan sebagai acuan kepala SKPK dan
Kepala SKPKD;

d) melakukan pembahasan dan penelitian terhadap RKA-SKPK

/RKA-SKPK Perubahan dengan KUA, KUA Perubahan, PPAS, PPAS

Perubahan, Prakiraan serta Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran lainnYa;

e) menyerahkan hasil pembahasan kepada koordinator Pengelolaan
Keuangan Kabupaten melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan
daerah (SKPKD);

f) menyususn Rancangan APBK/ Rancangan APBK Perubahan
beserta lampiran dan Nota Keuangan APBK/APBK Perubahan
bersama Panitia Anggaran DPRK sesuai dengan hasil evaluasi
Gubernur Aceh;

g) melakukan verifikasi dan finalisasi Rancangan RKA-SKPK/RKA-
PPKD,RKA -SKPK/RKA-PPKD Perubahan menjadi DPA

SKPK/DPA-PPKD, DPA-SKPK/DPA-PPKD Perubahan dan
Rancangan Kas SKPK kePada PPKD;

h) menandatangani RKA-SKPK/RKA-PPKD, RKA-SKPK/RKA-PPKD
Perubahan menj adi DPA-S KPK/ DPA- PPKD, DPA-SKPK/ DPA- PPKD

Perubahan;
i) menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati lainnya dalam

rangka penyusunan APBK/APBK Perubahan'
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK)

a) Menerima Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan
RI(A-SKPK;

b) Menyusun RKA masing-masing berdasarkan SE tersebut;
cj Uenyeraf,tan RIG-SKFK yang telah disiapkan oleh masing--masing
' SKPk kepada PPKD untuk memulai pembahasan dengan TAPK;

d) Menyerahkan RI(A-SKPK kepada PPKD; 
-

ej rUenyiaptan rancangan anggaran kas SKPK untuk dibahas dengan

PPKD;
f) Menyusun rancangan DPA-SKPK dan menyerahkan kepada PPKD
' 

dalam batas waktri 6 (enam) hari setelah pemberitahuan diterima

dari PPKD.
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B. STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
Ketentuan Umum
1. APBK merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

a. pendapatan daerah;
b. belanja daerah; dan
c. pembiayaan daerah.

2. APBK diklasifikasikan menurut Urusan pemerintahan daerah dan
organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

3. Klasifikasi APBK menurut Urusan pemerintahan daerah dan organisasi
disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

4. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening
Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan
penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang
merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

5. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran
lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah
dalam 1 (satu) tahun anggaran.

6. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

7. Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
a. klasifikasi APBK dalam rancangan Qanun tentang APBK dirinci

menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, dan jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

b. klasifikasi APBK dalam rancangan Peraturan Bupati tentang
penjabaran APBK dirinci menurut urusan pemerintahan daerah,
bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun,
kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;

c. dalam hal penganggaran pendapatan daerah yang memiliki
karakteristik khusus antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS),
Dana Desa, Dana Kapitasi dan pendapatan lainnya, yang penerimaan
pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya
dilakukan berdasarkan notifikasi atau pengesahan pendapatan atau
mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

d. pengelolaan pendapatan daerah yang tidak melalui RKUD dapat
berupa mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme
iainnya sesuai ketentuan peraturar perundang-undangan.

e. klasifrkasi APBK menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek,
sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dikelola
berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPK dan
SKPKD.

f. klasifrkasi APBK mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah serta
pemutakhirannya.
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C. PENDAPATAN DAERAH
Ketentuan Umum
a. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta
sub rincian objek pendapatan daerah.

b. Pendapatan Daerah terdiri atas:
1) pendapatan asli daerah;
2) pendapatan transfer; dan
3) lain-lain pendapatan daerah yang sah.

c. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas;
1) pqiak daerah;
2) retribusi daerah;
3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

d. Klasifikasi APBK menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek,
sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola berdasarkan
kewenan elolaan keu SKPK dan SKPKD, meli uti:

a. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian
objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan
Qanun yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak
daerah dan retribusi daerah.

b. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub
rincian objek. Ketentuan tebih lanjut mengenai retribusi daerah
diatur dengan Qanun yang berpedoman pada undang-undang
mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

e. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut
objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil
penyertaan modal daerah.

f. -l,ain-tain 
pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan

daerah seiain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek,
rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sa.l. dapat
dik"lol. al srpxo maupun SKPK. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang sah terdiri atas:

Jenis Pendapatan lKerrenan gan Pen gelolaan
Pajak Daerah

ak

KPKD atau SKPK yang tugas dan
emiliki wewenang dalm

lolaan

Retribusi Daerah lsrex
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan F

KPKD

1.Hal-hal terkait pajak d
retribusi tetap dikelola ole
Bendahara penerimaan di SKP
terkait.

2. Pendapatan BLUD dikelola ole
BLUD terkait.

3.Pendapatan Hibah Dana BO
dikelola oleh
penerimaan Khusus.

4. Hal-hal terkait dengan dan
Ka tasi FKTP

KPKD kecuali

Bendaha

Asli-lain Pendapatan
aerah yang Sah
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1

2
hasil penjualan BMD yang tida-k dipisahkan;
hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
hasil ke{a sama daerah;
jasa giro;
hasil pengelolaan dana bergulir;
pendapatan bunga;
penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan daerah;
penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat
penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan
barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai
akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil
pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan
Pendapatan Daerah;

3
4
5
6
7

9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata
uang asing;

10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
t1 pendapatan denda pajak daerah;

pendapatan denda retribusi daerah;
pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
pendapatan dari pengembalian
pendapatan dari BLUD; dan

t2
13

B

14
15

1

16 pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

g. Pemerintah Daerah dilarang:
1. melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang

dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-
undang; dan

2. melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi,
menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar
daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program
strategis nasional

h. Bupati yang melakukan pungutan atau yang disebut nama iainnya
dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya
yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6
(enam) bulan.

i. Bupati yang melakukan pungutan dikenai sanksi administratif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangal.

j. Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya wajib disetorkan
seluruhnya ke kas negara.

k. Pendapatan Transfer merupakan penerimaan yang diperoleh dari
Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. Pendapatan
Transfer diklasifikasikan menurut akun,kelompokjenis, objek,rincian
objek,sub rincian objek pendapatan transfer sesuai ketentuan
perundang-undangan, Pendapatan Transfer meliputi:

Transfer Pemerintah Pusat
a. transfer pemerintah pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif

Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.

Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum
dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana
Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana
Transfer Khusus.
1) DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
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2) DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah
untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi;

3) DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk
mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi
Khusus Non Fisik.

c. Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan
kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan
untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian
Kinerja tertentu.

d. dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki
otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

e. dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2. Transfer Antar- Daerah
a. transfer antar-daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan

Keuangan.
b. pendapatan Bagr Hasil merupakan dana yang bersumber dari

Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan
angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

c. bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya
baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan
kemampuan keuangan, dan/ atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan
Keuangan terdiri atas:
1) Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/ atau

kabupaten / kota, terdiri atas:
Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari
daerah lainnya dalam rangka kerjasama daerah atau pemerataan
peningkatan kemampuan keuangan.

2) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari
daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah klasifikasi APBK menurut
akun,kelompok, jenis,objek,rincian objek,sub rincian objek
Pendapatan Asli Daerah dikelola berdasarkan kewenangan
Pengelolaan keuangan pada SKPK dan SKPKD, ketentuan lain-lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri atas :

a) Hibah
i. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak

mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak
mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan
kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak
menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

ii. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan
hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

b) dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang

diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk
mendanaikeperluanmendesakyangdiakibatkanolehbencana
yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan

men-ggunakan sumber APBK sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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c) lain-lain pendapatan 
^::"rr.i . dengan ketentuan peraturanperundans_ undansa:*Tr_tara h_;;ffi;d; Hibah Dana Bos.,1#iifii:!TiJ;-;"td,i!f "*i*i"..fi""1,Hfi ..".*,;:'"il:iiiffi ' TX:, :-"'Yo *e-' 

" 
J,'!", i", r..., u'., e ufa tidaerah. -*6,an dari ketentuan e.ngetotaan.I"ff!;:

D, BELANJADAERAH
1. Ketentuan Umum
Belanja Daerah diatur sebagai berikut :a' belanja daerah 

""t"r. il."a""J pehksanaan urusan pemerintahan. yang menjadi kewenangan daerah.b' urusan pemerintahan "v"rg 
-.":"di kewenangan daerah terdiri atasurusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan pilihan sesuaidengan ketentuan peratlran perundang_undangan.c' urusan pemerintahan wajib terdiri atas u.usan pemerintahan wajibyang terkait pelayanan Dasar dan Urusan pemerintahan Wajib yangtidak terkait pelayanan Dasar.a 

H::ffi. 
pemerintahan pilihan sesuai dengan potensi yang dimitiki

e' belanja daerah dia-rokasikan dengan memprioritaskan pendanaanUrusan pemerintahan. wajib terkaii pelayanan dasar dalam ,rngt"pemenuhan standar pelayanan minimal'.f. belanja daerah untuk penda.,.r, ,*"u' pemerintahan wajib yang tidaktgrkait dengan perayanan dasar dialokasilan sesuai dengan kebutuhandaerah.
g. belanja daerah

dialokasikan sesu
daerah.

untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan
ai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki

h. daerah wajib mengalokasikan beianja untuk mendanai urusanpemerintahan daerah yang besarann-va ierah ditetapkan 
""",rri a".,g"r,ketentuan peraturan perundang-undingan antara lain besaran alokasibelanja untuk fungsi pendidikan,- anggaran kesehatan, daninsfrastruktur.

i. dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja, menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di UiAang t .uairgu,
melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaiuran Dana transfer
umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis tJait.j. belanya daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis
standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengln ketentuan
peraturan perurndang- undangan.

k. belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, anarisis
standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

1. standar harga satuan regiona] ditetapkan dengan peraturan presiden.
m. standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman dalam

menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
n. penetapan standar harga satuan pada masing-masing Daerah dengan

memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di sualu Daerah.
o. analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
p. analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/ atau standar teknis

digunakan untuk menyusun rencana keq'a dan anggaran dalam
penyusunan rancangan Qanun tentang ApBK.

q. be\an1a daerdo dinnci menurut Urusan pernerintatran daeratr,^ 
orgamsasi, program, kegiatan, sub.kegratan' ienis' obiek' rincian otrlek

din sub rincian objek belanja daerah'
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.urlsan pemerintah€m daerah diselaraskan rp:lyl. "i,g*" v""s ;i.r""inr.."L"iffi;ffi 1ffi .. 
dipadukan dengan

belanja daerah menurut 
. organisasi Ji*""-f."" dengan susunan

;:ffiilffi "lili*-11"*ou; 
u"'a'"*i.J r..t".,iu#-"r##;;

belanja daerah menurut program, kegiatan, _ darr sub kegiatandisesuaikan dengan urusan p!-".i.,t"rri.,^ Kabupaten berdasarkanketentuan peratu ran peru ndan gl qndils;.*"
belanja daerah terdiri atas:
1) belanja operasi;
belanja operasi merunakan pengeluaran anggaran untuk kegiatansehari-hari pemerintah'na"."r, I"""*"*#ri.nTl,t^"t i"r.',gka pendek.2) belanja modal;
pltanjl modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset
Afljilr*"t lainnya yang membe.i -"rr"til.ut a"" ff"",.rf-p".tj"
3) belanja tidak terduga; dan

Ht:-.;" tidak,terduga merupakan pengeluaran anggaran atas bebanAPBK untuk keperluan darurat t .-"J"f. -f."p".f.,# 
-".rJ"""f."v"iltidak dapat diprediksi sebelumnya.

4) belanja transfer
belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerahkepada pemerintah daerah lainnJra Au./"t 

"'a"ri 
pemerintan a;";";-kepada pemerintah desa.

u. klasifikasi ApBK menurut al<un kelompok, jenis, objek, rincian objek,sub rincian objek belanja daerah dikelola berdasarkan kewenangann olaan keuan a SKPK dan SKPKD , meli uti:

v. Ketentuan Terkait Belanja Operasi dirinci atas jenis :

a. Belanja Pegawai
1) belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2) kompensasi diberikan kepada Bupati/wakil Bupati, pimpinan/
anggota DPRK, dan Pegawai ASN.
a) Belanja Pegawai bagi Bupati dan wakil Bupati dianggarkan

pada belanja SKPK sekretariat daerah.
b) Belanja Pegawai lagi Pimpinan dan Anggota DPRK dianggarkan

pada belanja SKPK Sekretariat DPRK.
c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja

SKPK bersangkutan.
3) belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan

tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja
penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRK serta bupati,
wakil bupati, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan
retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang selanjutnya terkait

enis Belan a Pen olaanenan
ELANJA OPERASI
1an aPe SKPKD, SKPK dan BLUD

dan Jasaelan a SKPKD, SKPK dan BLUD
elan aBu KPKD dan BLUD
elan a Subsidi KPKD dan atau SKPK
elan a Hibah KPKD dan atau SKPK

a Bantuan Sosial KPKD dan atau SKPK
ELANJA MODAL KPKD, SKPK dan BLUD
ELANJA TIDAK TERDUGA KPKD
ELANJA TRANSFER KPKD
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belanja pegawai diurait<an dalam peratun.'r:n#%-tryrff 
'.I.4i*:#lil,rfi 

ffffr ,ft:Hneuangan daera
dengan ketentuar

s1p"g;*.i'A;",i"1:,^11?i'hilf li#x.tr;l::ill5{,;;,;",
Ilfi:ffiEi *."Xtr 

p.,1"";i.o-iI;T;;* bekerja pada inlansi
6) 

Xersetujuan 
DpRK dilakukan bersamaan dengan pembahasan

7) tamba_han penghasilan diberikan berdasarkan pertimbaneal
l:1"" l.:.ju., tempat bertugas. f.o"aij'f..,:", kelangkaan profisi.prestasi kerja, dan/ata" p"-.ti_f."s"" ou.1"trir h#;;, ;;,i;"f;lsebagai berikut:
a) tambahan penghasilan berdasarkan beban keqla diberikankepada pegawai ASN y",'*-Jil"n"ri pekeq.aan untukmenyelesaikan tugas yang Jinitai -a"_i""--t"Ii" t.iinormal;
b) tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikankepada pegawai ASN yang OJ"_ 

- 
_A"tsan akan tugasnyaberada di daerah memiiki tlngLat t."rfitun ti"gsi a".'i"l;ilterpencil;

c) tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikankepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tusasnva
_ berada pada lingkuns3n ke4a y"rg _"-itik .;"il;;";:-'"r'd) tambahan penghasilan L.ia^"Lt.., kelangkaan* profesidiberikan kepada pegawai ASN yang O"f"_ _"ige_U-r.;;;

memiliki keterampilan khusus dan langka;
e) tambahan fenq$1!!an berdasarkan lrestasi kerja diberikan

kepada pegawai.ASN yang memiliki piestasi f.er.ia yang tffifdan/atau inovasi; dan
f) tambahan penghasilan berdasarkan perLimbangan objektif

lainnya diberikan kepada pegawai ASN sipanjang Ji"_rrritk"r,
oleh peraturan perundang-undangan.

8) pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah
ditetapkan dengan peraturan bupati dengan -berpedoman 

pada
peraturan pemerintah.

9) dalam hal belum adanya peraturan pemerintah, bupati dapat
memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai eSN seteiah
mendapat persetuj uan Menteri.

10) persetujuan Menteri ditetapkan setel,ah memperoleh pertimbangal
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.

11) dalam hal bupati menetapkan pemberian tambahan penghasilan
bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
melakukan penundaan dan / atau pemotongan Dana Transfer
Umum atas usulan Menteri.

b. Belanja Barang dan Jasa
1) belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan

pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12
(dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan
atau dijual kepada masyarakat/ pihak lain.

2) pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program
dan kegiatan pemerintahan daerah yang diuraikan dalam sub
kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas
daerah yang tercantum dalam RPJMD.



3) belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang,
belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja peq'alanan dinas, dan
belanja uang dan/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak
ketiga/ pihak Lain / masyarakat.

4) penggunaan dan penganggaran objek dari jenis belanja barang
dan jasa diuraikan sebagai berikut:
a) belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan

barang berupa barang pakai habis, barang tak habis palai, dan
barang bekas dipakai;

b) belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa
yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa
jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir,
sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan
peralatan kantor, konsultansi, ketersediaan layanan (availibility
payment), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelalihan,
sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif
pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif
pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN;

c) belanja pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan
Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah,
belanja pemeliharaan peralataan dan mesin, belanja
pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan
jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap
lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.

d) belanja pedalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan
belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan
dinas luar negeri.

e) belanja uang dan/ atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk
menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada
ti1r"L 11gtiga/ Pihak L,ain / Masyarakat

5) pemerintah daerah menganggarkal belanja barang dan jasa dalam
APBK tahun €ulggaran berkenaan pada SKPK terkait.

6) belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan
kepada masyarakat/ Pihak l,ain dianggarkan untuk pemberian
uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka
mendukung pencapaian target kine{a Kegiatan dan Sasaran
Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan
kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.

7) belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan
kepada masyarakat/ Pihak Lain diberikan dalam bentuk:
a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
b) penghargaan atas suatu prestasi;
c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat

penggunaan tanah milit pemerintah daerah untuk
pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non
proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan;

e) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya
sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan;

f) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
g) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya

c. Belanja Bunga
1) belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja

bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban
pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam
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APBK tahun angg€rran berkenaan.
2) belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran

bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok
utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBK tahun
anggzrran berkenaan.

3) pembayaran dianggarkan pada SKPK/unit SKPK yang
melaksanakan PPK BLUD dan SKPK yang melaksanakan fungsi
PPKD/SKPKD terkait.

4) belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub
rincian objek.

d. Belanja Subsidi
1) belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi

agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan
usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

2) badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik
swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa
pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelengqaraan
pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan
pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public service
obligation).

3) badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik
swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan
dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan
dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain
yang independen dan ditetapkar oleh bupati.

5) pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan
yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan
penganggaran pemberian subsidi.

6) hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar
perencana€rn dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi
tahun anggaran berikutnya.

7) penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab
secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang
diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan
pertanggungiawaban kepada Bupati.

8) pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam ApBK
tahun anggaran berkenaan pada SKPK terkait.

9) untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem
penyediaan air minum mengacu pada Peraturan Menteri.

10) pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha
mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

11) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan
pertanggungiawaban subsidi diatur dalam peraturan bupati sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Belanja Hibah
1) belanja hibah diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah

Daerah lainnya, badan usaha milik negara,
2) BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara
spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan
tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun
anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan
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peraturan perundang-undangan.
3) belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan

dalam APBK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib
dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4) pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian
sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah
sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya
fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan
manfaat untuk masyarakat.

5) penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPK terkait dan
dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada
program, kegiatan, dan sub kegiata.n sesuai dengan tugas dan
fungsi SKPK terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan
urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk
menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub
kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada SKPK yang
melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Belanja hibah diberikan kepada:
a) pemerintah pusat

1) hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan
ke{a dari kementerian/lembaga pemerintah non-
kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah
yang bersangkutan.

2) hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih
pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3) unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi
urusan pemerintahan di bidang administrasi Kependudukan
dapat memperoleh hibah dari pemerintah daerah untuk
penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.

4) penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk
elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu
hibah APBK maupun anggaran pendapatan dan belanja
negara.

5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat
diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

b) pemerintah daerah lainnya
hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada
daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) BUMN
hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

d) BUMD;
hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam
rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah
daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. hibah kepada BUMD tidak
dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.



e) badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia
1) hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan

dan lembaga:
a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk

berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosia-l yang telah

memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh
Menteri, Gubernur atau Bupati; atau

c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial
kemasyarakatan berupa kelomfok masyarakat/ kesatuan
masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan
keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau
Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan
dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPK terkait
sesuai dengan kewenangannya.

d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria
yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya.

2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia diberikan kepada organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan
hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum
dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan
persyaratan paling sedikit:
a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa

setempat atau sebutan lainnya; dan
c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pmerintah

Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang
berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah
Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program,
kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi
hibah.

4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan
dengan persyaratan paling sedikit:
a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi

urusan hukum dan hak asasi manusia;
b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah

Daerah yang bersangkutan; dan
c) memiliki secretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

0 Partai Politik
Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan
kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRK sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran
penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik
dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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7) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung
penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak
tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) partai politik dan/atau
4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan.

e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
8) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang

disampaikan kepada Bupati.
9) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material

atas penggunaan hibah yang diterimanya.
10) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,

pelaporan dan pertanggunglawaban serta monitoring dan evaluasi
hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

f. Belanja Bantuan Sosial
1) belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan

pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada
individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali
dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2) risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan
dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena
alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja
bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup
dalam kondisi wajar.

3) keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan
sosial dapat diberikan setiap tahun €rnggaran sampai penerima
bantuan telah lepas dari resiko sosial.

4) belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBK sesuai dengan
kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja Urusan pemerintahan W4iib dan Urusan
pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) anggota/kelompok masyarakat meliputi:
a) individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang

mengalami risiko sosial; atau
b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan,

dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu,
kelompok, dan/ atau masyarakat yang mengalami keadaan
yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

6) bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok
dan/ atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan
yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
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7) bantuan sosial berupa uang adalah uang yarrg diberikan secara
langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin,
yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut
usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri
pahlawan yang tidak mampu.

8) bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan
secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan
operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat
tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan
makanan / pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, temak bagi
kelompok masyarakat kurang mampu.

9) bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu,
keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sudah jelas nama,
alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBK.

10) bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon
penerima dan/atau atas usulan kepala SKPK.

11) penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan
dianggarkan pada SKPK terkait dan dirinci menurut objek, rincian
objek, dan sub rincian objek.

12) bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak
dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBK yang apabila
ditunda penanganannya akan menimbuikan risiko sosial yang
lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

13) pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

14) penganggaran belanja bantuan sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak
Terduga.

15) usulan permintaan atas belanja bantuan sosial yang tidal< dapat
direncanakan sebelumnya dilalukan oleh SKPK terkait.

l6) belanja bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan

kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari
kemungkinan risiko sosial;

b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki
identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan
perundang- undangan; dan

c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam
keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa
pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus
diberikan setiap tahun anggar€rn dan keadaan tertentu dapat
berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan
setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas
dari risiko sosial.

d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian
bantuan sosial meliputi:
1) rehabilitasi sosial

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan
kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar
dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari
guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga,
kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat
dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal
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3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok
masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai
daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

4) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin
penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidupnya yang layak.

5) penanggulangan kemiskinan
merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang
dilalukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat
yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata
pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang
layak bagi kemanusiaan.

6) penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk
rehabilitasi.

l7l anggota lkelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis
atas bantuan sosial yang direncanakan kepada bupati melalui
SKPK sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

18) penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan
material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

19) tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungiawaban serta monitoring dan evaluasi
bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

w. Ketentuan Terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:
a. belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang

dilakukan da-lam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2) digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
a) berwujud;
b) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
c) tidak dimaksudkan untuk dijuat dalam operasi normal entitas;

dan
d) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunalan.

b. dalam hal tidak memenuhi lrriteria batas minimal kapitalisasi aset
tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal
kapitalisasi aset tetap diatur dalam peraturan bupati.

c. aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga
perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh
belanja yang terkait dengan pengadaan / pembangunan aset sampai
aset siap digunakan.

d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
1) belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang

diperoleh dengan maksud untuk dipakai da_lam kegiatan
operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

2) belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan
peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor,
alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang
nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas)
bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) belanja gedung dan bangunan, digunakan untuk menganggarkan
gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan
yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
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4) belanja jalan, irigasi dan jaringan, digunakan untuk
menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan,
irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta
dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam
kondisi siap dipakai.

5) belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset
tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan
dimanfaatkan untuk kegiatan operasiona-l pemerintah daerah dan
dalam kondisi siap dipakai.

6) belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap
yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah
Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di
pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

e. Belanja modal aset lainnya digunakal untuk menganggarkan aset
tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di
pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa
aset tidak berwujud dengan kriteria:
1) dapat diidentifikasi;
2) tidak mempunyai wujud fisik;
3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa

atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas
kekayaan intelektual;

4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.

x. Ketentuan Terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:
a) belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran

untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak
dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan
pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta
untuk belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya.

b) keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing
pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

c) keadaan darurat meliputi:
1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau

kejadian luar biasa;
2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau
3) kerusakan sarana/prasarana y.rng dapat mengganggu kegiatan

pelayanan publik.
Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia
ansgarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPK,
kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial,
dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap
darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa
digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Pengunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan
tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan
korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana,
kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan
kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.
Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status
keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat
ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat
selesai.
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d. keperluan mendesak meliputi:
1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyaralat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat

wajib;
a) belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang

dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh
pemerintah daerah dengan jumlah yarg cukup untuk keperluan
setiap bulan dalam tahun anggar€rn berkenaan, seperti:
1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan

gaji, tunjangan; dan
2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon,

air, Iistrik dan internet
3) belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk

terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan
dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan,
melal<sanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban
pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh
tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

4) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
amanat peraturan perundang-undangan ; dan / atau

5) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan atau masyarakat. Pengeluaran untuk mendanai
keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya
dan/atau tidak cukup tersedia anggar.rnnya, diformulasikan
terlebih dahulu dalam RKA SI(PK dan/ atau Perubahan DPA
SKPK.

e. kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang APBK tahun berkenaan.

f. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas
kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak
berulang yang terl'adi pada tahun sebelumnya.

g. belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
diusulkan oleh SKPK terkait dengan tata cara sebagai berikut:
1) kepala SKPK mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling

lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD)
selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);

2) PPKD selaku BUD melakukan verilikasi dan mencairkan BTT kepada
kepala SKPK paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya
RI(B;

h. belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan
sub rincian objek dengan nama belanja tidak terduga.

i. dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai
keadaan darurat, pemerintah daerah menggunalan:

j. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan kegiatan
lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
dan/atau

k. memanfaatkan kas yang tersedia.
penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan diformulasikan
terlebih dahulu dalam perubahan DPA SKPK.
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2. tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan
darurat dilakukan dengan tahapal:
a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam,

bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian
luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;

b. berdasarkan penetapan status Bupati dan/ atau surat keterangan
pimpinan SKPK yang membidangi urusan bencana, kepala Kepala
SKPK/Kepala Unit SKPK yang membidangi keuangan daerah
mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.

c. berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD
mencairkan dana kebutuhan belanja kepada kepala SKPK/kepala Unit
SKPK yang membidangi keuangan daerah, paling lambat 1 (satu) hari
ke{a terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

3. tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk rasionalisasi kegiatan
dilakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja
SKPK yang membidangi keuangan daerah, dengan tahapan:
a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga

terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPK yang membidangi
keuangan daerah;

b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga
terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA- SKPK; dan

c. RI(A-SKPK dan/ atau Perubahan DPA-SKPK sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK untuk selanjutnya
ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBK atau
dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah
yang tidak melakukan perubahan APBK atau telah melakukan
perubahan APBK.

4. rate. cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan
mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak
terduga kepada belanja SKPK/Unit SKPK yang membidangi, dengan
tahapan:
a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga

terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPK yang membidangi
keuangan daerah;

b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga
terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA- SKPK; dan

c. RKA-SKPK dan/atau Perubahan DPA-SKPK sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK untuk selanjutnya
ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBK atau
dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah
yang tidak melakukan perubahan APBK atau telah melakukan
perubahan APBK.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengzrnggaran, pelaksanaan
dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta
monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan
peraturan Bupati.

y. Ketentuan Terkait Belanja Transfer diatur sebagai berikut:
a. Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub

rincian objek.
b. Belanja transfer dianggarkan oleh SKPK yang membidangi keuangan

daerah.
c. Belanja Transfer terdiri dari :
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1) Belanja Bagi Hasil
a) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil

yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada Kabupaten atau
pendapatan Kabupaten kepada pemerintah desa atau pendapatan
pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b) Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBK sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Bantuax Keuangan
a) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam

rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan
keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

b) belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya
guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima
bantuan keuangan.

c) bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan
Keuangan daerah setelah mempriorita.skan pemenuhan belanja
Urusan pemerintahan wajib dan Urusan pemerintahan pilihan
serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3) bantuan keuangan terdiri atas:
a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
c) bantuan Keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di

wilayahnya dan/ atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
d) bantuan Keuangan daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya

dan / atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada

desa.
antuan keuangan bersifat umum ata.u khusus.
antuan keuangan bersifat umum peruntukan dan
engelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau
emerintah desa penerima bantuan.
antuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan
leh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya
iserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

i) dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai
penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai
peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku
pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau
pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus
wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi
keuangan khusus.

j) pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus
dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBK
atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

k) ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran,
pelaksanaan dan penatau sahaan, pertanggungiawaban dan
pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan
keuangan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

d. PEMBIAYAANDAERAH
Ketentuan Umum
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun €rnggaran berikutnya.
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a) Pembiayaan daerah terdiri atas:
1. penerimaan Pembiayaan; dan
2. pengeluaran Pembiayaan.

b) Pembiayaan daerah dirinci menurut Urusan pemerintahan daerah,
organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah. Terkait
hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan
sebagai berikut:
1. pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub
rincian objek pembiayaan daerah

2. klasifikasi APBK menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek,
sub rincian objek Pembiayaan daerah dikelola berdasarkan
kewenangan pengelolaan keuangan SKPKD dan BLUD.

3. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran
atau menutup defisit anggarnn.

c) Ketentuan Terkait Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:
1. SiLPA;

Sisa lebih Pehitungan Anggaran (SiLPA) yang merupakan akumulasi
pendapatan,belanja,penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran
pembiayaan.SllPA yang digunakan dalam pembiayaan adalah SILPA
tahun sebelumnya.

2. Pencairan Dana Cadangan;
a. pencairan dana cadangan digunakan untuk mengganggarkan

pencairan dana cadangandari rekening dana cadanganke
Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan;

b. jumlah dana cadangansesuai dengan jumlah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana
cadangan bersangkutan ;

c. pencairan dana cadangan dalam I (satu) tahun anggaran menjadi
penerimaan Pembiayaan APBK dalam tahun anggaran berkenaan;

d. Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan
peruntukkannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam
portofolio yang memberikan hasil tetap resiko rendah;.

e. posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan pertanggungiawaban APBK;

f. penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening
dana cadangan ke Rekning Kas Umum Daerah dianggarkan
dalam SKPK pengguna Dana cadangan bersangkutan, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan -undangan;

g. Penerimaan hasil Bunga/Bagi Hasil/ Jasa Giro/lmbal
hasil/deviden/keuntungan(capital gain) atas rekening dana
cadangan dan/ atau penempatan dalam portofolio
dicantumkansebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

d) hasil penj ualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
1. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat

berdasarkan bukti penerimaan yang sah;
3. bukti penerimaan antara lain seperti dokumen lelang,alita jual beli,

nota kredit, dan dokumen sejenisnya.
e) Penerimaan Pinjaman Daerah;

1. penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang
akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang
ditetapkan dala perjanjian pinjaman bersangkutan;

2. peneriman pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan
penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada
tahun anggaran berkenaan;
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3. penerimaan pinjaman daerah bersumber dari:
a. pemerintah pusat;
b. pemerintah daerah lainnya;
c. lembaga keuangan bank;
d. lembaga keuangan bukan bank;danf atau
e. masyarakat.

4. penerimaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peratutran perundang-undan gan.

f) penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk
menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada
pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan
perundanga-undangan.

g) penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
penerimaan pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan
penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

h) ketentuan terkait pengeluaran pembiayaan dapat digunakan :

1 . pembayaran cicil,an pokok utang yang jatuh tempo;
a) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo digunakan

untuk menganggarkan pembayaran pokok utang;
b) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan

pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian
pinjaman dan pelaksan€rannya merupakan prioritas utama dari
seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan
dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian
pinjaman;

c) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan
pembayaran pokok pinjaman, Bunga/Bagi Hasil dan Kewajiban
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-
undangan.

d) pemerintah daerah wajib membayar cicilan pokok utang dan
dianggarkan dalam APBK setiap tahun sampai dengan
berakhirnya kewajiban dimaksud ;

e) dalam hal anggaran yang tersedia dalam APBK tidak mencukupi
untuk pembayaran cicilan pokok utang, bupati dapat melakukan
pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah
perubahan APBK.

2. penyertaan modal pemerintah
a. pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada

BUMD dan/atau BUMN, Badan Usaha swasta dan/atau koperasi;
b. penyertaan modal bertujuan untuk meningkatkan pendapatan

daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan
meningkatkan kesejahteraan masayarakat;

c. penyertaan modal untuk memproleh manfaat ekonomi,
sosial,dan /atau manfaat lainnya;

d. manfaat ekonomi, sosial dan /atau manfaat lainnya meliputi :

1. bunga/bagi hasil dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha
yang mendapatkan penyertaan modal daerah;

2. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waku tertentu
berupa deviden, bunga ?Bagi Hasil dan Pertumbuhan nilai bagi
badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;

3. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagr hasil
penyertaan modal sejumlah dalam jangka waktu tertentu;

4. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu
sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;

5. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu
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berupa deviden,bungalBa$ Hasil dan Pertumbuhan nilai bagi
badan usaha yang mendapatkann penyertaan modal daerah;

6. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu daam
jangka wal.tu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan
modal daerah;

7. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari
penyertaan modal pemerintah daerah.

e. bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal
berupa investasi surat berharga dan/ atau penyertaan modal
berupa investasi langsung.

f. penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukan
dengan cara pembelian saham dan atau pembelian surat utang.

g. penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan dengan
cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian pinjaman.

h. penyertaan modal berupa investasi langsung dalam pemberian
pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), penyalurannya
dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga
keuangan bukan bank.

i. penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan investasi
langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat
investasi untuk mendapatkan nilai wajar.

j. penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila
jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan
telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan
modal daerah bersangkutan.

k. penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah walaupun
APBK tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah ada
Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah
bersangkutan.

l. peraturan daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama
antara bupati dan DPRK atas rancangan peraturan daerah
tentang APBK.

m. penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

n. pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan
investasi pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan
anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungiawaban
penyertaan modal pemerintah daerah, divestasi, serta pembinaan
dan pengawasan.

o. pengelolaan penyertaan modal daerah sejalan dengan kebijakan
pengelolaan penyertaan modal/investasi secara nasional.

p. pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dengan peraturan
bupati.

q. pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak
diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah
anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah
penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah
mengenai penyertaan modal bersangkutan.

r. dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan
modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan
dengan peraturan daerah mengenai penyertaan modal,
pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah
mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

s. penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung.
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t. dalam hal pemerintah daerah akan melaksanakan penyertaan
modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun
perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam
dokumen rencana kegiatan investasi.

u. dokumen rencana kegiatan investasi disiapkan oleh PPKD selaku
pengelola investasi untuk disetujui oleh bupati.

v. berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi, pemerintah
daerah menyusun analisis penyertaan modal/investasi
pemerintah daerah sebelum melakukan penyertaan moda,l.

v,'. analisis penyertaan modal/ investasi pemerintah daerah dilakukan
oleh penasehat investasi pemerintah daerah.

x. penasihat investasi pemerintah daerah ditetapkan oleh bupati.
y. hasil analisis penyertaan modal/ investasi pemerintah daerah

berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan
analisis risiko.

3. Pembentukan Dana Cadangan
a. dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai

kebutuhan pembangunan prasa.rana dan sarana daerah yang
tidak dapat dibebankan dalam I (satu) tahun anggaran.

b. dana cadangandapat digunakan untuk mendanai kebutuhan
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

c. dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan
daerah kecuali dari:
1. DAK;
2. Pinjaman daerah; dan
3. Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk

pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

d. dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan
dikelola oleh PPKD selaku BUD.

e. pembentukan dana cadanganditetapkan dalam peraturan daerah
tentang pembentukan dana cadangan.

f. pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran
pembiayaan dalam tahun .rnggaran yang berkenaan.

g. peraturan daerah tenta-ng pembentukan dana cadangan
sekurang-kurangnya penetapan tujuan pembentukan dana
cadangan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai
dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadalgan
yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana
cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran
pelaksanaan dana cadangan,

h. peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan
ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara bupati dan
DPRK atas rancangarl peraturan daerah tentang APBK.

4. Pemberian Pinjaman Daerah
a. pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan

pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah
pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik
neg€rra, koperasi, dan/atau masyarakat.

b. pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat
persetuj uan DPRK.

c. persetujuan DPRK menjadi bagian yang disepakati dalam KUA
dan PPAS.

d. ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur
dalam peraturan bupati sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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5. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan lainnya
digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Ketentuan Terkait Pembiayaan Neto :

1. merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran
pembiayaan

2. digunakan untuk menutup defisit anggaran
f. Ketentuan Surplus dan Defisit

Ketentuan Umum
g. Ketentuan dalam surplus dan defisit APBK adalah sebagai berikut:

1. Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja
Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBK.

h. Surplus APBK merupakan selisih lebih antara pendapatan daerah dan
belanja daerah.

i. Defisit APBK merupakan selisih kurang antara pendapatan daerah dan
belanja daerah.

j. Dalam hal APBK diperkirakan surplus, APBK dapat digunalan untuk
pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang APBK yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

k. Dalam hal APBK diperkirakan defisit, APBK dapat didanai dari
penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang APBK yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.
1. penggunaan surplus APBK diutamakan untuk:

a) pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
b) penyertaan modal Daerah;
c) pembentukan Dana Cadangan;
d) Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
e) pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
2. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan

pembayaran pokok utang yang belum cukup tersedia anggaran dalam
pengeluaran pembiayaan sesuai dengan peianjian.

3. pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus APBK kepada
Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

4. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit
APBK dan batas maksimal defisit APBK masing-masing daerah yang
dibiayai dari pinjaman daerah setiap tahun anggaran.

5. penetapan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBK dan batas
maksimal defisit APBK masing-masing daerah paling lambat bulan
Agustus untuk tahun anggarart berikutnya.

6. pemerintah daerah wajib melaporkan posisi defisit APBK kepada
Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

7. pemerintah daerah yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi
penundaan penyaluran Dana Transfer Umum.

8. Gubernur selaku wakil pemerintah pusat melakukan pengendalian
defisit APBK berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit
APBK dan batas maksimal defisit APBK yang dibiayai pinjaman
daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.



4'l

9. pengendalian dilalukan pada saat evaluasi terhadap rancangarl
peraturan daerah tentang APBK.

10. defisit APBK harus dapat ditutup dari pembiayaan neto.
11. pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan

dengan pengeluaran Pembiayaan.
Terkait hal tersebut di atas, peraturan bupati ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:
1. penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari jenis SILPA tahun

sebelumnya dikecualikan yang penggunaannya dibatasi untuk
pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2. dalam hal APBK diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk
menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari:
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
b. pencairan dana cadangan;
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. pinjaman daerah; dan
e. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
3. batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBK untuk setiap tahun

anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBK yang
ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan.

4. posisi defrsit APBK sebagai dasar penetapan besaran kumulatif defisit
APBK pada tahun berikutnya.

5. pelanggaran terhadap ketentuan dapat dikenai sanksi
penundaan penyaluran dana transfer umum.

KETENTUAN SILPA
Ketentuan Umum
a) pemerintah daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun

berkenaan bersaldo nihil.
b) dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

APBK menghasilkan SILPA tahun Bbeqialan positif, pemerintah daerah
harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan
prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah
dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

c) dalam hal perhitungan penyusunan rarlcangan peraturan daerah tentang
APBK menghasilkan SILPA tahun beg'alan negatif, pemerintah daerah
melakukan pengurErngan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan
yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan
kegiatan yang kurang prioritas dan / atau pengurangan volume program
dan kegiatannya.
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BAB III
PEI{YUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KAI}UPATEN

A. KUADAN PPAS
1. Ketentuan Umum KUA dan PPAS

Penyusunan Rancangan APBK didasarkan prinsip:
a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan
daerah;

b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undalgan yang iebih tinggi;

c. berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
d. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;

e. dilal<ukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan,
manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

f. APBK merupakan dasar bagi Pemerinta_h Daerah untuk melakukan
penerimaan dan pengeluaran daerah.

Kebijakan Umum APBK (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan
bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode I (satu) tahun.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program
prioritas dan batas maksimal €rnggaran yang diberikan kepada SKpK
untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan seb"gai acuan dalam
penyusunan rencana kerja dan €rnggaran satuan kerja perangkat
kabupaten.
Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait KUA dan pPAS sebagai
berikut:
a. bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan

RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan ApBK.
b. pedoman peny,usunan APBK ditetapkan oleh Menteri setelah

berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencana€rn pembangunan nasiona-l dan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan. Pedoman penyusunan APBK tersebut memuat antara lain:
l. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan

pemerintah dengan pemerintah daerah;
2. prinsip dan kebijakan penyusunan APBK tahun

€rnggErran berkenaan;
3. teknis penyusunan APBK; dan
4. hal-hal khusus lainnya.

c. Rancangan KUA memuat:
1. kondisi ekonomi makro daerah;
2. asumsi penyusunan APBK;
3. kebijakan Pendapatan Daerah;
4. kebijakan Belanja Daerah;
5. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
6. strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam

mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan
APBK, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan
kebijakan pembiayaan daerah.

d. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:
1. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk

masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan
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program nasional yang tercantum dalam rencana ke4'a pemerintah
pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam
rencana ke{a pemerintah provinsi setiap tahun untuk Pemerintah
Kabupaten; dan

3. menyusun capaian kine{a, sasaran, dan plafon anggaran sementara
untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

e. Sub kegiatan dapat dianggarkan:
1. untuk I (satu) tahun anggaran; atau
2. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk sub kegiatan tahun

jamak.
f. Sub kegiatan tahun jamak mengacu pada program yang tercantum

dalam RPJMD.
g. Sub kegiatan tahun jamak harus memenuhi kriteria paling sedikit:

1. peke{aan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang secara
teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu)
keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua
belas) bulan dalam tahun anggaran berkenaan; atau

2. peke{aan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya
harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

3. peke{aan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya
harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran, antara
lain penanarnan benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis
laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, pelayanan
pembuangan sampah, dan pengadaan jasa pelayanan kebersihan
(cleaning service).

h. Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan
bersama antara Bupati dan DPRK, yang ditandatangani bersamaan
dengan penandatanganan KUA dan PPAS. Jangka waktu penganggaran
pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak tidak melampaui akhir tahun masa
jabatan Bupati berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud
merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Penyusunan ranc:rngan KUA dan PPAS menggunakan klasifikasi,
kodefikasi, dal nomenklatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah dan
pemutakhirannya.

j. Proses penyusunan rancangan KUA dan PPAS memuat informasi, aliran
data, serta pengguna€rn dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

2. Ketentuan Terkait Kesepakatan KUA dan PPAS
Mengacu pada Pasal 90 sampai dengan Pasal 92 Peratura-n Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020, Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait KUA dan
PPAS sebagai berikut:
a. Bupati menyampaitan ranc€rngan KUA dan rancangan PPAS kepada

DPRK paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan
disepakati bersama antara Bupati dan DPRK.

b. Bupati dapat mengajukan usulan penambahan kegiatan / sub kegiatan
baru dalam r€rncangan KUA dan r€rncangan PPAS yang tidak terdapat
dalam RKPD untuk disepakati bersama dengan DPRK dalam
pembahasan ranczrngan KUA dan rancangan PPAS.

c. Penambahan kegiatan/ sub kegiatan baru tersebut sepanjang memenuhi
kriteria darurat atau mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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d. Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS
ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRK paling lambat minggu
kedua bulan Agustus.

e. KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRK menjadi
pedoman bagi SKPK dalam menyusun RI(A SKPK.

f. Tata cara pembahasan rancangan KUA dan ranca-ngan PPAS
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Persetujuan bersama paling sedikit memuat:
l. nama kegiatan;
2. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
3. jumlah anggaran; dan
4. alokasi anggar€rn per tahun.

h. Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara,
Wakil Bupati bertugas untuk:
1. menyampaikan rancangan KUA dan r.rncangan PPAS kepada DPRK;

dan
2. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS

i. Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara,
pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
selaku penjabat/penjabat sementara/pelaksana tugas Bupati bertugas
untuk:
1. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRK;

dan
2. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS

j. Dalam hal seluruh pimpinan DPRK berhalangan tetap atau sementara
dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRK
bertugas untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.

k. Dalam hal Bupati dan DPRK tidak menyepakati bersama rancangan
KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak
rancangan KUA dan rancang€rn PPAS disampaikan kepada DPRK,
Bupati menyampaikan Rancangan Qanun tentang APBK kepada DPRK
berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun
Bupati, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan
DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

3. Ketentuan Pelaksanaan
a. Bupati menyusun r€rnc€rngan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan

RKPD dengan mengacu pada pedoman penJrusuna.n APBK diuraikan
sebagai berikut:
1) TAPK menyiapkan seluruh isi rancangan KUA menggunakan data

dan informasi terkait kebijakan anggaran yalg terdapat dalam
RKPD;

2) TAPK menyiapkan seluruh isi rancangan PPAS menggunakan data
dan informasi terkait program prioritas beserta indikator kinerja dan
indikasi pendanaan yang bersumber dari RKPD.

b. Bupati menyampaikan rancangarl KUA dan rancangan PPAS kepada
DPRK.

c. Bupati dan DPRK melakukan pembahasan rancangan KUA dan
rancangan PPAS. Pembahasan tersebut mengacu pada muatan
rancangan KUA dan rancangan PPAS.

d. Bupati dan DPRK melakukan kesepakatan bersama berdasarkan
hasil pembahasan rerncangan KUA dan rancangan PPAS.

e. Kesepakatan terhadap rancangan rancangan KUA dan rancangan
PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan KUA dan nota
kesepakatan PPAS yang ditandatangani bersama antat:a Bupati
dengan pimpinan DPRK.



45

4. Dokumen Terkait
Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS disajikan
sebagai berikut:
a. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)

' b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
c. Nota Kesepakatan KUA
d. Nota Kesepakatan PPAS
e. Nota Kesepakatan Tahun Jamak
f. Berita Acara Kesepalatan Penambahan Kegiatan / sub Kegiatan

a Ilustrasi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
(KUA)

KABUPATEN ACEH UTARA
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN

(KUA) TAHUN ANGGARAN ....

BAB I. PENDAHULUAN
1.1 l,atar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBK (KUA)
1.2 Tujuan penyusunan KUA
1.3 Dasar (hukum) penyusunan

BAB ]I. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
2.1 Arah kebijakan ekonomi daerah
2.2 Arah keuangan daerah.

BAB III. ASUMSI DASAR DALAM PEIIYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN
3.1 Asumsi dasar dalam penyusunan APBN;
3.2 Asumsi dasar dalam penyusunan APBK.

BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
4.1 Kebijakan perenc€rnaan pendapatan daerah yang
diproyeksikan untuk tahun anggaran berkenaan;
4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Pendapatan Transfer, dan l,ain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah;

BAB V.

BAB VI. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
6. I Kebijakan penerimaan pembiayaan
6.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan.

BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN
Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaarl belanja daerah
5.2 Rencana belanja operasi (pegawai, barang dan jasa, bunga,
subsidi, hibah, dan bantuan sosial), belanja modal, belanja tidak
terduga, belanja transfer (belanja bagr hasil dan bantuan
keuangan);
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BAB VIII. PENUTUP
Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hat lain yang disepakati DPRK dan
Bupati dan perlu dimasukkan dalam Kebijakan Umum APBK. Demikianlah
Kebijakan Umum APBK ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan
PPAS dan RAPBK Tahun Anggaran berkenaan.

tanggal

PIMPINAN DPRK
KETUA DPRK,

(tanda tangan)
(nama lengkap)

WAKIL KETUA DPRK

(tanda tangan)
(nama lengkap)

WAKIL KETUA DPRK

(tanda tangan)
(nama lengkap)

Dst

BUPATI ACEH UTARA

(tanda tangan)
(nama lengkap)
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b. Ilustrasi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

KABUPATEN ACEH UTARA
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN ....

BAB I.
BAB II,
BAB III.
BAB IV.

PENDAHULUAN
RENCANA PENERIMAAN DAERAH
RIORITAS BELANJA DAERAH
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEG]ATAN
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
PENUTUP
Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK
Tahun Anggaran ..... dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah
Daerah dalam menyusun RAPBK Tahun Anggaran ...... Pada Bab ini
j uga berisikan kesepakatan-kesepakatan lain antara Pemerintah Daerah
dan DPRK terhadap PPAS.

tanggal

BAB V.
BAB VI.

PIMPINAN DPRK
KETUA DPRK,

(tanda tangan)
(nama lengkap)

WAKIL KETUA DPRK

(tanda tangan)
(nama lengkap)

WAKIL KETUA DPRK

(tanda tangan)
(nama lengkap)

Dst

BUPATI ACEH UTARA

(tanda tangan)
(nama lengkap)
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Tabel 2.1
RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Tahun Anggaran ........

KODE PENERIMAAN DAERAH ALOKASI
ANGGARAN

DASAR
HUKUM

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.01. Pajak Daerah
4.1.O2. Retribusi Daerah
4.1.03. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
4.1.04. Lain-Lain PAD yang Sah

4.2. PENDAPATAN TRANSFER

4.2.O1. Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat

4.2.O2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH

4.3.01. Pe tan Hibah
4.3.O2. Dana Darurat

4.3.03.
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

6.i PENERIMAAN PEMBIAYAAN

6. I .01
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun

6.1 .O2 Pencairan Dana Cadangan
6.1.03. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
6.1.04. Penerimaan Pinj aman Daerah

6.1.O5. Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman

6.1.06. Penerimaan Pembiayaan l,ainnya
Sesuai

JU MLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

JUMLAH PENERIMAAN DAERAH
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"IABEL 4.2
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN JENIS BELANJA

NO. URAIAN
PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA
(Rp.)

1 Belanja Operasi
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Bunga
d.B a Subsidi
e. Belanja Hibah
f. Beianja Bantuan Sosial

2 Belanja Modal
a. a Modal Tanah
b. Be Modal Peralatan dan Mesin
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi;
e. Belanjq Modal Aset Tetap Lainnya;
f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;

3 Be Tidak Terduga
4 Belanja Transfer

a. Belanja Bagi Hasil
b. Belanja Bantuan Keuangan
TOTAL

a

II
IIIIII
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Tabel 5.1
Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan

NO. URAIAN

PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA

(Rp.)
PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. erimaan Pembia

6.1.01. isa l,ebih Perhitungan
an Sebelumn a

6.1.o2. ncairan Dana

6.1.03.

6.1.04. nerimaan Pin aman Daerah
6.1.0s. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

6.1.06.
Penerimaan Pembiayaan Lainnya
dengan Ketentuan Peraturan
Undangan

Sesuai
Perundang-

Jumlah Penerimaan Pemblavaan

6.2. Pengeluaran Pemblayaan
6.2.Ot. Pembentukan Dana Ca
6.2.O2. Penyertaqn Modal Daerah

6.2.03. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh
Tempo

6.2.04. Pemberian Pinj aman Daerah

6.2.05.
n

Jumlah Pengeluaran pembiayaan

Pembiayaan Neto

Anggaran Tahun

Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

Pengeiuaran Pembiayaan Lainnya
Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-
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c Ilustrasi Nota Kesepakatan KUA

NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN

ACEH UTARA

NOMOR (KABUPATEN ACEH UTARA)
TANGGAL:

NOMOR........ ...(DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA)

TANGGAL

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
IAHUN ANGGARAN .....

1. Nama
Jabatan
Alamat Kantor

: Bupati Aceh Utara

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh utara

2. a. Nama
Jabatan
Alamat Kantor

: Ketua DPRK Aceh Utara

b. Nama
Jabatan
Alamat Kantor

: Wakil Ketua DPRK Aceh Utara

: Wakil Ketua DPRK Aceh Utara

Sebagai Pimpinan DPRK bertindak selaku dan atas nama Dewal perwakilan
Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten ACEH UTARA.
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran pendapatal
dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran diperlukan Kebijakan Umum
APBK (KUA) yang disepakati bersama antara DPRK dengan Pemerintah Daerah,
untuk selanjutnya dijadikan sebegai dasar penyusunan rancangan Prioritas dan
P1afon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran ...
Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap KUA meliputi
asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten (RAPBK) Tahun Anggaran ....... kebijakan pendapatan, belanja
dan pembiayaan, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan plafon
Anggaran Sementara (PPAS).

Yang bertanda tangan di bawah ini:

c. Nama
Jabatan
Alamat Kantor
dst
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Secara lengkap KUA Tahun Anggaran ...... disusun dalam t ampirarl yang menjadi
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepalatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam
penyusunan r€rncangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
Anggaran.......

tanggal

BUPATI ACEH UTARA

selaku,
PIHAK PERTAMA

(tanda tangan)
(nama lengkap)

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA,

selaku,
PIHAK KEDUA

(tanda tangan)
(nama lengkap)

KETUA

(tanda tangan)
(nama lengkap)

WAKIL KETUA

(tanda tangan)
(nama lengkap)

WAKIL KETUA

dst
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NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH UTARA

NOMOR ..........(KABUPATEN ACEH UTARA)
TANGGAL:

NOMOR........ (DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA)

TANGGAL

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAPON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN ..,..

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama
Jabatan
Alamat Kantor

: Bupati ACEH UTARA

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten ACEH UTARA

2. a. Nama
Jabatan
Alamat Kantor

: Ketua DPRK ACEH UTARA

b. Nama
Jabatan
Alamat Kantor

: Wakil Ketua DPRK ACEH UTARA

c. Nama
Jabatan
Alamat Kantor

: Wakil Ketua DPRK ACEH UTARA

d.dst

Sebagai Pimpinan DPRK bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten (DPRK) ACEH UTARA.
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran perlu disusun Prioritas dan plafon
Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRK dengan
Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) Tahun
Anggaran .......

d. Ilustrasi Nota Kesepakatan PPAS

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRK
dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBK Tahun Anggaran, para
pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang
meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan dan Prioritas belanja
daerah, Pla-fon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan pemerintahan dan
Program dan Kegiatan/sub Kegiatan dan rencana pembiayaan daerah Tahun
Anggaran................
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Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran
disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dengan Nota Kesepakatan ini.
Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun
Anggaran .......

tanggal

BUPATI ACEH UTARA,

selaku,
PIHAK PERTAMA

(tanda tangan)
(nama lengkap)

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KABUPATEN ACEH UTARA
selaku,

PIHAK KEDUA

(tanda tangan)
(nama lengkap)

KETUA

(tanda tangan)
(nama lengkap)

WAKIL KETUA

(tanda tangan)
(nama lengkap)

WAKIL KETUA

dst



e Ilustrasi Nota Kesepakatan Tahun Jamak

NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAI{TAT KABUPATEN
ACEH UTARA

(KABUPATEN ACEH UTARA)
TANGGAL:

NOMOR (DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH UTARA)

TANGGAL : ................

TENTANG

PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK
(NAMA SUB KEGIATAN/NAMA PEKERJAAN)

TAHUN ANGGARAN .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama
Jabatan
Alamat Kantor

: Bupati ACEH UTARA

berlindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten ACEH UTARA

: Ketua DPRK ACEH UTARA

b. Nama
Jabatan
Alamat Kantor

: Wakil Ketua DPRK ACEH UTARA

c. Nama
Jabatan
Alamat Kantor
d. dst

: Wakil Ketua DPRK ACEH UTARA

Sebagai Pimpinan DPRK bertindak selaku dan atas nama Dewan perwakilan
Rakyat Kabupaten (DPRK) ACEH UTARA.
Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan
Kegaiatn/Sub Kegiatan Tahun Jamak di Kabupaten ACEH UTARA
Tahun..............., Tahun.... Tahun .... Tahun dst yang dilaksalakan dengan
ketentuan sebagai berikut:

59

NOMOR.

2. a. Nama
Jabatan
Alamat Kantor
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BAB I
DASAR HUKUM

Pasal 1

(Berisikan tentang peraturan perundang-undangan atau dasar hukum yang
melandasi untuk sub kegiatan tahun jamak dimaksud).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud dan Tujuan Nota Kesepaktan ini adalah:
(1)...
(2t...
(3) ...

dst.
BAB III

KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK

Pasal 3
Adapun Kegiatan/ sub Kegiatan Tahun Jamak .... (nama Kegiatan/sub Kegiatan),
yang:
(1) Biaya pekerjaan ...... dengan pagu senilai Rp.... (terbilang)
(2) Biaya pekerjaan .... .. dengan pagu senilai Rp. ... (terbilang)

dst.

Pasal 4
(l) Dana angggaran Kegiatan/ sub Kegiatan Tahun Jamak bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Kabupaten Aceh Utara.
(2) Jumlah anggaran Kegiatan/ sub Kegiatan Tahun Jamak untuk membiayai

Kegiatan / sub Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 seluruhnya
be4'umlah Rp.... (terbilang ).

(3) Rincian anggaran Kegiatan/sub Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3:
a. Biaya pekerjaan.... dengan perincian per tahun sebagai berikut:

1. Tahun ... senilai Rp..... (terbilang )

2. Tahun ... senilai Rp..... (terbilang )
3. Tahun ... senilai Rp..... (terbilang )
4. dst

b. Biaya pekerjaan.... dengan perincian per tahun sebagai berikut:
l. Tahun ... senilai Rp..... (terbilang )

2. Tahun ... senilai Rp..... (terbilang )
3. Tahun ... senilai Rp..... (terbilang )

4. dst
(4) dst

BAB IV PELAKSANAAN PEKERJAAN
Pasal 5

Dana anggaran Kegiatan/sub Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 digunakan untuk Kegiatan/ sub Kegiatan dari Tahun ...., Tahun...,
Tahun dan tahun dst.
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BAB V
PENGELOLAAN DANA ANGGARAN TAHUN JAMAK

Pasal 6
(l) Pengelolaaan dana angggaran Kegiatan/ sub Kegiatan Tahun Jamak

dilaksanakan oleh SKPK terkait sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-u ndangan.

(2) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPK .........
Kabupaten Aceh Utara.

BAB VI PENYESUAIAN HARGA
Pasal 7

(1) Dalam hal teqiadi penyesuaian harga ata.s dana anggaran pelaksanaan
Kegiatan/ sub Kegiatan Tahun Jamak mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2)
(3)Dst

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8

Pertanggungjawabaan dana anggaran Kegiatan / su b Kegiatan Tahun Jamak
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan/ Keputusan
Bersama Para Pihak.
Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup,
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

, tanggal
BUPATI ACEH UTARA,

selaku,
PIHAK PERTAMA

(tanda tangan)
(nama lengkap)

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KABUPATEN ACEH UTARA
selaku,

PIHAK KEDUA

(tanda tangan)
(nama lengkap)

KETUA

(tanda tangan)
(nama lengkap)

WAKIL KETUA

(tanda tangan)
(nama lengkap)
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d. Ilustrasi Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan / sub Kegiatan

BERITA ACARA KESEPAKATAN ANTARA
BUPATI ACEH UTARA DENGAN

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR
TANGGAL

TENTANG

PENAMBAHAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN BARU PADA KUA DAN PPAS YANG
TIDAK TERDAPAT DALAM RKPD

TAHUN ANGGARAN.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama
Jabatan : Bupati ACEH UTARA
Alamat Kantor :

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten ACEH UTARA

2. Nama
Jabatan : Ketua DPRK ACEH UTARA
Alamat Kantor :

bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)
ACEH UTARA.

Dengan ini menyatkan bahwa terjadi penambahn kegiatan/sub kegiatan baru pada
KUA dan PPAs TA ... yang tidak terdapat dalam RKPD Kabupaten ACEH UTARA TA
......... yang selanj utnya secara lengkap penambahan dimaksud disusun dalam
Lampiran yang menjadi satu kesataun yang tidak terpisahkan dengan Berita cara
Kesepakatan ini.
Berdasarkan hal tersebut diatas, guna menindaklanjuti pasal 343 ayat (21dan ayat
(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 20 17 tentang Tata cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Keqia pemerintah Daerah,
maka pada hari ini.... tanggal.... bulan .... tahun dibuatlah Berita Acara
Kesepakatan ini.
Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ....

BUPATI ACEH UTARA,

... .., tanggal

KETUADPRK ACEHUTARA,

(tanda tangan)
(nama lengkap)

(tanda tangan)
(nama lengkap)
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B.RKA SKPK
1. Ketentuan Umum RKA SKPK

Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait RKA- SKPK sebagai berikut:
a. surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPK diterbitkan paling

lambat 1 (satu) minggu setelah rancangan KUA dan rancangan ppAS disepakati.
b. Surat Edaran Bupati paling sedikit memuat:

1) prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan yang
terkait;

2) alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap prograrn, kegiatan dan sub
kegiatan SKPK berikut rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan;

3) batas waktu penyampaian RKA-SKPK kepada PPKD; dan
4) dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening ApBK,

format RKA-SKPK, analisis standar belanja, standar satuan harga, RKBMD
dan kebijakan penyusunan APBK.

c. Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan yaitu hubungan anggararl
belanja dengan sumber pendanaan pendapatan dan penerimaan pembiayaannya,
antara lain:
1) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub

kegiatan terkait layanan retribusi sumber pendanaannya berasal dari
pendapatan retribusi;

2) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub
kegiatan terkait dana transfer khusus sumber pendanaannya berasal dari
pendapatan transfer khusus berkenaan;

3) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan progr€un, kegiatan, dan sub
kegiatan terkait sarana dan prasarana jalan sumber pendanaannya berasal
dari pendapatan pajak kendaraan bermotor/pendapatan bagi hasil
berkenaan.

4) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiata.n, dan sub
kegiatan terkait penunjang urusan pemerintah daerah sumber pendanaannya
berasal dari pendapatan dana alokasi umum.

d. Kepala SKPK menyusun RKA-SKPK berdasarkan KUA dan PPAS, serta mengacu
pada Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPK.

e. Untuk kesinambungan penyusunar RKA SKPK, kepala SKPK mengevaluasi hasil
pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan 2 (dua) tahun anggaran
sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.

f. Proses penyusunan RKA-SKPK mengandung informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

g. RKA-SKPK disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penl'usunan Rancangan
Qanun tentang APBK sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam
Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan APBK yang ditetapkan setiap
tahun.

h. RKA-SKPK sebagaimana disusun dengan menggunakan pendekatan:
1) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah dilaksanakan dengan

menyusun prakiraan maju secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.
Prakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan anggaian untuk program,
kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran
berikutnya dari tahun Ernggaran yang direncanakan

2) Penganggaran Terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses
perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPK untuk menghasilkan
dokumen rencana ke4'a dan anggaran

3) Penganggaran berdasarkan kinerja dengan memperhatikan:
a. keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari sub

kegiatan;
b. hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
c. efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.

i. Penyusunan RKA-SKPK dengan menggunakan pendekatan penganggaran
berdasarkan kine{a berpedoman pada:
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1) Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari
program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan meliputi masukan,
keluaran, dan hasil;

2) Tolok ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari
keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas,
efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program, kegiatan dan sub
kegiatan

3) Sasaran kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan atau
keluaran yang diharapkan dari suatu sub kegiatan yang akan atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas yang terukur;

4) Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja
dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan;

5) Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang
ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan mempertimbangkan standar
harga satuan regional;

6) RKBMD merupakan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah
untuk periode 1 (satu) tahun yang paling kurang berisi informasi mengenai
kebutuhan pengadaan BMD dan pemeliharaan BMD; dan

7) Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur kinerja dalam
menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan
urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara
secara minimal.

i. Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPK berdasarkan pendekatan
kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan
penganggaran berdasarkan kinerja serta terciptanya kesinambungan RKA-
SKPK, Kepala SKPK mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan
sub kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester
pertama tahun anggaran beq'alan.

j. Evaluasi bertujuan untuk menilai program, kegiatan dan sub kegiatan yang
belum dapat dilaksanakan atau beium diselesaikan tahun sebelumnya untuk
dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu)
tahun berikutnya dari tahun yartg direncanakan.

k. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA-SKPK diatur dalam
Qanun mengenai Pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

1. Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah,
belanja bantuan sosial, belanja modal, dianggarkan dalam RKA-SKpK sesuai
dengan tugas dan fungsi pada masing-masing SKPK.

m. Belanja bunga, belanja tidak terduga dan belanja transfer dianggarkan dalam
RKA-SKPK pada SKPKD.

n. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan
dalam RKA-SKPK pada:
1. SKPKD;
2. SKPK/Unit SKPK terkait yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan

BLUD;

2. Ketentuan Dokumen RKA SKPK
Peraturan Bupati ini membuat ketentual terkait dokumen RKA-SKPK sebagai
berikut:
a. Proses penyusunan RKA-SKPK mengandung informasi, aliran data, serta

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
b. RKA-SKPK memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk

tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
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c. Rencana pendapatan memuat urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun,
kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.
Rencana pendapatan diterima oleh SKPK sesuai dengan tugas dan fungsinya
serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Rencana belanja memuat informasi mengenai:
1) urusan pemerintahan daerah memuat urusan pemerintahan daerah yang

dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK.
2) organisasi memuat nama SKPK selaku PA,
3) standar harga satuan,
4) RKBMD,
5) kinerja yang hendak dicapai terdiri dari indikator kinerja, tolok ukur kinerja,

dan sasaran kine{a yang akan dicapai dari program, kegiatan dan sub
kegiatan.

6) Program memuat nama program yang akan dilaksanalan SKPK da_lam tahun
anggaran berkenaan.

7) Kegiatan memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPK dalam
tahun anggaran berkenaan.

8) Sub kegiatan memuat nama sub kegiatan yang akan dilaksanakan SKPK
dalam tahun anggaran berkenaan.

9) Akun, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis,
objek, rincian objek belanja, dan sub rincian objek.

e. Rencana Pembiayaan memuat kelompok:
1) penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit

APBK, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, rincian obyek,
dan sub rincian obyek penerimaan pembiayaan

2) pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan
surplus APBK, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, rincian
obyek, dan sub rincian obyek pengeluaran pembiayaan.

3. Ketentuan Lain Terkait RKA SKPK
Peraturan Bupati ini membuat ketentuan lainnya terkait RKA-SKPK sebagai
berikut:
a. Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan

darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, kepala SKPK dapat
menyusun RKA-SKPK di luar KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati
bersama DPRK.

b. Dalam hal program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan tahun terakhir
untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus
dianggarkal pada tahun yang direncanakan.

c. Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan tata keq'a (SOTK), dalam
masa transisi penyusunan RKA-SKPK disusun oleh TAPK atau TAPK menunjuk
SKPK terkait.

d. Dalam hal penyusunan RKA-SKPK, bagi SKPK/Unit SKPK yang melaksanakan
pola keuangan BLUD, menggunakar kode rekening APBK.

4. Ketentuan Pelaksanaan
a. TAPK menyusun rzrncangan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-

SKPK.
b. TAPK menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman penyusunan

RKA-SKPK ke Bupati untuk diotorisasi.
c. Bupati menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPK

sebagai acuan Kepala SKPK dalam menyusun RKA- SKPK.
d. Kepala SKPK menyusun RKA-SKPK berdasarkan KUA dan PPAS serta SE KDH

tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPK mengikuti ketentuan umum RKA-
SKPK dan Ketentuan terkait Dokumen RKA- SKPK di atas.

e. Kepala SKPK menyampaikan RKA-SKPK kepada PPKD sebagai bahan
penyusunan Rancangan Qanun tentang APBK.

5. Dokumen Terkait
Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan RKA-SKPK disajikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN
(RKA-SKPK)

TAHUN ANGGARAN ...

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN
ORGANISASI

:x
: x.>o(
:x.>o(.)o(

Pengguna Anggaran
a. Nama
b. NIP
c. Jabatan

Kode Nama Formulir
RKA-PENDAPATAN SKPK Rincian Pendapatan SKPK
RKA-BELANJA SKPK Rincian Anggaran Belanja SKPK
RKA-PEMBIAYAAN SKPK Rincia4 Anggaran Pembiayaan Daerah SKPK

RKA REKAPITULASI *)

Ringk4san APBK
Re itulasi Belan urusan
Rekapitulasi Belanja per urusan !!an program
Rekapitulasi Belanja per urusan, program 4an kegiatan
Rekapitulasi Belanja per Jenis Belanja

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran

Disiapkan oleh,
Sub Bagian Program

Nama Nama
NIP NIP:

67

Keterangan:
*) jumlah dan jenis rekapitulasi informasi dalam RI(A REKAPITULASI dapat
disesuaikan dan ditambahkan berdasarkan kebutuhan.
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Halaman
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA

PERANGKAT KABUPATEN RKA SKPK
Pemerintah Kabupaten

ACEH UTARA
Tahun Anggaran...

Organisasi : x.ro(.rea
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Satuan Ke{a Perangkat Kabupaten

Kode
Rekening

Uraian Jumlah
(Rp)

Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di
pisahkan
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pendapatan Transfer
Transfer Pemerintah Pusat
Transfer Antar Daerah

l,ain-lain Pendapatan daerah yang sah
Hibah
Dana darurat
Lain-lain pendapatan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan

Belanja Daerah
Belanja Operasi

Be a pegawal
Belanja barang dan jasa
Belanja bunga
Belanja subsidi
Belanja hibah
Belanja bantuan sosial

Belanja Modal
Belanja modal tanah
Belanja moda-l peralatan dan mesin
Belanja modal gedung dan bangunan
Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
Belanja modal aset tetap lainnya
Belanja modal aset tidak berwuj ud

Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga

Belanja Transfer
Belanja bagi hasil
Belanja bantuan keuangan

Surplus/ (Defisit)
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Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiavaan

SiIPA
Pencairan dana cadangan
Hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan
Penerimaan pinjaman daerah
Penerimaan kembali pemberian pinjaman
daerah
Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan

Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan dana cadangan
Penyertaan modal daerah
Pembayaran cicilan pokok utang yang
jatuh tempo

Pemberian aman daerahprnJ

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan

Pembiayaan Neto

.........,tanggal.........
Kepala SKPK

Nama
NI

trt!trllr#
trlsi
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Halaman
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA

PERANGKAT KABUPATEN
Formulir RKA-
PENDAPATAN

SKPKPemerintah Kabupaten
ACEH UTARA

Tahun Anggaran ....
Organisasi : x.xx.x)o(
Rincian Anggaran Pendapqlan Satual Ke4'a Perangkat Kabupaten

Kode
Rekening Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)
Volume/
Koefisien

Satuan Taifl
Harga

Jumlah

.........,tanggal.........
Kepala SKPK

GTiIrfi
Nama

NIP

Pembahasan
Tanggai
Catatan
1

2
Dst

Tlnq :\nggaran Pemerintah Daerah:
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan

1

2
Dst

I
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Halaman
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN
ormulir RKA-
ELAN.JA

Pemerintah Kabupaten ACEH UTARA ..
KPK

Tahun An 4n...
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan

Urusan pemerintahan x
Bidan Urusan :x.xx.)o(

am :x.)o(.xx
Kegiatan : x.l<fa.)o<

Organisasi : x.xx.ro(
Unit :x.)o(.xx
Alokasi Tahun -l :Rp (terbilang)
Alokasi Tahun :Rp (terbilang)
Alokasi Tahun + I :Rp (terbilang)

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja

Masukan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan:..............
Sq! Kegratan :x.)o<.)o<
Sumber Pendanaan
I-okasi (Provinsi sampai kecamatan, Kabupatan sampai
Desa/ Kelurahan)
Keluaran Sub Kegiata
kegiatafr)

: (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub

Waktu Pelaksanaan : Mulai...... Sampai.....
Keterangan

Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan

Jumlah (Rp)Koefisiensi
/ Volume Satual Harga

Satuan PPN

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan
.........,tan99a1.........

Kepala SKPK

Nama
NIP:

tr tr
rrtfi
EIIiI

Pembahasan
Tangqal
Catatan
1

,)

Pemerintah Daerah:Tim An
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

2
dst

1
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Halaman

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA
PERANGKAT KABUPATEN

Formulir
RKA-

PEMBIAYAAN
SKPK

Pemerintah Kabupaten ACEH UTARA
Tahun Anggaran ....

Organisasi : x.)oa.)oq<

Et.rqi44 Anggaran Pembiayaan Daerah
Kode
Rekening

Uraian Jumlah (Rp)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

iumlah

.......,tanggal.........
Kepala SKPK

Nama
NIP

Pembahasan
Tanggal
Catatan
1

2

Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

No Nama Jabatan Tanda tangan
I
2

Dst

triltr
ir.t#
trt$l
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RANCANGAN QANUN TENTANG APBK
1. Ketentuan Umum

Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait penyiapan
Rancangan Qanun tentang APBK sebagai berikut:
a. RKA SKPK yang telah disusun oleh Kepala SI(PK disampaikan

kepada TAPK melalui PPKD untuk diverifikasi.
b. Verifikasi dila-kukan oleh TAPK untuk menelaah kesesuaian antara

RKA SKPK dengan:
1. KUAdanPPAS;
2. Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran

sebelumnya;
3. dokumen perencanaan lainnya;
4. capaian Kinef a;
5. indikator Kinerja;
6. analisis standar belanja;
7. standar harga satuan;
8. perencanaan kebutuhan BMD;
9. Standar Pelayanan Minimal;
10. proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya;

dan
11. Program dan Kegiatan antar RKA SKPK.

c. Dalam hal hasil verifikasi TAPK terdapat ketidaksesuaian, Kepala
SKPK melakukan penyempurnaurn.

d. Selain diverifikasi TAPK, RKA-SKPK juga direviu oleh Aparat
Pengawas Interna-l Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

e. PPKD menyusun Rancangan Qanun tentang APBK dan dokumen
pendukung berdasarkan RKA SKPK yang telah disempurnakan oleh
kepala SKPK.

f. Rancangan Qanun tentang APBK yang telah disusun oleh PPKD
disampaikan kepada Bupati.

g. Proses penyiapan Rancangan Qanun tentang APBK mengandung
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen
yang dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Terkait Dokumen Rancangan Qanun tentang APBK
Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait dokumen
Rancangan Qanun tentang APBK sebagai berikut:
a. Rancangan Qanun tentang APBK memuat lampiran sebagai

berikut:
1. ringkasan APBK yang diklasilikasi menurut kelompok dan jenis

pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. ringkasan APBK yang diklasifikasi menurut urusan

pemerintahan daerah dan organisasi;
3. rincian APBK menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok,
jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

4. Rekapitulasi dan sinkronisasi Qanun tentang APBK yang
disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:
a) rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, program beserta hasil,
kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta
keluaran'



/h

b) rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan negara;

c) Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
d) Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan

APBK;
e) Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada

RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBK;
f) Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program

Prioritas Daerah.
5. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada

Qanun tentang APBK antara lain:
a. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
b. daftar piutang daerah;
c. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah

lainnya;
d. daJtar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap

daerah dan aset lain-lain;
e. daftar sub kegiatan tahun jamak (multi years);
f. daftar dana cadangan;
g. daftar pinjaman daerah.

b. Dokumen pendukung Rancangan Qanun tentang APBK terdiri atas
nota keuangan dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
penjabaran APBK.

c. Rancangan Qanun tentang APBK memuat informasi kinerja
berdasarkan sasaran capaian kineq'a dan indikator kinerja
masing- masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3. Ketentuan Pelaksanaan
a. PPKD melakukan verifikasi atas RKA-SKPK yang telah disusun

oleh Kepala SKPK.
b. Jika terdapat ketidaksesuaian, TAPK meminta Kepa1a SKPK untuk

melakukan penyempurnaan.
c. PPKD menyusun Rancangan Qanun tentang APBK dan dokumen

pendukung berdasarkan RKA SKPK yang telah disempurnakan
oleh kepala SKPK.

d. PPKD menyampaikan Rancangan Qanun tentang APBK yang telah
disusun kepada Bupati.

4. Dokumen Terkait
Ilustrasi dokumen lampiran Qanun tentang APBK pada tahapan
Rancangan Qanun tentang APBK disajikan sebagai berikut:
a. ringkasan APBK yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis

pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
b. ringkasan APBK yang diklasifrkasi menurut urusan pemerintahan

daerah dan organisasi;
c. rincian APBK menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,

program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

d. Rekapitulasi dan sinkronisasi Qanun tentang APBK yang disajikan
berdasarkan kebutuhan informasi (iumlah dan jenis dokumen
rekapitulasi dan sinkronisasi dapat disesuaikan dan/atau
ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan)

e. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada
Qanun tentang APBK fiumlah dan jenis dokumen rekapitulasi dan
sinkronisasi dapat disesuaikan dan/ atau ditambahkan
berdasarkan informasi yang dibutuhkan
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a. Ilustrasi Ringkasan APBK yang diklasifikasi menurut kelompok dan
jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
RINGKASAN APBK YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN

JENIS PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Kode Uraian Jum1ah (Rp)

Pellrl apatan

Pendapatan Asli Daerah
Pajak Daeratr
Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yalg dipisahkan
Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan Transfer
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Pendapatan Transfer Antar Daerah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yalg Sah
Pendapatan Hibah
Dana Darurat
l,ain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundalg-Un4angan

Jumlah Pendapq!4n

Belanja

Belan a
Belarfa pegawai
Belalja barang dan jasa
Belan a
Belalja subsidi
Belanja hibah
Belanja bantuan sosial

Belanja Modal
Belalja modal talah
Belalja moda! peral,atan dan mesin
Belanja modal gedung dan bangunan
Belan modal , dan irigasi
Belarda modal aset tet4p lainnya
Belanja modal aset tidqk berwujud

Belanja Tidak Terduga
Egl4qja tidak terduga

qglq4ja Transfer
peJanja bagi hasil
Belanja bartuan keuq4gan

Jumlah Belanja

Surplus/ (Defisit)



Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiavaan
SiiPA
Pencairan dana cadangal
Hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahlan
Penerimaan pinjaman daerah
Penerimaan kembali pemtrerian pidaman
daerah
Penerimaan pembiayaan lainlya sesuai
dengan
ketentuan perundang-undangal

Jumlah Penerimaa-n Pembiavaan

Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan dana cadangan
Penyertaan modai daerah
Pembayara-n cicilan pokok utang yalg jatuh
tempo
Pemberian pinja m2n 62g1ah
Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai
dengan
ketentuan perundang-undalgal

Jumlah Pengeluaran Pembiayaal

Pembiayaan Neto

Sisa lebih pembiayaan alggaran tahun
berkenaan (SILPA)

..............Tanggal................
BUPATI AECEH UTARA

Nama

I

triltr
ilH
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C. RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBK
1. Ketentuan Umum

Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait penyiapan Rancangan
Qanun tentang APBK sebagai berikut:
a. berdasarkan persetujuan bersama terhadap Rancangan Qanun

tentang APBK, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBK.

b. proses penyiapan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBK mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Terkait Dokumen Rancangan Peraturan Bupati Penjabaran
APBK
Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait dokumen Rancangan
Qanun tentang APBK sebagai berikut:
a. ranczrngan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK memuat

lampiran sebagai berikut:
l. ringkasan penjabaran APBK yang diklasifikasi menurut kelompok,

jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;

2. penjabaran APBK menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis,
objek, dan rincian objek, dan sub rincian obyek pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;

3. rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Bupati tentang penjabaran
APBK yang disqjikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:
a) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
b) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan

sosial;
c) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan

Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
d) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja

bagi hasil;
e) rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,
jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

f) rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam / tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program,
kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian
objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

g) sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten pada daerah
perbatasan dalam Rancangan Qanun tentang APBK dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK dengan
program prioritas perbatasan Negara.

4. informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada
peraturan bupati tentang penjabaran APBK.

b. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam
Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK disertai
penjelasan, yaitu:
1) penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai dasar

hukum pendapatan.
2) penganggaran belanja disertai penjeiasan mengenai dasar hukum,

lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau
sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub
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kegiatan.
3) penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar

hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok
penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan
untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

3. Dokumen Terkait
Ilustrasi dokumen lampiran Peraturan Bupati penjabaran APBK pada
tahapan Penetapan APBK disajikan sebagai berikut:
a. ringkasan penjabaran APBK yang diklasifikasi menurut kelompok,

jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;

b. penjabaran APBK menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian
objek, dan sub rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

c. rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Bupati tentang penjabaran
APBK yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi fiumlah dan
jenis dokumen rekapitulasi dan sinkronisasi dapat disesuaikan
dan/atau ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan) ;

d. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK fiumlah dan jenis
dokumen rekapitulasi dan sinkronisasi dapat disesuaikan dan /atau
ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan).
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a. ringkasan penjabaran APBK yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis,
objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBK YANG DIKLASIFIKASI MENURUT

KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA,
DAN PEMBIAYAAN

Kode Uraian Jumlah
(Rp)

4 Pendapatan
4.1 Pendapatan Asli Daerah
4.1.01 Pajak Daerah
4.1.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4. 1 .01 .0 1 .01 PKB-Mobil Penumpang-Sedan

4.1.O1.O1.>o<
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodelikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4. 1 .01 .>o<

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan
Daerah.

4.1 .O2 Retribusi Daerah
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum
4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan

4. 1 .02.01 .><x

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.7.O2.xx
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan
Daerah-

4. 1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

4.1.03.01
Bagian taba yang Dibagikan kepada Pemerintah
Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN

4. 1.03.01.>or Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.1.03.:o< Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasilikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan
Daerah.
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4.1.O4 L^ain-lain PAD Yang Sah
4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
4.1.04.01.01 Hasil Penjualan Tanah

4.1.04.01.:or
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.1.04.rx
Objek selanj utnya sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan
Daerah.

4.2 Pend4p4lan Transfer
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.2.O1 .O1 Dana Perimbangan
4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bogr Hasil (DBH)

4.2 .0 1 .0 I .>o<

Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasilikasi,
Kodelikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.2.O1.s.
Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodelikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan
Daerah.

4.2.O2 Pendapatan Transfer Antar Daerah
4.2.O2.O1 Pendapatan Bagi Hasil
4.2.O2.O1.O1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

4.2.O2.O1.n<
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.2.O2.xx
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodelikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.3 la.in-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
4.3.01 Pen tan Hibah
4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4.3.01.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Fusat

4.3.01.01.>o<
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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4.3.O1.:o<
bjek selanjutnya sesuai peraturan

ndang- undangan mengenai klasifikasi,
odefi kasi dan nomenklatur perencanaan

ban nan dan keuan daerah
4.3.O2 Dana Darurat
4.3.O2.O1 Dana Darurat
4.3.02.01.01 Dana Darurat

4.3.02.01.>o<
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.3.O2.>c<.
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan daerah.

4.3.03 Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan

4.3.03.01 Lain-lain Pendapatan
4.3.03.01.01 Pendapatan Hibah Dana BOS

4.3.03.01.>o<
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.3.03.>o<
Objek selanj utnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan daerah.

5 Belanja

5.1 Belanja Operasi
5. 1 .01 Belanja Pegawai
5.1.01.01 Belanja Qaji dan Tunjangan ASN
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN

5.1.01.01.>o<
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5. 1.01.>o<
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan daerah.

5. 1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.01 Belanja Barang
5.1.02.01.01 Belanja Bahan Pakai Habis

5.1.02.0 i.>o<
Rincian objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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5.1.02.xx
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan daerah.

5.1.03 Belanja Bunga
5.1.03.01 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada

Pemerintah Pusat

5. 1 .03.01 .01
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada
Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman
Dalam Negeri-J angka Menengah

5. 1 .03.01 .>o<

Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.03.:o<
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.04 Belan a Subsidi
5. 1 .04.01 Belan a Subsidi kepada BUMN
5.1.04.01.01 Belanja Sgbsidi kepada BUMN

5. 1 .04.01 .>or

Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefrkasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5. 1.04.:o<
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5. 1.05 BeIanja Hibah
5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
5.1.0s.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat

5.1.O5.O1.:o<
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodelikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan daq 4euangan daerah.

5. 1.05.>o<
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5. 1.06 Be lanja Bantuan Sosial
5. i.06.01 Belanja Bantua{r Sosial kepada Individu
5. 1 .06.01 .01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang

direncanakan kepada lndividu

5. 1 .06.01 .:or
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasilikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
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aerah-

5.2 Belanja Modal
5.2.0i Belanja Modal Tanah
5.2.01.01 Belanja Modal Tanah
5.2.01.01.01 pelanja Modal Tanah Persil

5.2.01.01.:o<
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pemba4gunan dan Keuangan Daerah.

5.2.01.>o<
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundalg- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.O2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.O2.O1 Belanja Modal Alat Besar
5.2.02.01.01 a Modal Alat Besar Darat

5.2.02.01.>o<
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodelikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keua4gan daerah.

5.2.O2.>o<
Objek selanj utnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
PembangUnan dan Keuangan Daerah.

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Ge4ung
5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja

5.2.03.01.p<
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembanguna4 dan Keuangan Daerah.

5.2.03.:o<
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan 4an Keuangan Daerah.

5.2.O4 Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan
5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan

5.2.04.01.:or
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasif,ikasi,
Kodefrkasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.04.>c<
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangungn dan Keuangan Daerah.

5.2.0s Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpu stakaan

Be
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5.2.O5.Ol O.l lanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak

5.2.05.01.>or
cian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
ndang- undangan mengenai Klasifikasi,

Kode{ikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pemban dan Keuan Daerah.

5.2.05.xx
Objek selanjutnya sesuai peraturan

ndang- undangan mengenai Klasifikasi,
efikasi dan Nomenklatur Perencanaan

m nan dan Keu Daerah-
5.2.06 elanja Modal ...

5.2.06.01 Belanja Modal ...
5.2.06.01.01 Belanja Modal ...

5.2.06.01.>o<
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kode{ikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembalgunan dan Keuangan
Daerah.

5.2.06.:or
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dal Keuangan daerah.

5.3 Belanja Tidak Terduga

5.3.01 B a Tidak Terduga
5.3,01.01 Belanja Tidak Terduga

5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga

5.4 Belanja Transfer

5.4.01 Belanja Bagi Hasil
5.4.0 i.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

Peme4nlahan Kabupaten/ Kota dan Desa
5.4.01.0i.01 Beianja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

Pemerintahan Kabupaten/ Kota dan Desa

5.4.01 .01 .>o<

Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangu4an dan Keuangan Daerah.

5.4.01.:o<
Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.4.O2 pg!4nja Bantuan Keuangan
5.4.02.01 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah

Provinsi
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5.4.02.O1.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah
Provinsi

5.4.02.01.>o<
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefrkasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.4.O2.*.
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Jumlah Belanja

Surplus / LDefisit)
6 Pembiavaan

6.1 Penerimaan Pemblavaan
6.1.01 Sisa kbih Perhitungan Anggaran Tahun

Sebelumnya
6.1.O 1.01 Pelampauan Penerimaan PAD
6.1.01.01.0r Pelampauan Pgnerimaan PAD-Pajak Daerah

6.1.01.01.>o<
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.01.>or
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pemban gunan dan Keuangan Daerah.

6.1.O2 Pencairan Dana Cadangan
6.1.02.01 Pencairan Dana Cadangan
6.1.02.01.01 Pencairan Dana Cadangan

6.1.02.01.>or
Rincian Objek selanjutnya sesuai peratur€rn
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pem nan dan Keuangan Daerah

6.1.02.>o<
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.03 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

6. 1 .03.01
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara
(BUMN)

6. I .03.01 .01 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan pada BUMN

6.1.O3.O1.>o<
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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6.1.03.:o<
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaax
Pembangunan daqKcuangan Daerah.

6.1.O4 Pene4maan Pinjaman Daerah
6.1.04.01 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat

6.1.04.01.01
Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka
menengah

6.1.04.01.ro<
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaaa
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6. i.04.>or
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pemba4gunan dan Keuangan daerah.

6. i.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

6.1.05.01 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Daerah

kepada Pemerintah Pusat
6.1.05.01.01 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Daerah kepada Pemerintah Pusat

6.1.05.01.rx
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.05.lo<
Objek selanj utnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodelikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pemban gunan dan Keuangan Daerah

6.1.06 Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan turan perundang-undangan

6. 1 .06.01 Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD
6. 1 .06.0 1 .0 1 Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD Jangka

Pendek

6. 1 .06.01.rc<
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pem dan Keuangan Daerah.

6.1.06.:o<
Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

Jumlah Penerimaan Pemb lavaan

6.2 Pen geluaran Pembiayaan
6.2.O1 Pembentukan Dana Cadalgan
6.2.01.01 Pembentukan Dana Cadangan
6.2.01.01.01 Pembentukan Dana Cadangan

Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
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6.2.01.01.:o< perundang- undangan mengenai Klasilikasi,
Kodelikasi dan Nomenklatur Perencalaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.01.:o<
Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

6.2.O2 Penyertaan Modal Daerah
6.2.O2.O1 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha

Milik Negara (BUMN)
6.2.O2.Ot.O1 Penyertaan Modal Daerah pada BUMN

6.2.O2.O1.s.
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangl.rnan dan Keuangan Daerah.

6.2.O2.xx
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan daerah.

6.2.O3 Pembayaran cicilan pokok Utang Yang Jatuh
Tempo

6.2.03.01 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah
Pusat

6.2.03.O1.Ot Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah
Pusat- Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka
Menengah

6.2.03.01.>o<
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasihkasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.03.>o<
Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
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BAB IV
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAE}UPATEN

A. PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN APBK
1. Ketentuan Umum

APBK ditetapkan setiap tahun dengan Qanun, yang dibahas dan
disetujui bers.ma oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten (DPRK). Penyusunan APBK dilakukan dengan
trerpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam
rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi
tercapainya tuj uan bernegara.
ketentuan umum terkait penyampaian dan pembahasan
Rancangan Qanun tentang APBK adalah sebagai berikut:
a. Bupati wajib mengajukan Rancangan Qanun tentang APBK

disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRK
paling lambat 6O (enam puluh) hari sebelum I (satu) bulan
tahun anggar.rn berakhir untuk memperoleh persetujuan
bersama antara Bupati dan DPRK.

tr. Bupati yang tidak mengajukan Rancangan Qanun tentang APBK
sesuai ketentuan, dikenai sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pembahasan Rancangarr Qanun tentang APBK dilaksanakan
oleh Bupati dan DPRK setelah Bupati menyampaikan Rancangan
Qanun tentang APBK beserta penjelasan dan dokumen
pendukung kepada DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

d. Pembahasan Rancangan Qanun tentang APBK berpedoman pada
RKPD, KUA, dan PPAS.

Terkait hal tersetrut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur
beberapa ketentuan sebagai berikut:
a. Proses penyampaian dan pembahasan Rancangan eanun

tentang APBK dapat mengandung informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

b. Penjelasan dan dokumen pendukung antara lain nota keuangan,
RKPD, KUA, dan PPAS.

c. Dalam pembahasan Rancangan Qanun tentang APBK, DPRK
dapat meminta RKA-SKPK sesuai kebutuhan dalam pembahasan
yang disajikan secara elektronik melalui Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah.

d. Dalam pembahasan Rancangan Qanun tentang APBK, Bupati
dan/atau DPRKdapat mengajukan usulan
penambahan/perubahan kegiatan/sub kegiatan dalam
Rancangan Qanun tentang APBK yang terdapat/tidak terdapat
dalam KUA dan PPAS untuk disetujui bersama. Penambahan
atau perubahan kegiatan / sub kegiatan dapat dilakukan
berdasarkan kriteria keperluan mendesak.

e. Dalam hal keterlambatan persetujuan APBK karena Bupati
terlambat menyampaikan Rancangan Qanun tentang APBK
kepada DPRK dari jadwal, sanksi tidak dapat dikenakan kepada
anggota DPRK.



2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Bupati menyampaikan Rancangan Qanun tentang APBK beserta

penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRK.
b. Bupati dan DPRK melakukan pembahasan Rancangan Qanun

tentang APBK dengan berpedoman kepada RKPD, KUA, dan
PPAS.

c. Hasil pembahasan Rancangan Qanun tentang APBK dituangkan
dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Bupati
dan pimpinan DPRK.

B, PERSETUJUAN RANCANGAN APBK
1. Ketentuan Umum

Persetujuan Rancangan Qanun tentang APBK dicapai setelah
melalui pembahasan bersama antara Bupati dan DPRK.
Persetujuan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan
dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRK.
Ketentuan umum terkait persetujuan Rancangan Qanun tentang
APBK adalah sebagai berikut:
a. Bupati dan DPRK wajib menyetujui bersama Rancangan Qanun

tentang APBK paling lambat I (satu) bulan sebelum dimulainya
tahun anggaran setiap tahun.

b. Berdasarkan persetujuan bersama, Bupati menyiapkan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.

c. DPRK dan Bupati yang tidak menyetujui bersama Rancangan
Qanun tentang APBK dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya
tahun anggaran setiap tahun, dikenai sanksi administratif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Dalam hal keterlambatan penetapan APBK karena Bupati
terlambat menyampaikan Rancangan Qanun tentang APBK
kepada DPRK dari jadwal, sanksi sebagaimana dimaksud tidak
dapat dikenakan kepada anggota DPRK.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur
beberapa ketentuan sebagai berikut:
a. Persetujuan bersama Rancangan Qanun tentang APBK tersebut

harus dicapai paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya
tahun anggaran berikutnya.

b. Berdasarkan persetujuan bersama, Bupati menyiapkan
Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK.

c. Dalam hal Bupati dan DPRK tidak mengambil persetujuan
bersama dalam walrtu 6O (enam puluh) hari sejak disampaikan
Rancangan Qanun tentang APBK oleh Bupati kepada DPRK,
Bupati menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang APBK.

d. Dalam hal Bupati berhalangan tetap, wakil Bupati bertugas:
1) mengajukan Rancangan Qanun tentang APBK kepada DPRK;

dan
2l menandatangani persetujuan bersama terhadap Rancangan

Qanun tentang APBK.
e. Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Bupati

mendelegasikan kepada wakil Bupati untuk:
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1) mensajukan Rancangan Qanun tentang APBK kepada DPRK;
dan

2J menandatangani persetujuan bersama terhadap Rancangan
Qanun tentang APBK.

f. Dalam ha1 Bupati dan wakil Bupati berhalarrgan tetap atau
sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang selaku pejabat/pejabat sementaralpelaksana
tugas Bupati menyampaikan Rancangan Qanun tentang APBK
kepada DPRK, sedangkan penandatanganan persetujuan
bersama terhadap Rancangan Qanun tentang APBK dilakukan
oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang, selaku pelaksana tugas/ penjabat/penjabat
sementara Bupati.

g. Dalam hal seluruh pimpinan DPRK berhalangan tetap atau
sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas
pimpinan DPRK menandatangani persetujuan bersama terhadap
Rancangan Qanun tentang APBK.

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Bupati dan DPRK melakukan persetujuan Bersama berdasarkan

hasil pembahasan Rancangan Qanun tentang APBK.
b. Berdasarkan persetujuan bersama yang telah dilakukan, Bupati

menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran
APBK.

c. Dokumen persetujuan bersama beserta Rancangan Qanun
tentalg APBK

3. Dokumen Terkait
Ilustrasi dokumen pada persetujuan Raneangan APBK disajikan sebagai
berikut:
a. Susunan Nota Keuangan Rancangan APBK
b. Nota Persetujuan Bersama atas Rancangan APBK
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a. Ilustrasi Susunan Nota Keuangan Rancangan APBK

SUSUNAN II{OTA KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN

BAB L Pendahuluan
. Umum;
. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan;
. Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan;
. Sistematika Nota Keuangan;

BAB II. Kondisi dan Kebijaln Anggaran Pendapatan Daerah
Kondisi Umum Pendapatan Daerah;
Permasalahan utama Pendapatal Daerah;
Estimasi Pendapatan Daerah;
Kebijakan Umum Pendapatan Daerah;

BAB III. Kondisi dan Kebijakn Anggaran Belanja Daerah
3.1 Kondisi Umum Pendapatan Daerah;
3.2 Permasalahan Utama Belanja Daerah;
3.3 Kebijakan Umum Belanja Daerah;
3.4 Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah;

BAB IV. Kondisi dan Kebijakn Anggaran Pembiayaan
Kondisi Umum Pembiayaan;
Permasalahan Umum Pembiayaan;
Kebijakan Umum Pembiayaan ;

BAB V. Kebijakan Belanja Daerah
Memuat penjelasan ruang lingkup target dan sasaran program dan
kegiatan APBK menurut penyelenggaraan urusan Pemerintah
Daerah

BAB VI. Penutup

.............Tanggal,...............
Bupati Aceh Utara

Nama

1.1
1.2
1.3
t.4

2.1
2.2
2.3
2.4

4.1
4.2
4.3
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b Ilustrasi Nota Persetujuan Bersama atas Rancangan APBK
BEzuTA ACARA
Nomor

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD
pRovtNSI/KABUPATEN/KOTA.......

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN ....

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun , kami yang bertandatangan di
bau,ah ini:
1. Nama : Gubernur/Bupati/Wali Kota........

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Daerah Provinsi / Bupati /Wali Kota ... yang beralamat di ...,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.........
3. Nama : Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.........
4. Nama : Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.........
Menyatakan bahwa:
1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran ... yang
telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan
perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita
Acara ini

2, PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan
perubahan RAPBD Tahun Anggaran ... sebagaimana tertuang pada
catatan yang terlampir Berita Acara ini

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan
koreksi atas RAPBD Tahun Anggaran ... sel,aras dengan penyesuaian
dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir
Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah
tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyarnpaikan kepada Menteri Dalam
Negeri/Gubernur...... ntuk mendapat pengesahan selambatlambatnya
3 (tiga) hari kerja seGlah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah
pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Bupati Aceh utara ;*;il,","jl.o*
Selaku, Kabupaten Aceh Utara

P'HAK PERTAMA o,rto",ltflrro

Nama

KETUA

n:rri

IH
Nanra

Nama
WAKIL KETUA

@

@
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C. EVALUASI RANCANGAN APBK
1. Ketentuan Umum

Evaluasi terhadap Rancangan Qanun tentang APBK dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK
dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Evaluasi bertujuan untuk mencapai keserasian antara kebijakan
daerah dan kebljakan nasional, keserasian antara kepentingan
publik dengan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh
mana APBK tidak bertentangan dengan kepentingan umum,
peraturan yang lebih tinggi dan/atau Qanun lainnya yang
ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Untuk efektivitas
pelaksanaan evaluasi, Gubernur dapat mengundang pejabat
pemerintah daerah yang terkait.
Ketentuan umum terkait evaluasi Rancangan Qanun tentang
APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran
APBK adalah sebagai berikut:
1) Rancangan Qanun tentang APBK yang telah disetujui bersama

dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK
disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan
Rancangan Qanun tentang APBK untuk dievaluasi sebelum
ditetapkan oleh Bupati.

2) Rancangal Qanun tentang APBK dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang penjabaran APBK disertai dengan RKPD, KUA,
dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRK.

3) Surat pengantar untuk menyampaikan Rancangan Qanun
tentang APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBK ditembuskan ke Menteri tanpa disertai
lampiran.

a) Dalam melakukan evaluasi Rancangan Qanun tentang APBK,
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berkonsultasi
dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan
menteri y'ang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan.

5) Dalam hal Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak
melaksanakan evaluasi, Menteri mengambil alih pelaksanaan
evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

6) Dalam rangka melaksanakan evaluasi tersebut, Menteri
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

7l Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian Rancangan
Qanun tentang APBK dan Rancangan Peraturan Bupati
tentang penjabaran APBK dengan:
4 ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b) kepentingan umum;
c) RKPD, KUA, dan PPAS; dan
d) RPJMD

8) Menguji kesesuaian dalam proses evaluasi adalah untuk
menilai kesesuaian program dalam Rancangan Qalun tentang
APBK dengan Qanun tentang RPJMD dan menilai
pertimbangan yang digunakan dalam menentukan sub
kegiatan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS,
serta menilai konsistensi antara Rancangan Qanun tentang
APBK dengan KUA dan PPAS.
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9) Pengujian kesesuaian Rancangan Qanun tentang APBK dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK
dengan kepentingan umum dilakukan untuk menghindari hal-
hal yang bertentangan dengan kepentingan umum meliputi:
a) terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
b) terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
c) terganggunya ketentraman dan ketertib.rn umum;
d) terganggunya kegiatan ekonomi untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat; danlatau
e) diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras,

antar-golongan, dan gender.
10)Hasil evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.
11)Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan

hasil evaluasi Rancangan Qanun tentang APBK dan Peraturan
Bupati tentang penjabaran APBK kepada Menteri dan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya
Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Ralcangan
Qanun tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang
penjabaran APBK.

12) Keputusan Gubernur disampaikan oleh Gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat kepada Bupati paling lambat 15 (lima
belas) hari terhitung sejak Rancangan Qanun tentang APBK
dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK
diterima.

13)Da1am hal Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
menyatakan hasil evaluasi Rancangan Qanun tentang APBK
dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Bupati
menetapkan Rancangan Qanun tentang APBK menjadi Qanun
dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK
menjadi Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

14)Dalam hal Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
menyatakan hasil evaluasi Rancangan Qanun tentang APBK
dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan
RPJMD, Bupati bersama DPRK melakukan penyempumaan
paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.

15J Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan
DPRK, dan Bupati menetapkan Rancangan Qanun tentang
APBK menjadi Qanun dan Rancangan Peraturan Bupati
tentang penjabaran APBK menjadi Peraturan Bupati,
Gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri
mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan
penundaan dan/atau pemotongan Dala Transfer Umum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

l5JPenyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Bupati melalui TAPK
bersama dengan DPRK melalui badan anggaran.
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17) Hasil penyempurnaar ditetapkan dengan keputusan pimpinan
DPRK.

l8JKeputusarl pimpinan DPRK dijadikan dasar penetapan Qalun
tentang APBK.

19)Keputusan pimpinan DPRK diiaporkan pada sidang paripurna
berikutnya.

Z0)Keputusan pimpinan DPRK disampaikan kepada Gubernur
untuk paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut
ditetapkan.

21) Dalam hai pimpinan DPRK berhalangan tetap atau sementara
dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakal tugas
sebagai pimpinan sementara DPRK menandatangani
keputusan pimpinan DPRK mengenai hasil penyempurnaan.

22)Dalam hal keputusan pimpinan DPRK mengenai hasil
penyempumaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh)
hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur, Bupati
menetapkan Qanun tentang APBK berdasarkan hasil
penyempurnaan.

231Qanun tentang APBK harus terlebih dahulu mendapat nomor
registrasi dari Gubernur.

24)Proses evaluasi terhadap Rancangan Qanun tentang APBK
dan Rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBK
memuat informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elelrtronik.

25)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi Rancangan
Qanun tentang APBK dan Rancangan Peraturan Bupati
tentang penjabaran APBK diatur dengan peraturan menteri.

2. Ketentuan Pelaksanaan
1 . Paling lambat 3 (hari) setelah persetujuan bersama, Bupati

mengirimkan Rancangan Qanun tentang APBK yang telah
disetujui bersama antara Bupati dan DPRK beserta
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK,
RKPD, KUA, dan PPAS kepada Gubernur sebagai wakil
pemerin tah pu sat

2. Gubemur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan
evaluasi, berkonsultasi dengan menteri dan selanjutnya
Menteri berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.

3. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengeluarkan
surat keputusan mengenai hasil Rancangan Qanun tentang
APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBK.

4. Gubernur sebagai wal<il pemerintah pusat menyampaikan
hasil evaluasi Rancangan Qanun tentang APBK dan
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK kepada Menteri
dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang keuangal paling lambat 3 (tiga) hari sejak
ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi.

5. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan
keputusan mengenai hasil evaluasi kepada Bupati paling
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak Rancangan
Qanun tentang APBK dan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBK diterima.



6. Dalam hal Keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat menyatakan hasil evaluasi sesuai, maka Bupati
menetapkan Rancangan Qanun tentang APBK menjadi
Qanun dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran
APBK menjadi Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

7. Dalam hal surat Keputusan Gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi fidak sesuai,
Bupati bersama DPRK melakukan penyempumaan paling
lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima
dengan langkah {angka}r sebagai berikut:
a) Bupati melalui TAPK bersama dengan DPRK melalui

badal anggararl melakukan penyempurnaan hasil
evaluasi.

bJ Pimpinan DPRK menetapkan surat keputusan mengenai
hasil penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada
sidang paripurna berikutnya.

cJ Pimpinan DPRK menyampaikan keputusan mengenai
hasil penyempurnaan kepada Gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat paling lambat 3 (hari) setelah
ditetapkan.

d) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRK mengenai hasil
penvempurnaan, Bupati melakukan penetapan Qanun
tentang APBK.

eJ Dalam hal keputusan pimpinan DPRK mengenai hasil
penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7
{tujuh} hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur,
Bupati menetapkan Qanun tentang APBK berdasarkan
hasil penyempurnaan.

0 Qanun tentang APBK harus terlebih dahulu mendapat
nomor registrasi dari Gubernur.

8. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati
dan DPRK, dan Bupati menetapkan Rancangan Qanun
tentang APBK menjadi Qanun dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang penjabaran APBK menjadi Peraturan Bupati,
Gubernur mengusulkan kepada Menteri,

9. selanjutnya Menteri mengusulkan kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemer:intahan di bidang keuangan
untuk melakukan penundaan dan/ atau pemotongan dana
transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

D. PENETAPAN QANUN APBK DAN PERATURAN BUPATI PENJABARAN
APBK
1. Ketentuan Umum

Penetapan Rancangan Qanun tentang APBK menjadi Qanun
tentang APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBK menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK
merupakan tahap akhir dalam proses penetapan APBK setelah
melalui tahapan penyusunan oleh pemerintah daerah, pembahasan
bersama oleh DPRK dengan pemerintah daerah, persetujuan DPRK
hingga evaluasi.

122
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Penetapan Rancangan Qanun tentang APBK menjadi Qanun tentang
APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK
menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK ditandai
dengan penomoran, penandatanganan, dan pengundangan ke dalam
lembaran daerah.
Ketentuan umum terkait penetapan Qanun tentang APBK dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK adalah seb^gai berikut:
a. Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Peraturan

Bupati tentang penjabaran APBK yang telah dievaluasi ditetapkan
oleh Bupati menjadi Qanun tentang APBK dan Peraturan Bupati
tentang penjabaran APBK.

b. Penetapan Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK dilakukan paling
lambat tanegal 31 Desember tahun sebelumnya.

c. Bupati menyampaikan Qanun tentang APBK dan Peraturan
Bupati tentang penjabaran APBK kepada Gubernur 56lagai wakil
pemerintah pusat paling lambat 7 {tujuh) hari setelah Qanun dan
Peratu ran Bupati ditetapkan.

d. Dalam hal Bupati berhalangan, pejabat yang berwenang
menetapkan Qanun tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang
penjabaran APBK.

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Bupati menerima surat keputusan sebaeai dasar penetapan

Rancangan Qanun tentang APBK menjadi Qanun dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK menjadi Rancangan
Qanun yang berupa:
1) Surat Keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

dalam evaluasi menunjukkan hasil sesuai.
2) Surat Keputusan Pimpinan DPRK dalam hat dilakukan

penyempurnaar terhadap hasil evaluasi yang tidak sesuai.
b. Bupati harus mendapat nomor registrasi atas Qanun tentang

APBK dari Gubemur.
c. Bupati beserta Sekretaris Daerah menyusun dan

menandatangani:
1) penetapan Rancangan Qanun tentang APBK menjadi Qanun;

serta
2) penetapan Rancangan Peraturan Bupati APBK menjadi

Peraturan Bupati
Dokumen Qanun tentang APBK beserta lampirannya mengacu
pada ketentuan Bab IV C.
Dokumen Peraturan Bupati Penjabaran APBK beserta
lampirannya mengacu pada keGntuan Bab IV D.

d. Bupati menyampaikan Qanun tentang APBK darr Peraturan
Bupati tentang penjabaran APBK kepada Gubernur selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari ke{a setelah ditetapkan.

e. Bupati wajib menginformasikan substansi Qanun tentang APBK
yang telah dituangkan d"lam lembaran daerah kepada
masyarakat.
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E. PET.IYUSUNAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
APBK DALAM HAL TIDAK TERCAPAI PERSETUJUAN BERSAMA
1. Ketentuan Umum

Dalam hal tidak tercapai persetujuan bersama antara Bupati dan
DPRK terhadap Rancangan Qanun tentang APBK dalam jangka waktu
yang ditetapkan, maka Bupati menyusun Rancangan Peraturan
Bupati tentang APBK untuk kemudian dilakukan penetapan setelah
memperoleh pengesahan dari Gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat. Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait penyusunan
dan persetujuan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBK dalam
hal tidak tercapai persetujuan bersama adalah sebagai berikut:
a. Dalam hal Bupati dan DPRK tidak mengambil persetujuan bersama

dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan Rancangan
Qanun tentang APBK oleh Bupati kepada DPRK, Bupati menyusun
Rancangan Peraturan Bupati tentang APBK dengan berpedoman
kepada RPJMD, RKPD dan KUA serta PPAS.

b. Rancangan Peraturan Bupati tentang APBK paling tinggi sebesar
angka APBK tahun anggaran sebelumnya.

c. Angka APBK tahun anggaran sebelumnya merupakan angka
pengeluaran APBK yang ditetapkan dalam APBK tahun
sebelumnya.

d. Dalam hal pemerintah daerah melakukan perubahan APBK maka
Angka APBK tahun anggaran sebelumnya adalah angka
pengeluaran APBK yang ditetapkan dalam perubahan APBK tahun
sebelumnya.

e. Rancangan Peraturan Bupati tentang APBK diprioritaskan untuk
belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

f. Belanja yarlg bersifat mengikat merupakan belanja yang
dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh
pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan
setiap bulan dalam tahun anggar€rn yang berkenaan, seperti
belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

g. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat
antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban
kepada pihak ketiga, kewajibar pembayaran pokok pinjaman,
bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kew4jiban lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Angka APBK tahun anggaran sebelumnya dapat dilampaui apabila
terdapat:
1) kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan tambahan

pembebanan pada APBK; dan/atau
2) keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
i. Rancangan Peraturan Bupati ditetapkan menjadi Peraturan Bupati

setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat.

j. Untuk memperoleh pengesahan, Rancangan Peraturan Bupati
tentang APBK beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15
(lima belas) hari terhitung sejak DPRK tidak mengambil keputusan
bersama dengan Bupati terhadap Rancangan Qanun tentang
APBK.
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k. Apabila dalam batas waktu 3O (tiga puluh) hari, Gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat tidak mengesahkan Rancangan Peraturan
Bupati, Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati menjadi
Peraturan Bupati.

l. Dalam hal Bupati dan DPRK belum menyetujui bersama
Rancangan Qanun tentang APBK atau menetapkan Rancangan
Qanun tentang APBK menjadi Qanun tentang APBK setelah
dimulainya tahun anggaran setiap tahun, Bupati menetapkan
Peraturan Bupati mengenai dasar pengeluaran setiap bulan yang
paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBK
tahun anggaran sebelumnya.

m.Pengeluaran setiap bulan dibatasi hanya untuk mendanai
keperluan mendesak termasuk belanja yarrg bersifat tetap seperti
belanja pegawai, Layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

n. Proses penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Bupati
tentang APBK dapat mengandung informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. TAPK berkomunikasi dengan Pengguna Anggaran dari masing-

masing SKPK untuk mengumpulkan data tentang belanja wajib
dan belanja mengikat.

b. TAPK menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang APBK.
c. TAPK menyerahkan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBK ke

Bupati melalui Sekda untuk diotorisasi.
d. Bupati menyerahkan kepada Gubemur sebagai wakil pemerintah

pusat untuk mendapatkan pengesahan.
e. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengesahkan

Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati.

3. Dokumen Terkait
Ilustrasi dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang APBK
memuat lampiran sebagai berikut:
a. Ringkasan APBK yang diklasifrkasi menurut akun, kelompok, jenis,

objek, rincian obyek dan sub rincian objek pendapatan, belanja,
dan pembiayaan;

b. Ringkasan APBK yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan
daerah dan organisasi;

c. Rincian APBK menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek,
rincian objek dan sub rincian obyek pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;

d. Rekapitulasi Peraturan Bupati APBK yang disajikan berdasarkan
kebutuhan informasi antara lain:
1) Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusarl

pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta
hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;

2) Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara;

3) Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal;



4) Sinkronisasi program pada RPJMD dengan Rancangan APBK;
5) Sinkronisasi program, kegiatan dan Sub kegiatan pada RKPD

dan PPAS dengal Rancangan APBK;
6) Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program

prioritas daerah;
e. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada

Peraturan Bupati APBK antara lain:
1) Daftar jumlah pegawai per golongan dan perjabatan:
2l Daftar piutang daerah;
3) Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
4) Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah

dan aset lainnya;
5 daftar sub kegiatan tahun jamak (multi years|;
6 Daftar dana cadangandaerah ;

7 Daftar pinjaman daerah;
8 Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
9 Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan

sosial;
10) Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan

Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
11) Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi

hasil;
12) Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun,
kelompok, jenis, obyek, rincian obyek, sub rincian obyek
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

13) Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan
Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, Sub Kegiatan,
akun, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek, sub rincian obyek,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

14) Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,
akun, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek, sub rincian obyek
pendapatan, belanja dal pembiayaan;

15) Sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten pada daerah
perbatasan dalam Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK dengan program
prioritas perbatasan negara;
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Ringkasan APBK yang diklasifikasi menurut akun, kelompok, jenis, objek,
rincian obyek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaal;

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
RINGKASAN APBK YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,

OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA,DAN PEMBIAYAAN

Kode Uraian Jumlah Rp)
4 Pendapatan

4.t Pendapatan Asli Daerah
4.1.O1 Pajak Daerah
4. t.o1.o1 Paj ak Kendaraan Beirn-6-(PKBf
4. 1 .01 .01 .01 PKB-Mobil Penumpang-Sedan
4. 1.O1.01.x Rincian Objek Selanjutnya sesuai peraturan

perundang-undangan mengenai klasifikasi,
kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah.

4.1.01.>or
Obj ek selanj utnya sesuai peraturan peru ndang-
undangan mengenai klasilikasi, kodefikasi dan
nomenkldtur perencanaan pembangunand an
keuangan daerah.

4.t.o2 Retribusi Daerah
4.t.02.o1 Retribusi Jasa Umum
4.r.o2.o1. Retribusi Pelayanan Xesehatan
4.1.02.O1.x Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan

perundang- undangan mengenai klasifikasi,
kodefikasi dan nomenklatur peren canaan
pembangunan dan keuangan daerah.

4. 1.02.:o<
Objek selanjutnya sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi dan
nomenklatur perencanaan pembangunan dan
keuang daerah.

4.1.03 H asil PeneeloTaan KeFavaan
Dipisahkir

Daerah Yang

4.1.03.01 Bagian Laba yang Dibagikankepada
PemerintahDaerah
(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN

4. 1 .03.01 .:oi
Rincian objek selanjutn,.a sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai klasifikasi,
kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah.

4.1.03.>o<
Objek selanj utnya sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi dan
nomenklatur perencanaan pembangunan dan
keuangan daerah.

4.1.O4 Lain-lain PAD Yang Sah
4. 1 .04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak DipisaFkan
4. 1 .04.01 .01 Hasil Penjualan Tanah
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4. 1.04.01.xx
Rincian Objek selanjutnya ssesuai peraturan
perundang- undangan mengenai klasifikasi,
kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah.

4.1 .O4.>o<
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai klasifikasi,
kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah.

4.2 Pendapatan Transfer
4.2.O1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.2.0t.O1 Dana Perimbangan
4.2.O1.01.O1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil [DBFI]

4.2.01.01.:o<
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai klasifikasi,
kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah.

4.2.01.>or
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai klasilikasi,
kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah.

4.2.O2 Pendapatan Transfer Antar Daeralt
4.2.O2.O7 Pendapatan Bagi Hasil
4.2.O2.O1.O1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

4.2.O2.O1.p<.
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai klasifikasi,
kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah.

4.2.O2.w.
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.3 l,ain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
4.3.01 Pendapatan Hibah
4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah PusE
4.3.01.01.01 Pendapatan Hibah dariffi

4.3.01.01.>o<
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasilikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.3.01 .xr<
Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefrkasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.3.02.01 Dana Darurat
4.3.02.01.01 Dana Darurat
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4.3.O2.O 1 .>o<

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.3.02.>o<
Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenkiatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.3.03 l.ain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundanq-Undansan

4.3.03.01 Lain-lain Pendapatan
4.3.03.01.01 Pendapatan Hibah Dana BOS

4.3.03.01.:o<
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.3.03.:o<
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasi{ikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5 Belanja

5.1 Belanja Operasi
5. 1 .01 Belanja Pegawai
5. 1 .01 .01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN

5. 1 .01 .01 .:o<

Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifrkasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.1.01.>o<
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang-undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.01 Belanja Barang
5.1.02.01.01 Belanja Bahan Pakai Habis

5. 1.02.01.:o<
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.1.02.:o<
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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5. l.03 Belanja Bunga

5.1.03.01 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada
Pemerintah Pusat

s.1.03.01.01
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada
Pemerintah Pusat atas Penerusan pinjaman
Dalam Negeri-Jangka Menengah

5. I .03.01.>o<
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodelikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.1.03.xx
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5. 1.04 Belanja Subsidi
5. 1.04.01 Belanja Subsidi kepada BUMN
5.1.04.01.01 Belanja Subsidi kepada BUMN

5.1.04.01.:o<
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.1.04.rc<

5.1.05 Belanja Hibah
5.1 .o5.o1 Belanja Hibah kepada Pemerintah Fusat
5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat

5. 1 .05.01 .>o<

Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomentlatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.1.05.>o<
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5. 1.06 Belanja Bantuan Sosial
5. 1 .06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang
direncanakan kepada individu

5. I .06.01.:o<
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kode{ikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.



131

5.1.06.:o<
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.2 Belanja Modal
5.2.01 Belanja Modal Tanah
5.2.01.01 Belanja Modal Tanah
5.2.O1.O1.O1 Belanja Modal Tanah Persil

5.2.01.01.:o<
Rincian Objek selanjutnya sesuai peratur€rn
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.2.01.:or
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

s.2.o2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.O2.O1 Belanja Modal Alat Besar
5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat

5.2.02.01.:or
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifrkasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.2.O2.xx
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung
5.2.03.01.O1 tselanJa Moda] Elangunan Gedung Tempat Kerja

5.2.03.01.:o<
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.03.xx
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.O4 Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan
5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan

5.2.04.01.>o<
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.



5.2.04.>or
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundalg- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.0s Belanja Modal Aset fetap Ennya
5.2.05.01 Belanj a Modal Bahan Perpustakaan
5.2.05.01.01 Belanj a Modal Bahan Perpustakaan Tercetak

5.2.05.01.:o<
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifrkasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.05.>o<
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifrkasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.06 Belanja Modal ...
5.2.06.01 Belanja Modal ...
5.2.06.01.01 Belanja Modal ...

5.2.06.01 .>cx

Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasilikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaar
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.2.06.:o<
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasfikasi,
Kodefrkasi dan Nomenklatur Perencalaal
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.3 Belanja Tidak Terduga
s.3.01 Belanja Tidak Terduga
5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga
5.3.01.01.01 Belanja Tidak TEiduga

5.4 Belanja Transfer

5.4.01 Belanja Bagi Hasil

5.4.01.O 1
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintahan Kabupaten/ Kota dan Desa

5.4.01 .01 .01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintahan Kabupaten / Kota dan Desa

5.4.01 .01.>o<
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan
5.4.02.01

Frelanja 
Bantuan Keuangan Entar Daerah

5.4.02.01.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum antar
Daerah Provinsi

5.4.01.xx
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5.4.02.01.:or

Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

5.4.02.xx
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

JumtfrEelanJa--

Surplus / (Defisifl
6 Pembiavaan

6.1 Penerimaan Pembiayaan
6. 1 .01 Hr-Ea l,ebrh Perhitungan Anggaran Tffiun

Je Detu mnva
6.1.O1.O1 Pelampauan Penerimaan PAD
6.1.01.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah

6.1.01.01.lor

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.01.>o<

Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
I{odefrkasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.r.o2 Pencairan Dana Cadangan
6.1.02.01 Pencairan Dana Cadangan
6.1.02.O 1.0i Pencairan Dana Cadangan

6.1.02.01.:o<

Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.02.rc<

Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

b.l.u3
BflrY!"fi?dHtan Kekavaan Daerah Yang

6.1.03.01
Hasil Peniualan Kekavaan Daerah vans
Dipisahkin pada Badan Usaha Milil< N6gara
(BUMN}

6. 1 .03.0 1 .0 1
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan pada BUMN
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6.1.03.01.xx
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.03.:or

Objek selanjutnya sesuai peraturar
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.04 Penerimaan Pinj aman Daerah
6.1.04.01 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat

6.1.04.01.01 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka
Menengah

6. 1 .04.01 .:or
Rincial Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasi{ikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.04.>o<
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasilikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.05 Penenlnaan Kemba-li Pemberian Pinjaman
Daerah

6.1.05.01 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Daerah kepada Pemerintah Pusat
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Daerah kepada Pemerintah Pusat

6.1.05.01.xx
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodelikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.05.>o<
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.06
Penerimaan Pembiayaanldnnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

b.l.ub.uI Penenmaan Kem ba-h l'rnlaman EITUD
b. I .06.0 I .0 I Penqrynaan Kembali Pinjaman BLUD Jahgka

Pendek

6.1.06.01.xx
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.1.06.:o<
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Jumlah Peneiimaan
Pembiayaan

6.2 Pengeluaran Pembiayaan

6.1.05.01.01
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6.2.Ot Pembentukan Dana Cadangan
6.2.01.01 Pembentukan Dana Cadangan
6.2.01.0'r .0r Pembentukan Dana Catlangan

6.2.01.01.>o<
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifrkasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.01.xx
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.O2 Penyertaan Modal Daerah

6.2.O2.O1 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha
Milik Negara (BUMN)

6.2.O2.Ot.Ot Penyertaan Modal Daerah pada BUMN

6.2.02.01.:or
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Kiasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.O2.*
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.O3 Pembayaran cicilan pokok Utan=TanE Jatuh
poTem

6.2.03.OI

6.2.03.01.01 Pembayaran Pinjaman Daerah dari
Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam
Negeri-Jangka Menengah

6.2.03.01.:o<
Rincian Objek selanj ufoiya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefrkasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.03.>o<
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.O4 Pemberian Pinjaman Daerah
6.2.O4.O1 Eemberia4 Eniaman Daerah kepada

Pemerintah Pdsat
6.2.04.O1.01 lemberian ftnjaman Daerah kEpacla

Pemerintah Pdsat

6.2.04.01.xx
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai KlasiIikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.O4.xx
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

fembayaranPln@Pusat'
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6.2.05 Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

6.2.05.01 Pinjaman BLUD
6.2.05.01.01 Pinjaman BLUD-Jangka Pendek

6.2.O5.01.xx
Rincian Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasi{ikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

6.2.05.xx
Objek selanjutnya sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

J um-lqh Pengeluaran
pemblayaan

Pembiayaan Neto

6.3 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun
berkenaan (SILPA)

.......,tan99a1.........
Bupati Aceh Utara

Nanra
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BAB V
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

A. KERANGKAPENGATURAN
Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah yang dilakuk€rn secara tertib, taat pada ketentuan peraturan
perundang-undalgan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan
manfaat untuk masyarakat. Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai
dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBK,
pelaksanaan dan penatausahaan atas APBK, serta pertanggungiawaban
pelaksanaan APBK.
Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah mencakup proses-
proses sebagai berikut:
1. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah
2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris
3. Penyiapan DPA-SKPK
4. Anggaran Kas dan SPD
5. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah
6. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah
7. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Kerangka pengaturan dalam pelaksanaan dan penatausahaal keuangan
daerah adalah sebagai berikut:
1. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam

APBK dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang
dikelola oleh BUD. Dalam hal Penerimaan Daerah dan Pengeluaran
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak
dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan
pencatatan dan pengesahan penerimaan daerah dan pengeluaran
daerah tersebut.

2. PA/KPA, Bendahara penerimaan / Bendahara Pengeluaran, dan orang
atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah
wqiib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3. Pejabat yang menandatangani dan /atau mengesahkan dokumen yang
berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau
pengeluaran atas pelaksanaan APBK bertanggung jawab terhadap
kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat
bukti dimaksud. Kebenaran material merupakan kebenaran atas
penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas Beban APBK sesuai
dengan kewenangan pejabat yang trersangkutan.

4. Bupati dan SKPK dilarang melakukan pungutan selain dari yang diatur
dalam peraturan daerah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Penerimaan SKPK yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat
dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat
pengeluaran atas Beban APBK apa.bila Ernggaran untuk membiayai
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap
pengeluaran atas Beban APBK didasarkan atas DPA dan SPD atau
dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.



155

7. Bupati dan SKPK dilarang meLakukan pengeluaran atas Beban APBK
untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam ApBK.

B. Untuk pelaksanaan APBK, Bupati menetapkan:
a. pejabat yang diberi wewen€rng menandatangani SpD;
b. pejabat yang diberi wewen€rng menandatangani SPM;
c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat

pertanggungiawaban;
d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
e. bendahara penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
f. bendahara penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran

Pembantu;
g. bendahara Khusus; dan
h. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBK.

9. Keputusan Bupati tentang penetapan pejabat untuk pelaksanaan ApBK
dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:
1. Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum
Daerah, pencatatan Penerimaan Daerah dilaksanakan setelah adanya
pengesahan BUD atas laporan penerimaan dari PA.

2. Dalam hal Pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum
Daerah, pencatatan Pengeluaran daerah dilaksanakan setelah adanya
pengesahan BUD atas laporan pengeluaran dari PA.

3. Pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat buldi yang menjadi
dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBK, dilakukan
melalui penelitian kelengkapan dokumen laporan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Efektif dimulai t-al:.un 2O22, proses pelaksanaan dan penatausahaan
keuangan daerah dapat memuat informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
Dalam hal Pemerintah Daerah mengalami keterbatasan infrastruktur,
pelaksanaan penatausahaan berbasis elektronik dan terintegrasi dapat
dilakukan secara bertahap.

Dalam hal penetapan pejabat untuk pelaksanaan APBK terkendala adanya
perubahan organisasi, mutasi, atau berhalangan maka Bupati menetapkan
pejabat untuk pelaksanaan APBK yang dilakukan pada tahun anggaran
berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PEI.AKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS UMUM DAERAH
1. Ketentuan Umum

PPKD selaku BUD wajib menyelenggarakan penatausahaan setiap
uang/kekayaan daerah yang diterima danlatau dalam penguasaannya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka
pengelolaan uang daerah PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas
Umum Daerah (RKUD) pada bank umum yang sehat.
Penatausahaan Kas Umum Daerah dilaksanakan oleh BUD dan pihak
terkait lainnya khususnya Bendahara penerimaan, Bendahara
penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Khusus Lainnya sesuai dengan
ketentuar peraturan perundang-undangal. Pelaksanaan
penatausahaan ini meliputi:
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a. Pembukaan RKUD
b. Pembukaan Rekening Operasional
c. Pembukaan Rekening SKPK
d. Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek
e. Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah
f. Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah

2. Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Bupati ini membuat ketentuan pelaksanaan terkait
penatausahaan Kas Umum Daerah adalah sebagai berikut:
a. Pembukaan RKUD

Bupati dalam pengelolaan keuangan daerah menunjuk bank umum
yang sehat sebaga.i penampung RKUD. Bank umum yang sehat
adalah bank umum di Indonesia yang aman/ sehat sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. Dalam menunjuk bank yang akan
digunakan untuk menyimpan Kas Umum Daerah, Bupati juga harus
mempertimbangkan hai-hal sebagai berikut:
1) Reputasi Bank

Bank yang dipilih harus memiliki rekam jejak yang baik.
Misalnya, bank tidak pernah terlibat kasus penipuan nasabah
atau kasus- kasus lain yang merugikan nasabah.

2) Pelayanan Bank
Bank yang dipilih juga harus memiliki pela-vanan yang baik dan
memadai. Terlebih lagi di masa sekarang dibutuhkan kecepatan dan
ketepatan dalam melakukan transaksi. Khusus untuk pemerintah
Daerah, bank juga harus dapat melakukan pelayanan- pelayanan
khusus seperti pemotongan dan penyetoran pajak, dan lain-lain.

3) Manfaat
Memberikan manfaat ekonorni, sosial, peningkatan pendapatan daerah
dan/atau peningkatan kesejahteraan dan /atau pelayanan masyarakat.

Penunjukkan Bank Umum sebagai penampung RKUD ditindaklanjuti
dengan Peq'anjian Kerja Sama (PKS) antara PPKD selaku BUD dengan
pejabat bank umum yang bersangkutan. PKS paling sedikit memuat:
1) jenis pelayanan yang diterima;
2l mekanisme pengeluaran dan penyaluran dana;
3) pelimpahan penerimaan dan saldo rekening;
4l penerimaan bunga/jasa giro/bagi hasil;
5) pembayaran imbalan atas jasa pelayanan;
6) sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian;
7) kewajiban menyampaikan laporan; dan
8) tata cara penyelesaian perselisihan.

Bendahara Umum Daerah kemudian membuka Rekening Kas Umum
Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati.
Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa
giro / imbalan hasil lainnya yang sejenis atas dana yang disimpan pada
bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang
berlaku. Bunga dan/atau jasa giro/imbalan hasil lainnya yang sejenis
yang diperoleh Pemerintah Daerah merupakan Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah. Sedangkan biaya sehubungan dengan
pelayanan yang diberikan oleh bank didasarkan pada ketentuan yang
berlaku pada bank yang bersang]<utan. Biaya tersebut dibebankan
pada belanja daerah.
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b. Pembukaan Rekening Operasional
Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan dan
rekening pengeluaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
operasional penerimaan dan pengeluaran daerah pada Bank yang
sama dengan Bank penampung RKUD yang ditunjuk oleh Bupati.
1) BUD dapat membuka beberapa rekening operasional penerimaan

sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme
penerimaan pendapatan daerah.

2) BUD membuka rekening operasional pengeluaran.
Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke rekening
Bank Umum tertentu, Bendahara Umum Daerah dapat membuka
rekening penerimaan daerah pada Bank dimaksud setelah mendapat
persetujuan Bupati.
Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening
pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Daerah atau
sebaliknya, dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah.
perintah pernindah bukuan oleh Bendahara Umum Daerah dimaksud
dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BUD dengan
pejabat penanggungjawab pada Bank yang terkait.
Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan terkait rekgning operasional
penerimaan adalah sebagai berikut:
1) Rekening operasional penerimaan dioperasikan untuk menerima

setorzrn langsung penerimaan daerah yang tidak melalui
bendahara penerimaan dan/atau menerima setoran pendapatan
yang dilakukan oleh bendahara penerimaan.

2) Rekening operasional penerimaan dioperasikan sebagai rekening
bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya harus disetor ke
Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kutangnya sekaii sehari
pada akhir hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan dalam pKS
antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum
bersangkutan.

Ketentuan pelaksanaan terkait rekening pengeluaran operasional
adaiah sebagai berikut:
1l Rekening operasional pengeluaran dioperasikan sebagai rekening

yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah
sesuai rencana pengeluaran.

2) Rekening operasional pengeluaran ini dioperasikan untuk
pelaksanaan belanja yang dibayarkan secara langsung kepada
pihak ketiga melalui mekanisme LS dan juga untuk pemberian Up,
penggantian Uang Persediaan (GU) kepada Bendahara pengeluaran
serta pemberian TU kepada Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu.

c. Pembukaan Rekening SKPK
Ketentuan pelaksanaan terkait rekening SKPK adalah sebagai berikut:
i) Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan

pengeluaran kas pada tingkat SKPK, BUD membuka rekening
bank atas nama Bendahara penerimaan / Bendahara penerimaan
Pembantudan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu SKPK pada bank yang sama dengan RKUD sesuai
dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme penerimaan
pendapatan daerah dan belanja daerah.
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a) BUD dapat membuka beberapa rekening penerimaan SKpK
sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme
penerimaan pendapatan daerah.

b) BUD membuka rekening pengeluaran SKPK untuk
mempermudah mekanisme pelaksanaan belanja daerah.

Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke
rekening Bank Umum tertentu, Bendahara Umum Daerah dapat
membuka rekening Bendahara penerimaan/Bendahara
penerimaan Pembantu SKPK pada Bank dimaksud setelah
mendapat persetuj uan Bupati.

2) Rekening penerimaan SKPK digunakan untuk menampung
penerimaan daerah yang menjadi kewenangan SKPK
bersangkutan. Pada akhir hari keq'a, saldo yang ada di rekening
penerimaan SKPK tersebut wajib disetorkan seluruhnya ke
Rekening Kas Umum Daerah oleh bendahara penerimaan.
Rekening penerimaan SKPK dibuka atas nama bendahara
penerirnaan SKPK.

3) Rekening pengeluaran SKPK digunakan untuk pengelolaan uarrg
yang akan digunakan sebagai belanja-belanja SKPK, seperti uang
persediaal, tambahan uang persediaan, atau dana LS yang
dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPK. Rekening pengeluaran
SKPK dibuka atas nama Bendahara Pengeluaran SKPK atau
Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPK.

d. Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek
Dalam pengelolaan kas, uang daerah yang belum digunakan dapat
dioptimalkan dan rlie.lokasikan untuk investasi jangka pendek.
Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera
dipef ualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan kas
dengan risiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas)
bulan. Termasuk dalam investasi jangka pendek adalah deposito
beq'angka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua helas) bulan
yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang
Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
Seperti dinyatakan di atas bahwa investasi jangka pendek bisa
dilakukan melalui tiga cara yaitu melalui Deposito, Surat Utang
Negara dan Sertifrkat Bank Indonesia.
1) Deposito

Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan oleh
bank kepada masyarakat. Deposito juga memiliki persyaratan
tertentu salah satunya memiliki jangka waktu tertentu dimana
uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Sementara itu,
imbal jasa dari deposito adalah bunga deposito yang biasanya
lebih tinggi dari tabungan biasa. Pemerintah Daerah melakukan
penempatan kas daerah dalam bentuk deposito pada Bank yang
ditunjuk sebagai penempatan RKUD yang menjadi Bank persepsi.
Dalam rangka menjamin likuiditas keuangan daerah, Deposito
Pemerintah Daerah harus dapat dibrik sebagian atau seluruhnya
ke Rekening Kas Umum Daerah oleh BUD setiap saat diperlukan.

2) Surat Utang Negara
Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa
surat pengakuan utang yang dija-min pembayaran bunga dan
pokoknya oleh negara RI sesuai masa berlakunya. SUN digunakan
oleh pemerintah pusat antara iain untuk membiayai defisit APBN
serta menutup kekurangan kas jangka pendek dalam satu tahun
anggaran.
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Surat Utang Negara terdiri atas:
a) Surat Perbendaharaan Negara

Surat Perbendaharaan Negara berjangka waktu sampai dengan
12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

b) Obligasi Negara
Obligasi Negara beqangka waktu lebih dari 12 (dua belas)
bulan dengan kupon dan/ atau dengan pembayaran bunga
secara diskonto.

Jadi SUN yang bisa dipilih dalam melakukan investasi jangka
pendek adalah SUN dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara
karena berjangka waktu dibawah 12 bulan. Tata cara investasi
dalam bentuk SUN mengikuti peraturan perundang-undangan
tentang SUN.

3) Obligasi Negara
Obligasi Negara be{angka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan
dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara
diskonto.
Jadi SUN yang bisa dipilih dalam melakukan investasi jangka
pendek adalah SUN dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara
karena berjangka waktu dibawah 12 bulan. Tata cara investasi
dalam bentuk SUN mengikuti peraturan perundang-undangan
tentang SUN.

4) Sertilikat Bank Indonesia
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang
dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang
belangka waktu pendek 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan
dengan sistem diskonto/bunga. Tingkat suku bunga yang berlaku
pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh mekanisme pasar
berdasarkan sistem lelang.

Proses penempatan kas dalam investasi jangka pendek dilakukan
melalui langkah-langkah sebagai berikut:
1) Pemerintah Daeratr dapat melakukan investasi jangka pendek

sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan daerah, tugas
daerah, dan kualitas pelayanan publik.

2J Sebelum menealokasikan kas umum daerah ke dalam investasi
jangka pendek, BUD harus meyakini dulu bahwa dana yang
digunakan adalah dana yang benar-benar belum akan digunakan
dalam walrtu dekat (idle cash).

3) BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada investasi jangka
pendek kepada Bupati. Rencana ini mencakup jumlah dana yang
akan diinvestasikan dan pilihan investasi beserta alasan dan hasil
analisa pemilihan investasi.

4) Berdasarkan rencana peneanpatan dana yang diqjukan BUD atas
rencana investasi jangka pendek, Bupati menetapkan jenis
investasi jangka pendek yang dipilih dengan menerbitkan Surat
Keputusan Bupati.

5) Berdasarkan SK Bupati tersebut BUD menerbitkan Surat Perintah
Pemindahbukuan (SP2) BUD yang memerintahkan pemindahan
dana dari kas umum daerah kedalam investasi yang dipilih.

6) Investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum
Daerah paling lambat per 31 Desember.
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e. Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah
PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua
penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dari RKUD. Proses
penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah memuat informasi,
aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang
dilakukan secara elektronik.
Bagian 1: Penerimaan RKUD
1) Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang sah,

BUD mencatat pada Buku Kas Umum pada sisi penerimaan pada
kolom tanggal dan kolom nomor bukti.

2l BUD mengidentilikasi jenis dan kode rekening pendapatan.
3) BUD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah pada Buku Kas

Umum.
Bagian 2: Pengeluaran RKUD
1) Kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D atas setiap pengeluaran

uang dari RKUD. Penerbitan SP2D didasarkan pada dokumen
surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PA/KPA.

2) Setiap pengeluaran dari RKUD, BUD mencatat pada Buku Kas
Umum pada sisi kolom pengeluaran, kolom tanggal dan kolom
nomor bukti.

f. Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah
1) Proses pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah memuat

informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen
yang dilakukan secara elektronik.

2) Bendahara Umum Daerah membuat laporan atas kas umum
daerah yang berada dalam pengelolaalnya. Bendahara Umum
Daerah menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah. Dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh
penatausahaan dan bukti-bukti transaksi pada kas umum daerah
akan dijadikan dasar dalam membuat laporan BUD.

3) l,aporan Bendahara Umum Daerah disusun dalam bentuk:
a) Laporan Posisi Kas Harian (LPKH); dan
b) Rekonsiliasi Bank atas posisi kas harian.
Laporan tersebut dibuat setiap hari dan diserahkan setiap hari
kerja pertama setiap minggunya kepada Bupati atau dapat
diserahkan sesuai kebutuhan.

4) Di samping laporan-laporan di atas, Bendahara Umum Daerah
membuat Register SP2D yang telah diterbitkan dan bukan
dijadikan laporan kepada Bupati. Register SP2D secara otomatis
diperoleh dari sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang
terintegrasi .
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3. Dokumen Terkait
a. Ilustrasi Buku Kas Umum BUD

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Bendahara Umum Daerah Tahun

Anggaran .....

BUKU KAS UMUM
Periode:

Disiapkan oleh
BUD/Kuasa BUD

Nama
NIP.

b. Ilustrasi l,aporan Posisi Kas Harian

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara l,aporan Posisi
Kas Harian Tahun Anggaran .....

No. Tangqal No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

No. Ar.lkti Iransik i
sP20 srs

.fotot S.tdo tr(dt tods .ono *n o, Potiti K6 lfi)

@

Harl
Tangsal

tunlah
Petubohon PosEi Kos hoti ini

posisi Kas lH-7)
Posisi Koi (H,

Rek.pitulasi Posi5i Xa5 ct; BUD
SrldoEink 1 :Rp
SaldoBank2 :Rp
d3t. : Rp
Tord S.rdo X6- : Rp

Oisaapkan oleh,
BU9,/Kuasa BUO

!!3!!E
NIP: .---.-----



163

c. Ilustrasi Format Rekonsiliasi Bank

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Bendahara
Umum Daerah Periode:

Rekonsiliasi Bank

l. s.ldo lGs Umum thrah menuut &.d(u
2. Saldo Xas Umum Oeerah menuut Bank

seIsA

lQterarEan Sellsih
A, Pereriman FrB t€l*t dcatrt ol€tr &rht

bdum dkdat deh Bent
a. STS No,....
b. &rkli ldn yang sah
c OsL....

B. Entelurrl yat tel*t dkrrtatdet Bt ,
bel um dkdat deh Ba.rk
a tP2D No....
b. &rkn Lain yang sdl
€. D51.....

C. Peneri maan tary tel*! d€atatoleh Bar*L
belum dkdat deh &rftu
a. Nota Kredit No.....
b. Pendapata Brnga
c Pendapatan rasa Giiro
d. &rkti ldn yaog s*r
e. D51.....

o. Pentelur yctg tel*t di€dat deh a L
belum dkEtatdeh &*u
a Nota tbbit No.....
b. Eaya Administrasi 8a.lk
c Brkti Ld n yang s€*i
d. ost.....

RP....................-.....
Rp.

Rp.

Rp

RP

Rp ip..."..
Rp..-........

Rp..-..........-.,.....-.
Rp..-....-.-.......-....
Rp..-...-,-.-....-.-.
Rp

RB Rp..............-....-....

Rp

Rp

Fp.

Ro........-.-.-...--.-.
Rp.................,...-....

Rp=.......

Ro...-...-

Bendatraa Umt.rn Daerat!

Rp...."...-.........,......
Rp........-..."............
Ro......-------..-....

@
f{ama

itlP: -.....,.-
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C, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS TRANSITORIS
1. Ketentuan Umum

Pengelolaan kas transitoris adalah pengelolaan atas kas non anggaran
yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada rekening pihak
ketiga yang telah ditentukan.
Beberapa ketentuan umum terkait penatausahaan kas transitoris adalah
sebagai berikut:
a. Jenis-jenis kas transitoris, anta-ra lain:

1) Pajak Pusat yang dipungut oleh Bendahara pengeluaran,
Bendahara Pengeluaran Pembantu dan/atau bendahara khusus
lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari setiap
transaksi pemerintah daerah dengan pihak ketiga seperti PPh pasal
21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/atau PPN;

2) Potongan pegawai seperti iuran wajib Pegawai Penerima Upah
antara lain Bupati, DPRK, ASN, Kepala Desa/ Perangkat Desa dan
Pegawai Laianya, simpanan peserta Tapera, PPh Pasai 21, Taspen,
iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan keda dan
jaminan kematian;

3) Uang jaminan dan/atau Titipan Uang Muka yang diberikan oleh
pihak ketiga kepada pemerintah daerah dalam melakukan suatu
pekedaan yang memiliki risiko kegagal6l dalam pelaksanaannya
atau jaminan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. Sebagai contoh uang jaminan dimaksud antara lain
uang jaminan pekerjaan, uang jaminan pemeliharaan, uang
jaminan bongkar reklame, dan jaminan lainnya; sehingga apabila
ada kegagalan dalam pekerjaan ata.u penyebab lain yang
mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanal<an maka uang
jaminan ini menjadi milik pihak pemberi pekeq'aan, dalam hal ini
pemerintah daerah.

4) Jenis kas tralsitoris Lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b. Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari transaksi
belanja daerah dan/atau pendapatan daerah sehingga dasar
pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak terpisahkan dari
dokumen kelengkapan .transaksi.

c. Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai hutang pada akun
perhitungan fihak ketiga (PFK). Pengeluaran kas transitoris dilakukan
sebagai pembayaran hutang pada akun perhitungan fihak ketiga
(PFK). Transaksi ini tidak mempengaruhi SILPA sehingga tidak
dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran narnun informasinya
disajikan dalam neraca sebagai utang PFK dan di laporan arus kas di
bagran al,rtivitas transitoris sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.

d. Penerimaan kas transitoris, meskipun menambah Kas Daerah, tidak
boleh digunakan untuk operasional belanja karena dalam jangka
waktu tertentu harus dibayarkaa ke pihak ketiga.

e. Terkait kas transitoris berupa jaminan, terdapat beberapa ketentuan
sebagai berikut:
1) Daiam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai

kontrak, Pemerintah Daerah dapat mengeksekusi dan mengakui
uang jaminan sebagai Pendapatan Daerah berupa l,ain-iain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
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2) Pendapatan daerah yang bersumber dari uang jaminan pihak
ketiga yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak,
digunakan untuk mendanai pekerjaan yang menjadi kewajiban
pihak ketiga tersebut dalam mencapai target kinerja sub kegiatan
SKPK yang ditetapkan.

f. Pelaksanaan pengelolaan penerimaan kas transitoris dan pengeluaran
kas transitoris dilaksanakan oleh BUD, Bendahara Pengeluaran
dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.

g. Proses penatausahaan kas transitoris memuat informasi, aliran data,
serta penggunaan dan penyqjian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

2. Ketentuan Pelalsalaan
a. Pengelolaan Kas Transitoris di Bendahara Pengeluaran/BPP

1) Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran
Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sesuai peraturan
perundang-undangan sebagai wajib pungut pajak sesuai
peraturan perundang-undangan, wajib memungut pajak atas
pembayaran belanja melalui UP/GU/TU/ LS.

2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeiuaran
Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sebagai wajib pungut
pajak sesuai peraturan perundang-undangan wajib menyetorkan
seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas
Negara.

3) Atas pemungutan dan penyetoran pajak tersebut, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara
Khusus Lainnya sebagai wajib pungut pajak sesuai peraturan
perundang-undangan melakukan pencatatan pada buku terkait.

b. Pengelolaan Kas Transitoris di Kuasa BUD
1) Kas Transitoris yang melekat pada transaksi

Penyetoran kas transitoris atas potongan pqiak dan potongan-
potongan lainnya dari belanja yang menggunakan mekanisme LS
dilakukan langsung oleh bank.
Pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening pihak ketiga
atau rekening penerima lainnya, bant juga melakukan
pemindahbukuan kas transitoris dari RKUD ke rekening tujuan
yang telah ditentukan.

2) Jaminan
Bagran 1: Pengembalian Uang Jaminan
a) Uang Jaminan disetorkan oleh pihak ketiga yaitu penyedia

barang/jasa ke rekening RKUD.
b) Uang jaminan wajib dikembalikan kepa.da pnyedia barang/jasa

setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada
pemerintah daerah.

c) Pencairan uang jaminan dilakukan dengan Surat Perintah BUD
yang berisi:
{1) Perintah Pencairan Uang;
(2) besaran Uang Jaminan yang akan dicairkan;
[:) piha] penerima dan nomor rekening yang dituju;
[a) dilampiri oleh Surat Keterangan yang menyatakan bahwa

penyedia barang/jasa sudah menyelesaikan kewajibannya
Bagian 2: Uang Jaminan yang Tidak Dikembalikan
a) Dal,am hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya

sesuai kontrak, uang jaminan tidak dikembalikan kepada pihak
ketiga.
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bl Pemerintah Daerah mendanai kewajibar pihak ketiga dengan
menggunakan uang jaminan yang diformulasikan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan SKPK yang bersangkutan.

cJ PPKD melakukan reklasifrkasi menjadi l,ain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang sah atas uang jaminaa tersebut yang
sebeiumnya tercatat sglagai hutang pihak ketiga.

D, PENYIAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPK (DPA-SKPK)
1. Ketentuan Umum

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Ke4'a Perangkat Kabupaten
yang selanj utnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat
rencana pendapatan, rencana beLanja, dan rencana pembiayaan yang
terinci sampai sub rincian obyek disertai rencana realisasinya yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggar€rn.
Penyusunan DPA-SKPK memuat informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan
Penyusunan DPA-SKPK diatur sebagai berikut:
Bagian 1: Pemberitahuan Penyusunan Rancangan DPA-SKPK
a. Setelah penetapan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK,

PPKD memberitahukan kepada Kepala SKPK untuk menyusun dan
menyampaikan rancangan DPA-SKPK. Surat pemberitahuan
disampaikan kepada Kepala SKPK paling Iambat 3 (tiga) hari setelah
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK ditetapkan.

b.Surat pemberitahuan dimaksud sekurang-kurangnya memuat hal-
hal yang perlu diperhatikan oleh setiap kepala SKPK daiam
menyusun Rancangan DPA-SKPK meliputi:
1) Pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPK yang digunakan

sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA;
2) Rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterima oleh SKPK

dalam tahun anggaran yang direncanakan;
3) Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, sub

kegiatan, dan anggaran belanja yang disediakan;
4) Rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;
5) Rencana penarikan dana setiap SKPK;
6) Batas akhir penyerahan Rancangan DPA-SKPK kepada PPKD

paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diterbitkannya surat
pemberitahuan, untuk diverifikasi oleh TAPK;

7) Batas akhir penetapan Rancangan DPA-SKPK.
Bagran 2: Penyrrsunan Rancangan DPA-SKPK
Kepala SKPK meny.usun rancangan DPA-SKPK berdasarkan surat
pemberitahuan Bupati dan menyerahkan rancangan DPA-SKPK yang
telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 {enam} hari setelah surat
pemberitahuan diterima.
Rancangan DPA-SKPK mencakup:
a. Rancangan Ringkasan DPA-SKPK

Formulir yang digunakan untuk menyusun ringkasan DPA-SKPK
yang datanya bersumber dari akumulasi jumlah pendapatan
menurut akun, kelompok dan jenis yang diisi dalam DPA-
Pendapatan SKPK, akumulasi jumlah belanja menurut akun,
kelompok, dan jenis belanja yang diisi dalam DPA-Belanja SKPK dan
akumulasi jumlah penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan yang
diisi dalam DPA Pembiayaan-
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b. Rancangan D PA- Pendapatan SKPK
Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Pendapatan SKPK
dalam tahun anggaran yang direncanakan yang dirinci menurut
kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek
pendapatan.

c. Rancangan DPA-Belanja SKPK
d- Formulir yang digunakan untuk men5rusun DPA-Belanja SKPK dalam

tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah Belanja
menurut kelompok dan jenis belanja dari setiap program, kegiatan dan
sub kegiatan SKPK yang dikutip dari setiap DPA-Rincian Belanja SKPK.

e. Rancangan DPA-Rincian Belanja SKPK
f. Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Rincian Belanja SKpK

dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah Belanja
menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek dari
setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPK.

g. Rancangan DPA- Pembiayaan SKPK
h. Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA penerimaan Pembiayaan

dan pengeluaran Pembiayaan SKPK dalam tahun anggaran yang
direncanakan, yang memuat jumlah penerimaan Pembiayaan dan
pengeluaran Pembiayaan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek
dan sub rincian objek penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran
Pembiayaan.
Bagian 3: PenS,ampaian Rancangan DPA-SKPK dan Verifikasi DPA-SKPK
a. Setelah menerima r€rncangan DPA-SKPK, PPKD menyampaikan

rancangan DPA-SKPK kepada TAPK untuk dilakukan verifikasi.
b. TAPK melakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPK paling

lambat 4 (empat) hari sejak diterimanya Rancangan DPA-SKPK.
Verifikasi rancangan DPA-SKPK dengal menggunakan instrumen
verifikasi antara lain:
1) standar harga satuan yang ditetapkan Bupati dengan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
2) analisis standar belanja;
3J Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);
4J standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan/ atau
5) Petunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan/ atau dana

otononi khusus.
c. Berdasarkan hasil verifikasi TAPK atas rancangan DPA-SKPK,

SKPK melakukan penyempurnaan dan menyampaikan hasil
penyempurnaarl kepada TAPK.

d. TAPK menyampaikan rancangan DPA-SKPK yang telah
disempurnakan kepada APIP untuk dilakukan reviu.

Bagian 4: Reviu Rancangan DPA-SKPK
a. APIP melakukan reviu atas rancangan DPA-SKPK paling lambat 2

(dua) hari sejak diterimanya rancangan DPA-SKPK.
b. Hasil reviu atas r.rncangan DPA-SKPK disampaikan kepada TAPK

untuk mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua
TAPK.

Bagian 5: Persetujuan dan Pengesahan DPA-SKPK
PPKD melakukan pengesahan DPA-SKPK atas rancangan DPA-SKPK
yang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.
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3. Dokumen Terkait

3.1 Ilustrasi Format Persetujuan Rekapitulasi DPA-SKPK

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
PERS ETUJUAN REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN

ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemeirntah Daerah atas
seluruh dokumen pelawkaanaan anggaran satuan kerja perangkat
kabupaten:

a. Nama
b. NIP
c. Jabatan

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan
anggaran satuan kerja perangkat kabupaten Pemerintah Kabupaten Aceh
Utara sebagai dasar pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran .....

Demikian disampaikan dan dipergunakan seb, gaime na mestinya

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Disahkan oleh,
PPKD

Nama
NIP

mre=,

Nama
NIP

Kode Nama Form[Iii
DPA-SKPK
DPA PENDAPATAN SKPK Rincian Anggaran tan

SKPK
DPA BELANJA SKPK Rincian Anggaran BelEnlaSKPil
DPA PEMBIAYAAN SKPK Blilcr_an An ggaran Pbmbiayaan

SKPK

TAHUN ANGGARAN .....

@

Ringkasan DPA S
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3.2 Ilustrasi Format DPA-SKPK

PEIVIERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DOKUMEN PELAKSANAAN

ANGGARAN SATUAN
KERJA PERANGKAT

KABUPATEN (DPA SKPK}

TAHUN ANGGARAN...........

URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG URUSAN

ORGANISASI

Pengguna Anggaran

a. Nama

b, NIP

c. Jabatan

:x
: x.xx

:x.xx.xt

Kode Nama Formulir

DPA.PENDAPATAN S(PO Rincian Anggaran Pendapatan SKPD

OPA.BELANJA S(PO Rrncian Anggaran Eelanja S(PD

DPA.PEMEIAYAAN S(PO Rincian Anggaran Pembiayaan oaerah S(pD

0isahlan oleh,

PPKD

l,lama

NIP: ..........

......-..,, Tanggal......

Pengguna Anggaran

Nama

l{lP:..........
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3.3 Ilustrasi Format Ringkasan DPA SKPK

DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN SATUAN KERJA

PERANGKAT KABUPATEN

Formulir
DPA
SKPK

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran...

Organisasi : x.xx.ror

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten

Kode
Rekening Uraian

Jumlah
(Rp)

Pendapatan Daerah
Asli Daerah

Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang di pisahkan

Lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah

Pendapatan Transfer
Transfer Pemerintah Pusat
Transfer Antar Daerah

L,ain-lain Pendapatan daerah yang
sah

Hibah
Dana darurat
l,ain-lain pendapatan sesuai
dengan ketentuan perundang-
undangan

Belanja Daerah
Belanja Operasi

Belanja pegawai
Belanja barang dan jasa
Belanja bunga
Beianja subsidi
Belanja hibah
Belanja bantuan sosial
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Belanja Modal
Belanja modal tanah
Belanja modal peralatan dan
mesin
Belanja modal gedung dan
bangunan
Beianja modal ja-1an, jaringan,
dan irigasi
Belanja modal aset tetap lainnya
Belanja modal aset tidak
benvujud

Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga

Belanja bagi hasil
Belanja bantuan keuangan

Surplus/(Defisit)
Pembiayaan Daerah

Pemmbiayaan
SiIPA

Pencairan dana cadangan
Hasil penjualan kekayaan
daerah yangdipisahkan
Penerimaan pinjaman daerah
Penerimaan kemba,li pemberian
pinjaman daerah
Penerimaan pembiayaan lainnya
sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan

Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan dana cadangan
Penyertaan modal daerah

Pembayaran cicilan pokok utang
yangjatuh tempo

Pemberian pinjaman daerah

Belanja Transfer
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Pengeluaran pembiayaan lainnya
sesuai dengan ketentuan

ndang-undangan

Pembiayaan Neto

Rencana Penarikan Darla per
Bulan .........,tanggal

Pengguna
Anggaran

Nama
NiP:

Mengesahkan,
PPKD

Nama
NIP:

Januari Rp
Febrrari Rp
Maret Rp
April Rp
Mei Rp
Juni Rp
Juli Rp
Agustus Rp
September Rp
Oktober Rp
November Rp
Desember Rp

Jumlah

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

No. Nama NIP Jabatan Tanda
Tangan

i
2
dst

Rp.
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3.4 Ilustrasi Format Format Formulir DPA-Pendapatan SKPK

DOKUMET{ PE I.AXSAIIMN AT{G6AR/qN

SATUAITI I(E RJA PERA'{GKAT DATRAH

Provinsi/Kabupatenl(ota........

Tahun 14n......

tormulir DPA-

PE''IDAPATA''I SKPD

xJx.xxx

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggera[ Pendap.l.n Satu.n Xerja Perangkat Daerah

Rincian Perhitungan iumhhKode

Rekening Volume Satuao Tarif/Harga (Rp)

Jum ah

Rencana Realisa:i Pendapatan per Sulan

Januari Rp

Februari

Maret Rp

April Rp

lvle i

Juni Rp

Ju li Rp

Agu5tus

Scptember Rp

Oktober Rp

NoYember Rp

Desember Rp

Jumlah Rp

@

@

........,tan99a1....... .

Pengguna Anggaran

Nama

NIP: ........,.

Mengesahtan,

PPXO

l{ama

NIP: .,..,,....

Iim Anggaran Pemerintah Daerah:

No Nami NIP lab.t.n Tanda Tangan

dst

I

-

I

-

- I
I

I

I

-

II
II

I
I

Ha taman........._...

Organisari

Urabn

Rp..

Rp...

Rp...



174

3.5 Ilustrasi Format DPA-Pembiayaan SKPK
Ha laman

DOKUMET{ PELAKSANAAI{ ANGGARAN
SATUAI{ KERJA PERANGKAT KABUPATEN

Pernerintah lGbupaten Aceh Utara
Tahun Anggaran .,..

Formulir DPA
PEMBIAYAAN

sxPo

Rimian Ookumen Pelaksanaan ArEgaaan Penerimaan PengeluaraB p€mbiayaan

S.tuan Keria Perangkat Daarah
organis€si x.xx,xxx

Xodc
Rek.nirE

Uraian
Jumlah

(Rp)

Jumlah Penerimaan Pembrayaan

lumiah Penge luaran Pembrayaan
lumlah

Ren(ana Realisasi Pendapatan p€r Eulan
Januari
Februar r

l,l a ret
Aprii
tvl e,
lun i

Ag ustu s
Septembe. Rp. .

Oktob er Rp
November
Desember

Jum lah

@

@

. .. ... .tan99a1....... .

Perlgguna Anggaran

Nams
NIP: ....,.....

Menlerahkan.
PPTO

Nama
NIP:..........

Tim &rggaran Pemerintah Oaerah:
No Nama tllP Jabatao Tanda Tangan

1

dst

-

E

-

Rp.......-.......,....-....
Rp.

Rp.

Rp.

Rg.

R9......'... ........ .....-

R9.............,............

Rp

np................-.........
Rp.
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E. PEIVYIAPAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH
1. Ketentuan Umum

Anggaran I(as adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan
dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBK dalam setiap
periode. penyusunan anggaran kas dilakukan sebagai berikut:
a. PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk

mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai
dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPK.

b. Anggaran kas pemerintah daerah berisi perkiraan realisasi
penerimaan daerah dan rencana pengeluaran daerah setiap bulannya
yang datanya bersumber dari kompilasi dan sinlconisasi anggaran
kas SKPK.
Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:

a. Penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas
pemerintah daerah, dihitung berdasarkan rencana penerimaan sub
rincian objek pendapatan dan rencana penerimaan pembiayaan untuk
setiap bulannya berdasarkan waktu estimasi realisasi penerimaan kas
dalam DPA-SKPK dan anggaran kas SKPK.

b. Hasil perhitungan rencana penerimaan per sub rincian objek
pendapatan dan penerimaan pembiayaan, dicatat ke dalam dokumen
anggaran kas masuk yang memuat jumlah anggaran pendapatan dan
penerimaan pembiayaan selama satu tahun dan rencana penerimaan
setiap bulan.

c. Penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas pemerintah
daerah, dihitung berdasarkan rencana belanja per sub rincian objek
setiap bulannya berdasarkan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam
DPA-SKPK dan anggaran kas SKPK serta mekanisme pembayaran atas
belanja sub kegiatan serta rencana pengeluaran pembiayaan untuk
setiap bulannya berdasarkan anggaran pengeluaran yang telah
ditetapkan.

d. Hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian objek belanja
dan pengeluaran pembiayaan dicatat ke dalam dokumen anggaran kas
keluar yang memuat jumlah anggaran belanja dan pengeluaran
pembiayaan selama satu tahun dan rencana pengeluaran setiap
bulan.

e. Anggaran kas yang telah disahkan oleh PPKD digunakan sebagai
dasar penyusunan SPD.

f. Penyusunan anggaran kas memuat informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elelrtronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Kepala SKPK menyusun anggarurn kas SKPK berdasarkan DPA-SKPK

dan jadwal pelaksanaan kegiatannya.
b. Kepala SKPK menyampaikan anggzran kas SKPK kepada Kuasa BUD

paling lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-SKPK disahkan.
c. Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPK paling lama

2 (dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari SKPK.
d. Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPK dengan

menggunakan instrumen verifikasi antara lain:
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l) sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-SKPK;
2) sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan

dana dalam DPA-SKPK.
e. Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPK yang telah diverifikasi,

menyusun rancangan anggaran kas pemerintah daerah.
f. Kuasa BUD menyampaikan rancangan anggaran kas pemerintah

daerah kepada PPKD selaku BUD.
g. PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas pemerintah

daerah yang disampaikan Kuasa BUD paling lambat 1 (satu) hari
sejak dokumen rancangan anggaran kas pemerintah daerah diterima.

3. Dokumen Terkait
3.1 Ilustrasi Format AngBaran Kas Pemerintah Daerah

Prq,x{9vIA&rAMutoa,-*-
ll66lrar rls

r n, lilccAtr[----

l

I

l

!id:hl'io]rnti4t,r'd:

--+-
,

I I

.d.Fr.3 C.hr '.r Ur;r

i.c'...

&r.!Iot.'..irye?,!fu'erg'&d&(rlir.

$r &i li,n* rrorrll la EaBt!6r ciui Frq!.' n6.h dits."
r.l3ir dri rtla@i tritiin dp-rr'lli)

lE ra-l

IEI,I

br

ir']d ta6 ld

I

l
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3.1 Ilustrasi Format Anggaran Kas SKPK

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
SKPK

Anggaran Kas SKPK
Tahun Anggaran

r.d!tb.[ tdr r*l
liFr

Idrbl tivlrll Iridrl ,i i.fl
*i t ft r{

lidli lido t,a.pai &i/ar! Nnoim

}lrht $iaft f,rtrFnr d.i/rn! tftiirn

illre.t tux.r! Lhqr d.iLo! tqd.&!

I

I I

brth N..o4. ..hdiin/in! {l'srq&i

nFid korr !.hi|rd hD! ftrfr ni

F. SURAT PEI{YEDIAAN DANA (SPD)
1. Ketentuan ljmurn

Surat Penyediaan Dana (SPD) adatah dokumen yang
menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) atas pelaksanaan APBK.
PPKD menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan:
a. Anggaran Kas Perrrerintah Daeral.;
b. Ketersediaan dana di Kas lJmurr Daeratr; dan
c. Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang

tercantum dalam DPA SKPK.
SPD dimaksud disiapkan oleh Kuasa BUD dan disarnpaikan
kepada PPKD untuk ditandatangani.
Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur
beberapaketentua-n sebagai berikut:
a. SPD sebagai dasan permintaan pembayaran sesuai

kebutuhan SI(PK atau unit SKPK setiap periodik.

B

.-. ,lrl18F1.....-.

ffi'*h,
&Fhm

lffii
rfl.I

l.
t* -.-.

n l*l r.ih lllr! llr
w
6U

IJ

l*|'s!&d.or.lirprl'O^lrDtt$n fi 
Iti'a,rprn I

I

---T_--
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b. Untuk pembayanan pengeluaran kebutuhan tanggap
darurat bencana, konflik sosial, dan/ atau kejadian luar
biasa, PPKD selaku BUD dapat menerbitkan SPD atau
dokumen yang dipersamakan yalg bersumber dari anggaran
yang ditetapkan pada DPA-SKPK yang menyelenggarakan
fungsi SKPKD.

c. PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD
apabila terdapatkondisi sebagai berikut:
1J Ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai

perkiraan penerimaan dalam anggErran kas; atau
2J Perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat

keadaan darurattermasuk keperluan mendesak.
3) Perubahan SPD menjadi dasar perrnintaan pembayaran

berikutnya.
d. Pen5rusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran

data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang
dilakukan seca.ra elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Kuasa BUD menyiapkan rancarrgan SPD berdasarkan

anggaran kas pernerintah daerah.
b. Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD

selaku BUD untuk disahkan.
c. Kuasa BUD menyarnpaikan SPD yang telah disahkan kepada

KepalaSKPK.
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3. Dokumen Terkait

3.1 Ilustrasi Format Surat Penyediaan Dana (SPD)

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU

BENDAHARA UMUM DAERAH
NOMOR

TENTANG
SURAT PEI.IYEDIAAN DANA AAIGGAI?T{I$ BELANJA DAERAH

PPKD SELAKU BUD,

Mcnimbm8

Me nthtrt

bahwa untuk mcl*sanakan antgara b€hflja s.rb k g*an tahun dtggaian.--.... bc rdasarkan

DPA SKPD/P? rub.hr DPA-SxPD d.n a.lgta.a kryatS te Lh d itetrpk . pc d u disi+kdr
ne nd,te.*r dr n cr n rn r r? .hit kr! St I r, p. nv. d irlyr n,Y! i lsPfrl -

I Pe.*urln Orrlh,. .......-......tcntdl8 penetapan APBD/PAP8O Provinsi/xabup*.n/
(ota.-.-.-..Tlhun AnttrIr...............,

2 Par&rran fcpalaOErdl omor---..-.-.-Tahun.....---.tantdltPcnj$ara APSO

Provina/(lbupda ry'(ota .....-..-TCiun Anttarut.....,.......;
3.oPA-SxPO/turub*aaDPA-S(PO')ProvkEilKabupatrn/(ota..---.-Tahun".-....-..--.;
4 ................__....

HEMUWS(At{:
EcrdErt',l Pcrrturrl 0arah PrEvinsi/(rbup*cn^ota....-..-....., Tmggal.......-.... Bulao..,.._....

TClun........tenturg Anttrrr Pc ndlpd!n dm B.ldrj! Oa rah Prot'insa/frbupaen/(ota T*tun Antt.rm
...........-. Mcnctrpka/mcnyedir*an kcdit altgaan s.b4ai bcrikut:
1DG.rP?nyldi..no'ra:

OPA-S(POIPc rubCra DPA-SXPO

2 OtunFka lcpada S(PO

3 (ep.lr SXPD

4 Jum lCr P?nyedila Ddra

5 Untuk Xebutuha
6 lkhtisr Peny?di.an Odla:

r. Jum lah oa.DPA-SXPD/ PG rubCrr f,p----*----
OpArS(pO (Tehilong.........._....

b. AkumulGi SPO Sebelumnya fC---------
(Tebilong-.

-.)

-.)

......-.,l

.......-.)

. ....-.)

c. SB.0 r. ylrg be h;m di SPDkan tg--*----
(fcbilong..

d Jsm l*r Oaraydl8 di SPD-klo salt ini :np--*---*-
(fc,bilong.

c. SisljumlCr Dm! OPA-

SrPO/Perub.hdl OPA-S(PDyrn8

bclum diSPlkut
Ketentult-katrntum li.r

(fc6;lang.

OitetOkan di:.....-..
Pada TeriSal :....-....

PPKD SELAKU 8UO

oco;,!13
or(J

7 a{tb t,.tt tn rnp *o,r aF & :

,. r$.ta, l{ama
l{P: ---.
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.2 Ilustrasi Lampiran Surat Penyediaan

Dana Lampiran: Surat Penyediaan

Dana

Nomor SPD :

Tanggal ;

SKPK :

Periode :

Tal.un Anggaran :
Nomor dan Tgl :

DPA-SKPK/
Perubahan
DPA.SKPK

,t,nlahPenyedaadarB Rp................
( terbilo n9..............-....-.. .-....-..."......-....-.....-.,

Oiterapkan di :..............

Pada TaagSal :..........."..

PPKD STL,AKIJ BI,l D

l,Lma
NIP:...*.....

G. PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENDAPATAN
1. Ketentuan Urnum

Pendapatan Daeratr adalal. seinua hak Daeral. yang diakui
sebagai penambal. nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
ar.ggar€rn berkenaan. Untuk rnelakukan pengakuan atas
pendapatan daerah dirnaksud diperh.rkan pelaksanaal dan
p enatau sahaan pendapatan daerah.
Pelaksanaan dan penatausatraan pendapatan daerah rlirnaksud
rneiiputi penatausahaan penetapan, penerirnaan pendapatan
dari pihak ketiga, penyetoran pendapatan ke RKUD,
pengendalian melalui buku-buku bendahara penerirnaan,
pertanggunglawaban bendahara penerimaan/bendahara
penerimaan pernbantu.
Semua tal.apan penatausahaan pendapatan tersebut rnernuat
inforrnasi, aliran data, dan penggunaarr dokr.rrnen ya_ng
dilakukan secara elektronik. penatausahaan pendapatan pada
tal.ap penetapan, penerirnaan pendapatan, tringga penyetoran
pendapatan, adalah sebagai berikut:

Jwlllah

ffiE

-
-

rltlr

I-

@

llrna Anttaran Akumulasi
spD

Slso
Anrraran
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a. Semua Penerimaan Daeral- dianggarkan dalarn ApBK dan
perryetorannya laelalui Rekening Kas IJrnurn Daerah
(RKUD).

b. Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui
RKUD, BUD rnelakukarr pengesahan dan pencatatan
Penerimaan Daerah tersebut.

c. Bendahara penerirnaan wajib menyetor seluruh
penerirnaannya ke Rekening Kas Urnum Daerah paling
lambat dalarn waktu 1 (satu) hari. Dalam hal kondisi
geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi,
transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan,
serta kondisi objekLif lainnya, penyetoran penerirnaan dapat
melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Peraturan Bupati.

d. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap
dan sah atas setoran. Bukti penerirraarr dapat meliputi
dokumen elektronik.

e. Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai
dan/atau nontunai. Penyetoran penerimaan pendapatan
menggunakan surat tanda setoran (STS). Penyetoran
dianggap sah setelah Krrasa BUD menerima nota kredit
atau dokumen lain yang dipersamakan.

f. Bendahara penerim.aan rtilan'amg menyirnpan uang, cek,
atau surat berharga yang dalarn penguasaannya:
1) lebih dari 1 (satu) trari, kecuali dalam tral kondisi

geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi,
transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa
keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran
penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur
dalam Peraturan Elupati, dan/ atau

2l ata.s rranrla pribadi.
Terkait ha-l tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur
beberapa ketentuan sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah dalam APBK diklasifikasikan menurut

akun, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek dan sub rincian
obyek. Pendapatan daerah berdasarkan kelornpok meliputi
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan
Lain-lain Pendapatan Daeral. yang SaI.. Berdasarkan sifat
dan prosedur pernungutan/pernbayaran pendapatan
daerah, dapat dibedakan:
1) Pendapatan yang dipungut berdasarkan penetapan

Bupati; dan/atau
2) Pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pqjak (tanpa

ada penetapan).
b. Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pernbayaran

pendapatan daerah, penatausahaan pendapatan daerah
dilaksanakan sebagai berikr.rt:
1) Penatausahaan pendapatan ya-ng dipungut setelah

penetapan oleh Bupati, didasarkan pada dokumen Surat
Ketetapan sesuai dengan jenis pendapata-rr yang diatur
dalam peraturan perundang- undangan.



C.

r82

2l Penatausahaan pendapatan yang dibayar sendiri oleh
wajib pajak (tanpa ada penetapan) didasarkan pada
dokumen/bukti penerimaan sesuai dengan jenis
pendapatan yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

3) Penatausahaan pendapatan daerah, didasarkan pada
dokumen,/ bukti meliputi:
a) Surat Ketetapan Pajak Daeral- (SKP-D);
b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);
c) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
d) Surat Pernberital-uan Paj ak Daerah (SPPD);
e) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

(SKPDKB);
f) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang

Bayar Tambahan (SKPDKBT) ;
g) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
h) Surat Tanda Bukti PembayarEur (STBP);
i) Surat Tanda Setoran (STS);
j) Nota Kredit dari Bank;
k) Surat Perjanjian;
l) Dokumen penetapan lainnya yang sal- sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan-undangan;
m) Hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap;

dan/atau
n) Bukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan

peraturan perrndangan-undangan.
4) Bendahara penerirnaan/Bendahara penerimaan

Pembantudalam melakukan penyetor€rn penerimaan
pendapatan dapat dilakukan secara tunai dan non tunai,
dengan cara:
a) Penyetoran penerimaan pendapatan secara tunai

dibuktikan dengan penerbitan surat tanda setorzrn
(STS) atau bukti lain yang sah. Daftar STS yang
dibuat oleh Bendal.ara penerirnaan
didokurnentasikan dalarn Register STS.

b) Penyetoran penerimaan pendapatan seczr,ra non tunai
dibuktikan dengan bulrti notillkasi/ nota kredit/ media
elektronik lainnya.

5) Penyetoran penerirnaan pendapatan daera1l dari
Bendatrara penerimaan/ Benda}.ara penerimaan
Pembantu, dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima
notifrkasi/ nota tr<redit/ media elektronik lainnya.

Ruang lingkup jenis perrdapatan yang dikelola oleh
Bendahara penerimaan/Bendatrara penerimaan Pembantu
disesuaikan dengan wewenang Bendahara penerimaan dan
tugas/fungsi SKPK dan SKPKD, sebagai berikut:
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Jenis Pendapatan Bendahara penerirnaan
P4jak Daerah Bendahara penerimaan di SKPK

yang memiliki tugas dan
wewen€rng pengelolaan paj ak

Retribusi Daerah Bendahara penerirnaan di SKPK
yang memiliki tugas dan
wewenang pengelolaan retribusi

Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daeral. Yang
Dipisahkan

Bendahara penerimaa-n SKPK
yang melaksanakan fungsi BUD,
kecuali: 1.Hal-hal terkait pajak
dan retribusi tetap dikelola
oleh Bendahara penerirnaan di
SKPK terkait
2. Pendapatan BLUD dikelola
oleh BLUD terkait
2. Pendapatan Hibah Dana
BOS. Dana Kapitasi dan
Pendapatan lainnya dikelola
oleh Bendahara penerimaan
Khusus

Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah
Transfer Pernerintal.
Pusat
Transfer Pemerintah
Daerah
Hibah
Dana Darurat
Lain -lain Pendapatan
Sesuai Dengan
Ketentuan Perundang-
undangan

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Tahap Penetapan dan Penagihan

Bagian 1- Penetapan Pendapatan
1) Dalarn rangka perrungutan pendapatan daerah, Bupati

atau pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan
dokumen penetapan pendapatan daerah.

2) Penetapan pendapatan dapat berupa:
a) Surat Ketetapan Paj ak Daerah (SKP-D);
b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);
c) Surat Pernberitahuan Pajak Daerah (SPPD);
d) Surat Ketetapan Paj ak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
e) Dokurnen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan-undangan.
3) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

adalah surat ketetapan pajak yang rnenentr.rkan besarnya
jumlah pokok pqiak, jumlah kredit pajak, jurnlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

4) Surat Ketetapa-n Pendapatan disarnpaikan kepada waj ib
pqjak/wajib retribusi sebagai dasar pernbayaran dan
kepada bendal. ara penerimaan/Bendal.ara penerimaan
Pembantusebagai dasar penagihan.

5) Penagihan pendapatan daerah dapat dilakukan oleh
petugas pernungut yang ditunjuk oleh PA/KPA.

6) Bendahara Penerirnaan/ Bendal.ara Penerimaan Pembantu
melakukan valifl35i dan verilikasi atas penerimaan
pendapatan berdasarkan dokumen penetapan.
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Bagtarr 2 - Penagihan
Penagihan atas pendapatan daerah dilakukan dengan cara
manual, surat elektronik, notifikasi sistem sec€r-ra digital
dan / atau media elektronik lainnya. Adapun langkah-langkah
penagihan piutang sebagai berikut:
i) Petugas pernungut berdasarkan dokumen penetapan

pendapatan dan surat tagrhan melakukan penagthan ke
pihak ketiga.

2) Penagihan kepada pihak ketiga dilakukan sesuai dengan
j adwal yang tercantum dalam dokumen penetapan
pendapatan.

3) Pihak ketiga adalah w4jib pajak, wajib retribusi, dan
pihak-pihak yang melakukan pembayaran pendapatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
kepada Pemerintah Daerah.

4) Proses penagrhan secara manual dilakukan dengan cara:
a) Petugas pemungut rnenyampaikan dokumen penetapan

pendapatan dan surat tagih kepada pihak ketiga;
b) Dokumen penetapan pendapatan yang disampaikan

kepada pihak ketiga dibuktikan dengan tanda terima
yang ditandatangani oleh pihak ketiga;

c) Petugas pernungut menyampaikan tanda terima
dokumen kepada Bendahara penerimaan/Bendahara
penerimaan Pembantudan PPK-SKPK.

5) Proses penagihan melalui surat elektronik dilakukan
dengan cara:
a) Petugas pemungut mengirim surat elektronik penagrhan

pendapatan kepada pihak ketiga;
b) Petugas pemungut memberitahukan kepada PPK-SKPK

dan Bendahara penerimaan atas pengirirnan surat
elektronik penagihan pendapatan.

6) Proses penagihan melalui sistem digital dilakukan secara
otomatis sesuai dengan jadwal dengan mengirirnkan
notifikasi atau rnedia lain secara elektronik kepada pihak
ketiga yang memiliki kewajiban untuk membayar
pendapatan daerah.

b. Tahap Penerimaan Pendapatan
1) Penerimaan pendapatan melalui Bendahara

penerimaan/ Bendahara penerimaan Pembantusecara
tunai, dilakukan sebagai berikut:
a) Berdasarkan dokumen penetapan pendapatan dan/atau

surat tagth, pihak ketiga menyetorkan kew4jibannya
kepada Bendahara penerimaan / Bendahara penerim aan
Pernbantu.

b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantumelakukan validasi dengan meneliti
kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan
jumlah yang telah ditetapkan pada dokumen
penetapa-n.

c) Atas penerimaan pendapatan tersebut, Bendahara
penerimaan/ Bendahara penerimaan Pernbantu
rnenerbitkan Tanda Bukti Penerimaan dan
menyerahkan kepada pihak ketiga.
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2) Penerimaan pendapatan rrelalui rekening Bendahara
penerimaan/Bendahara penerimaan Pembantuseca.ra non
tunai, dilakukan sebagai berikut:
a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan

Pembantu menerima nota kredit/ notifrkasi perbankarr
atas penerimaan pendapatan.

b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu rnelakukan validasi bukti penerimaan
sebagai berikut:
[1) Meneliti nota kredit / notifikasi perbankan;
(2) Melakukan verilikasi untuk rnengetahui kesesuaian

antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah
yang telah ditetapkan pada dokumen penetapan.

3) Penerimaarr daerah rrelalui rekening Bendahara
penerimaan / Bendahara penerimaan Pembantu secara
non tunai dianggap sah setelah Bendahara
penerimaan/ Bendal.ara penerimaan Pembantu melakukan
validasi.

4) Bendahara penerimaan / Bendahara penerimaan Pembantu
memberikan tanda bukti penerimaan kepada pihak ketiga
yang telah rnelakukan pembayaran.

5) Penerirnaan pendapatan ke RKUD secara non tunai,
dilakukan dengan cara:
a) Bendahara penerimaan/Bendahara penerimaan

Pernbantu menerima nota kredit/notifikasi perbankan
dari RKUD atas penerirnaan pendapatan SKPK.

b) Bendahara peneri-maan/Bendatrara penerimaan
Pembantu melakukan validasi sebagai berikut:

6) Mencermati nota kredit atau notifikasi perbankan atas
penerimaan pendapatan yang diterirna langsung RKUD.

7) Dalam ha1 penerimaan pemberitahuan/notifikasi tidak
diinforrnasikan secara otomatis, rnaka Bendahara
penerimaan wajib merninta bukti transaksi atas
penerimaan pendapatan yang diterirna langsung RKUD;

8) Melakukan verilikasi untuk menguji kesesuaian antara
jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah
ditetapkan.

9) Penerimaan pendapatan daerah ke RKUD secara non tunai
dianggap sah setelah Bendal.ara penerimaan/Benda}.ara
penerirnaan Pernbantu melakukan validasi.
a) Penerirnaan pendapatan secara non tunai dapat

dilakukan melalui transfer dar:i rekening pihak ketiga
dan / atau melalui kanal pembayaran secara online yang
disediakan oleh penyedia jasa pembayaran (PJP) dad
lembaga keuangan bank dan non bank.

b) Pernbayaran secara online berupa rnekanisme Electronic
Transaction Process (ETP) antara lain: agen banking,
mobile/phone banking, car banking, Anjungan Tunai
Mandiri (ATM), internet banking, Qris/Barcode, tapping,
Electronic Data Captnre (EDC), Castr Managernent
System (CMS) dan transaksi berbasis elektronik
lainnya.
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c) Dalam rangka akuntabilitas penerirnaan pendapatan,
Bendal.ara penerirnaan/Bendahara penerimaan
Pembantu melakukan rekonsiliasi secara periodik
dengan Bank.

c. Tahap Penyetoran Pendapatan
1) Dalam hal pendapatan diterir:aa secara tunai, Bendahara

penerimaan/ Bendahara penerimaan Pernbantu wajib
menyetorkan penerimaan tunai tersebut ke RKUD paling
lambat dala:n waktu t hari, kecuali kondisi geografis
daerah sulit dljangkau dengan komunikasi, transportasi,
dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi
objektif lainnya yang diatur dalarn Peratr.rran Bupati.

2) Dalam hal penerimaan pendapatan masuk melalui
rekening Bendahara penerirnaan/Bendahara penerimaan
Pembantu, Bendahara penerimaan/ Bendahara
penerimaan Pernbantu wajib memindatrbukukan
penerimaan pendapatan dirnaksud ke RKUD paling lambat
dalam waktu 1 (satu) hari.

Utara SKPK
Surat Tanda Setoran (STS)
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3. Dokumen Terkait
a. Ilustrasi Format STS

Pemerintal. Kabupaten Aceh
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b. Ilustrasi Format Register STS

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
SKPK

Surat Tanda Setoran (STS)

H. PEMBUKUAN BENDA}{ARA PENERIMAAN
1. Ketentuan Umum

Dalam penatausahaan pendapatan daeratr, Bendahara
penerimaan/Bendahara penerimaan Pembantu harus
melakukan pengendalian atas penerirnaan dan penyetoran
pendapatan daerah yang rnenjadi kewenangannya.
Bendahara penerimaan pada SKPK wajib menyelenggarakan
pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran
atas penerima.an yang menjadi tanggung jawabnya.
Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur
beberapa ketentuan sebagai berikut:
a. Pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan

daerah rnenggunakan br.rku-buku sebagai berikut:
1) l,aporan Penerimaan dan Penyetoran
2) Register STS
3) Buku Kas Umum
4) Buku Pernbantu, antara lain buku kas tunai dan buku bank

b. Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara
penerirnaan rnenggunakan dokumen-dokumerr tertentu
sebagai dasar pencatatan, antara lain:
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1) Tanda Bukti Penerirnaan
2) Surat Tanda Setoran
3) Nota Kredit Bank
4) Bukti transaksi yang sah yang dipersamakan dengan

dokumen di atas
c. Prosedur pernbukuan dapat dikembangkan dalam 3 (tiga)

prosedur, antara lain:
1) Pembukuan atas pendapatan yang diterima secara tunai
2) Pembukuan atas pendapatarr yang diterima melalui

rekening bendahara penerimaan
3) Pembukuarr atas pendapatan yang diterirna melalui Kas

Umum Daerah
d. Pembukuan yang dilakukan oletr Bendal.ara

penerirnaan/Bendahara penerirnaan Pembantumemuat
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Pembukuan atas Penerimaan T\rnai

1) Bendahara Penerirnaan/Bendatrara Penerimaan
Pembantu mencatat penerimaan pendapatan secara
tunai berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan pada Buku
Kas lJmum (BKLD di sisi penerimaan sesuai dengan kode
rekening pendapatan.

2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu rnencatat penyetoran pendapatan secara tunai
ke RKUD pada Buku Kas lJmum (BKU) di sisi
pengeluaran.

3f Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu mencatat baik secara elektronik maupurr
manual pada buku register STS dan disahkan oleh
PA/KPA setiap bulan.

b. Pernbukuan atas Penerima.an di Rekening Bendal-ara
secara Non Tu nai
1) Bendahara Penerimaan/Bendal.ara Penerimaan

Pembantu rrrencatat penertnaan di rekening Bendahara
penerimaan/Bendahara penerimaan Pembantusecara
non tunai berdasarkan bukti penerimaan {nota kredit
atau notilikasi perbankan lainnya) yang sudah divalidasi
pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi penerimaan sesuai
dengan kode rekening pendapatan.

2) Bendahara Penerimaanr/Bendal.ara Penerimaan
Pembantu rnencatat penyetoran pendapatan secara non
tunai (penindahbukuan) ke RKUD pada Buku Kas
Umum (BKU) di sisi pengeluaran

3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu rnencatat baik secara elektronik maupun
manual pada buku register STS dan disahkan oleh
PA/KPA setiap bulan.

c. Pembukuan atas Penerimaan di RKUD
1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan

Pembantu mencatat penerimaan di RKUD berdasarkan
bukti penerimaan (nota kredit atau notifikasi perbankan
lainnya) yang sudah divalidasi pada Buku Kas Umum
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(BKU) di sisi penerimaan dan di sisi pengeluaran sesuai
dengan kode rekening pendapatan.

2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu mencatat baik secara elektronik maupun
manual pada buku register STS dan disahkan oleh
PAIKPA setiap bulan.

2. Dokumen Terkait

a. Ilustrasi Format Buku Kas Umum

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
SKPK

Buku Kas Umurn (BKU)

SUKU KAS UMUtt'I
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b. Ilustrasi Format Buku Pembantu Kas Tunai

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
SKPK

Buku Pernbantu Kas Tunai

c. Ilustrasi Format Buku Pembantu Bank

Pemerintal. Kabupaten Aceh Utara
SKPK

Buku Pernbantu Bank
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LAPO RAN PERTANGGU NGJAWAE}AN BENDAHARA PE NERIMAAN
1. Ketentuan Umum

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara
penerimaan/ Bendahara penerimaan Pembantu traru s
menyampaikan Laporan Pertanggurrgiawaban. Bendahara
penerimaan SKPK bertanggung jawab secara administratif
kepada PA dan secara fungsional kepada BUD. Pen5ru sunan
dan penyampaian Laporan Pertanggungiawaban Bendahara
rnemuat informasi, ali1q11 data, serta pengguna€rn dan
penyajian dokumenyang dilakukan secara elelrtronik.
Bendahara penerirnaan/Bendal.ara penerirnaan Pembantu
diatur sebagai berikut:
a. Bendahara penerimaan wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban penerirnaan kepada PA melalui PPK
SKPK paling lambat tanggal 1O bulan berikutnya.

b. Bendahara Penerirrraan wajib menyampaikan laporan
pertanggungiawaban penerirnaan kepada PPKD paling
lambat tanggal 1O bulan berikutnya.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur
beberapa ketentuan sebagai berikut:
a. Bendahara penerimaan Pembantu Unit SKPK wajib

menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada
Bendahara penerimaan paling lambat targgal 5 bulan
berikutnya.

b. Bendahara penerirnaan SKPK wajib rnempertanggung
jawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggung
jawabnya secara administratif kepada Pengguna Anggaran
melalui PPK SKPK paling lambat pada tanggal 1O bulan
berikutnya.

c. Laporan pertanggungiawaban (LPJ) Bendahara penerimaan
rnerupakan penggabungan dengan LPJ Bendahara
penerimaan Pembantu dan memuat informasi tentang
rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang
ada di Bendahara. LPJ tersebut dilarnpiri dengan:
1) BKU
2) Laporan Penerirnaan dan Penyetoran
3) Register STS
4) Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan

sah
5) Pertanggungiawaban Bendahara penerirnaan

Pernbantu
d. Bendahara penerimaan SKPK wajib menyarrrpaikan

l,aporan Pertanggungiawaban Fungsional yang merupakan
hasil konsolidasi dengan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara penerirnaan Pembantu kepada PPKD selaku
BUD setelah mendapat persetujuan dari PA paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya.

e. Verifikasi LPJ Bendahara penerimaan dilakukan oleh
PPK-SKPK sebagai bagian dari pengendalian atas
penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah. Verifikasi
tersebut meliputi:
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1) Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti
penerirnaannyayang terdokumentasikan dalam buku atau
laporan terkait

2) Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti
penyetorannya yang terdokuIrrentasikan dalarn buku atau
laporan terkait

3J Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap
prosespenerimaan pendapatan dan penyetorarrnya.

Berdasarkan hasil verilikasi tersebut, PPK-SKPK
menyampaikan Laporan Pertanggungiawaban Bendahara
penerimaan kepada Pengguna Anggaran.

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Tahap Pen5rusunan Laporan

Pertanggungjawaban Bagian 1 - Bendahara
penerinraan Petrrbantu
1J Setiap akhir bulan, Bendahara penerirnaan

PeIrrbantumelakukan penutupan BKU.
2) Bendahara penerimaan Pembantumerrlrusun Laporan

Penerimaan dan Penyetoran.
3) Bendahara penerirnaan Pembanturnenyiapkarr register

STS dan bukti-bukti penerimaan yang satr dan lengkap.
4J Bendal. ara penerimaan Pembanturnenyarnpaikan BKU,

Laporan Penerirnaan dan Penyetoran, dilampiri dengan
Register STS dan bukti penerirnaan yang satr dan
lengkap kepada Bendahara penerirnaan SKPK, paling
lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Bagran 2 - Bendahara penerimaan
1) Setiap akhir bulan, Bendahara penerimaan rnelakukan

penutupan BKU.
2) Bendal.ara penerimaan rnen5rusun l,aporan Penerimaan

dan Penyetoran.
3) Bendahara penerimaan menyiapkan register STS dan

bukti-bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap
dan sah.

4) Bendahara penerimaan rnenerima pertanggungjawaban
yang dibuat oleh Bendahara penerirnaan Pembantupaling
la:rrbat tanggal 5 bulan berikutnya.

5) Bendal. ara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi
dan analisis kebenaran pertanggunglawaban yang
disarnpaikan oletr Bendahara penerirnaan Pembantu.

6) Bendahara penerimaan menggunakan data
pertanggungiawaban Bendahara penerimaan
Pernbantuyang telah diverifikasi dalam proses pembuatan
Laporan Pertanggunglawaban Bendatrara penerirnaan
yang rnerupakan gabungan dengan Laporan
Pertanggungiawaban Bendahara Pembantu-

b. Tahap Perryqtn paian LPJ Administratif
1) Bendahara Penerim.aan rnenyarn paikan Laporan

Pertanggungiawaban Bendahara penerimaan kepada
Pengguna Anggaran. LPJ tersebut dilarnpiri dengan:
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a) BKU
b) Laporan Penerimaan dan Penyetoran
c) Register STS
d) Bukti penerimaan dan penyetor€rn yang lengkap dan sah
eJ Pertanggungiawaban Bendahara penerimaan Pembantu

2) PPK-SKPK melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara
penerimaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a) Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti

penerimaannya yang terdokumentasikan dalam
buku atau laporan terkait

b) Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti
penyetorannya yang terdokurnentasikan dalam buku
atau laporan terkait

cJ Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan
terhadap proses penerimaan pendapatan dan
penyetorannya

3) Jika PPK-SKPK menemukan ketidaksesuaiarr dan / atau
ketidaklengkapan, maka PPK-SKPK meminta perbaikan
kepada Bendahara penerimaan.

4) Setelah LPJ Bendahara penerirnaan dinyatakan sesuai
dan lengkap dalam proses verifikasi, maka PPK-SKPK
akan menyatakan tanggung jawab verifikasi dan
menyampaikan LPJ Bendahara penerimaan kepada
Pengguna Anggaran.

5) Pengguna Anggaran rnelakukan proses otorisasi terhadap
LPJ Bendahara penerileaan yang telah diverifikasi.

c. Tahap Penyampaian LPJ Fungsional
1) Bendahara penerimaan setelah rneneri-rrra notifikasi

persetujuan (approval), menyampaikan Laporan
Pertanggungiawaban Bendahara penerimaan kepada
PPKD selaku BUD

2) PPKD selaku BUD melakukan proses verifikasi dan
rekonsilisasi penerimaan.
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3. Dokumen Terkait
a. Ilustrasi Format LPJ Bendahara penerirrraan

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
SKPK

Laporan Pertanggu n gi awaban
Bendahara penerimaan / Bendahara penerimaan Pembantu

A. PenerirraSn
1, Tunai melald bendahara penerimaan.
2. Tunai melal,ra bendahara penerimaan pembatu
3. Melalui ke rekenirE bendahara penedmaan
4. Melabi ke l?kenir! kas unum daerah

B. Junlah penerirnaan t6ng hrus disetorka (AI+A2+A3)

C. Jtxnlah penyetoran

D. Saldo (c da Beodahra
1. EendaharaPeneramaan
2. Berdah3ra Penerimaan Pembantu ....--

3. Berdahara Penerimaan Pembantu .-...
4. dst......

truo
bH

Rp. ..-...........

PERIq)E

Rp

Rp. .............

Rp. .,........-..

Rp. -........-..

Rp. ..........-..
Rp. .............
Rp. ..--....-....
Rp. .............
Rp. .............

Oir.tuiui olclL
Pdrguna ArtSaiany'

f,uara Fertturr Anttran

Oki4*.n oht!
Eaardah-a PcnarirBny'

Edrdalaa Pcncrirn-n Pa,rSaotu

NaarD

tllP:..-..-...
Nama

llP:........-

Rp

Rp
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b. Ilustrasi Format l.aporan Peneriraaan dan Penyetoran

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
SKPK

Laporan Penerimaan dan Penyetoran
Periode:

1
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9

1C

l1
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13

1S

16
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bnt : n0
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Alllrtl

0 lr-r olan,
86'rahiar. ltoarirnaaar/

&nd.h|o Panarirraan
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r-=\
lilhJ

lLm.

'lt9i 
-- -,

tLaia
lllCr ---

,npuiai
tr ndar
(ra.

Ptttx9ATAti PEII ENIMAA}I pttmToEail
Io.r. l.r ncf.nirE Ixrttd tao. &At TaltFl No, Sutta

tl
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J. REKONSILIASI PENERIMAAN
1. Keterrtuan ljmum
Sebagai fosgian dari tugas dan tanggung jawabnya, PPKD selaku
BUD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas
Laporan Pertanggungiawaban Bendaleara penerimaan dalam
rangka rekon siliasi penerimaan.
PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan
pertanggungiawaban penerirnaan dalarn rangka rekonsiliasi
penerimaan.
Terkait tral tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur
beberapa ketentuan sebagai berikut:
a. PPKD selaku BUD rrelakukan verifrkasi, evaluasi dan

analisis atas laporan pertanggurrgiawaban fungsional
meliputi:
1) Kesesuaian perhitungan atas laporan

perta-rrggungj awaban penerimaan
2) evaluasi kesesuaian realisasi dengan target penerimaan
3) alalisis capaian realisasi penerimaan

b. Dalam rangka verilikasi dan analisis laporan
pertanggungj awaban, PPKD selaku BUD melakukan
rekonsiliasi penerirnaan seca.ra periodik yang dituangkan
dalarn berita acara hasil rekonsiliasi.

c. Verifikasi dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh PPKD selaku
BIJD rnernuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan
penyajian dokumen yang dilakukan secana elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan
Setelah menerirna LPJ Bendahara peneri:rraan, PPKD selaku
BUD mernverifikasi, mengevaluasi, dan r:eenganalisis dengan
langkah- langkah sesuai ketentuan, yaitu:
a. Meneliti LPJ, melihat kesesuaian perhitungan atas LPJ

dengan mutasi RKUD
b. Jika PPKD selaku BUD rrrenemukan ketidaksesuaian

dan/atanr ketidaklengkapan, maka PPKD selaku BUD
meminta perbaikan kepada Bendahara penerimaan SKPK.

c. Setelah melakukan verifikasi, PPKD selaku BUD melakukan
rekonsiliasi penerirnaan dengan mengidentifikasi transaksi-
transaksi pendapatan yang diterima oleh BUD tetapi tidak
tercatat oleh buku Berrdahara penerirnaan / Bendal-ara
penerimaan Pernbantu

d. PPKD selaku BUD menyiapkan laporan realisasi pendapatan
dengan menarrrpilkan data setiap bulan.

e. PPKD selaku BUD membuat analisis deskriptif terkait
capaian realisasi peneri:rraan.

3. Dokumen Terkait
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a. Ilustrasi Format Rekonsiliasi Penerimaan

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
SKPK

Rekonsiliasi Penerimaan
Tahun Anggaran .....

K. PENATAUSAHAAN PEMBAYARAN ATAS KELEBIHAN PENDAPATAN
1. Ketentuan Umum

Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan
atau restitusi daerah, Pemerintah Daerah rnenetapkan Surat
Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) sebagai dasar pengembalian
kelebihan penerimaan pendapatan daerah.
Ketentuan untuk pen gernbalian kelebihan penerirnaan adalah
sebagai berikut:
a. Pengembalian atas kelebihan Penerirnaan Daerah yang

sifatnya berulang dan teqiadi pada tahun yang sama
maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan
membebankan pada rekening penerirrraan yang
bersangkutan.

b. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang
sifatnya tidak berulang yang teqiadi dalarn tahun yang
sarna dilakukan dengan membebankan pada rekening
penerimaan yang bersangkutan.

c. Pengembalian atas kelebihan Penerirnaan Daerah yang
sifatnya tidak berulang yarrg terjadi pada tal'un
sebelumnya dilakukan dengan rnembebankan pada
rekening belanj a tidak terduga.

Terkait hal tersebut di atas, Peratlrran Bupati ini rnengatur
beberapa ketentuan sebagai berikut:
a. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daera}. yang

sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sarna
maupun tahun sebelurnnya, dengan kriteria sebagai

A Pend4aan Daerah bedasark l9J Bendahra Penerirnael

Tr.nsC('l"lEr3J(3l pandapatn y,lt dtarh. oleh UrDtetrtl tld*
tCI(.Dt oleh bub ScnlhhJa Pa,r.d,nr'l/B.n{bh8a Plmrliiran
Pel'rbantJ

a... .............. ... Rp-

b.... .. . . .. Rp

c. Dsr Rp.

Rp

R0

Taial

Rp

&

Rp

c.

Rp

Rp

Eror/l(aralahan Prnartrtrn P.nadmaen

4........... ...............

b........,.. ...... .......,

c Dst

Tctal
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berikut:
1) penerimaan daerah berkenaan dianggarkan rutin setiap

tahun; dan
2) objek penerimaan daerah yang sarna.

b. Informasi kelebihan atas penerimaan daerah dapat
berrrpa:
1) Surat permohonan pengembalian kelebil-an pembayaran;
2) rekomendasi APIP;
3) rekomendasi BPK-RI;
4) putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan

sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan / atau
5) Informasi lainnya yang dipersannakan sesuai dengan

peraturan perundang-und angan.
c. Berdasarkan surat pengqjuan dari pihak ketiga atas

kelebihan pembayaran, PA sesuai dengan kewenangannya
melakukan proses verifikasi dan vatidasi, yang
dimaksudkan untuk:
1) memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar

pengajuan.
2) memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian.

d. Unsur penyebab pengajuan pengernbalian dapat
dikarenakan:
1) kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau
2) adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat

penetapan yang sudah disampaikan
e. Berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan daerah

serta hasil verifikasi yarrg dilakukan SKPK terkait,
diterbitkan SKLB sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

f. Setiap pengerrrbalian kelebihan penerirrraan pendapatan
harus didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah l,ebih
Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Retribusi Daeral- Lebih
Bayar (SKRDLB) atau dokumen lainnya yang dipersamakan
untuk pendapatan selain pajak daerah dan retribu si
daerah.

E. Pengguna Anggaran berdasarkan dokumen SKPDLB,
SKRDLB atau dokumen lainnya yang dipersanrrakan untuk
pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah
menerbitkan surat perintah membayar untuk disampaikan
kepada BUD.

h. BUD berdasarkan surat perintah membayar dari PA,
menerbitka-n SP2D-LS pengembalian penerimaan
pendapatan.

i. Penatausahaan pembayaran atas kelebihan penerirnaan
pendapatan merrruat informasi, aliran data, serta
penggunaan dan peny4jian dokumen yang dilakukan secara
elektronik^

2. Ketentuan Pelaksanaam
a. Tahap Penerbitan SKLB

1) Bendahara penerimaan menerima informasi kelebihan
atas penerirm.aan pendapatan daerah.

2l Bendahara penerimaan melakukan verifikasi terhadap
informasi atan permohonan pengembalian kelebihan
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penerimaan pendapatan daerah.
3) Setelah terverifikasi, Bendahara penerimaan

menyiapkan SKLB.
4) PPKD mengesahkan dan menerbitkan SKLB.

b. Tahap Pengajuan LS pengembalian atas kelebihan
penerirnaan pendapatan daerah.
Bagian 1 - Penyesuaian Pendapatan
Berdasarkan pengajuan SI(LB untrrk pengernbalian atas
kelebihan Penerirnaan Daerah:
1) yang sifatnya berulang dan tedadi pada tahun yang

sama maupun tahun sebelutrrnya
2l yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun

yang sama Bendahara Penerimaan SKPK/SKPKD
melakukan koreksi pada rekening penerimaan yang
bersangkutan.

Bagian 2 - Belanja Tidak Terduga
Berdasarkan pengajuan SKLB, Bendahara Pengeluaran
SKPK/SKPKD akan memproses pengajuan LS
pengembalian atas kelebihan pendapatan daeral" dan
membebankannya pada rekening belanj a tidak terduga.

c. Tahap Penyesuaian Pencatatan
1l Berdasarkan SF2D-LS pengembalian atas kelebihan

penerimaan daerah yang sifatnya berulang dan terjadi
pada tahun yang s€una, Bendahara penerimaan SKPK
melakukan penyesuaian pencatatan terhadap
pengembalian ata-s kelebitran peneri-maan daerah
dimaksud melalui koreksi kesalal.an pencatatan
penerimaan daerah.

2) Berdasarkan SP2D-LS pengembalian atas kelebihan
peneriraaan daeratr yang sifatnya tidak berulang dan
terjadi pada sebelumnya, Bendahara Pengeluaran
SKPKD melakukan penyesuaian pencatatan terhadap
pengembalian atas kelebihan penerimaan daeralt
dimaksud yang dibebankan pada rekening BTT.

L. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA
1. Ketentuan Umurn

Belanja daerah adalah serrrua kew4iiban daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi semua
pengeluaran dari Rekening Kas IJrnurn Daerah, yang
mengurangi ekuitas dana lancar, yang mana rnerupakan
kewajiban daerah dalam satu tatrun angg€rr€rn. Belanja daerah
dipergunakan dalam rangka pelaksanaan Llrusan
pernerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Kabupaten yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-
undangan.
Pelaksana^an belanja mernuat informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.
Pelaksanaan belanja diatur sebagai berikut:
a. Setiap pengeluaran harus didukung bulrti yang lengkap dan

sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang lnenag'h.
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b. Pengeluaran kas yang rrrengakibatkan beban APBK tidak
dapat dilakukan sebelum rzrncangan Peratrrran Daerah
tentang APBK ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran
daeral. .

c. Pengeluaran kas tersebut di atas tidak termasuk
pengeluaran keadaan darurat dan/ atau keperluan
mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-
undangan.

d. Bendahara Pengeluaran/ Bendatrara Pengeluaran Pembantu
melaksanakan pembayaran setelah :

1) meneliti kelengkapan dokumen pernbayaran yang
diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;

2) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum
dalam dokumen pembayaran; dan

3) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan
e. Bendal. ara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu

wajib menolak melakukan pembayaran dari PA/ KPA apabila
persyaratan tidak dipenuhi.

f. Bendal-ara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu
bertanggung j awab secara pribadi atas pernbayaran yang
dilaksanakannya.

g. Bendahara Pengeluaran I Bendahara Pengeluaran Perrrbantu
sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak
lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan
dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum
Negara.

Terkait ha1 tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur
beberapa ketentuan sebagai berikut:
a. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPK dapat

melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada
Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub
kegiatan pada Unit SKPK.

b. Dalarn proses belanj a menggunakan UP, Bendal.ara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat
melakukan pembayaran secara sekaligus langsung kepada
penyedia barang/jasa atau mela-lui pernberial uang panjar
terlebih datrulu kepada PPTK.

c. Pembayaran belanja secara sekaligus kepada penyedia
barang/jasa atau rnelalui pemberian uang panjar, dilakukan
dengan terlebih dahulu rnendapat persetujuan PA/ KPA yang
dituangkan dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang
di4jukan oleh PPTK.

d. Pemberian uang panjar berdasarkan NPD dilakukan secara
non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
ke rekening PPTK.

e. Dalarn ha1 uang panjar lebih besar dari realisasi
pembayaran belanja, PPTK mengembalikan kelebihan uang
panjar dirnaksud kepada Bendal-ara
Pengeluaran/Bendahara Pengehlaran Pernbantu melalui
transfer ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendatrara
Pengeluaran Pembantrr.



207

Jika uang panjar lebih kecil dari realisasi pembayaran
belanja, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu membayar kekurangannya kepada PPTK melalui
transfer ke rekening PPTK

f. PPIK bertanggung jawab secara formal dan materil atas
penggunaan uang panjar yang diterima dari Bendallara
Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu.

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Pelaksanaan Belanja Menggunakan Uang Panjar

1) Pengajuan Uang Panjar
a) PPTK menghitung kebutuhan uang panj ar yang

berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan dan
DPA SKPK.

b) PPTK menyiapkan NPD.
c) PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk

mendapatkan persetuj uan.
d) PA/ KPA rnemberikan persetujuan tertradap NPD dan

menyampaikannya kepada Bendahara
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

e) Berdasarkar NPD yang telah mendapat persetujuan
PA/KPA, Bendahara Pengeluaran/ Bendallara
Pengeluaran Pembantu mencairkan uang panj ar
sebesar yang tercantum secara non tunai melalui
pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke
rekening PPTK.

2) Pelaksanaan Belanj a
a) Setelah menerima uang panjar tersebut, PPIK

melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan
yang dikelolanya. Pada saat pelaksanaan belanja,
PPTK diwajibkan untuk mendapatkan bukti belanja
yang sah sebagai syarat keabsahan belanja secara
materiil.

b) Dalam hal sampai dengan batas yang telah
ditentukan atau pelaksanaa.rl sub kegiatan telah
selesai, PPTK fitenJrusun rekapitulasi belanja yang
menggunakErn uang panjar dilampiri dengan bukti-
bukti yang sah, untuk selanjutnya diserahkan kepada
Bendahara Pengeluaran untuk diverifikasi dan sebagai
bahan pertanggungiawaban belanja.

c) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja
terdapat kekurangan pembayaran atas uang panj ar
yang diberikan, Bendahara Pengeluaran melakukan
pembayaran kekurangan pernbayaran tersebut secara
non tunai rnelalui peminda1lbukuan dari rekening
Bendahara Pengeluaran ke rekening PPIK.

d) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja
terdapat kelebihan uang panjar, PPIK melakukan
pengembalian kelebihan uang panjar secara non tunai
melalui pemindahbukuan dari rekening PPTK ke
rekening Bendahara

e) Pengeluaran.
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b. Pelaksanaan Belanja Tanpa Uang Panjar
1) PPIK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub

kegiatan yang dikelolanya dan untuk itu melakukan
transaksi dengan pihak penyedia barang/jasa.

2) Atas belanja yang dilakukan, PPTK diwajibkan untuk
mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai sya.rat
keabsahan belanja secara materiil.

3) Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah, PPTK
menyiapkan NPD.

4) PPIK menyarnpaikan NPD kepada PA/KPA untuk
mendapatkam persetuj uan.

5) PA/ KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan
menyampaikan kepada Bendahara
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

6) Pada saat bersamaan, PPTK menyerahkan rekapitulasi
belanja disertai dengan bukti-bukti yang sah kepada
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu untukdiverifikasi.

7) Berdasarkan NPD, Rekapitulasi Belanja, dan bukti-bukti
yang sah, Bendal-ara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu rrelakukan proses pembayaran
langsung sec€rra tunai/non tunai

8) Pembayaran secara nort tunai dilakukan melalui
pemindal.bukuan dari rekening
Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran
Pernbantu ke rekening pihak penyedia barang/jasa.

c. Verilikasi Belanja oleh Bendahara Pengeluaran
1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu melakukan verifikasi belanja dengan langkah
sebagai berikut:
a) Meneliti dokumen DPA SKPK untuk memastikan

bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa pagu
anggaran.

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana
untuk belanj a terkait telah disediakan.

c) Meneliti keabsahan bukti belanja.
d) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang

tercantum dalam bukti transaksi.
2) Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses

verifikasi, Bendahara Pengeluaran akan meminta PPTK
untuk melakukan perbaikan atau penyernpurrraan.

3) Proses verifikasi ini menjadi dasar dalarn proses penJrusunan
LPJ Penggunaan UP.

3. Dokumen Terkait
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Ilustrasi Forrnat Nota Pencairan Dana (NPD)

Pemerintal. Kabupaten Aceh
Utara SKPK

Nota Pencairan Dana (NPD)
Nomor: ...... Tanggal

M. PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN
1. Ketentuan Umum

Penetapan besaran Uang Persediaan (selanjutnya disebut UP)
merupakan kebijakan Pemerintah Daerah masing-masing yang
ditetapkan dalarn keputusan Bupati berdasarkan perhitungan
besaran UP yang dilakukan oleh BUD.
Beberapa ketentuan umum terkait penetapa-n besaran UP
untuk setiap SKPK adalah sebagai berikut:
a. Besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan

tidak menggunakan mekanisrne LS. Dengan demikian,
penghitungan besaran UP didahului dengan melakukan
perhitungan besaran anggaran belanja yang akan
rnenggunakan LS.

b. Besaran UP dapat juga dihitung berdasarkan proporsi
tertentu dari keselurutran anggaran belanja yang ditetapkan
pada DPA-SKPK.

2. Ketentuan Pelaksanaan
Perhitungan besaran UP dilakukan dengan cara sebAgai berikut:
Alternatif 1: Memb2gt total belanja UP dengan frekuensi
pengajuan LPJ UP
a. Menentukan besaran rencana belanja dengan LS, yang

merrpakan penjumlahan antara besaran LS dari belanja
operasi, belanja rnodal, belanj a tak terduga, dan belanja
tran sfer.

b. Menentukan keseluruhan rencana belanja yang akan
menggunakan UP, dengan cara melakukan pengur€rngan

lb& Relerirf, urirn ABtJJT SisaA.trqt.n
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total belanja berdasarkan DPA SKPK dengan jumlah besaran
belanja LS yang sudah dihitung.

c. Melakukan proyeksi frekuensi berapa kali bendahara
melakukan LPJ UP dalam setahun berdasarkan justifikasi
dan/ atau pengalarnan tallun-tallun sebelumnya.

d. Menentukan besaran UP dengan rumrls:

Besaran UP= Rencana pembavara belania
rnenggunakan uang persediaan
Proyeksi frekuensi pengqjr.ran LPJ UP
dalarn setahun

Alternatif 2: Batas maksimal nilai UP ditentukan berdasarkan
pagu anggaran SKPK
a. Menetapkan batas maksimal nilai UP berdasarkan pagu

anggaran yang dimiliki SKPK sebagaimana digarnbarkan
dalam contotr di bawal. ini (angka hanya sebagai ilustrasi):
1) maksimal Rp.5O.OOO.OOO untuk Pagu DPA SKPK sannpai

dengan Rp.5OO.OOO.OOO.
2) maksimal Rp.75.OOO.OOO untuk Pagu DPA SKPK

diatas Rp.5OO.OOO.OOO sarnpai dengan Rp. 1.OOO.OOO.OOO.
3) maksima,l Rp.IOO.OOO.OOO untuk Pagu DPA SKPK

diatas Rp. 1.OOO.OOO.OOO.

N. PROSES PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN/GANTI UANG
PERSEDIAAN
1. Ketentuan Utaum.

Pelimpahan Uang Persediaan atau Pelimpal.an Ganti Uang
Persediaan (untuk selarlutnya disingkat Pelimpahan UP/GU)
ada-lah alokasi UP/GU yang ada di Bendahara Pengeluaran
untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pelirnpahan UP/GU
ini bertujuan untuk memperlancar proses pelaksanaan
kegiatan pada SKPK, khususnya y€rng dikelola oleh Kuasa
Pengguna Anggaran.
Pelimpahan UP/GU digunakan untuk membiayai belanj a-
belanj a yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu
di luar LS rnaupun TU. Proses Pelirnpal'an UP/GU ini muncul
karena adanya ketentrran yang merrgatur bahwa Bendahara
Pengeluaran Pembantu hanya berwenang untuk mengajukan
permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS dan SPP-TU.
Beberapa ketentuan tlrnurn terkait proses Pelimpahan UP/GU
adalah sebagai berikut:
a. Proses Pelimpahan UP/GU didasarkan pada perencanaarl

internal SKPK dan harus mendapatkan persetujuan dari
Pengguna Anggaran (PA).

b. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPK dapat
rnelimpahkan sebagian UP/GU yang dikelolanya kepada
Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub
kegiatan pada unit SKPK, yang dilakukan secara non tunai
melalui pemindahbukuan dari rekening Bendatrara
Pengeluaran ke rekening Bendahara Pengeluaran Pernbantu.

c. Persetujuan PA dan besaran Pelimpahan UP/GU dituangkan
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dalam surat keputusan / disposisi/ persetujuan PA tentang
besaran Pelimpahan UP/GU kepada Bendahara Pengeluaran
Pembantu dengan mempertimbangkan usul Bendahara
Pengeluaran.

d. Besarnya jumlah uang yang dilimpahkan tersebut
memperhitungkan besarnya kegiatan yang dikelola oleh
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta waktu pelaksanaan
kegiatan.

e. Atas dasar Pelimpahan UP/GU tersebut, rnaka Bendahara
Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaral Pembantu
melakukan pencatatan pada buku-buku terkait.

f. Bendatrara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas
penggunaan UP/GU yang dilimpahkan oleh Bendahara
Pengeluaran.

g. Pelimpahan UP/GU kepada Bendahara Pengeluaran
Pembantu berakhir ketika sub kegiatan unit SKPK yang
bersangkutan telah selesai dilaksanakan dan apabila terdapat
sisa uang persediaan, disetorkal secara non tunai melalui
pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran
Pembantu ke rekening Bendahara Pengeluaran.

2. Ketentuan Pelaksanaan
Ketentuan pelaksanaan Pelimpahan UP/GU adalah sebagai
berikut:
a. Pengguna Anggaran menetapkan besaran pelimpahan UP/GU

berdasarkan usulan dari Bendahara Pengeluaran.
b. Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan permohonan

pelimpafran UP/GU kepada Pengguna Anggaran melalui
Kuasa Pengguna Anggaran.

c. Berdasarkan besaran pelirnpahan UP/GU yang ditetapkan
oleh Pengguna Anggaran, Bendal. ara Pengeluaran
melimpahkan UP/GU ke rekening Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

d. Bendahara Pengeluaran dan Bendal. ara Pengeluaran
Pembantu melakukan pencatatan pelimpahan UP/GU
tersebut pada buku-buku terkait.

Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat mengajukan
permintaan peLimpahan UP/GU berikutnya kepada Bendahara
Pengeluaran sebesar pelimpahan UP/GU ya-ng terpakai disertai
bukti- bukti transaksi.

O. PERMINTAAN PEMBAYARAN
1. Ketentuan Umum

Permintaan Pembayaran dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran / Bendal ara Pengeluaran Pembantu sebagai proses
awal pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Terkait
sekaligu s sebagai proses pembebanan rekening Belanj a. Proses
perrnintaan pembayaran memuat informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.
Permintaan pembaya.ran diatur sebagai berikut:
a. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui

PPK SKPK berdasarkan SPD atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SPD.



b. Pengajuan SPP kepada KpA berdasarkan pertinnbangan
besaran SKPK dan lokasi, disampaikan- Bendah-ara
Pengeluaran Pembantu melalui ppK Unit SKpK berdasarkan
SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SpD.

c. Pengqiuan SPP kepada KpA berdasarkan pertimbangan
besaran anggaran Kegiatan SKPK, d,isampaikan Bendahara
Pengeluaran Pembantrl melalui ppK SKPK berdasarkal SpD
atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SpD.

d. SPP yang di4jukan oleh Bendatrara pengeluaran terdiri atas
SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan Spp LS. Sedangkan Spp yang
dapat diajukan oleh Bendahara pengeluaran pembantu
terdiri atas SPP TU dan SPP LS.

e. Penerbitan dan pengajuan dokumen Spp Up dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian Up.
Pengqjuan SPP UP diajukan dengan melampirkan keputusan
Bupati tentang besaran UP.

f. Penerbita.n dan pengajuan dokumen Spp GU dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti Up.
Pengajuan SPP GU dilampiri dengan dokumen asli
pertanggungiawaban penggunaan Up.

g. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Up dan GU
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

h. Bendahara Pengeluaran atau Bendal"ara pengeluaran
Pembantu rnengajukan SPP TU untuk melaksanakan
kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat
menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU.

i. Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat
persetujuan dari PPKD dengan rnemperhatikan rincian
kebutuhan dan waktu penggunaa_rrnya ditetapkan dengan
Peraturam Bupati. Dala rn hal sisa TU tidak trabis digunakan
dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas lJmurn
Daerah. Pengajuan SPP TU dita:rrpiri dengan daftar rincian
rencana penggunaan dana.

j. Ketentuan batas waktu penyetora_n sisa TU dikecualikan untuk:
1) Sub kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu)

bulan; dan/ atau
2) Sub kegiatan yang rnengalami perubahan jadwal dari yang

telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar
kendali PA/KPA.

k. Penerbitan dan pengajuan dokurnen Spp LS dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran:
1) gaji dan tunjangan;
2) kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan
3) kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
l. Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan

barang dan jasa dapat juga dilakukan oleh Bendal.ara
Pengeluaran Pernbantrr dalarn hal pA melimpahkan
seba gran kewenangannya kepada KPA.

rn.Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan
barang dan jasa oleh Benda}.ara pengeluaran/Bendal'ara
Pengeluaran Pemtrantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga)
hari sej ak diterimanya tagrhan dari pihak ketiga melalui
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PPTK.
n. Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan

persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur
beberapa ketentuan sebagai berikut:
a. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan sub kegiatan, SKPK

diberikan UP yang dikelola oleh Bendatrara pengeluaran
SKPK.

b. Besaran UP untuk masing-masing SKpK ditetapkan dengan
Keputusan Bupati tenta-ng Besaran Up, yang ditetapkan
satu kali dalam satu tal.un pada awal tallun anggaran,
berdasarkan pertimbangan :

l) ketersediaan kas di RKUD;
2) rencana pernbayaran belanja dengan menggunakan

mekanisme LS;
3) besaran anggara-n SKPK.

c. Pengajuan SPP UP merrgacu pada Keputusan Bupati
tentang Besaran UP dan disertai dengan pernyataan
pengguna angqaran bal.wa uang persediaan akan
digunakan sesuai dengan peruntukannya.

d. Besaran GU dihitung berdasarkan belanja-belanja yang
telah diverifikasi oletr Bendahara Pengeluaran dan tidak
melebihi besaran UP. Peng4juan SPP-GU terdiri atas:
1) Ringkasal SPP-GU;
2) Rincian belanja yang diqiukan penggantiannya sarnpai

dengan sub rincian objek; dan
3) Laporan pertanggunglawaban (LPJ) penggunaan Up.

e. Besaran TU ditritung berdasarkan pengajuan ppTK atau
pihak terkait lainnya yang telah
diverifikasioletr BendaharaPengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu. Pengajuan permintaan pembayaran
TU ini didokumentasikan dalam SPP TU yang terdiri atas:
1) Ringkasan SPP-TU;
2) Rincian belanja yang diajukan TU-nya sampai dengan

sub rincian obyek.
f. Belanja LS adalah belanja yang dananya ditran sfer

langsung dari RKUD ke rekening pihak ketiga. Meskipun
dernikian, pembayaran gqji dan tunjangan dikategorikan
sebagai belanja LS dengan pertirnbangan transfer dananya
dilakukan langsung dari RKUD ke penerima (ta-npa melalui
rekening Bendahara Pengeluaran/ Bendahara pengeluaran
Pembantu).

g. SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya digunakan untuk
pembayaran antara lain:
1) hibah berupa uang;
2) bantuan sosial berupa uang;
3) bantuan keuangan;
4) subsidi;
5) bagi hasil;
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6) belanja tidak terduga untuk pengernb:tian kelebihan
penerimaan yang terjadi pada tahun anggar€rn
sebelumnya;

7) pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan,
dan rekomendasi APIp dan/atau rekomendasi BpK.

h. Pengajuan SPP-LS harus disertai dengan berbagai
kelengkapan sesuai dengan jenis pengajuannya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengajuan Perrnintaan pembayaran LS ini
didokumentasikarr dalam SPP-LS yang terdiri atas:
1) Ringkasan SPP-LS;
2) Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai

dengan sub rincian objek.
i. Pihak ketiga berkewajiban untuk menyampaikan kode

e-billing untuk pembayaran atau penyetoran pajak secara
elektronik kepada PPTK.

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Pengajuan Permintaan Pembayaran Up

1) Bendahara Pengeluaran menyiapkan Spp-Up sesuai
dengan besaran UP yang ditetapkan berdasarkan SK
Bupati;

2) Bendahara Pengeluaran mengqiukan permintaan
pembayaran UP tersebut kepada pengguna Anggaran
melalui PPK-SKPK.

b. Pengajuan Permintaan Pembayaran GU
1) Penerbitan dan pengajuan dokumen Spp-GU dilakukan

oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti
UP.

2) Bendahara Pengeluaran mengajukan Spp-GU kepada pA
rnelalui PPK-SKPK dilam piri Surat pengesatran
Laporan Pertanggungiawaban Up.

3) Besaran SPP-GU adalah sebesar Up yang
dipertanggungjawabkan oleh Bendahara pengeluaran.

4l SPP-GU diajukan apabila UP telah dipergunakan paling
sedikit 5O7o (lima puluh persen) atau batasan tertentu
sesuai dengan kebijakan daeral. masing-masing.

5) Berdasarkan bukti-bukti transaksi belanj a penggunaan
UP yang disarnpaikan oleh pplK, Bendal"ara
Pen geluaran menyiapkan :

a) LPJ Penggunaan UP disertai dengan bukti-bukti
transaksi yang lengkap dan satr, terrnasuk dokumen
perpaj akan terkait.

b) Pengqiuan Permintaan GU yang didokumentasikan
dalam SPP- cU.

c) Pengajuan Permintaan Pembayaran TU

6) Pengajuan Permintaan Belanja TU:
a) PPTK meny-Lrslln rencana kebutuhan belanja yang

akan didanai TU, berdasarkan rencana sub kegiatan
dan DPA-SI(PK, untuk mernastikan bahwa kebutulean
dana tersebut melrrenuhi persyarata_n pengajuan
permintaan belanja TU, yaitu:
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(1) Kegiatan yang bersifat mendesak;
(2) Tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-

uP/GU.
b) PPIK menyiapkan rincian rencana penggunaan dana

TU sebagai syarat pengajuan permintaan belanja TU
yang didokumentasikan dalam Daftar Rincian
Rencana Belanja TU. PPTK kemudian menyampaikan
Daftar Rincian Rencana Belanja TU tersebut kepada
PA untuk rnendapatkan persetujuan.

c) Setelah memberikan persetujuan, PA memberikan
Daftar Rincian Rencana Belanja TU kepada PPKD.

d) PPKD memberikan persetujuan Daftar Rencana
Rincian Belanja TU dengan mempertratikan batas
jumlah pengajuan permintaan belanja TU yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

7) Pengajuan Permintaan Pembayaran TU
a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu rnenerima Daftar Rincian Rencana Belanja
TU sebagai dasar pengajuan permintaan pembayaran
TU.

b) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu meneliti rencana belanja TU dengan
langkah sebagai berikut:
(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa

belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
l2l Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana

untuk belanja terkait telah disediakan;
(3) Meneliti perhitungan pengajuan TU dan/atau

dokumen yang mendasarinya;
c) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu menyiapkan permintaan TU yang
didokumentasikan dalam SPP-TU;

d) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pernbantu mengajukan persetujuan perrnintaan
pembayaran TU tersebut kepada PA/KPA melalui PPK-
SKPK.

c. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS
1) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Gaji dan

Tunjangan
a) PPTK menyiapkan rekapitulasi daftar gaji dan

tunj angan sebagai dokumen pengajuan permintaan
pembayaran LS Gaji dan Trrnjangan.

b) Rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dilengkapi:
(1) Daftar perubahan data pegawai yang

ditandatangani oleh pej abat sesuai kewenangan;
(2) Salinan dokumen pendukung perubahan data

pegawai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang
berwenang meliputi:
{a) gaji induk;
(b gaj i susulan;

kekurangan gaji;
(d gaji terusan;
(c

(e SK CPNS;
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(f) sK PNS;
(g) SK kenaikan pangkat;
{h) SKjabatan;
(i) kenaikan gaji berkala;
f) surat pernyataan pelantikan;
ft) surat perrryataan melaksanakan tugas;
0 daftar keluarga (KP );
(m) fotokopi surat nikah;
(n) fotokopi akte kelahiran;
(o) surat keterangan pemberherrtian pembayaran

(SKPP)gqii;
[p) surat keterangan masih sekolah / kuliah;
{q) surat pindah; dan
(r) surat kematian;
Kelerrgkapandokumen di atas disesuaikandengan
peruntukannya.

c) Berdasarkan rekapitulasi daflar gaji dan tunj angan
dan dokumen pendukung, Bendahara pengeluaran
mernverifikasi rencana belanj a gaji dan tunj angan
dengan langkah antara lain:
(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa

belanja gaji dan tunjangan yang akal diajukan
tidak melebihi sisa anggara-n;

(21 Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan
dana untuk belanja gaji dan tunjangan yang akan
diajukan telatr disediakan;

(3) Meneliti validitas perhitungan dokurnen daftar gaji.
d) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara pengeluaran

menyiapkan pengajuan permintaan pernbayaran LS
Gaji dan Tunjangan yang didokumentasikan dalarn
SPP-LS Gaji dan Tunjangan. Pengajuan tersebut
disampaikan kepada PA melalui PPK-SKPK.

Pengqjuan Permintaan Pembayaran LS pengadaan
Barang dan Jasa
a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran

Pembantu menyiapkan LS Pengadaan Barang dan
Jasa dengan rnengacu kepada berita acara dan
dokumen pengadaan. Dokurnen pengadaan yang
dimaksud antara lain:
(1) dokumen kontrak;
\2 berita acara pemeriksaan;
(3 berita acara kemajuan pekerjaan;

berita acara penyelesaian pekedaan;
berita acara serah terima barang dan jasa;

(6 berita acara pernbayaran;
(7) surat j aminan bank;
(8) surat referensi/keterargan bank;
(9) jaminan pembayaran dari bank yang s€rrrra dengan

bank RKUD;

(4

(s



2tl

(l0)surat perrryataan kesanggupan dari pihak
lain/rekanan untuk menyelesaikan pekeq'aan
seratus persen sampai dengan berakhir masa
kontrak;

(ll)dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-
kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya
bersumber dan-i penerusan pinjaman/hibah luar
negeri.

Kelengkapan dokumen pengadaan di atas disesuaikan
dengan kebutuhan berdasarkan jenis atau sifat
pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.

b) Bendahara Pengeluaran/Bendatrara pengeluaran
Pernbantr.r rnemverifrkasi rencana belanja pengadaan
barang dan jasa dengan langkah antara lain:
(1) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan

dana untuk belaqja pengadaan barang dan jasa
yang akan diajukan telah disediakan;

(2) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
belanja pengadaan barang dan jasa yang akan
diqjukan tidak melebihi sisa anggaran;

(3) Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan
atas tagihan pillak ketiga, Berita Acara Serah
Terima (BAST), dan dokumen pengadaan barang
dan jasa.

c) Berdasarkan hasilverifikasi, Bendahara
Pengeluaran/Bendal"ara Pengeluaran pembantu
rnenyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS
Pengadaan Barang dan Jasa yang didokumentasikan
dalam SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa.

d) Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran
Pembantu mengajukan persetujuan permintaan
pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa tersebut
kepada PA/ KPA rnelalui PPK- SKPK / PPK- unit S KpK.

3) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Kepada pihak
Ketiga Lainnya
a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran

Pembantu menyiapkan LS Kepada pihak Ketiga
Lainnya dengan rnengacu kepada Keputusan Bupati
dan dokumen pendukung lainnya.

bl Besaran Pengajuan LS kepada pihak ketiga lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dihitung berdasarkan keputr.rsan Bupati
dan/ atarr dokumen pendukung lainnya yang telah
diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran.

c) Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran
Pembantu memverilikasi rencana pembayaran kepada
pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- r.rndangan dengan langkah
antara lain:
(1) Meneliti dokurnen DPA untuk rnemastikan bahwa

pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
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yang akan diajukan tidak melebihi sisa angg€rran;
(2) Meneliti dokumen SPD terkait untuk rnernastikan

dana untuk pembayaran kepada pihak Ketiga
lainnya sesuai dengan keientuan peraturan
perundang-undangan yang akan diajukan telah
disediakan;

(3) Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan
berdasarkan kepr.rtusan Bupati danr/atarl
dokumen pendukung lainnya.

d) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran pembantu
meng4jukan Permintaan LS kepada pihak Ketiga
lainnya yang didokumentasikan dalam Spp-LS kepada
Pihak Ketiga lainnya.

e) Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran
Pembantu mengajukan persetujuan permintaan
pembayaran LS pihak ketiga lainnya tersebut kepada
PAIKPA melalui PPK- SKPK/PPK-Unit SKPK.
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3. Dokumen Terkait

a. Ilustrasi Format SPP-UP

SKPK :

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Surat Permintaan Pembayaran

Uang Persediaan (SPP-UP)
Nornor: ...... Tangga-l: ............

Bendahara pengeluaran menga.iukan permintaan pembayaran kepada Pengguna Anggaran untuk
Uang Persediaan (UP) sebesar:

sesuai dengan Surat Xeputusan l(epda Daerah l{o.....,.... Tan9a1..........,. tentang Besran Uang

Persedlaan lUPl

Eendahara Pengeluaran

@

RP

Eendahara

PenSeluaran

NIP

,{PWP

Eank

Nomor Relening

Nama

NIP:..........
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b. Ilustrasi Forrnat Ringkasan SPP-GU

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Surat Permintaan Pembayaran Ganti

Uang Persediaan (SPP-GU)
Nomor: ...... Tanggal: ............

SKPK

Eendahara

Pengeluaran

NIP

NPW9

Banh

Nomor Rekening

Bendahera pengeluaran mengajukan permintaan pernbayaran k€pada pengguna Anggaran untuk
Ganti Ueng Persediaan (GU) sebesar:

Rp...

(tetbilong.,.

VERIFIKASI A'{GGARAN DAN sPD

Eendahara Pengeluaran

m
l.oa'J

Nama

NIP:..........

l

Ito OPA ,umlat Arggaran Terdapat $ir3 Angiqarrn Dana telah disediakan
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c. Ilustrasi Format Rincian SPP-GU

Pemerintal. Kabr.rpaten Aceh Utara
Surat Permintaan Pembayaran Ganti

Uang Persediaan (SPP-GU)
Nomor: ...... Tanggal: ............

SKPK:

Bendahara PerBelu dl

@

MfiC N'{ SPP G U

PER 9JB RIYCIATTI OB'A(

Uausan

8idan6 Urusan

Protrrn
Ke6iatan

i$ K€gi*dl

Nama

NIP:..........

CPA

90
unlul DA ini :.........,....

Xode Reterlnt l{ama Rekanirg
Jumlatl

Angqtan
Ssa Ansaran -hrmldr

PenFaiuan
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d. Ilustrasi Format Ringkasan SPP-TU

Pemerintah Kabrlpaten Aceh Utara
Surat Permintaan Pembayaran Tarnbahan

Uang Persediaan (SPP-TU)
Nom Tangga-l:

SKPK

Bendahara

Pengeluarary'

Bendahara

Ntp

IIPWP

Eank

ilomor Rekening

Benciahara Pengeiuaran/Eendahara pengeiuaran pembaniu mengajukan perminiaan
pembayaran kepada Pengguna Anggaon/Kuasa Pengguna Anggaran untuk Tambah Uang

VERIFIKASIA GGARAN OAN SPD

Eendahara Pengeluaran/Eendahra
Pengeluaran Pembantu

fuvo-l

t6Hl
Nama

NIP: --..---.-.

No DPA ,umlah Angraran Terdapat Sisa Anllllaran oana t€lah dis€diakan
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e. Ilustrasi Forrnat Rincian SPP-TU

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Surat Permintaan Pembayaran Tambahan

Uang Persediaan (SPP-TU)
Norn Tanggal:

SKPK

l6to:)

taIilJ

flNCIAN SPP TU

PER slJ8 RI{CIAI{ OB.,EX

Urusan

Bkldl8 Urusan

Pro8ten

xe8iatan

Sub KeBi*rr

EendCr a Penteluran/8end*r*a
P€rEeluaran Pemb U.t

Nama

NIP:..........

DPA

9D :.....-.-....

9D untuk tf A iri :,,..--.-,...

Kode Relering tlams EekenirB
,umldl

AnFtran EsaAntBaran
tuml*!

Pengaiuan
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f. Ilustrasi Format Ringkasan SPP-LS Gaji dan Tunj angan

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Surat Permintaan Pembayaran Langsung

Gaji dan Tunjangan (SPP-LS Gaji dan
Tunjangan)

Nomor Tanggal

SKPK :

Bendahara Pengeluaran

HIP

NPWP

Eendahara pengeluaran mengaiukan permintaan pembayaran kepada Pengguna Anggaran untuk
Gaii dan Tuniangan sebesar:

Rp

Pemboyoron dilot<ukon secam non tunoi melotui ttunslet kepado rekening peneimo, dengon
nncton berikul:

VERIFI(AsIA GGARAN DAN SPO

No DPA ,unlah Ar88a6n Terdapat Sisa Ani8aran Oaa telah disediakan

Bendahara Penteluaran

Nama

NIP:..........

Pembayarrl Rekening Jumlah
Gaii & Tun,angan (net) Rekening Penerima {Terlampi4
Potongan (Transitoris)

4....,...

b...

c...............

d

P

@



g. Ilustrasi Format Rincian Spp-LS Gaji dan Tunj angan

Pemerintah Kabupaten Acetr Utara
Surat Permintaan perrrb ayaran Langsung

Gaji dan Tunjangan (Spp-LS Gaji dan
Tunjalgan)

Nornor Tanggal

SKPK

|,Io-OFA

ilo. SPO

9r3 SPO {rn ruk OPA h i

,uddr
Pen6afuar

Berdahara Per€eluaran

Nama

@
NIP:..........

RIII'CIAIT 9P TSGAJI OAN TUN-IA'{GAft
pEn 9r8 RtNCtAa{ OUfi

U rusan

Bidxl8 U rusan

Pmtram
X€6iata
$b Ke$*an

279

lbde Rekenin8 llama Rek*ning
nrddt

AnfiEaraa
Sis. ArBtx l
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h. Ilustrasi Forrnat Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Surat Permintaan Pembayaran Langsung pengadaan

Bar,ang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa)
Nomor: . Tanggal:

SKPK

tendalsra
Fenteltardn/
E8ndahal" PengelEren
iiP
IWWP

Eendahara Peageluaran/Bendahere Pengeltlaran pembdltu mengai(*an perminban pembayaran
l€pada Pengguna Anggaran/Kuoa PerggunaAnggaran unluk penga&an Bxang dan lasa sebesar:

s

&,mbaltr,mn dilok*on ss{lra mn tumi mdolui tonsls kepodlo rfibning peneima, &ngdn
bedkut:

VTRIFI(ASI AiIGGARATV OAIV SPD

llo DPA Jumlah AnggarJr IerdalEt Ssa Atttaran D6na blah dledi*an

Eerdahal" Penteluarat/Eendaban
Peileluaren Per$antr

@
llama

NIP:..........

Pentayarar ,umbh
Keplda Penyedia B{ang0asa {net} Rekenirg Penerima
Poto ngan (Trmsitods)

4.,....,...

b.....-........

c

8el€niff

d.....-........
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i. Ilustrasi Format Rincian SPP-LS Barang dal Jasa

Pemerintah Katrupaten Acetr Utara
Surat Permintaan Pembayaran Langsung pengadaan

Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa)
Nomor: Tanggal

SKPK

6--r
IXHJ

EIICIAN SPP TANGgJ NG SAnANC OA}I .,ASA

P€R SI,B RITCIAN OB.}EK

Urusan

Sldant Urusan

Protrrn
xr6hbn
SLt Ketid r

Berdahaa P€n3elu ary'Berd*raa
PerBeluaran PembIltl

Nama

NIP:..........

trA

5pD

5PD tnt

(ode Belering ama R€*enirtr
Junrlalr

Anatran
gti ln6Baran

tuml*r
PenEaiuan
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Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pihak
Ketiga Lainnya (SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya)

Nomor: Tanggal:

SKPK

Bendahera PenSeluran : ..............-..
iIP
tilPwP

Bendrlara PenSeluran mengaiukan permintaan pembayaran kepada pengguna Anggaran untuk
Pembryaran pihak (etiga Lainnya sebe$r:

Pembqyomn dilokubn secaro non tunai melalui tonsfer kepodorckening penf,ima, dengon
nncron berih.,t:

VERITKASI ANGGARAN DAN SPO

No ,umlah AnEBaran Terdapat Sisa AngtBran oanatelah disedialan

Bendahara Pengeluran

@
Nama

NIP:..........

Pemb6yaran Refening ,umlah
Kepada Prhak Ketrga Larnnya (net) Rekening Penerime (terlampir)
PotorEan (Transitons)

4,.-...........

b..-........*

e..-..,..,..-.

j. Ilustrasi Forrnat Ringkasan SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya

d..-...........
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k. Ilustrasi Format Rincian SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pihak
Ketiga Lainnya (SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya)

Nornor: . Tanggal:

SKPK

8e rdahara Pe ,Eel urm

@

R CAIiIsPP [A GC, NG PHAI( I(EIIGA I.AII{NYA

Pf R 9' B RN( IA{ OB.,S(

Uru9n
8id 8uruen
P106rrn

f'e6iatan

sub xetiatrr

Nama

NIP:..........

rA

tlo' 90 :-...-.-.,,.

s*.spoufiur t aid :.....-.-.....

xode Reterint taamo Rekenirf,
.lurd dr

Anftt an
SsaturBaran

Irfl{dr
PenE3iuen
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P. PERINTAH MEMBAYAR
1. Ketentuan Umurn

Perintah membayar adalah kewenangan yang dimiliki
Pengguna Anggaranr/ Kuasa Pengguna Angg€rran untuk belanj a
yang telah dianggarkan dalam DPA SKPK. perintah membayar
didahului dengan proses verilikasi belanja oleh ppK SKpK yang
sekaligus menandai pengakuan belanja tersebut. proses
perintah membayar rnernltat inforrnasi, atiran data, serta
penggun aan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.
Perintah membayar diatur sebagai berikut:
a. Berdasarkan pengajuan SPP-UP, pA mengqjukan

permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan
SPM-UP.

b. Berdasarkan pengajuan SPP-GU, pA mengajukan
penggantian UP yang telah digunakan kepada Kuasa BUD
dengan menerbitkan SPM- GU.

c. Berdasarkan pengajuan SPP-TU, pA/KpA mengajukan
permintaan TU kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan
SPM-TU.

d. Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh Bendal.ara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, ppK-
SKPK/PPK UnitSKPK melakukan verifikasi atas:
1) kebenaran materiil surat bukti mengenai hak pihak

penagih
2) kelengkapan dokurrren yang menjadi

persyaratan/sehubungan dengan ikatan/perjanjian
pengadaan barang /..i asa

3) ketersediaan dana yang bersangkutan
e. Berdasarkan hasil verifikasi, PA/KPA rnemerintahkan

pembayaran atas Beban APBK melalui penerbitan SPM-LS
kepada Kuasa BUD.

f. Dalam hal hasil verifikasi tidak mernenuhi syarat, pA/KpA
tidak menerbitkan SPM-LS.

g. PA/KPA mengembalikan dokumen Spp-LS dalam hal hasil
verifikasi tidak memenuhi syarat, paling larnbat 1 (satu) hari
terhitrrng sejak diterim.anya SPP.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur
beberapa ketentuan sebagai berikut:
a. PPK-SKPK/PPK-UniI SKPK rnelakukan verilikasi

kelengkapan dan keabsahan pengajuan permintaan
pembayaran dari Bendahara Pengeluaran/Bendatrara
Pengeluararr Pembantrr.

b. Perintah pernbayaran di4jukan oleh penggr.rna Anggaran
kepada Kuasa BUD dan didokumentasikan dalarn SpM
yang disiapkan oleh ppK-SKpK/ppK-Unit SKpK setelah
sebelumnya melakukan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan pengajuan pembayaran

c. Jenis SPM terdiri atas:
1) SPM-UP
2) SPM-GU
3l SPM-TU
4l SPM-LS Gaji dan Tunjangan
5) SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa
6l SPM-LS Pihak ketiga lainnya
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d. PPK-Unit SKPK berwenang melakukan verifikasi
kelengkapan dan keabsahan hanya untuk pengajuan
permintaan pembayaran LS dan/atau TU dari Bendal.ara
Pengeluaran Pembantu.

e. PA/KPA dilarang menerbitkan SpM yang membebani tahun
anggaran berkenaan setelal. tahun anggaran berakhir.

f. Dalam hal PA/ KPA berhalangan sementara, yang
bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi
wewenang untuk menandatangani SpM berdasarkan Surat
Tlrgas PAIKPA.

g. Dalam hal PA/KPA trerhalangan tetap, penunjukkan
pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SpM
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

h. PPK-SKPK/PPK Unit SKPK datarn penerbitan setiap SpM,
melakukan pencatatan pada register SpM.

2. Ketentuan Pelaksana-an
a. Perintah Membayar UP

1) Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran, PPK-SKPK melakukan verifikasi dengan
cara meneliti kesesuaian besaran Up dengan SK Bupati.

2) Dalarn hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, ppK-SKpK
menyiapkan r€rncangan Perintah Membayar Up yang
didokumentasikan dalam draft SpM-Up untuk
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

3) PA menandatangani dan menerbitkan SpM-Up paling
lanla 2 (dua) hari sejak proses verilikasi dinyatakan
lengkap dan sah, untuk kemudian disampaikan kepada
Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak pA; dan
b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKpK.

b. Perintah Membayar GU
1) PPK-SKPK melakukan verifikasi atas Spp-GU dan LpJ

Penggunaan UP beserta bukti-bulrti transaksiny a yarrg
diterima dari Bendatrara Pengeluaran dengan langkah
berikut:
a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa

belanjaterkait tidak melebihi sisa anggaran;
b) Meneliti dokumen SPD untrrk memastikan dana

untuk belanj a terkait telah disediakan;
c) Meneliti kelengkapan dan keabsal an bukti-bukti

transaksi dan dokumen perp4jakan terkait.
d) Meneliti kesesuaian jurnlah perhitt ngan pengajuan

GU, LPJ Penggunaan UP, dan bukti-bukti
transaksinya.

2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau
ketidakabsahan dan/atam ketidaksesuaian, ppK-SKpK
meminta perbaikan dan / atau penyempurnaan kepada
Bendahara Pengeluaran pding lambat 1 (satu) hari sej ak
diterimanya SPP-GU.

3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan satr,
PPK SKPK menyiapkan pengajuan Perintah Mernbayar
GU yang didokumentasikan dalarn draft SPM-GU untuk
d itan datangani oleh Pengguna Anggaran.

4) Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan
SPM-GU paling larna 2 (dua) hari sej ak proses verifrkasi
dinyatakan lengkap dan sah untuk kerrrudian
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disarnpaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan
b/ Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPK yang dilampiri

checklist kelengkapan dokumen.
c. Perintah Membayar TU

1) Berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang
disertai dengan Daftar Rincian Rencana Belanja TU, PPK-
SKPK/PPK-Unit SKPK melakukan verifikasi dengan
langkah sebagai berikut:
a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan

bahwa belanj a terkait tidak melebihi sisa anggaran;
b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk

belanj a terkait telah disediakan;
c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan

pengajuan permintaan Perintah Membayar TU.
2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau

ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-
SKPK/PPK-Unit SKPK rneminta perbaikan dan/atau
penyernpurna.an kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling
lambat 1 (satu) hari sej ak diterimanya SPP-TU.

3) Dalarn hal hasil verilikasi dinyatakan lengkap dan sah,
PPK- SKPK/PPK-Unit SKPK menyiapkan pengajuan
Perintah Membayar TU yang didokumentasikan dalam
draft SPM-TU untuk ditandatangani oleh Pengguna
Anggaran.

4) PA/ KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU
paling lama 2 (dua) hari sej ak proses verifikasi
dinyatakan lengkap dan sah untuk kernudian
disarnpaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;

dan
b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPK/PPK-Unit

SKPK yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.
d. Perintah Membayar LS

1) Berdasarkan pengajuan SPP-LS oletr Bendatrara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang
dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya,
PPK-SKPK/ PPK-Unit SKPK melakukan verifrkasi dengan
langkah berupa:
a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa

belanjaterkait tidak melebihi sisa anggaran;
b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untrrk

belanja terkait telah disediakan;
c) Meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis

pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang- undangan sebagaimana yang tersimpan
dalam dokumentasi di sistem.

d) Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung.
e) Meneliti kesesuaian jumlah pertritungan pengajuan LS

dengan dokumen pendukungnya.
2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau

ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-
SKPK/PPK-UniI SKPK merninta perbaikan dan/atam
penyempurrra€ul kepada Benda]lara
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Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pernbantu palinC
lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-LS.

3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah,
PPK- SKPK,TPPK-Unit SKPK menyiapkan pengajuan
Perintah Membayar LS yang didokumentasikan datam
draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA/KPA

4) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS
paling larna 2 (dua) hari sejak proses verilikasi dinyatakan
lengkap dan sal. untuk kernudian disampaikan kepada
Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mut1ak PA/KPA; dan
b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPK/PPK-Unit

SKPK yang dilampiri checkli-st kelengkapan dokumen.
5) Penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan

ETP yang dicetak dan dikirim secara online dalam bentuk
file kepada Kuasa BUD.

3. Dokumen Terkait
a. Ilustrasi Format SPM-UP

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Surat Perintah Mernbayar Uang Persediaan

(sPM-UP)
SKPK

Pengguna Anggaran mengarukan permintaao membayar kepada Kuasa 6UO untuk Uang
Persediaan (UP), berderarkan pe6gaiuan SPP UP No*..-Tanggal *--,"da.i Eendaha.a

Pengguna An8garan

)(terbitdng.
Rp........

LofiPiron:
sPP uP No/Tanggat

No- SPM
Tangtal

Narna
NIP:..-...-...

@
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b. Ilustrasi Format SPM,GU

Pemerintah Kabupaten Acetr Utara
Surat Perintah Membayar Ga-nti Uang persediaan

(sPM_cu)
SKPK

c. Ilustrasi Format SPM-TU

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Surat Perintatr Membayar Tambatran

Uang Persediaan (SPM-TU)

SKPK

Pengguna Anggaran mengajukan permintaan membayar kepada Kuasa BUD untuk 6anti Uang
persediaan (GU), berdasarkan pengajuan Spp GU t{o,.,..Tanggal ..,...dari Bendahara
Pengeluaran sebesar:

Pengguna Anggaran

Nama

Rp

NIP: ..........

No. SPM

Tangga I

Lompiron:
spp GU No/Tanggal

Pengguna Anggaran/Kuasa pentguna AngBaran rnengajukan permintaan membay.r
kepada Kuasa gUD untuk Tarftbah UanS persedraan (TU), berdasarkan pengaiuan Spp TU

o--...T.ntg.l ....-.d..i B€ndahara pengeluaran/Bendahara pengetuaran pembantu

!e!!!
NIP: .--.-,.-

TangSal

SPP TU No/ranggal

@

PenSSuna AngSar.n/
Xua5a Penggr.tna

Anggaran

@
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d. Ilustrasi Format SPM-LS Gaji dan Tunjangan

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Surat Perintah Membayar Langsung Gaji dan Tunj angan

(SPM-LS Gaji dan Tunjangan)

SKPP<

Irlo. sPM

Tanggal

penBguna Anggaran mengajukan permintean mernbayar k€pada (uasa 8UD untuk Gaji dan
Tuniangan, berdasarkan pengaiuan SPP l.s Gai dan Ttmiangan tao.....TentEal ......dari
Bendahara Pengeluaran sebesar:

Rp

secoro non a.unoi melolui kuon:

Lompirun:

SPP LS Gaji dan Tunjangan No/tanggal :

Pengguna Anggaran

Nama

NIP: ..........

Pembeyaran .lumlah
Kepada Rekening penerima (Terlampir)

Kepada Rekening Tertait Untuk Potongan (Transitoris)

@
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e. Ilustrasi Forrnat SPM-LS Barang dan Jasa

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Surat Perintah Membayar Langsung Barang dan Jasa

(SPM-LS Barang dan Jasa)

SKPK

No. SPM

lal8,grl

Pengguna AnggaBn/Kuasa Pengguna Anggaran mengaiukan F€rminlaan membayar kepada
Kuasa Bt D untuk Pengadaar Baran8 dan Jasa, berdasarkan pengajuan SPP LS Palfdan Balart
dan raa No.....Trrtttl ......dari Aendahara Pengeluaran/B€ ndahara pe ngeluaran Pembantu

ip

Staro t,,n ?unot malalu, Rmi&ahbukwn:
JUMLAH

Xepad,a Rekening Plhak KedBa

K?pada R€keninS Terl€it Untuk Potongan (Trarltorts)

Lompaon:

SpP LS P a3!dr.n 8. r 

'll 
(b n J ai! NoffrniSal

Perl|gune An8!a6n/
Ku'3a Pana3unt

ArECaran

1. ?PIX

2. Panl3l,na AnaOr.n'

'ttr y..t,"!.l'i|}u la n. dt!$ (

PlhokKr,tqa
tunk
Cdbat g
llorrw b*rnlng
Ata6 Nor',a
NPWP

@
Nama

NIP: -,....,...

PEMBAYANAN
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f. Ilustrasi Forrnat SPM-LS Pihak Ketiga Lainnya

Pemerintah Kabupaten Acetr Utara
Surat Perintah Membayar Langsung Pihak Ketiga

Lainnya (SPM-LS Prhak Ketiga Lainnya)

SKPK

Pengguna Anggaran mengaiukan permintaan membayar kepada Kuasa BUO untuk pihak

Ketiga Lainnya berdasarkan pengaiuan SPP LS Pih.l lGtiga t innya No-...Tan5tat -.,..dari
Eendahara Pengeluaran sebesar:

Rp

Secora non tvnoi melolui pemindohbukuan:

PEMBAYARA'{ JUMIAH
Kepada Rekenint Pihak (etiga
(epada RekenintIErkait Untuk Potontan (Transitoris)

Pihok Xetigo

tunk
Cabong

Nomor Rekening

Atos Nomo

NPWP

Lompircn:
SPP LS Pihak Ketiga Lainnya Nonanggal

Pengtuna Anttardn

Harra
NIP:..........

No. SPM

Tanllal

@
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Q. PERINTAH PENCAIRAN DANA
1. Ketentuan Umum

Perintah pencairan dana dibr.rat oleh Kuasa BUD untuk
mengeluarkan sejumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM
yang diterima dari PA/KPA. Perintah pencairan dana tersebut
ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya untuk
mencairkan dana di RKUD dengan tujuan pembayaran kepada
pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM dan SPP yang diajukan.
Proses perintah pencairan dana memuat informasi, aliran
data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang
dilakukan secara elel<tronik.
Pengaturan perintah pencairan dana adalah sebagai berikut:
a. Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SpM yang

diterirna dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank
operasional mitra kerj anya.

b. Penerbitan SP2D paling larna 2 (dua) hari sejak SPM diterirna.
c. Dalarn rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban

untuk:
1) meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA

berupa Surat Pernyataan Targgung Jawab PA/KPA;
2) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban

APBK yang tercantum dalam perintah pembayaran;
3) menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan;

dan
4) memerintahkan pencairan dana sebagai dasar

Pengeluaran daerah.
d. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang di4iukan PAIKPA

apabila:
1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab

PAIKPA; dan/atau
2) pengeluaran tersebut melampaui pagu.

e. Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D
tidak diterbitkan paling la:rrbat 1 (satu) hari terhitung sejak
diterimanya SPM.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur
beberapa ketentuan sebagai berikut:
a. Perintah Pencairan Dana disampaikan kepada Bank dengan

memuat informasi tentang:
1) Baki Rekening yang akan dicairkan
2) Jumlah total dana RKUD yang dicairkan
3) Tujuan pembayaran dari jumlah total tersebut yang

terinci menjadi:
(a) pihak penerima non-pitrak ketiga atau pihak ketiga

penyedia barang/jasa
(b) potongan yang bersifat tra-nsitoris, diperlakukan

sesuai ketentuan pada larnpiran VI.B.4
b. Dalam hal telah dilakukan integrasi sistem antara Kr.rasa

BUD dengan Bank, harus dipastikan informasi yang
dipersyaratkan dalam Perintah Pencairan Dana
tersampaikan antara kedua belah pihak dengan tetap
mernperhatikan keamanan digital pada sistem masing-
masing.



234

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA/ KPA yarg disertai

Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPK/PPK-Unit SKPK dan
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA, Kuasa
BUD melakukan verifikasi dengan langkah-langkah sebagai
berikut:
1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja

terkait tidak melebihi sisa anggaran;
2) Meneliti dokumen SPD untuk rnemastikan dana untuk

belanja terkait telah disediakan;
3. Meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menj adi

persyaratan pengajuan SPM;
1) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban

APBK yang tercantum dalam perintah pembayaran.
b. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA dan/

atau KPA apabila:
1) Tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Mutlak PAIKPA;
2) Tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-

SKPK/PPK Unit SKPK ya-ng dilampiri checklist
kelengkapan dokumen; dan

3) belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana
tidak tersedia.

c. Dalam hai terjadi ketidaksesuaian dan/atau
ketidaklengkapan dalam proses verifikasi tersebut, Kuasa
BUD mengemba-likan dokumen SPM paling lambat 1 (satu)
hari terhitung sej ak diterimanya SPM.

d. Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD
menerbitkan Perintatr Pencairan Dana ya_ng
didokumentasikan dalam SP2D.

4. Dokumen Terkait
a. Ilu strasi Format SP2D-UP

Kuasa guD memrnta Benk..-.-- mencatrkan dana dari Relening ...-., unluk pembayaran uang
Persediaan, berdasarkan pengaiuan SPM UP No--_-Tanggal ......dart penSguria Ar!8garan
SXPD..........-..., sebesar:

Kua3a Bendahara Umum Deeaah
1 Arent.n5i BPXAO

2. F.nt8un. A^At.r!n
3. Arnt y.nt dituniuk

U!!!!a
lP:..,.-....-

No. SP2D
TanAgal

SPP UP No/TangSal
sPM uP No/rangSa

Ke Rekening Bank:
Nomor Relening

fo-, o-t

tar*J
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b. Ilustrasi Format SP2D-GU

Pernerintah Kabupaten Aceh Utara
Surat Perintah Pencairan Dana Ganti

Uang Persediaan (SP2D-GU)

Kuasa BUO meminta gank...... mencairkan dana dari Rekening ...... untuk pembayaran 6anti
Uang Persediaan, berdasarkan pengajuan SPM GU t{o.....TangBal ...,..dari pengguna Anggaran
SKPD.............., sebesar:

Kuasa Sendahara Umum Oaerah

(tefii1on9...... )

@

SPP GU No/Tanggal

Rp...................................,....

SPM GU No/Tangga : ..................

No. SP2D

Tanggal

Ke Rekening Sank:

l,lomor Rekening

83nl
Atas Nama

f.fihl/san:

1. Akuntansi 8r(AO

:. PenSgunr An3Srrrn

3. Bant y.n3 dituniuk

Nama

NIP:..........

Lampiron:
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c. Ilustrasi Format SP2D-TU

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan

Uang Persediaan (SP2D-TU)

(uasa BUO memrnta Eant ...... mencairkan dana dari Rekening ...... untuk pembayaran

Tambah Uang persediaan, berda5arkan pengajuan SPM TU No....,Tanggal ......dari pengguna

Anggaran/ Xuasa Pengguna Anggaran SI(PD.............., sebesar:

KuaEa Eendahara Umum Daerah

........)

@

trlo. 5P2D

Tanggal

Ke Rekening Bank:

Nomor Belening
Bank

Atas Nama

Ternhrgon'

1. Atunlrnra 8PKA0

2- PenSSunt An3arr!n/Xulsa Plngiun. Ani8.r.n
3.8rnt yang ditunluk

Nama

NIP:..........

Lampiton:

SPP TU No/Tanggal : ...-.-.-..,.,,.
SpM TU Nofranggal : ..................
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d. Ilustrasi Format SP2D-LS Gaji dan Tunjangan

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Surat Perintah Pencairan Dana Langsung

Gaji dan Tunjangan (SP2D-LS Gaji dan
Tunjangan)

No. SPzD

Tanggal

Kuasa BUD meminta Bank ...... mencairkan dana dsri Rekening...... untuk Pembayaran Gaji dan
Tunjangan, berdasarkan pengajuan SPM LS Gaii dan Tunjangan No.....Tanggal ,.....dari penggun.

Ang8iran S(PO.............-, sebesar:

Rp

)

uon:

Lomprton:

Spp Ls 6aii dan Tuniargan No/fanggal

SpM Ls Gaji dan Tuniangan No/fanggal

Tanbl6aE:

1. Alunt.nsr EPXAO

2- Pc'|gguna AntSarrn

3. Crnt yrng dituniuk

l(uasa Bendahara Umum Daerah

m
loil;,1

Nama

trllh ..........

Pembayaran Jumlah
Xepada Rekening Penerima {Terlampir}
Xepada RekeninE Terlait Untuk Potongan {Transitoris}

Secara non tunoi melolui
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e. Ilustrasi Format SP2D-LS Barang dan Jasa

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Surat Perintah Pencairan Dana Langsung
Barang dan Jasa (SP2D-LS Barang dan

Jasa)

No. SF2D

TangSd

Kuasa 8UD meminta Bant ...... mercairkan dana d i Rekening ..-.. untuk Pembayaran pengadaan

Barangdan Jasa berdasarkan pengajuan sPM LS Pengadaan Barau dao rasa No,....Tanggal ......dari
Pengguna An8geranrluasa pengSuna AngSaran SXPD.............., sebesar:

Rp

Se(ora non tunoi mehlui ndolbukuon:

Pihok xetigo
Bonk

cobotq
Nomq Rekening

Atos l*mo
NPWP

Lompion:
SPP LS Pengadaan EJang dan Jasa lto/fanggel
5PM LS Pengadaan Baang den.,asa l\{olTangga

fcmdtgn:

1. AIurt.nsi EP(ID

2. PenEun! A^ig!ran/lrJasa Pen8Sun! Anliarlo
3. Eankt.!nS ditunpl
3. Pihll (rtr3a

Xuaga Bendahar: Umtrn Daerah

l{ama

HIP: ..........

PEA/lEAYARAN ,UMI.AH
Kepada Rekening Pih.k Xetiga

!qpaq Lq!g!ingled(ait Untuk Potongan (Transitsisl

@
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f. Ilustrasi Forrnat SP2D-LS Pihak Ketiga La-innya

Pemerintah Kabupaten Acetr Utara
Surat Perintah Pencairan Dana Langsung Pihak Ketiga

Lainnya (SP2D-LS Pihak Ketiga Lainnya)

NO. SP2D

Tanggal

Kuasa BUD meminta Eanl ...... mencairkan dana dari Rekening ...... untuk pembayaran pihak

ketiga Lainnya berdasarkan pengajuan SPM tS pihak Ketiga Lainnya No.....Tanggal ......dari
penSSun Anggaran S|(PO.............., sebesar:

Rp

Secoro non tunoi melalui pemindohbukuon

PEMEAYARAN ,UMTAH
xepada Rekening Pihal Xetiga

Kepada Rekening Terkait Untuk Potongan (Transitoris)

Pihok Ketigo

a,nk
cobong

Nomot Rekening

Atos Namo

NPWP

Lompiron:

SPP LS Pihak Ketiga Lainnya No/fanggal

SPM LS Pihak Ketiga Laannye No/Tanggal

Lmb$ott:

,,. Atunr.^!i BP(AD

2. pe ntluna An88e rr n,/K!r!, pt nt&rnr Angta ra n

3. Ariip Xulra gUO

{. grnt yr nf dilunjuk

5. Pih:l KctIa

Kuase Bendahara Umum Oaerah

@
Nama

NIP: ..."......
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R. PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN
1. Ketentuan Umurr.
Dalam penatausallaan belanja daerah, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus
melakukan pengendalia-n atas pelaksanaan belanja yang
rnenj adi kewenangannya.
Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu memuat
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.
Dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan belanja daerah,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
menggunakan buku- buku sebagai berikut:
a. Buku Kas Urnum
b.Buku Pembantu Bank
c. Buku Pembantu Kas Tunai
d.Buku Pembantu Pajak
e. Buku Pembantu Panjar
f. Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja
Pencatatan buku-buku di atas bersumber pada data, antara
lain:
a. Bukti transaksi yang sah dan lengkap
b. sPP UP/GU/TU/LS
c. SPM UPIGU/TUILS
d. SP2D
e. Dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-

undangan
2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Pembukuan atas berbagai transaksi dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut:
1) Penerimaan Uang Persediaan

Bendahara Pengeluaran/ Bendatrara Pengeluaran
Pembantu membukukan penerimaan UP/CrU/TU
berdasarkan SP2D- UP/SP2D-cU/SP2D-TU, dengan
melakukan pencatatan pada Buku Kas Umum di sisi
penerimaan dan pada Buku Kas Pembantu Bank di sisi
penerimaan sesuai dengan jumlah yang tertera pada
sP2D- UP/ SP2D-GU/ SP2D-TU.

2) Pelimpahan Uang Persediaan
3) Pelimpahan sebagian UP kepada Bendahara Pengeluaran

Pembantu dicatat pada BKU di sisi pengeluaran, serta
pada Buku Pernbantu Bank di sisi pengeluaran sesuai
dengan jumlah UP yang dilirnpahkan.

4) Pergeseran Uang Persediaan
5) Dalam hal Bendahara Pengeluaran / Bendahara

Pengeluaran Pembantu melakukan pergeseran
UPIGU/TU yang terdapat di bank ke kas tunai, dilakukan
pencatatarr pada BKU sisi pengeluaran dan penerimaan,
pada Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran, dan pada
Buku Pembantu Kas Tunai di sisi penerimaan sesuai
dengan jumlah UP/GU/TU yang digeser.

6) Pembayaran belanja oleh Bendahara
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7) Atas pembayaran yang dilakukan Bendahara
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan
bukti-bukti belanj a yang disarnpaikan PPTK secara tunai/non
tunai, dilakukan pembukuan dengan rnencatat pada BKU di
sisi pengehla.ran, pada Buku Pembantu Kas T\rnai/Buku
Pembantu Bank di sisi pengeluaran, dan pada Pernbantu Sub
Rincian Objek Belanja pada kolom UP/GU/TU sejumlah nilai
belanja bruto.

8) Pemberian Uang Panj ar
9) Berdasarkan Nota Pencairan Dana PA/KPA, serta bukti

pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat
pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan kepada
PPIK di BKU pada sisi pengeluaran, pada Buku Pembantu
Bank pada sisi pengeluaran dan Buku Pernbantu Panjar di sisi
pengeluaran.

10) Pertanggungjawaban Uang Panjar
l1)Berdasarkan pertanggungiawaban yang diberikan PPTK atas

penggunaan uang panjar, Bendal. ara Pengeluaran / Bendahara
Pengeluaran Pembantu mencatat di BKU pada sisi
pengeluaran dan di buku pembantu Sub Rincian Objek
Belanj a pada sisi pengeluaran.

l2)Dalam hal terdapat pengembalian kelebihan uang panj ar dari
PPTK, Bendahara Pengeluaran/Bendal-ara Pengeluaran
Pembantu rnencatat di Buku Pembantu Bank atau Buku
Pembantu Kas Tunai pada sisi penerirnaan sebesar yang
dikembalikan.

13)Dalam ha1 terdapat kekurangan uang panjar, Bendahara
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar
kekurangannya kepada PPTK, dan selanjutrrya mencatat di
Buku Pembantu Bank atau Buku Pembantu Kas Tunai pada
sisi pengeluaran sebesar yang dibayarkan.

14)Belanja melalui LS
15)Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

melaksanakan pembukuan pembayaran belanja rnelalui LS
dengan melakukan pencatatan pada BKU di sisi penerimaan
dan sisi pengeluaran pada tanggal yang sarna, dan mencatat
pada Buku Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom
belanja LS sebesar jumlah belanja bruto.

16)Pemungutan dan Penyetoran Paj ak
17)Pada saat pernugutan / pernotongan pajak, Bendahara

Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu merrcatat
pada BKU di sisi penerimaan, dan pada Buku Pernbantu Paj ak
di sisi penerimaan.

18)Pada saat penyetoran ke Rekening Kas Negara, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat
pada BKU di sisi pengeluaran, dan Buku Pembantu Pqiak di
sisi pengeluaran.

19)Buku Kas umum Bendahara Pengeluaral / Bendahara
Pengeluaran Pembantu waj ib ditutup pada setiap akhir bulan
dengan ditandatangani oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan
PA/ KPA. Penutupan BKU dilampiri Berita Acara Pemeriksaan
Kas.
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3. Dokumen Terkait
a. Ilustrasi Forrnat Register SPP-SPM-SP2D

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
SKPK

ffi
Lamf,

llP:... . .

ffiG6nRgr/SPrvSPD

Psio&:..,--...---,

& nd$m Pl{lu,l€taai/

&dalun tao0Inaao

Tahun An ggaral .......

5Pp 9M 920bit
tl lloapr llomot IF llo:TJc.

Urlrn Jrmlrl Xllerngr1
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b. Ilustrasi Format Buku Kas Urnurn (BKU)

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
SKPK

Tahun Anggaran

Tan6tal Ho. gd(ti Uraian PenerimaIl Perqel uaran saldo

I

8UI(U I(AS UN'UM
Pe.iode:..,...-......--

S.l& f6 dl tndJlr. PcrBtlurll/EcadJrf. p?lEdsrrr pltnbrtt
fip......................

|ctbibng .......... ...... .. .............)
tcrd ri dari:
a. Tuna : Rp. . .... . _.........

b. E nI Rp...-....-.......-..... ..

Oirchriuiolch
Pc.lt8t.rra Ant8.r.o/ Ku6a

Psrg8ufl. Arttar'ar.t

Disiapt nolch,
Bendahara P.nt luaran/
Endrr!r, Pcntrluaran

tLrna
MP:.,".......

Nna
,{lP:..,.,.....

Ho.

@ @
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c. Ilustrasi Format Buku Pernbantu Bank

Tatrun Anggaran

d. Ilustrasi Format Buku Pembantu Kas

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

Tahun Anggaral

Tar$.6al No. &rkti Saldo

,\,t |r

BT,XTJ PEMBAI'TU BAII K
P..iod.: - --.---

ol'.tui.i ol.i,
Ilg.ewr- Arrt!'a/

xu.. P.rttur anc.r.n

(Iri.!'L.n oa.tr
6-.rerl.r. P.na.{ u...d/
A6d.h.- F.naclu6n

Tantt al o- gukti Ureian Penerimaan Pgrtelua.an seldo

BUKU PTMAANTU I(AS TUNAI

Dlrctuiui oLh,
PcnAau.E A.'aa...n/

fu.e P.nEIUn.

DirileL.n ot.h.
aand.h.6 Pcnsclu...n/
A€ndth.rd PGnSehr. En

llrEr- !!-@!_

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
SKPK:

@ @
!!!!q

SKPK:

@ @
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e. Ilustrasi Format Buku Pembantu Pajak

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
SKPK

Tahun Anggaran

f. Ilustrasi Format Buku Pembantu Panjar

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
SKPK:

Tahun Anggaran:

Tanttal o- Bukti Ur aie n Penerimaan Pentehiaran Saido

NP: ..--..-. NIP:...

AUl(U PEMBATI'TU PAJAX
Perio&:......-.-..--.....

Dls.tulul obh,
PcrEgune AnaSia/

Xuce Pa.r3tuna

lX'l.pkan oleh,
6cnd*|.t? Panealua6n/
BcnaLlwa Panlaluxat

,anttd No. a.rkti t.ian Penteluarao saldo

BUXU PEMAANTU PANIAR
P..iodc: -..-..-.-.-.-

t r-reisior.h,
P.aB!,o Aatt 6/ xll&

t.naal, 
^'ratre

O6i.rr5 ohlt,
B...t rx.. P.da.rEr/ &.d.ns.

t..atlwe P.6b5tu

@ @

@ @
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g. Ilustrasi Forrnat Buku Pembantu per Sub Rincian Objek

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
SKPK

Tahun Anggaran:

Imt6d No. &(U Urdan aelar{a LS BelanF TU
EelaoF
UPy'GU

ftldo

I

BI,'KU PTMBANTU SUA RNOAN OEYTK EELAN IA
Peri od.

Kod. RcLrint
t'Lrli Ralring
,uri.hAnt 

'rl! 
(oPAl

,lrd.hAnErr.n lOtAl

Dictuiui olch,
P6tturla A.ita.-/

tr tra Pcrg8uara

oiri.*.noldr,
E.ndahara Paitelu.r.n/
Berdahart Fengehraran

t{arrE
taP:.--...,..

trLnD
t{}...-.-..

: Rp---..---..
: Rp-----..

@ @
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S. PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAIflRT\ PENGELUARAN
L. Ketentuan Umum

Sebagai fagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus
menyampaikan Laporan Pertanggungiawaban (LpJ).
Pen5rusunan dan penyampaian LPJ Bendahara memuat
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokurren yang dilakukan secara elektronik.
Laporan pertanggungiawaban Bendahara
Pengeluaran / Bendahara Pengeluararr Pembantu diatur sebagai
berikut:
a. Bendal-ara Pengeluaran secara administrative wajib

mernpertanggungiawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS
kepada PA melalui PPK-SKPK paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.

b. Bendahara Pengelu aran / Bendahara Pengeluaran pembantu
pada SKPK wajib mempertanggungiawabkan secara
fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung
j awabnya dengan menyampaikan LPJ pengeluaran kepada
PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

c. Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan LpJ
pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan
pertanggungiawaban ditetapkan dalam Peraturarr Bupati.

d. Penyampaian pertanggungiawaban Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu secara
fungsional dilaksanakan setelah diterbitkan surat
pengesahan pertanggungiawaban pengeluaran oleh pA/ KpA.

e. Untuk tertib LPJ pada akhir tahun anggar€rn,
pertanggungiawaban pengeluaran dana bulan Desember
disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur
beberapa ketentuan sebagai berikut:
a. Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan

pertanggunglawaban atas pengelolaan yang terdapat dalarn
kewenangannya.

b. Pertanggungi awaban Bendahara Pengeluaran, meliputi:
1) LPJ Penggunaan UP

a) LPJ penggunaan UP dilakukan Bendahara pengeluaran
pada setiap pengajuan GU.

b) LPJ penggunaan UP disampaikan kepada pA melalui
PPK-SKPK dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap
dan sah.

cJ LPJ Penggunaan UP dij adikan sebagai lampiran
pengajuan SPP- GU.

d) Pada akhir tahun LPJ Penggunaan Up disampaikan
secara khusus (tidak menjadi lampiran pengajuan GU),
sekaligus sebagai laporan sisa dana UP yang tidak
diperlukan lagi. Penyampaian LPJ ini diikuti dengan
penyetoraLr sisa dana UP ke RKUD.
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2) Pertanggungjawaban penggunaan TU
a) Pertanggungjawaban penggunaarl TU dilakukan oleh

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pernbantu setelatr TU yang dikelolanya telah
habis/ selesai digunakan untuk mendanai suatu sub
kegiatan atau telah sarnpai pada waktu yang
ditentukan sejak TU diterima.

bJ Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan
kepada PAIKPA melalui PPK-SKPK/PPK-Unit SKPK
berupa LPJ TU yang dilampiri bukti-bukti belanja yang
lengkap dan sah.

c) PPK-SKPK/PPK-UniI SKPK melakukan verifikasi
terhadap LPJ penggunaan TU sebelum ditandatangani
oleh PAIKPA.

3J Pertanggunglawaban Administratif
a) Pertanggungjawaban administratif disampaikan oleh

Bendahara Pengeluaran kepada PA melalui PPK-SKPK
paling lambat tanggal 1O bulan berikutnya;

bJ Pertanggungiawaban adrrinistratif berupa LPJ yang
menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa
pagu angga.ra.n secara kumulatif dan/ atau per kegiatan
yang dilampiri:
[1) BKU;
[2) Laporan penutupan kas (BKU); dan
(31 LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu

d Pada bulan terakhir tahun anggaran, LPJ administratif
disarnpaikan paling larrrbat tanggal 1O bulan Januari
dan wajib melampirkan bukti setor€rn sisa UP.

4J Pertanggungjawaban Fungsional
a) Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh

Bendatrara Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD
paling lambat tamggal 1O bulan berikutnya.

b) Pertanggungiawaban fungsional berupa LPJ yang
merupakan konsolidasi dengan LPJ Bendahara
Pengeluaran Pembantu, dilampiri:
(1) Laporan penutupan kas; dan
P) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

cl Pertanggungjawaban fungsional disarnpaikan oleh
Bendal. ara Pengeluaran kepada PPKD selakr.r BUD
setelah mendapat persetujuan PA.

d) Pada bulan terakhir tahun arlggaran,
pertanggungiawaban fungsional disampaikan paling
lambat tanggal 10 bulan Januari dan wajib
rrelampirkan bukti setoran sisa UP

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Pertanggungjawaban Penggunaan UP

1) Pada setiap pengajuan GU, Bendahara Pengeluaran
menyiapkan LPJ penggunaan UP.

2) Laporan Pertanggungiawaban Penggunaan UP
disampaikan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-
SKPK sebagai lampiran pengajuan SPP GU dengan
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dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan sah.

b. Pertanggungiawaban Penggunaan TU
1J Bendahara Pengeluaran men5rusun LPJ Penggunaan TU

setelah TU yang dikelolanya telah habis digunakan untuk
mendanai suatu sub kegiatan dan/atau telah sampai
pada waktu yang ditentukan sej ak TU diterima.

2) Bendahara Pengeluaran rnenyampaikan LPJ Penggunaan
TU kepada PA/KPA melalui PPK-SKPK dengan dilampiri
bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

3) PPK-SKPK melakukan verifikasi terhadap LPJ penggunaan
TU sebelum ditandatangani oleh PA dengan langkah-
langkah sebagai berikut:
a. Meneliti dokurnen SPD untuk rnemastikan dana untuk

belanja terkait telah disediakan.
b. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan ba].wa

belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran.
c. Meneliti keabsahan bukti belanja.

c. Pertanggungjawaban Administratif
1) Pen5rusunan LPJ

a. Setiap akl.ir bulan, Bendahara Pengeluaran Pembantu
rnenyiiapkan LPJ Bendahara Pengeluaran Pernbantu
untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

b. Bendahara Pengeluaran akan menyiapkan LpJ
Bendatrara serta rnelakukan konsolidasi dengan LPJ
Bendahara Pernbantu. LPJ Bendahara memberikan
gambaran jurnlah angg€r.rurn, realisasi, dan sisa pagu
anggaran secara kumulatif dan/atau per kegiatan yang
dilampiri:
[1) BKU;
[2) Laporan Penutupan Kas;
(3) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

2l Penyampaian LPJ Adm ini stratif
a. Bendahara Pengeluarzrn rneny€rrrrpaikan LPJ Bendahara

kepada PA melalui PPK-SKPK paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya.

b. PPK-SKPK rnelakukan verifikasi terhadap LPJ
administratif dengan langkah-langkah sebagai berikut:
(1J Meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti

belanja yang terdokumentasikan dalam buku atau
laporan terkait

(2) Meneliti penerimaan SP2D yang terdokumentasikan
dalam buku atau laporan terkait

(3) Melakukan ana,lisis kesesuaian dan kepatuhan
terhadap proses belanja dan pengeluaran kas

2) Apabila ddam proses verifikasi, PPK SKPK menemukan
ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, maka PPK
SKPK rreminta perbaikan dan/ atau penyempurnaan
kepada Bendal.ara Pengeluaran.

3) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan lengkap,
maka PPK SKPK akan pengajuan penandatanganan dan
persetujuan LPJ Bendahara secara administratif kepada
Pengguna Anggaran.
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4) Pengguna Anggaran menandatangani LPJ Bendahara yang
sudah diverifikasi seba gai bentuk persetuj r.an.

d. Pertanggungiawaban Fungsional
1) Setelah LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh

Pengguna Anggaran, Bendahara pengeluaran
rnenyampaikan pertanggungiawaban fungsional kepada
PPKD selaku Kuasa BUD untuk ditandatangani, paling
larnbat tanggal 10 bulan berikutnya.

2) PPKD selaku kuasa BUD melakukan proses verifikasi dan
menandatangani LPJ Bendahara Pengeluaran sebagai
bentuk persetujuan.

e. Pertarrggungjawaban Bendahara Pengeluaran pembantu,
meliputi:
1) Pertanggungjawaban penggunaan Limpahan Up

a. Pertanggungiawaban penggunaan Up dilakukan
Bendahara Pengeluaran pada setiap pengajuan
penggantian limpahan UP.

b. Pertanggungiawaban penggunaan lim.pahan Up
disampaikan kepada KPA melalui PPK-Unit SKPK
berupa LPJ limpahan UP yang dilampiri bukti-bukti
belanja yang lengkap dan satr.

c. LPJ-limpahan UP disarnpaikan kepada Bendahara
Pengeluaran sebagai dasar pen5rusurran LpJ
Benda}.ara Pengeluaran.

2) Pertanggungiawaban penggunaan TU
a. Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh

Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU yang
dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk
mendanai suatu sub kegiatan atau telah sa:rrpai
pada waktu yang ditentrrkan sejak TU diterima.

b. Pertanggungiawaban penggunaan TU disampaikan
kepada KPA rrelalui PPK-SKPK/PPK-UniI SKpK berupa
LPJ-TU yang dilarnpiri bukti-bukti belanja yang
lengkap dan satr.

c. PK-SKPK/PPK-UniI SKPK melakukan verifikasi
terhadap LPJ penggunaan TU sebelum ditandatangani
oleh KPA.

3) LPJ
a. Bendahara Pengeluaran Pembantu menyarnpaikan LpJ

kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal
5 bulan berikutnya, dilampiri:
[1) BKU; dan
(2) Laporan penutupan kas.

b. PPK-SKPK/PPK-Unit SKPK metakukan verilikasi
terhadap LPJ sebelum ditandatangani KpA untuk
rnendapatkan persetujuan.
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3) Dokumen Terkait
a. Ilustrasi Format LPJ-UP

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

Tatrun Anggaran

LA'ORAN PERTANGGUNOJAWAAAN UAII6 PERSEOTAAH

Pcr;o{ta:......,..,

Bttaran UP b€rdaaarkan SX XOH:
Urng P..r.Ci..o (UP) Awal Pcriod.
PerESsn n U.ry P.6.di..n (UP)

U.rR P.rtqdia.o IUP) Athir Period.

U&san
Blr.,|e Urutan
P.ealm
Nqiiattn
5ub iatan

Unr!an
Sklror Urura.
Pro{ram
lkli.tan

Eefilahari Paageluaaan

@
Nrrna

t{lP:.,...,.".,

f'oda n *.4iq uraia.l ,umlat
ArE laarr

3"lent
arrialde i.i

AkstDULai
Betania

siit
AEaarrrr

roda Rctcoills UrniEn lrrinlah
ArEgrr!t

Sclanir
Pariod. id

Al(umrLsi
Btlrnh

sit.
ArEgatan

-

SKPK:



b. Ilustrasi Format LPJ-TU

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
SKPK:

Tahun Anggaran

I.APORAI'I PERTA'{6GUf{G'AWASAII TAMEAHAN UANG PERS€OIAAN

Periode:..........

Program

sub (egiatan

Tanggal 5P20 TU

rATAL

Tombohon Uang Persedioon (TUJ

Siso fambohan Uang ?€$edioan (fU)

Menyetujul,

Pengguna AnE8aran

Disiapkan oleh,
Bendahara Peogaluaran

@ @
l{ama

t{lP:..........

Nama

NIP: ..........

lili?tltlE#,ll Uraian .rumlah
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c. Ilustrasi Format Laporan Penutupan Kas

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
SKPK

Tahun Anggaran

LAP1ORAN PENUTUPA'V XAS
Bul6n:...,.,,...

Kepada Yth,

Di T.mpat

Dcngan memperhatrkan Peraturan Gubernur/Bupati/Wa tikota..................
No.....-....-, .... Tahun...,......,.mengenai Sistem atan Prosedur pengelotaan
Keuangan Oaerah, bcrsama ini kami sampaikan Laporan penutupan Kas
Bulanan yant terdapat di Bendaha.a Pentelua16n SKPD...-..,-.-.._.._...... acralah
seiumlah Rp...............--..dengan perincian sebatai berikut:

A. Xas di Bcndahara PeaE€luaran
A-1 Saldo awat bulan tanggal
A-2 Jumlah Penerimaan
A.3 Juma lah Pcngeluaran
A4 SaLro akhir bular tanggal Rp.
Saldo Akh.r bulan tBnggat.... __,......tcrdiri dari saldo di ka5 tunai tebesar
Rp........-.. ...... ctan satdo di bank sebesar Rp...,..-..................

8. l(as {ri Bcndahara P€ngeluaian Pcrnbantu
A.l Saldo avral bulan tanggal Rp.
A.2 Jumlah Penerimaan Rp.
A.3 Jumalah Pengeluaran Rp.
A4 Saldo akhir b0l.n t rlgg.l Rp.
Saldo Akhir bulan tantga l -..........-..terd iri dari satdo di kas tunai sebesar
Rp............-........-... dan srldo cri bank sebesar Rp.............,..,..-......

C. RekapituLsi gosisi Kas di 8€ndahara Pengeluarao
C.1 Saldo Kas Tunar Rp.
C-2 Saldo Bank Rp.
C.3 Saldo Total Rp.

Eendihaaa Pengeluaran

Nama
NIP: ,.....,...

Rp.
Rp-

Rp.

@



d. Ilustrasi Format SPJ Administratif

Pemerintah Kabr.rpaten Acetr Utara
SKPK:

Ta}.un Anggaran

t poMllEf,TAMi0uti6AtvA&1 &r{0fifitA9t 6{tt Arrr.l

{59, AD{nXrrRAnr }

8d!nl.'........

l,{CnEtuit r,

Ptr{tun Aaa!.r.r
0,r,iPtnn c!.t],

&Brriara Paogakinn

m
ta @
trfii

t{ft.,......
l{rl.na

fllP:..,..,....

lk.idr
,Edan

AEi rft

Sll tS 6!ii SP, l.! Earalig d.n,na sel uryiu/ru tumlii SPJ

{r.s4.lrl6u^
U)sdMln

irti

5is Pqu

Angg.fm
B.d

Eu$n

trir

t,
Srdat

t&
Eulal

fi

E{hrr

ili

5,
&rlal

mt

iuMuH

a ;ir-::

-a':t -a a.
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todc

tuftlfi{ Bulan

rnr

td
Eulitl

ml

tuiio
[)t

ri tt
Mas
lrk

I
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e. Ilustrasi Forrnat SPJ Fungsional

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

Tahun Anggaran

LATffAX PTiIAIIGGUTIOJAWAEI'{ OTXOAIIAftA tfIrcET$iAT
(s?J fl,x6$1fr{Au

fuha:"'-*,

entstu u,,

P?qiuu AEgd.r
0,r,aptBn o:eh.

Eelldaisra Paryebiras

@ m
flim.

ii*.-.-......

srl tS 6!ii sPr 1.5 6.nrE &{r rasr ,P, Ur/6U/n
hnlah(ode

SdlnrbB
Uria rn

&r.*
th

8d,n

tlt
&nr
iri

iil
Edar

lah

&lao
d

0{hn

ini

fu, ai 9,
Irsdr/6ur
ulr.dM

iEi

Sir. P4u

lalfafal

luttuH
':': --:ii

b Pfi!1

J 
'Ph:3

;:- "
c P9r,:3

rI
rI

SKPK:

$Lma

fl*,..*.-.

ad

Euh
iri

Jj
Edari

irfu

id
8{lnn

mt

tt
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T. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAANSUB KEGIATANYANG
MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN
1. Ketentuan Umurn

Pelaksanaan dan Penatausahaan Sub Kegiatan yang
Melampaui Ta}.un Anggarari adatah pelaksanaan pekerjaan
yang belum selesai sarnpai dengan tahun anggaran berakhir
yang disebabkan keadaan yang di luar kendali pemerintah
Daerah dan penyedia barang jasa atau kondisi kabar (force
majeure) sesuai peraturan perrrndang-undangal,
penyelesaian pekerjaan dan pembayarannya dilakukan pada
tahun €rnggaran berikutnya.
Ketentuan umum terkait pelaksanaan dan penatausai.aan sub
kegiatan yang melampami tal-un anrggaran sebagai berikut:
a. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan

perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengarr
ketentuan peratura-rr perundang-undangan pada tahun
anggaran berkenaan yang melampani taliun anggaran dapat
terjadi akibat:
1) keterlarnbatan pembayaran terhadap pekerj aan yang

telah diselesaikan 1OO7o pada tahun berkenaan;
2) perpanjangan waltu pelaksanaan pekerjaan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;

3) keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan / atau
penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force
rnaj eure) sesuai peraturan perundang-undangan

4) kewqjiban lainnya pemerintah daeratr sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain
hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.

b. Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran
terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan looo/o pada
tal.un berkenaan, pemerintah daeral. melakukan tahapan
sebagai berikut:
1) melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang

Penj abaran APBK dan diberitahukan kepada pimpinan
DPRK untuk selaljutnya ditampung dalam eanun
tenta-rrg Perubahan APBK;

2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan
dalam prograrn, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode
rekening berkenaan.

3) mengesal.kan DPA SKPK atau Perubahan DpA SKpK dan
SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

c. Pelaksanaan perrrbayaran atas perpanj angan waktu
pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur rnengenai pengadaan
barang dan jasa, pernerintah daeratr m.elakukan tal. apan
sebagai berikut:
1) melakukan Perubahan Peraturan Bupati tenta_rrg

Penjabaran APBK dan diberitahukan kepada pimpinan
DPRK untuk selanjutnya ditarnpung dalam eanun
tentang Perubahan APBK;
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2) pernbayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan
dalan prograrn, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode
rekening berkenaan.

3) mengesahkan perubahan DPA-SKPK dan SPD sebagai
dasar pelaksanaan pembayaran.

4) Pelaksanaan pekerj aan / pernbayaran atas keadaan di luar
kendali Pemerintah Daerah dan/ atau penyedia barang
dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeur.e) sesuai
peratrlran perundang-undangan, pernerintah daerah
melakukan tahapan sebagai berikut:

5) kepala SKPK rneneliti sebab-sebab terjadinya
keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun
anggaran yang berkenaan untuk mernastikan bahwa
keterlambatan penyelesaian terj'adi bukan karena
kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna
barang dan jasa;

6) Bupati menetapkan keadaan katrar (force majeure) sesuai
peraturan perundang-undangan;

7) melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang
Penj abaran APBK dan diberitahukan kepada pirrrpinan
DPRK untuk selanjutnya ditarrrpung dalarrr eanun
tentang Perubahan APBK;

8) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan
dalarn prograrn, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode
rekening berkenaan.

9) mengesahkan DPA SKPK atau Perubahan DPA SKpK dan
SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

d. Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya
pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan
yang bersifat tetap, pemerintah daerah melakukan tahapan
sebagai berikut:
1) Kepala SKPK meneliti dasar pengakuan kewajiban

pemerintah daerah sebagai dasar peng€rnggaran dalam
APBK;

2) melakukan Perubahan Peraturan Bupati tenta_ng
Penjabaran APBK dan diberitahukan kepada pimpinan
DPRK untuk selanjutnya ditampung dalam eanun
tentang Perubahan APBK;

3) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan
dalarn prograrn, kegiatan, dan srrb kegiatan serta kode
rekening berkenaan.

4) mengesal.kan DPA SI(PK atau Perubahan DpA SKpK dan
SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

e. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pernbayaran atas
ikatan perj anj ian / kontrak/ perikatan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun
anggaran berkenaan yangr:relarrrpaui tahun angga-ran, harus
dilakukan reviu terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

f. Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar pemerintah
daerah untuk rnenganggarkan dalarn Perubahan Peraturan
Bupati tentangpenj abaran APBK;
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g. Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang
melampaui tahun anggar€rn diatur dalam peraturan Bupati.

U. BEI-ANJAWAJIB DAN MENGIKAT
1. Ketentuan lJmum

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja ya-ng harus
dikeluarkan dalarn rangka pemenuhan pelayanan dasar
masyarakat. Belanja yang bersifat mengikat merrrpakan
belanja yang dibutuhkan secara terus menerLls dan harus
dialokasikan oleh pemerintatr daerah dengan jurnlah yang
cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tatrun anggaran
yang berkenaan.
Beberapa ketentuan rlmtlm terkait pelaksanaan angg€rr€rn
untr.rk belanja yang bersifat wajib dan rrrengikat adalah:
a. Dalam hal Bupati dan DPRK tidak mengambil persetujuan

bersama dalarn waktu 60 (enarn puluh) hari sejak
disampaikan ranc€rngzrn Peraturan Daerah tentang APBK
oleh Bupati kepada DPRK, Bupati men5,'usun rancangan
Peraturan Bupati tentang APBK paling tinggi sebesar angka
APBK tahun anggaran sebelurnnya.

b. Rancangan Peraturan Bupati tentarrg APBK sebagaimana
dimaksud di atas diprioritaskan untuk belanja yang bersifat
mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur
beberapaketentuan sebagai berikut:
a. Dalam hal terdapat belanja yang sifatnya wajib dan

mengikat sebelum DPA-SKPK disahkan, maka BUD dapat
membuat SPD-nya tanpa menungglr DPA disahkan setelah
diterbitkan peraturan Bupati tenta-rrg belanja wajib dan
mengikat.

b. Tidak tertutup kemungkinan jika periode SPD r.rntuk
masing-rnasing SKPK berbeda-beda. Misalnya Dinas
Pendidikan, SPD diberikan tiap bulan karena kebutuhan
dana yang sangat besar sedangkan Kantor Catatan Sipil
penerbitan SPD diberik€rn per triwulan.

c. Pembayaran atas beban APBK dapat dilakukan berdasarkan
SPD, atau DPA-SKPK, atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SPD.

2. Ketentuan Pelaksanaan
Keterrtuan pelaksanaan anggar€rn untuk belanj a yang sifatnya
wajib danmengikat dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
a. Dalarn hal keterlambatan perretapan APBK
b. Dalarn hal dokumen belum siap.

V. SUB KEGIATAN YANG BERSIFAT TAHUN JAMAK
Sub Kegiatan TaJlun Jarnak adalah sub kegiatan yang
dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu)
tal.un urnggzrran yang pekerj aannya dilakukan melalui kontrak
tahun jamak.
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Peraturan Bupati ini rnengatur ketentuan terkait sub kegiatan
yang bersifat tahun jamak sebagai berikut:
a. Dalarn melaksanak€m sub kegiatan yang bersifat tahun jamak

(multigears), harus ditetapkan terlebih dahulu dengan
Peraturan Daerah (rancangan Peraturan Menteri).

b. Penganggara-n Sub Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas
persetujuan bersama antara Bupati dan DPRK.

c. Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRK ditandatangani
bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.

d. Peraturan Daerah (Persetujuan bersama antara Bupati dan
DPRK) tahun jamak sekurang-kurangnya memuat:
1) nama sub kegiatan;
2 jangka wal<tu pelaksanaan sub kegiatan;
3 jumlah anggaran; dan
4 alokasi €rngga-ran per tahun.

e. Sub Kegiatan tahun j arnak dengan kriteria rneliputi:
1) Pekerj aan Konstruksi atas pelaksana€rn Sub Kegiatan yang

secara teknis merupakan satu kesatuan untuk
mengtrasilkan satu output yang memerlukan waktu
penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau

2) Pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut
sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun
anggzrran seperti pen€rnzrrnan benih/bibit, penghijauan,
pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di
rumah sakit, layanan pembangunan sampah dan pengadaan
jasa cleaning service.

3) Jangka waktu pelaksanaan tahun jarnak tidak melarnpaui
masa j abatan Bupati.

4) Dalam hal pelaksanaan ta}un j^r..ak, 111asa j abatan
Bupati berakhir sebelum akhir tahun anggzrrzrn, sub
kegiatan tahun j arnak dirnaksud dapat diselesaikan sarnpai
berakhirnya tahun anggaran.

W. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Pelaksanaan dan Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan
Daerah adalah sebagai berikut:
a. Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan

pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala
SKPKD.

b. Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daeratr dilat<ukan
melalui Rekening Kas (Jmum Daerah.

c. Dalarn hal penerirnaan dan pengeh.raran Pernbiayaan Daeral-
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
tidak dilakukan melalui Rekening Kas lJrnum Daerah, BUD
melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan
pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut

d. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tatrun sebeh:mnya
digunakan dalam tahun arrggaran berjalan untuk:
1] menutupi defisit anggaran;
2) mendanai kewajiban Pernerintah Daerah yang belurn

tersedia anggar.uurya;
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3) membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi
daerah yang rnelarnpaui anggaran yang tersedia
rnendahului Perubahan Qanun tentang ApBK;

4J melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
5) rnendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai ASN akibat

adanya kebij akan Pernerintah;
6) mendanai Progrann dan Kegiatan yang belurn tersedia

a-rrggarannya; dan / atau
7) rnendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerj anya

ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DpA SKPK
tahun .rnggarar berjalan, yang dapat diselesaikan sampai
dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun
anggaran berj alan

e. Pernindahbukuan dari rekening Dana cadanganke Rekening
Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana
penggunaan D ana cadangan sesuai peruntukannya.

f. Pemindahbukuan dari rekening Dana cadanganke Rekening
Kas lJmurn Daerah dilakukan setelah jurnlah Dana
cadanganyang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah
tentang pembentukan Dana cadanganyang bersa-rrgkutan
mencukupi.

g. Pemindahbukuan paling tinegi sejumlah pagu Dana
cadanganyang akan digunal<an sesuai perrntukannya pada
tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana
Cadangan.

h. Pemindahbukuan dari rekening Dana cadanganke Rekening
Kas Urnum Daerah dilakukan dengan slrrat perintah
pemindahbukuan oleh KuasaBUD atas persetujuan ppKD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur
beberapa ketentuan sebagai berikut:
a. Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa

BUD akan melakukan pencatatan atas penerimaan
pembiayaan pada Buku Kas Penerimaan dan pengeh.raran
(BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan pengeluaran
pernbiayaan dicatat di Buku Kas Penerirnaan dan pengeluaran
(BKPP) pada sisi pengeluaran.

b. Terhadap penerimaan dan pengelu€rran yang telah mendapat
pengesahan BUD, Kuasa BUD rnencatat penerirnaan
pembiayaan di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKpp)
pada sisi penerirraaan, sedangkan pengeluaran pembiayaan
dicatat di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKpp) pada
sisi pengeluaran.

c. Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan atas
pemindahbukr.ran dari rekening Dana cadanganke RKUD
menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran
Pem biayaan (BKPP).

d. Penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinj arnan
Daerah melalui RKUD.
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e. Pembukuan pemberian pinjaman dan penerimaan kas atas
Penerirnaan Kernbali Pemberian Pinj aman Daerah
menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran
Pernbiayaan dan dicatat oletr Kuasa BUD untuk pemberian
pinj arnan pada sisi pengeluaran dan penerirnaan kas atas
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada sisi
penerimaan.

f. Pinjaman Daerah merupakan sernua transaksi yang
mengakibatkan daera1. rnenerima sejumlah uang atau
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga
daerah tersebut dibebani kewajiban untuk mernbayar kembali,
yang bersumber dari:
1) pemerintah pusat;
2J pemerintah daeral. lain;
3l lembaga keuangan bank;
4) lembaga keuangan bukan bank; dan
5) rnasyarakat.

g. Pelaksanaan dan penatausahaarr atas Pinj a:rran Daerah dari
pemerintah pusat dilaksanakan melalui:

h. pembayaran langsung;
i. rekening ktrusus;
j. pernindahbukuan ke RKUD;
k. letter of credit; dan
l. pembiayaan pendal.uluan.
m. Pembukuan penerimaan kas atas Pinj annarr Daerah

menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi
penerimaan.

n. Tata cara pelaksanaan Pinjaman Daerah diatur dalam
Peraturan Bupati dengan rnengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

o. Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan
Pengeluaran Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan peraturan
Bupati.

p. Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan rnemuat inforrnasi,
aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang
dilal<ukan secara elektronik.

X. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pengaturan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengeluaran
Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut:
a. Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan

pengeluaraan Pembiayaan Daera}. dilakukan oleh kepala
SKPKD.

b. Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan
rnelalui Rekening Kas lJrnum Daerah.

c. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah
sesr.rai dengan ketentua-rr peraturan perundang-undangan
tidak dilakukan melalui Rekening Kas tJmum Daerah, BUD
melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan
pengeluaran Pembiayaan Daeral. tersebut.
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d. Pengalokasian angg€rr€rn untuk pembentukan Dana
cadangandalarn tahun €rnggaran berkenaan sesuai dengan
jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
pembentukan Dana Cadangan.

e. Alokasi anggaran dipindah bukukan dari Rekening Kas Umum
Daerah ke rekening Dana Cadangan.

f. Pemindahbukuan dilakukan dengan surat perintah Kuasa
BUD atas persetujr.ran PPKD Dalarn rangka pelaksanaan
pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD berkewajiban untuk:
1) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang

diterbitkan olehkepala SKPKD;
2J menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pernbiayaan

yang tercanturn dalarn perintah pembayaran;
3J menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan
4) menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran

atas pengeluar€rn Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan
yang ditetapkan Terkait hal tersebut di atas, Peraturan
Bupati ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:
a. Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa

BUD akan melakukan pencatatan atas penerimaan
pernbiayaan pada Buku Kas Penerimaan dan pengeluaran
(BKPP) pada sisi penerirnaan sedangkan pengeluaran
pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerirnaan dan pengeluaran
(BKPP) pada sisi pengeluaran.

b. Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telatr mendapat
pengesafran BUD, Kuasa BUD rnencatat penerimaan
pembiayaan di Buku Kas Penerirnaan dan Pengeluaran (BKpp)
pada sisi penerimaaan, sedangkan pengeluaran pembiayaan
dicatat di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPp) pada
sisi pengeluaran.

c. Melunasi kewajiban bunga dan pokok hutang untuk
penyediaan angga-ran pembayaran bunga dan pokok hutang
serta menghindari denda dan/atau sanksi sesuai dengan
perj anjian pinj arnan.

d. Dana cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada rekening
tersendiri untuk Dana cadangan pada Bank Umum yang
ditetapkan Bupati dalam bentuk deposito dan/ atau investasi
j angka pendek lainnya yang beresiko rendah.

e. Dalam tral terdapat bunga Dana cadangan atas pemanfaaatan
Dana cadangan Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat
Bunga Dana cadangan sebagai Lain-lain PAD Yang Sah.

f. Bunga Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai
kebutuhan Pemerintah Daerah melaksanakan Sub Kegiatan
dalarn mencapai indikator capaian sasaran yang telah
ditetapkan.

g. Penggunaan Dana cadangan hanya untuk melaksanakan satu
sub kegiatan berdasarkan indikator dan target capaian sasaran
yang telal. ditetapkan.

h. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik
negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan
dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.

i. Penyertaan rnodal daerah dalarl bentuk r.rzrng merupakan
bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan
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rnendapat hak kepemilikan.
j. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang rnilik

daerah merupakan pengalihan kepemilikan barang milik
daerah yang semula merrpakan kekayaan yang tidak
dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk
diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada badan
usaha milik negara, badan usatra milik daerah, atau badan
hr.rkum lainnya yang dimiliki negara.

k. Pemindahbukuan atas penyertaal modal daerah dalarn bentuk
uang dilakukan oleh Kuasa BUD dengan berdasarkan
dokumen antara lain:

I. Peraturan Daerah tentang penyertaan modal;
m. Bukti transfer atas penyertaan modal dari RKUD.
n. Pembukuan atas pemindal.bukuan dan pemindahtanganan

atas penyertaarr modal daerah menggunakan Buku
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiaya€rn.

o. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan
hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan penjualan
kekayaan daerah yang dipisahkan.

p. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
q. Dokurnen yang digunakan dalam hasil penjualan kekayaan

daerah yang dipisahkan antara lain:
1) Peraturan Daerah tentang hasil penjualan kekayaan

daerah yangdipisahkan;
2) Bulrti hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisatrkan;
3J Nota kredit atas pernindahbukuan ke RKUD.

r. Pembukrlan atas Pemindahbukuan hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan dilakukan oleh Kuasa BUD
menggunakan Buku Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

s. Pemberian Pinjaman Daerah dapat dilakukan apabila APBK
diperkirakan surplus.

t. Pengalokasian anggaran untuk Pemberian Pinjaman Daerah
dalarn tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBK dengan
rnengacu pada perjanjian pemberian pinjaman/pemberian
utang.

u. Tata cara Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan
Kembali Pemberian Pinjaman Daeratr diatur dalam Peraturan
Bupati.

v. Pengalokasian anggaran untuk pembayaran pokok utang yang
jatuh tempo dalann tatrun anggarzrn berkenaan sesuai dengan
jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBK
dengan rnengacu pada perjanjian utang/ obligasi daeratr.

w. Pembayaran pokok utang yang j atuh tempo dilakukan
pembebanan melalui RKUD.

x. Pembukuan pengeluaran kas atas pembayaran pokok utang
yang jatuh tempo menggunakan Buku Kas Penerimaan dal
Pengeluaran Pem.biayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi
pengeluaran.
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y. Tata cara pernbayaran pokok utang yang jatuh tempo diatur
dalam Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan
peraturan perundang- undangan.

z. Sistern dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan
Pengeluaran Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan peraturan
Bupati.

aa. Penatamsahaan Pengeluaran Pembiayaan memuat informasi,
aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang
dilakukan secara elektronik.
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BAB VI
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA DAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI-ANJA KABUPATEN

A. LAPORAN REALISASI APBK SEMESTER PERTAMA
1. Ketentuan ljrnrlm

Laporarr Realisasi APBK Semester Pertama mengungkapkan
laporan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang
menunjukkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian
sumber daya ekonomi serta ketaatannya terhadap APBK
selarna periode Januari-Juni tahun anggaran berkenaan.
Laporan Realisasi APBK Semester Pertama menggambarkan
perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam
periode Januari-Juni pada tahun anggErran berkenaan serta
menyajikan unsllr- unsrlr sebagai berikut:
a. Pendapatan-LRA;
b. Belanja;
c. Transfer
d. Surplus/Defisit-LRA
e. Pembiayaan
f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
Ketentuan umum dalam Iaporan Realisasi APBK Semester
Pertama adalal. sebagai berikut:
a. Pemerintah Daeratr men5rusurr Laporan Realisasi Semester

Pertama APBK dan prognosis untuk 6 (enam) bulan
berikutnya.

b. l,aporan disampaikan kepada DPRK paling larnbat pada
akhir bulan Juli tahun €rnggaran berkenaan.

2. Ketentuan Pelaksanaan
Bagian 1: Laporan Realisasi APBK Semester pertarna SI(pK
a. Berdasarkan laporan pertanggungiawaban penerimaan

bulanan dari bendahara penerirnaan dan laporan
pertanggungiawaban pengeluaran dari Bendahara
Pengeluaran, PPK SKPK menyiapkan laporan realisasi
APBK semester pertarna dan prognosis SKpK dengan cara:
1] Menggabungkan nilai realisasi penerimaan dan

pengeluaran dalam laporan pertanggungiawaban
penerimaan bulanan dan laporan pertanggungjawaban
pengeluaran bulanan per rekening dan jenis
penerimaan belanja dari bulan Januari s.d. Juni.

2) Jumlah realisasi penerimaan dan pengeluaran per jenis
belanja hasil penggabungan tersebut dirnasukkan ke
dalarn format laporan realisasi APBK semester pertarna
dan prognosis SKPK pada kolorn realisasi semester
pertama.

3J Mengisi kolom sisa anggaran dengan selisih antara
anggaran dan penerimaan.

4) Mengisi kolom prognosis dengan sisa angg€tran
ditambah dengan nilai rencana perubahan a-rrggaran.



b

266

PPK SKPK menyerahkan laporan realisasi APBK semester
perta-rna dan prognosis SKPK kepada Kepala SKPK selaku
PA untuk ditandatangani.
Kepala SKPK selaku PA melakukan verifikasi untuk
rneneliti ketepatan, kelengkapan dan kevalidan
perhitungan dalarn penyajian data dan informasi yang
tercantum pada laporan realisasi APBK sernester pertama
dan prognosi SI(PK yang diseratrkan oleh PPK SKPK.
Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, Kepala SKPK
selaku PA rnenandatangani laporan realisasi APBK
semester pertarna dan prognosis SKPK.
Kepala SKPK selaku PA menyarnpaikan laporan realisasi
APBK semester pertarna dan prognosis SKPK yang telah
ditandatangani kepada PPKD selaku BUD paling lambat 10
hari setelah semester pertarna berakhir.

Baqian 2: Laporan Realisasi APBK Semester Pertama

c

d

e

Pemerintah Daerah
a. Berdasarkan laporan realisasi APBK semester pertama

dan prognosis yang diajukan oleh Kepala SKPK selaku
PA, BUD melakukan verifrkasi dengan langkah-langkah
meneliti kesesr.raian laporan realisasi APBK semester
pertarna dan prognosis SKPK dengan:
1l pencatatan dan penyetora_rr penerimaan; dan
2) pencatatan serta pencairan dana untuk belanja SKpK

yang adadi BUD
b. Dalam hal verifikasi dinyatakan telah sesuai, BUD

menggabungkan laporan realisasi APBK semester pertarna
dan prognosis SKPK menjadi laporan rea'lisasi APBK
sernester pertama dan prognosis Pemerintatr Daeratr paling
lambat minggu kedua bulan juli

c. Draf laporan realisasi APBK semester pertarna dan
prognosis Pernerintah Daeratr hasil penggabungan tersebut
disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator
Pengelolaan keuangan daerah untuk mendapatkan
persetujuan.

d. Setelah disetujui, draf tersebut difinalkan kemudian
disampaikan kepada Bupati untuk ditandatangani paling
lambat minggu ketiga bulan juli.

e. Bupati menyampaikan laporan realisasi APBK sernester
pertama dan prognosis Pemerintah Daerah kepada DPRK
palinA larnbat akhir bulan juli.

B. PRASYARAT PERUBAHAN APBK
Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait perubahan
APBK sebagai berikut:
1. Laporan realisasi sernester pertanaa APBK menj adi dasar

perubahanAPBK.
2. Perubahan APBK dapat dilakukan apabila terjadi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
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b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
angg€rran antar organisasi, antar unit organisasi, antar
Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;

c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggarErn
sebelurnnya harus digunakan dalarn tahun angga_ran
berjalan;

d. keadaan darurat; dan/ atau
e. keadaan luar biasa

C. PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS
1. Ketentuan Umum

Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait perubahan
KUA dan perubahan PPAS sebagai berikut:
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat

berupaterjadinya:
1) Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan

daerah;
2l penghematan atau tidak terealisasinya alokasi belanja

daerah; dan/ atau
3) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

b. Bupati memforrnulasikan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi KUA ke dalam ranc€aga_n perubahan KUA
serta perubahan PPAS berdasarkan perubaha_n RKPD.

c. Da-lam ranczrngan perubatran KUA disertai penjelasan
rnengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan
sebelumnya.

d. Dalam r€rncangan perubahan PPAS disertai penjelasan:
1) program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat

diusulkan untuk ditampung dalarn perubahan APBK
dengan mempertimbangkan sisa waktr.r pelaksanaan
APBK tahun a.nggaran berjalan;

2) capaian saszrran kinerja prograrn, kegiatan dan sub
kegiatan yang trarrs dikurangi dalam perubatran APBK
apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan

3) capaian sasaran kinerj a prograrn, kegiatan dan sr.rb
kegiatan yang trarus ditingkatkan dalam perubahan APBK
apabilamelarnpaui asumsi KUA.

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Bupati menJrusun rancangan perubatran KUA dan

rancangan perubatran PPAS berdasarkan perubahan RKPD
dengan tetap mengacu pada pedoman pen)rusunan APBK.
1) TAPK rnenyiapkan selurutr isi rancangan perubahan KUA

menggunakan data dan informasi terkait kebij akan
anggaran yang terdapat dalam perubahan RKPD.

2) TAPK menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan ppAS
menggunakan data dan informasi terkait prograrn
prioritas beserta indikator kiner1'a dan indikasi pendanaan
yang bersurnber dari perubalan RKPD.

b.Bupati rnenyampaikan rancang€rn perubahan KUA dan
rErrcanga-rr perubahan PPAS kepada DPRK.
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c. Bupati dan DPRK melakukan pembatrasan rancangan
perubatran KUA dan ranc€rngzrn perubahan PPAS.

d. Bupati dan DPRK melakukan penyepakatan bersarna
berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA
dan rancangan perubahan PPAS.

e. Kesepakatan terhadap ranc€rngarr rancang€rn perubahan KUA
dan rancangan perubahan PPAS dituangkan dalam nota
kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan
perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara
Bupati dengan pimpinan DPRK.

D. PERGESERAN ANGGARAN
l.Ketentuan ljmum

Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait pergeseran
anggaran sebagai berikut:
a. Pergeseran €rnggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar

unit organisasi, antar progrArn, antar kegiatan, antar sub
kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar
rincian objek dan/atau sub rincian objek.

b. Pergeseran anggaran terdiri atas:
1) pergeseran anggaran y€rng rnenyebabkan perubahan ApBK;

dan
2) pergeseran €rnggaran yang tidak menyebabkan perubahan

APBK.
c. Pergeseran arggaran yang menyebabkan perubaha-n APBK

yaitu:
1) pergeseran antar organisasi;
2) pergeseran antar unit organisasi;
3) pergeseran antar program;
4) pergeseran antar kegiatan,
5) pergeseran antar sub kegiatan;
6) pergeseran antar kelompok;
7) pergeseran antar jenis.

d. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan
APBKyaitu:
1J Pergeseran antar objek dalam jenis yang sarna. Pergeseran

ini dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daeratr.
2) Pergeseran antar rincian objek dalarn objek yang sarna.

Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan pPKD.
3) Pergeseran antar sr.rb rincian objek dalam rincian objek

yang sEuna. Pergeseran ini dapat dilakukan atas
persetujuan PPKD.

4) Perubahan atam pergeseran atas uraian dari sub rincian
objek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna
Anggaran.

e. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan
APBK yang dilakukan sebelurn perubahan APBK, dapat
dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati
tentang Penj abaran APBK terlebih dahulu. Ketika perubahan
APBK dilakukan, pergeser€rn angga-ran tersebut ditetapkan
dalarn Peraturan Bupati terrtang Perubahan penjabaran
APBK.

f. Pergeser€rn allggar€rn yang tidak menyebabkan perubahan
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APBK yang dilakukan setelah perubahan APBK ditampung
dalam laporan realisasi anggaran.

g. Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan
perubahan DPA-SKPK

h. Pada kondisi tertentu, pergeseran angg€rran yang
menyebabkan perubahan APBK dapat dilakukan sebelum
perubahan APBK melalui ketetapa_n Bupati dengan
diberitahukan kepada pimpinan DPRK. Kondisi tertentu
tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan
prioritas pembangunan baik di tingkat nasiona_l atau
daerah.

i. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan
APBK, pergeseran/perubahan angg€rrzrn ditampung dalarn
Qanun tentang Perubahan APBK. Jika pergeseran tersebut
dilakukan setelah Perubahan APBK, dilaporkan dalam
Laporan Realisasi Anggaran.

j. Pergeseran anggarzrn dilakukan dengan menJrusun
perubahan DPA- SKPK.

k. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perrbahan APBK
mengikuti ketentuan rnekanisme perubahan APBK.

l. Pergeseran angg€rran diikuti dengan pergeseran anggaran
kas.

m. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran
zrnggaran diatur dalarn Peraturan Bupati sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.Ketentuan Pelaksanaan
a. Pihak terkait SKPK mengusulkan pergeseran anggaran

berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/ sub
kegiatan

b. Atas usulan tersebut:
1) TAPK mengidentifikasi perubahan Qanun tentang APBK

yang diperlukan jika pergeseran anggaran rnengubah
Qanun tentang APBK;

2) Sekda/PPKD/Pengguna Anggaran memberikan
persetr{uan jika pergesera-n anggaran tidak mengubah
Qanun tentang APBK.

c. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
rnenyiapkan perubahan DPA SKPK sebagai dasar
pelaksanaal pergeserzrn angg€rr€rn. Perubahan DPA SKPK
tersebut disetujui oleh Sekda dan disahkan oleh PPKD.

E. PENGGUNAAN SILPA TAHUN SEBELUMNYA
Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait penggunaan
SILPA tatrun sebelumnya ddam perubahan APBK sebagai
berikut:
a. Keadaan yarg menyebabkan SILPA tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan
dapat berupa:
1) rnenutupi deficit anggaran;
2) mendanai kewa,jiban Pemerintah Daeratr yang belum

tersedia anggara.nnya;
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3) rrembayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi
daerah yang melarnpaui anggaran yang tersedia
mendahului perubahan APBK;

4l melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
5) rnendanai kenaikan gaji dan tunj angan Pegawai ASN akibat

adanya kebij akan Pemerintatr;
6J mendanai prograrn, kegiatan, dan sub kegiatan yang belurn

tersedia anggarannya; dan/ atau
7) mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kine4'anya

ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DpA SKPK
tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai
dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun
zrnggara-n bef a1an.

b. Penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya untuk
pendanaan pengeluaran tersebut di atas diformulasikan
terlebih dahulu dalarn Perubatran DPA-SKPK dan/atau RKA-
SKPK.

c. Mendanai kewajiban pemerintah daerah merupakan kewajiban
kepada pihak lain yang terkait dengan:
1l peke{aan ya-ng telah selesai pada tahun anggaran

sebelumnya; atau
2) akibat putusan pengadilan yang telah mernpunyai kekuatan

hukum tetap (inkracht) dan sudah tidak ada upaya hukum
lainnya.

d. Pekerjaan yang telah selesai merupakan pekerjaan yang telah
ada berita acara serah terima pekerjaan dan telah terbit SpM
narnun belum dilakukan pembayaran.

e. Pengangg€rra-n atas pekerjaan yang telah selesai pada tahun
anggaran sebelumnya harus dianggarkan kembali pada akun
belanja dalam APBK Tahun Anggaran berikutnya sesuai kode
rekening berkenaan dan dianggarkan pada SKpK berkenaan.

f. Penganggarar. atas akibat putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dan sudah tidak
ada upaya hukum lainnya harus dianggarkan kembali pada
akun belanja dalam APBK tahun anggar€rn berikutnya sesuai
kode rekening belanja berkenaan dan dianggarkan pada SKpK
berkenaan.

g. Tata cara pengangg€rran penggunaan SILPA tahun angg€rr€rn
sebelumnya terlebih dahulu melakukan perubahan atas
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK tahun anggarzrn
berikutnya untuk selanjutnya dituangkan dalam eanun
tentang Perubaharr APBK tahun anggaran berikutnya atanr
ditampung dalam laporan realisasi anggaran tragi pemerintah
daeratr yang tidak melakukan perubahan APBK tahun
anggaran berikutnya.

F. PENDANAAN KEADAAN DARURAT
Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait pendanaan
keadaan darurat sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum

a. Pemerintatr daerah mengusulkan pengeluaran untuk
mendanai keadaan darurat terrnasuk keperluan
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mendesak yang belurn tersedia anggarannya dalam
rancangan perubahan APBK.

b. Dalarn hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat
termasuk keperluan mendesak dilakrrkan setelah perubahan
APBK atau dalam hal pemerintah daerah tidak melakukan
perubahan APBK maka pengehlaran tersebut disampaikan
dalam laporan realisasi angg€rran dengan terlebih dahulu
melakukan Peraturan Bupati tentang Perubatran
Penjabaran APBK.

2. Ketentuan Pelaksanaan
Tata cara pelaksanaan pengguna€rn belanja tidak terduga
untuk mendanai keadaan darurat, keperluan mendesak
dan rremenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan diluar keadaan darurat dan
keperluan mendesak memedomani pengaturan dalam
belanja tidak terduga sebagairnana tercantum dalam BAB
III.D.4.

3. Dokumen Terkait
Ilustrasi dokumen pendanaan keadaan darurat antara lain
sebegai berikut:

RENCANA KEBUTUHAN
BELANJA KEADAAN

DARURAT
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

Tempat,
Tanggal
KEPALA SKPK

NAMA
NIP

No. Jenis
Kebutuhan

Satuan Perkiraan
Kebutuhan
Dana (Rp)

1

2
3
4

Dst

Total
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REKAPITULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA
PEMERINTAH KAI}UPATEN ACEH UTARA

Tempat,
Tanggal BUD

NAMA
Nip

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

SKPK:

Dengan ini menyatakan bal.wa saya bertanggung jawah penuh
atas kebenaran laporan penggunaan Belanja Tidak Terduga ini.
Dernikian laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Tempat,
Tanggal
KEPALA SKPK

NAMA
NIP

No. SKPK RENCANA
KEBUTUHAN

JUMLAH(Rp)

1

2
3
4
dst

Total

No. Uraian Anggaran Realisasi
(Rp)

Penyerapan
(Y"l

Capaian Output
Volume Satuan

Total
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REKAPITULASI LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK
TERDUGAPEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

Tempat,
TanggalBUD

NAMA
NIP

No SKPK PENGGUNAAN JUMLAH
(Rp)

REALISASI SELISIH
(Rp)

PERSENTAS
E

REALISASI
("/")

Total
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G. PENDANAAN KEADAAN LUAR BIASA
L. Ketentuan Umum

Peraturan Bupati ini rnembuat ketentrran terkait pendanaan
keadaan luar biasa sebagai berikut:
a. Perrrbahan APBK hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam

1 (satu) tal.un anggaran, kecuali dalam keadaan luar
tliasa.

b. Keadaan luar biasa rnerupakan keadaan yang
menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran
dalam APBK mengalarni kenaikan atau penurunan lebih
besar dari 5O7o (lirna puluh persen).

c. Ketentuan mengenai perubahan APBK akibat keadaan luar
biasa diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan
estimasi penerimaan dalam APBK mengalami kenaikan
lebih dari 5Oo/" (lima puluh persen) dapat dilakukan
penarnbahan sub kegiatan baru dan/ atau peningkatan
capaian sasaran kinerja prograrn, kegiatan dan sub
kegiatan dalarn tahun €rnggaran berkenaan.

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Penarnbahan sub kegiatan baru diformulasikan terlebih

dahulu dalam RKA-SKPK.
b. Penjadwalan ulang dan/ atau peningkatan capaian target

kinerja prograrn, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan
terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPK.

c. RKA-SKPK dan perubahan DPA-SKPK digunakan sebagai
dasar pen5rusunan rancangan Qanun tentang perubahan
Kedua APBK.

d. Dalam hal keadaan luar biasa yang rnenyebabkan estirnasi
penerimaan dalann APBK mengalami penurunan lebih dari
5O%" (lirna puluh persen) dapat dilatcukan penjadwalan
ulang dan/ atau pengurarrgan capaian sasaran kinerja
progra.rn, kegiatan dan sub kegiatan lainnya dalam tahun
€rnggaran berkenaan.

e. Penj adwalan ulang dan/ atarr pengurangan capaian sasararr
kinerja progr€un, kegiatan dan sub kegiatan diforrnulasikan
terlebih dahulu dala:rr perubahan DPA-SKPK.

f. Perubahan DPA-SKPK digunakan sebagai dasar
penJrusunan ranc€lrrgan Qanun tenta-rrg Perubahan Kedua
APBK.

H. PEI{YUSUNAN PERUBAHAN APBK
1. Ketentuan ljmurn

Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait pen5rusunarl
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagai berikut:
a. Pen5rusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS;

1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan
PPAS disampaikan kepada DPRK paling lambat minggu
pertama bulan Agustus dalern tahun angqaran
berkenaan untuk dibahas dan disepakati bersanna
antara Bupati dan DPRK.
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2) Kesepakatan terhadap ranczrngan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS dituangkan ke dalam
nota kesepakatan perubahan KUA dan nota
kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani
bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRK dalam
waktu bersarnaan paling lambat minggu kedua bulan
Agustu s dalam tahun angg€rran berkenaan.

3) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah
disepakati Bupati bersarna DPRK menjadi pedornan bagi
SKPK dalam men5rusun perubatran RKA-SKPK.

4) Tata cara pembahasarl ra.ncarrgan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, Wakil Bupati
menyampaikan rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS kepada DPRK,
menandatangani kesepakatan terhadap rancangan
perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta
rnenandatangani nota kesepakatan perrrbahan KUA dan
nota kesepakatan perubahan PPAS.

6) Dalam hal Bupati berhalangan sernenta-ra, Bupati
rnendelegasikan kepada Wakil Bupati untuk
menyampaikan ranc€rngan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS kepada DPRK,
menandatangani kesepakatan terhadap rancangarl
perubahan KUA dan rancangan peruba}-an PPAS serta
menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan
nota kesepakatan perubahan PPAS.

7) Da1arn hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap
atal'I sementara, pejabat pengganti Bupati
menyampaikan ranc€rngan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS kepada DPRK, sedangkan
penandatanganan kesepakatan terhadap rancangan
perubahan KUA dan rancangan perubahan PpAS serta
penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA
dal nota kesepakatan perubahan PPAS dilakukan oleh
pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat

yang berwenang, selaku pelaksana
tugas / penj abat/ penjabat sementara Bupati.

8) Dalam hal pirnpinan DPRK berhalangan tetap atau
sernentara dalarn waktu yang bersarnaan, pelaksana
tugas pimpinan DPRK menandatangani kesepakatan
terhadap ranc€rngan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS serta menandatangani nota
kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan
perubahan PPAS.

b.pen5rusunan perubahan RKA SKPK;
1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah

disepakati Bupati bersarrra DPRK rnenjadi pedoman SKPK
dalam men5rusrlnan RKA SKPK.
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2) Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS,
Bupati menerbitkan surat edaran tentang pedoman
penJrusunan perubahan RKA-SKPK sebagai acrlan kepala
SKPK dalam men5rusun perubahan RKA-SKPK.

3) Surat edaran kepala palinC sedikit rnemuat:
a) prioritas pembangunan daerah dan program,

kegiatan dan sub kegiatan yang terkait;
b) Alokasi plafon anggaran sernentara untuk setiap

program, kegiatan dan sub kegiatan SKPK;
c) batas waktu penyampaian perubahan RKA-SKPK dan

Perubahan DPA-SKPK kepada PPKD; dan
d) dokumen sebagai lampiran meliputi perrrbahan KUA,

perubahan PPAS, kode rekening APBK, format RKA-
SKPK, format Perubal.an DPA-SKPK, zutalisis standar
belanja, standar satuan harga, RKBMD dan pedoman
penyusunan APBK.

4) Surat edaran Bupati perihal pedoman pen5rusunan RKA-
SKPK dan Perubahan DPA-SKPK diterbitkan paling
larnbat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran
berjalan.

5) Perubahan KUA dan pembahan PPAS disampaikan
kepada SKPK disertai dengan:
a) program, kegiatan dan sub kegiatan baru;
b) kriteria DPA-SKPK yang dapat diubah;
c) batas waktu penyampaian RKA-SKPK dan Perubahan

DPA-SKPK kepada PPKD; dan/atau
d) dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening

perubahan APBK, format RKA-SKPK, format
Perubahan DPA-SKPK, aralisis standar belanja,
standar harga satuan dan RKBMD serta dokumen
lain yang dibutuhkan.

6) Penyarnpaian dilakukan paling lambat minggu ketiga
bulan Agustus tahun angg€rran berkenaan.

7) Kepala SKPK menJrusun perubahan RKA-SKPK
berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS serta
pedoman penJrusun€rn perubahan RKA- SKPK

8) Perubahan RKA-SKPK disampaikan kepada PPKD
sebagai bahan penJrusunan rancangan Qanun tentang
Perubahan APBK sesuai dengan jadwal dan tahapan
yang diatur dalam Peratr.rran Menteri tentang pedoman
penJrusunan APBK yang ditetapkan setiap tahun.

9) Ketentuan mengenai tata cara penJrusunan RKA-SKPK
berlaku secara mutatis mutandis tertradap penJrusunan
RKA-SKPK pada perrbahan APBK.

c. RKA-SKPK yang mernuat prograrn, kegiatan dan sub
kegiatan baru yang akan dianggarkan dalam perubahan
APBK yang telah disusun oleh SKPK disampaikan kepada
TAPK melalui PPI(D untuk diverifikasi.

d. Verilikasi dilakukan olel. TAPK untuk menelaah
kesesuaian antara perubal.arr RKA-SKPK dengan:
1) perubahan KUA dan perubal.an PPAS;
2) prakiraan maju yang telah disetujui;
3) dokumen perencanaan Iainnya;
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4) capaian Kinerja;
5) indikator Kinerja;
6) analisis standar belanj a;
7) standar harga satuan;
8) standar kebutuhan BMD;
9l RKBMD;
10) Standar Pelayanan Minimal;
ll)Program, kegiatan dan sub kegiatan antar RKA-SKPK.

e. Dalam hal hasil verifrkasi TAPK terdapat ketidalsesuaian,
kepala SKPK melakukan penyempurnaan.

f. Selain diverifikasi TAPK, RKA-SKPK juga direviu oleh
aparat pengawas internal pemerintah daerah (APIP) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. PPKD men5rusurr r€rncangan Qanun tentang Perubahan
APBK dan dokumen pendukung berdasarkan perubahan
RKA-SKPK yang telah disempurnakan oleh kepala SKPK.

h.Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK rnemuat
lampiran sebagai berikut:
1) ringkasan Perrrbahan APBK yang diklasifikasi menurut

kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;

2) ringkasan Perubahan APBK yang diklasifikasi menurut
urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

3) rincian Perubahan APBK menurut urus€rn pemerintahan
daerah, organisasi, progrzun, kegiatan, sub kegiatan,
akun, kelompok, jenis pendapatarl, belanja, dan
pembiayaan.

4) Rekapitulasi dan sinkronisasi Qanun tentang Perubal.an
APBK yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi
antara lain:
a) rekapitulasi perubatran betanja dan kesesuaian

menurut Llrusan pemerintahan daerah, organisasi,
program beserta hasil, kegiatan beserta keluaran, dan
sub kegiatan beserta keluaran;

b) rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan uru san pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan negara;

c) Rekapitulasi perubahan Belanja Untuk Pemenuhan
SPM;

d) Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan
Perrrbahan APBK;

e) Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBK;

fl Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan
Program Prioritas Daerah.

5) Informasi lainnya yang menunjang kebutr.rhan informasi
padaQanun tentang Perubaharr APBK antara lain:
a) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
b) daftar piutang daerah;
c) daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah

lainnya;



d) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
tetap daeral' dan aset lain-lain;

e) daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years);
f) daftar dana cadangan;
g) daftar pinj aman daerah.

i. Dokurren pendukung terdiri atas rrota keuangan dan
rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan APBK.

j. Rancangan Peratrral Bupati tentang Peqj abaran
Perubahan APBK mernuat lampiran sebagai berikut:
1) ringkasan perubahan penj abaran APBK yang

diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian
objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;

2) perubahan penjabaran APBK menurut urLrsarr
pemerintahan daerah, organisasi, progr€un, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan
sub rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

3) rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Bupati
perubahan penjabaran APBK yang disajikan berdasarkan
kebutuhan informasi antara lain:
a) daftar nafira perrerirna, alamat penerima, dan besaran

hibah;
b) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran

bantuan sosial;
c) daftar Nama Penerirna, Alamat Penerima, dan Besaran

Bantuan Keuangan bersifat rlmrlm dan bersifat
khusus;

d) Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
belanja bagi hasil;

e) Rincian dana otonorni khusus rnenurut rlrusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan,
sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek
dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

f) Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alarn /tambahan DBH-Minyak dan
Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daeratr,
organisasi, progr€urr, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,
jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek
pendapatan, belanj a dan pembiayaan;

g) Sinkronisasi kebij akan Pernerintal. Kabupaten pada
daerah perbatasan dalam rancarrga-rr Qanun tentang
Perubahan APBK dan r€rrrcangan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Penjabaran APBK dengan prograrn
prioritas perbatasan Negara.

4) Inforrnasi lainnya yang menunjang kebutuhan inforrnasi
pada Peraturan Bupati tentang Perubal. an Penjabaran
APBK.

k. Penganggaran pendapatan, belanj a, dan pembiayaan dalarn
rancangan Peraturan Bupati tenta-ng Perubahan

l. Penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai

278
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dasar hukurn pendapatan.
rn. Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar

hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat
khusus dan/atau sudatr diaratrkan penggunaannya, dan
sumber pendanaan sub kegiatan.

n. Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai
dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk
kelorrpok penerirnaan pembiayaan, dan tujuan
pengeluaran pembiayaan untuk kelornpok pengeluaran
pembiayaan.

o. Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK yang telah
disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.

p. penJrusunan perubahan DPA SKPK
1) DPA-SKPK yang dapat diubah berupa peningkatan

atau pengurangan capaian sasaran kinerj a prograrn,
kegiatan dan sub kegiatan dari yang telah ditetapkan
semula.

2) Peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerj a
progr€rrn, kegiatan dan sub kegiatan diforrnulasikan
dalarn perubahan DPA-SKPK.

3) Perubahan DPA-SKPK mernuat capaian sasaran kinerja,
kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan,
belanja, dan pembi ayaan baik sebelum dilakukan
perubahan rnanpun setelah perrrbatran.

2. Ketentuan Pelaksanaan
Baoian I: Penuusunan Pentbahon I{UA dan Perubahan PPAS
a. Bupati men5rusun rancangan perubahan KUA dan

r€rncangzrn perubahan PPAS berdasarkan perubahan
RKPD dengan langkah sebagai berikut:
1) TAPK menyiapkan selurutr isi rancangan perubahan

KUA rnenggunakan data dan informasi terkait kebij akan
anggara-n yang terdapat dalam perubahan RKPD;

2) TAPK menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan
PPAS menggunakan data dan informasi terkait progr€un
prioritas beserta indikator kinerj a dan indikasi
pendanaan yang bersurnber dari perubahan RKPD.

b. Bupati menyampaikan rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS kepada DPRK.

c. Bupati dan DPRK melakukan pembahasan ranczrng€rn
perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
Pernbal. asan tersebut merrgacu pada muatan r€rncangan
perubal. an KUA dan rancangan perubahan PPAS.

d. Bupati dan DPRK melakukan kesepakatan bersama
berdasarkan hasil pembal. asan r€rrrcarrgan perubahan
KUA dan rancangan perubahan PPAS.

e. Kesepakatan terhadap r€rncangan rarrcangan perubatran
KUA dan ra-nc€rrrga-n perubahan PPAS dituangkan dalam
nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan
perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara
Bupati dengan pimpinan DPRK.
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Baqian II: oenuusunan perubahan RI(A SI(PK;
a. Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS yang

telah disepakati bersarna Bupati dan pimpinan DPRK,
TAPK rnen5rusun rancangan Surat Edaran tentang
Pedoman Pen5rusunan Perubahan RKA-SKPK.

b. TAPK menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang
Pedoman Pen5rusunan Perubahan RKA-SKPK ke Bupati
untuk diotorisasi.

c. Bupati menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman
Pen5rusunan Perubahan RKA- SKPK sebagai acuan Kepala
SKPK dalam menlrusun perubahan RKA-SKPK.

d. Kepala SKPK men)rusun perubahan RKA-SKPK
berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS serta
SE KDH tentang Pedoman Pen5rusrrnan Perubahan RKA-
SKPK.

e. Kepala SKPK menyannpaikan perubahan RKA- SKPK
kepada PPKD sebagai bahan penJrusunan rancErngan
Qanun tentang Perubahan APBK.

Baqian III: oenuusunan pentbaLtan oentbahan APBK
a. Kepala SKPK menyarnpaikan perubahan RKA-SKPK yang

akan dianggarkan dalam perubahan APBK yang telah
disusun oleh SKPK kepada TAPK melalui PPKD untuk
diverifikasi.

b. PPKD melakukan verifikasi atas perrrbahan RKA-SKPK
yang telah disusun oleh Kepala SKPK.

c. Jika terdapat ketidaksesuaian, TAPK meminta Kepala
SKPK untuk melakukan penyempurrraurr.

d. PPKD menJrusun rancangan Qanun tentang Perubahan
APBK dan dokumen pendukung berdasarkan perubahan
RKA SKPK yang telah disempurnakan oleh kepala SKPK.

e. PPKD menyampaikal r€rncang€rn Qanun tentang
Perubahan APBK kepada Bupati.

Baqian IV: oenuusunan perubalwn DPA SI{PK:
Kepala SKPK melakukan perubahan DPA SKPK mencakup
perubahan berupa peningkatan atau pengurangan capaian
sasaran kinerj a program, kegiatan dan sub kegiatan dari
yang telah ditetapkan sernula.
Dokumen Terkait
. Perubahan KUA
. Perubahan PPAS
. Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
. Susunan Nota Keuangan Perubahan APBK
. Perubahan DPA-SKPK

Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK beserta
lampiran

. Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK
. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penj abaran

Perubahan APBK beserta larnpiran
Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Penjabaran APBK.

a.

b
c
d
e
f.

c
h

1



a. Ilustrasi Format Perubahan KUA

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH IPERUBAHAN KUA)
TAHUN ANGGARAN....

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang penyusurran Perubahan Kebij akan Umum APBK

(KUA)
1.2 Tujuan penJrusunan Perubahan KUA
1.3 Dasar (hokum) pen)rusunan Perubahan KUA

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
2.1 Arah kebij akan ekonorni daerah
2.2 Arah. kebijalan keuangan daerah

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBK
3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN
3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubatran APBK

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
4.1 Kebij akan Perubahan perencanaan pendapatan daeratr yang

diproyeksikan
4.2 Perubahan Target pendapatandaerah meliputi Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan
Daeral. yang Sah

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
5.1 Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja
5.2 Rencana perubahan belanj a operasi, belanja modal, belanja

transfer dan belar{a

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 Kebij akan perubahan penerirnaan pernbiayaan
6.2 Kebij akan perubahan pengeluaran pembiayaan

VII. STRATEGI PENCAPA]AN
Pada bab ini rremuat langkah konkret dalam mencapai target.
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VIII.PENUTUP
Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hat lain yang
disepakati DPRK Bupati dan perlu dimasukkan dalam
Perubahan Kebijakan lJmum APBK.
Demikianlah Perubahan Kebija1<an lJmum APBK ini dibuat untuk
menjadi pedoman pen5rusun€rn Perubahan PPAS dan Rancangan
Perubahan APBK Tahun Anggaran Berkenaan.

Pimpinan DPRK ;;#Tff;l;;;

Nama Nama

oirtrrtrft
BI*i

tri!tr
i rrr<
Bllti
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b. Ilu strasi Format Perubahan PPAS

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA PERUBAHAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

(PERUBAHAN PPAS)
TAHUN ANGGARAN ....

I. PENDAHULUAN

II. RENCANA PENERIMAAN DAERAH

III. PRIORITAS BELANJA DAERAH

IV. PI-AFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

VI. PENUTUP
Demikianlah Perrba-}.an PPAS APBK Tahun Anggaran .......
dibuat r-ntuk rnenjadi pedornan bagi Pernerintah Daerah dalam
menJrusun Rancangan Perubahan APBK TA ....... Pada Bab ini
juga berisikan kesepakatan lain arrtara Pemerintah Daerah dan
DPRK terhadap Perubahan PPAS.

Pimpinan DPRK
........,....Tangga1,.................

Bupati Aceh Utara

Nama Nama

fE:n-)

IilHJ @
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NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH UTARA
NOMOR....

TANGGAL....

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM

APBKTAHUN ANGGARAN .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama

Jabatan : Bupati Aceh Utara.
Alamat Kantor :

bertindak selaku dan atas nama pemerintah
Kabupaten Aceh Utara
2. a. Nama :...................

Jabatan : Ketua DPRK ACEH UTARA.
Alamat Kantor

b. Nama
Jabatan : Wakil Ketua DPRK ACEH UTARA
Alamat Kantor :

c. Nama :

Jabatan :

Alamat Kantor :

d. Dst

Wakil Ketua DPRK ACEH UTARA

sebagai Pimpinan DPRK bertindak selaku dan atas nama
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) ACEH UTARA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) diperlukan
Perubahan Kebijakan Umum APBK yang disepakati Bersama antara
DPRK dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai
dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara APBK TA ....

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap
Perubahan Kebijakan Umum APBK yang meliputi perubahan asumsi-
asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RPAPBK) Tahun Anggaran ,

perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan
daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBK TA ....
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Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA ........ disusun
dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam
penyusunarl Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Tahun Ansgaran

Tanggal
Pimpinan DPRD

Kabupaten Aceh Utara
Selaku,

Pihak Kedua

Nama
Nama
Ketua

Nama
Wakil Ketua

Nama
Wakil Ketua

Bupati Aceh Utara
Selaku,

Pihak Pertama

@
@

@

@
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NOTA KESEPAKATANANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARADENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR....
TANCGAL...

TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama

Jabatan : Bupati Aceh Utara
Alamat Kantor
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Aceh
Utara

2. a. Nama
Jabatan
Alamat Kantor

b. Nama
Jabatan
Alamat Kantor

c. Nama
Jabatan
Alamat Kantor

: Ketua DPRK Kabupaten Aceh Utara

: Wakil Ketua DPRK Kabupaten Aceh Utara

: Wakil Ketua DPRK Kabupaten Aceh Utara

sebagai Pimpinan DPRK bertindak selaku dan atas nama
Dewan Perwakilan RakyatKabupaten (DPRK) ACEH UTARA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (PAPBK)
perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRK dengan
Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten (RAPBK) Tahun Anggaran ....
Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan
antara DPRK dan Pemerintah Daerah tentang..,,Perubahan
kebijakan Umum APBK TA....., para pihak sepakat terhadap
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi
rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan
daerah TA Perubahan prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon
Anggaran Sementara berdasarkan Urusan pemerintahan dan
Program/ Kegiatan/ sub Kegiatan, dan rencana perubahan
pembiayaan daerah TA.....
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Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Tahun Anggaran ......
disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak
terpisahkan.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam
penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran .....

Tanggal
Pimpinan DPRD

Kabupaten Aceh Utara
Selaku,

Pihak Kedua

Nama
Nama
Ketua

Nama
Wakil Ketua

Nama
Wakil Ketua

Bupati Aceh Utara
Selaku,

Pihak Pertama

@
@

@

@
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PEMEzuNTAH KABUPATEN ACEH UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN APBK YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT
KELOMPOK DAN JENISPENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN.......

Kode Uraian

Jumlah
(Rp)

Bertambah/
Berkurang

Sebelum
Perubah

an

Setelah
Perubaha

n

Sebelum
Perubah

an

Setelah
Perutrah

an
1 c a 4 5 6

4 Pendapatan

4.7 Pendapatan Asli
Daerah

4.t.1 Paj ak Daerah
4.I.2 Retribusi Daerah

4.1.3

Hasil Pengelolaan
Kekayaan
Daerah yang
dipisahkan

4.1.4 Lain-lain PAD yang
sah

4.2 Pendapatan Transfer

4.2.t
Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat
Pendapatan

4.2.2 Transfer Antar
Daerah

4.3 Lain-lain Pendapatan.
Daerah Yang Sah

4.3.1, Pendapatan Hibah
4.3.2 Dana Darurat

4.3.3

Lain-lain Pendapatan
Sesuaidengan
Ketentuan Peraturan
Perundang-
Undangan

Jumlah Pendapatan

Belanja

5. 1 Belanj a Operasi
5. 1.1 Belanja pegawai

5.t.2 Belanja barang dan
jasa

5.1.3 Belanja bunga
5. 1.4 Belanja subsidi

5
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5.1.5 Belanja hibah

5.1.6 Belanja bantuan
sosial

5.2 Belan_ia Modal

5.2.7 Belanja Modal Tanah
Belanja

5.2.2 Belanj a Modal
Peralatan & Mesin

5.2.3
Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan

5.2.4 Belanja modal jalan,
jaringan, dan irigasi
Belanja modal aset

5.2.5 tetap lainnya Belanja
modal aset tidak

5.2.6 berwujud
5.3 Belanja Tidak Terduga
5.3.1 Belanja tidak terduga

5.4 Belanja Transfer
5.4. 1 Belanja bagi hasil

5.4.2 Belanja bantuan
keuangan

Jumlah Belanja

Surplus/ (Delisit)

6 Pembiayaan Daerah

6.1
Penerimaan
Pembiayaan

6.1.1 SiIPA

6.t.2 Pencairan dana
cadangan

6.1.3
Hasil penjualan
kekayaan daerah yang
dipisahkan
Penerimaan pinjaman
daerah

6.1.5
Penerimaan kembali
pemberian pinjaman
daerah

6.r.6

Penerimaan
pembiayaan lainnya
sesuai dengan
ketentuan perundang-
undangan

Jumlah Penerimaan

Pemtriayaan

6.2 Pengeluaran
Pembiayaan

6.L.4
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6.2.r
6.2.2

Pembentukan dana
cadangan Penyertaan
modal daerah
Pembayaran cicilan
pokok

6.2.3 utang yang jatuh
tempo

6.2.4

6.2.s

Pengeluaran
pembiayaan lainnya
sesuai dengan
ketentuan perundang-
undangan

Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan

Pembiayaan Neto

Sisa lebih pembiayaan
anggarantahun
berkenaan (SILPA)

Tanggal

Nama

Pemberian pinjaman
daerah
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PENETAPAN PERUBAHAN APBK
1. Ketentuan lJrnurn

Ketentuan umtlm terkait penetapa-rr perubahan APBK adalah
sebagai berikut:
a. Bupati wajib mengajukan Rancangan Qanun tentang

Perubahan APBK kepada DPRK disertai penjelasan dan
dokumen pendr.rkung untuk dibahas dalam rangka
memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu
kedua bulan Septernber tahun anggaran berkenaan.

b. Proses pengajuan Rancangan Qanun tenta-ng Perubahan
APBK dapat mengandung informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan
secara elektronik.

c. Pernbahasan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK
dilaksanakan oleh Bupati dan DPRK setelah Bupati
menyampaikan Rancangan Qanun tentang Perubahan
APBK beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pembahasan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK
berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan
perrrbahan PPAS.

e. Dalam pembahasan Rancangan Qanun tentang Perubal. an
APBK, DPRK dapat meminta RKA-SKPK sesuai kebutuhan
dalam pembahasan yang disajikan seca.ra elektronik
melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daeratr.

f. Hasil pembahasan Rancangan Qanun tenta_ng Perubal. an
APBK dituangkan dalam persetujuan bersama antara
Bupati dan DPRK.

g. Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRK
ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRK.

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Bupati menyampaikan Rancangan Qanun tenta_ng

Perubahan APBK beserta penjelasan dan dokumen
pendukr.rng kepada DPRK untuk dibahas dalam rangka
memperoleh persetujuan bersama.

b. Bupati dan DPRK melakukan pembahasan Rancangan
Qanun tentang Perubahan APBK dengan berpedoman
kepada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan
PPAS.

c. Hasil pembahasan Rancangan Qanun tentang Perubahan
APBK dituangkan dalam persetujuan bersama yang
ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRK.

J, PERSETUJUAN RANCANGAN QANUN PERUBAHAN APBK
1. Ketentrran Umune

Ketentuan umum terkait persetujr.ran Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubatran APBK adalah sebagai berikut:
a. Pengarnbilan keputusan mengenai Rancangan Qanun

tentang Perubahan APBK dilakukan oleh DPRK bersama
Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun
€rngg€rr€rn berkenaan berakhir.
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b. Dalarn hal DPRK sampai batas waktu tidak mengambil
keputusan bersarna dengan Bupati tertradap Rancangan
Qanun tentang Perubahan APBK, Bupati melaksanal<an
pengeluaran yang telah dianggarkan dalern APBK tatrun
anggaran berkenaan.

c. Penetapan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK
dilakukan setelah ditetapkannya Qa-rrun tentang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBK tahun
sebelurnnya.

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Bupati dan DPRK melakukan persetujuan Bersama

berdasarkan hasil pembahasan Rancangan Qanun tentang
Perubahan APBK.

b. Bupati menetapkan Qanun tentang Perubatran APBK
setelah ditetapkannya Qanun tentang pertanggungiawaban
pelaksanaan APBK tahun sebelumnya.

c. Jika persetujuan bersama dalam pembahasan Rancangan
Qanun tentang Perrbal.an APBK tidak tercapai sampai
batas waktu ya-ng ditentukan, Bupati melaksanakan
pengeluaran yang telah dianggarkan dala,rrr APBK tahun
anggaran berkenaan

K.EVALUASI RANCANGAN QANUN PERUBAHAN APBK DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PENJABARAN PERUBAHAN
APBK
1. Evaluasi Rancangan Qanun Perubatran APBK dan Rancangan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBK
a. Ketentuan ljrnum

Peraturan Bupati ini membuat evaluasi Rancangan
Qanun tentang Perubahan APBK dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penj abaran Perubahan APBK
sebagai berikut:
1) Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK yang telah

disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Perubahan APBK disampaikan
kepada Gubernur sebagai wakil pemerintal. pusat
paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan
Rancangan Qanun tentarrg Perubahan APBK untuk
dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

2) Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penj abaran
Perubahan APBK disertai dengan perubahan RKPD,
pembahan KUA, dan perubahan PPAS yang disepakati
antara Bupati dan DPRK.

3) Surat pengantar untuk menyarrrpaikan Rancangan
Qanun tentang Perubahan APBK dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penj abaran Perubahan APBK
ditembuskan ke Menteri tanpa disertai larnpiran.
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4J

s)

6)

8)

e)

10

11
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Dalam melakukan evaluasi Rancangan Qanun tentang
Perubahan APBK, Gubernur sebagai wakil pernerintah
pusat berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya
Menteri berkoordinasi dengan menteri yang
rnenyelenggarakan tlrusan pernerintahan di bidang
keuangan.
Dalam hal Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
tidak melaksanakan evaluasi Menteri mengambil alih
pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentua_n
peraturan perundang-undangan.
Dalarn rangka melaksanakan evalr.rasi, Menteri
berkoordinasi dengan menteri yang rnenyelenggarakan
uru sarl pemerintahan di bidang keuangan.
Eva-luasi dilakukan untuk rnenguji kesesuaian
Rancangan Qanun tentang Perrrbahan APBK dan
Rancangan Peratr.rran Bupati tentang Penjabaran
Perubahan APBK dengan:
a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi;
b) kepentingan urnum;
c) perubahan RKPD, perubahan KUA, dan Perubahan

PPAS; dan
d) RPJMD.
Menguji kesesuaian adalah untuk menilai kesesuaian
prograrn dalam Rancangan Qanun tentang Perubahan
APBK dengan Qanun tentang RPJMD dan menilai
pertimbangan yang digunakan dalam menentukan sub
kegiatan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan
PPAS, serta menilai konsistensi antara Rancangan
Qanun tentang APBK dengan KUA dan PPAS.
Pengujian kesesuaian Rancangan Qanun tentang
Perubahan APBK dan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Perubatran APBK dengan
kepentingan umum dilakukan untuk menghindari hal-
hal yang bertentangan dengan kepentingan r.lrnum
meliputi:
a) terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
b) terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
c) terganggunya ketenterarnan dan ketertiban urnum;
d) terganggunya kegiatan ekonomi untuk

meningkatkan ke sej ahteraErn masyarakat; dan/atau
e) diskriminasi terhadap suku, egarn a dan

kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.
Hasil evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
rnenyampaikan hasil evaluasi Rancangan Qanun
tentang Perubahan APBK dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBK kepada
Menteri paling larnbat 3 (tiga) hari sej ak ditetapkannya
Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Rancangan
Qanun tentang Perubahan APBK dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penj abaran Perubahan APBK.
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12) Keputusan Gubernur disarnpaikan oleh Gubernur
setragai wakil pemerintah pusat kepada Bupati paling
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak Rancangan
Qanun tentang Perubahan APBK dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBK
diterima.

13) Dalam ha-1 Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
menyatakan hasil evaluasi Rancangan Qanun tentang
Perubahan APBK dan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Perubahan APBK sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD,
perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, Bupati
menetapkan Rancangan tersebut menjadi Qanun dan
Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

14) Dalam hal Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
menyatakan hasil evaluasi Rancangan Qanun tentang
Perubahan APBK dan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Perubahan APBK tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, kepentingan urnurn, perubatran RKPD,
perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, Bupati
bersama DPRK melakukan penyernpurrraan paling lama
7 (tujuh) hari sej ak hasil evaluasi diterima.

15) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh
Bupati dan DPRK dan Bupati menetapkan Rancangan
Qanun tentang Perubahan APBK menjadi Qanun dan
Rancangan Peratura-n Bupati tentang Penj abaran
Perubahan APBK rnenjadi Peraturan Bupati, Gubernur
mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri
mengusulkan kepada menteri yang melaksanakan
uru san pemerintahan di bidang keuangan untuk
melakukan penundaan dan/ atau pemotongan Dana
Transfer Umum sesuai ketentrran peraturan perundang-
undangan.

16) Penyempunlaan trasil evaluasi dilakukan Bupati
melalui TAPK bersama dengan DPRK melalui badan
angga-ran.

17) Hasil penyernpurnaan ditetapkan dengan keputusan
pirnpinan DPRK.

18) Keputusan pimpinan DPRK dijadikan dasar penetapan
Qanun tentang Perubal" an APBK.

19) Keputusan pirnpinan DPRK dilaporkan pada sidang
paripurna berikr.rtnya.

20) Keputusan pimpinan DPRK kepada Gubernur untuk
Perubahan APBK paling larnbat 3 (tiga) hari setelah
keputusan tersebut ditetapkan.

21) Dalarn hal pimpinan DPRK bertralangan tetap atau
sementara dalarn waktu ya,ng bersannaan, yang
rnelaksanakan tugas sebagai pimpinan sernentara DPRK
menandatangani keputusan pirnpinal DPRK.
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22) Dalarn hal keputusan pimpinan DPRK tidak diterbitkan
sampai dengan 7 (tujuh) hari sej ak diterima hasil
evaluasi dari Gubernur, Bupati menetapkan Qanun
Perrbahal APBK berdasarkan hasil penyempltrrraan
evaluasi.

23) Qanun Perubahan APBK harus terlebih dahulu
mendapat rromor registrasi dari Gubernur.

24) Proses evaluasi terhadap Rancangan Qanun tentang
Perubahan APBK dan Rancangan Peraturan Bupati
tentarrg Penjabaran Perubahan APBK dapat mernuat
inforrnasi, aliran data, penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

b. Ketentuan Pelal<sanaan
1) Paling larnbat 3 (hari) seteleh persetujuan bersama,

Bilpati mengirimkan Rancangan Qanun tentang APBK
yang telah disetr.rjui bersarna antara Bupati dan DPRK
beserta Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaral APBK, RKPD, KUA, dan PPAS kepada
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

2) Gubernur sebagai wakil pemerintatr pusat melakukan
evaluasi, berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya
Menteri berkoordinasi dengan Menteri ya_ng
menyelenggarakan r'lrusan pemerintahan di bidang
keuangan.

3) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil
Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.

4) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
menyampaikan hasil evaluasi Rancangan eanun
tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang Penj abaran
APBK kepada Menteri dan rnenteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintatran di bidang
keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sej ak
ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang hasil
evaluasi.

5) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
menyampaikan keputusan mengenai hasil evaluasi
kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari
terhitung sejak Rancangan Qanun tentang APBK dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK
diterima.

6) Dalam hat keputusan Gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat rnenyatakan hasil evaluasi sesuai,
maka Bupati menetapkan Rancangan Qanrln tentang
APBK menjadi Qamrn dan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBK menjadi Peraturan Bupati
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

7) Dalam hal surat Keputusan Gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi tidak
sesuai, Bupati bersama DPRK melakukan
penyempurnaan paling larna 7 (tujuh) hari terhitung
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sejak hasil evalr.rasi diterirna dengan langkah-langkah
sebagai berikut:
a) Bupati melalui TAPK bersama dengan DPRK melalui

Badan Anggaran melakukan penyernpurnaan hasil
evaluasi.

b) Pirnpinan DPRK menetapkan surat keputusan
mengenai hasil penyempurrra€rn untuk kemudian
dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.

c) Pimpinan DPRK menyampaikan keputusan
mengenai hasil penyempurnaan kepada Gubernur
sebagai wakil pernerintah pusat paling larnbat 3
(hari) setelal ditetapkan.

d) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRK mengenai
hasil penyempurrraztn, Bupati melakukan penetapan
Qanun tentang APBK.

e) Dalam hal keputusan pirnpinan DPRK mengenai
hasil penyempurrraan tidak diterbitkan sampai
dengan 7 (tujuh) hari sej ak diterima hasil evaluasi
dari Gubernr.rr, Bupati rnenetapkan Qanun tentang
APBK berdasarkan hasil penyempurrraan.

fl Qanun tenta-ng APBK harus terlebih dahulu
mendapat nornor registrasi dari Gubernur.

8) Dalam hal hasil evalua-si tidak ditindaklanjuti oleh
Bupati dan DPRK, dan Bupati menetapkan Rancangan
Qanun tentang APBK menjadi Qanun dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK menjadi
Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan kepada
Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang keuangan untuk melakukan penundaan
dan/atau pemotongan Dana Transfer umurn sesr.rai
dengan ketentuan peraturan perundang-undanga
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BAB VII
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

DAERAH

A. Akuntansi Pemerintah Daerah
1. Ketentuan Umum

Akuntansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuatr
sistem yang rnengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahlrn 2O1O dan
mengakomodasi arsitektur Pengelolaan keuangan daerah
yang dibangun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tatrun
2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Te}:un
2O2O. Pilar utama pengembangan akuntansi pemerintah
daerah terletak pada perumusan kebijakan akuntansi dan
pengembangan sistem akuntansi.
Kebij akan Akuntansi Pemerintah Daeral. adalah prinsip-
prinsip, dasar- dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan
praktik-praktik spesifik yang dipilih oletr Pemerintah Daerah
sebagai pedoman dalam menJrusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah daerah untuk mememrtri kebr.rtuhan
pengguna laporan keuangan dalarn rangka meningkatkan
keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar
periode maupun antar enlitas. Kebij akan akuntansi
tersebut disusun oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan
dalam Peraturan Bupati.
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya
disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur,
penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan
fungsi akuntansi sej ak analisis transaksi sampai dengan
pelaporan keuangan di lingkungan organisasipemerintahan
daerah. SAPD tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem dan
Prosedur Pengelolaan keuangan daerah.
Akuntansi pernerintah daerah diatur sebagai berikut:
a. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan :

1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
2) SAPD
3) Bagan Akun Standar (BAS) untuk Daerah
4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Akuntansi Perrerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas
akuntansi dan entitas pelaporan.

c. Kebij akan akuntansi Pemerintah Daerah meliputi
kebij akan akuntansi pelaporan keuangan dan kebij akan
akuntansi akun.
1) Kebij akan akuntansi pelaporan keuangan memlrat

penjelasan atas urrsur-unsur laporan keuangan yang
berfungsi sebagai panduan dalarn penyqjian pelaporan
keuangan.

2) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi,
pengakuan, pengukuran, penilaian, dan/atau
pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan
SAP atas:
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a) pemilihal metode akuntansi atas kebijakan
akuntansi dalarn SAP

b) pengaturan yang lebih rinci atas kebij akan
akuntansi dalam SAP

d. SAPD rnemuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi
dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada
jurnal, posting ke dalam buku besar, penJrusunarr neraca
saldo, dan penyajian laporan keuangan. SAPD meliputi
sistem akuntansi SKPKD dan sistern akuntansi SKPK.

e. Penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi:
1) Laporan Realisasi Anggaran
2) Laporan Peruballan Saldo Anggaran Lebih
3) Neraca
4) Laporan Operasional
5) Laporan Arus Kas
6) Laporan Perubahan Ekuitas
7) Catatan atas Laporan Keuangan

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur
beberapaketentuan sebagai berikut:
a. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas

akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas Akuntansi
adalah selurrrtr SKPK dan SKPKD, sedangkan entitas
pelaporan adalah Pernerintah Kabupaten.

b. Proses Akuntansi Pernerintah Daerah mengandung
informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

c. Kebijakan akuntansi dibangun secara dinamis memuat
praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah yang
berfungsi sebagai panduan proses penJrusunan laporan
keuangan mulai dari entitas akuntansi sampai dengan
entitas pelaporan.

d. SAPD pada entitas akuntansi dilaksanakan dalam
rangkaian prosedur identifrkasi transaksi, teknik
pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas
pendapatan- LO, beban, pendapatan-LRA, belanj a, transfer,
pembiayaan, aset, kew4jiban, ekuitas, penyesuaian dan
koreksi, serta pen)rusunan laporan keuangan entitas
akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
Laporan Operasional, Laporan Perubatran Ekuitas, dan
Catatan atas Laporan Keuangan.

e. SAPD pada entitas pelaporan dilaksanakan dalarn
rangkaian prosedur pencatatan jurnal penyesuaian
konsolidasi, kertas kerja konsolidasi, dan penyusunan
laporan keuangan pernerintah daeraJl berupa Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca,
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
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f. Dalarn rangka rnencapai tujuan pengendrlizul dana,
pemerintah daerah dapat rnenerapka-n akrrntansi dana
yang menggunakan pendekatan pemisahan kelompok
dana menurut tujr.ran penggunaannya. pemisahan
kelompok dana tersebut membagr dana menjadi dana
umum dan dana rnenurut tujuan tertentu. penerapan
akuntansi dana dilaksanakan secara bertahap yang diatur
dengan Peraturan Menteri.

g. Bagan Akun Standar (BAS) merupakan pedoman bagi
pemerintah daerah dalarn melakukan kodefikasi akun yang
menggarnbarkan strulrtur laporan keuangan secara
lengkap. BAS digunakan dalam pencatatan transaksi pada
buku jurnal, pengklasi{ikasian pada buku besar,
pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada
laporan keuangan.

h. Struktur BAS yang digunakan mengikuti ketentua_n
peratr.rran perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Pen5rusunan Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

1) Tim Pen5rusun mengumpulkan rujukan atau referensi
berupa peraturan perundangan dan literatur lain yang
terkait dengan kebijakan aluntansi laporan keuangan
pemerintah daerah. Sebagai rujuka_n utarna adalah
Lampiran I Peratural Pemerintah Nomor 71 Tahun
2O1,O tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
khust. snya:
a) PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
b) PSAP O2 tentang Laporan Realisasi Anggaran
c) PSAP O3 tentang Laporan Arus Kas
d) PSAP O4 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
e) PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
f) PSAP 12 tentang Laporan Operasional
g) PSAP 13 tentang Penyqjian l,aporan Keuangan Badan

Layanan Umum
h) IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait pelaporan

keuangan.
2) Berdasarkan rujukan dan referensi tersebut, Tim

Pen5rusun melakukan pemallaman dan analisa untuk
proses penyesuaian dan harmonisasi sesuai kondisi dan
kebutuhan pelaporan keuangan di pemerintah daerah.

3) Tim Penlrusun rnencantumkan hasil proses
penyesuaian dan harmonisasi tersebut ke dalam
pernyataan-perrryataan pada kebijakan akuntansi
pelaporan keuangan.

b. Pen5rusunan Kebijakan Akuntansi Akun
1) Tim Pen5rusun mengumpulkan rujukan atau referensi

berupa peraturan perundangan dan literatur lain yang
terkait dengan kebijakan akuntansi akun. Sebagai
rujukan utarna adalall Lampiran I Peraturan
Pemerintah Nornor 71 Tahun 2O1O tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan, khususnya:
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a) PSAP O5 tentang Akuntansi Persediaan
b) PSAP O6 tentang Akuntansi Investasi
c) PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
d) PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam

Pengerjaan
e) PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban
f) PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, perubahan

Kebij akan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi,
dan Operasi yang Tidak Dilarlutkan

g) IPSAP dan Buletin Tekrris SAP terkait at<un
2) Tim Pen5rusun bersama-sarna dengan SKPK terkait

melakukan penelaahan atas rujukan atam referensi di
atas untuk:
a) Mengidentifikasi akun-akun yang rnemerlukan

pemilihan metode yang khusus atas pengakuan atau
pengukurannya.

b) Mengidentifikasi akun-akun ya-ng memerlukan
pengaturan yang lebitr rinci atas kebljakan
pengakuan dan pengukurannya.

c) Mengidentifikasi hal-hal yang belum diatur di dalam
SAP namun dibutuhkan dalarn kebijakan akuntansi
pemerintah daerah

3) Dalam rnen5rusun hal-hal yang belum diatur di dalam
SAP, perlumemperhatikan:
a) PSAP yang rnengatur hal-hal yang mirip dengan

masalah terkait.
b) Definisi serta kriteria pengakuan dan kriteria

pengukuran atas aset, kewajiban, pendapatan-LO,
beban, pendapatan-LRA, belanja, dan
penerirnaal / pengeluaran pembiayaan yarig
ditetapkan dalam Keralgka Konseptr.ral Standar
Akuntansi Pemerintahan dan PSAP.

4) Tim Pen5rusun mencanturnkan hasil pemilihan metode,
pengaturan lebih rinci, dan pengaturan hal-hal yang
belum diatur tersebut ke dalam dokumen kebijakan
akuntansi.

c. PenJrusunan SAPD
1) Tim Penyusun SAPD melakukan pemahaman atas

proses bisnis pada pemerintah daerah khususnya terkait
siklus pengelolaan keuangan daerah.

2) Berdasarkan siklus tersebut, Tim Pen5rusun SAPD
mengidentifikasi prosedur-prosedur akuntansi apa saja
yang harus dibuat.

3) Tim Pen5rusun SAPD menentukan pihak-pihak terkait
pada masing- rnasing prosedur akuntansi. Masing-
masing pihak memiliki per€rn tersendiri agar prosedur
dapat menghasilkan output yang diinginkan

4) Tim Pen5rusun SAPD menentukan data atau dokumen
yang mengalir pada tiap prosedur akuntansi. Data
atam dokumen tersebut akan rnenjadi sumber
pencatatan jurnal.
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5) Tim PenSrusun SAPD menentukan jurnal standar pada
tiap prosedur berdasarkan SAP dan kebij akan akuntansi
terkait.

6) Tim Pen5rusun SAPD men5rusun langkah teknis. Langkah
teknis rnerupakan alur pelaksanaan sistern akuntansi
yang menjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan
sistem akuntansi, data atau dokumen apa saja yang
diperlukan, dan bagaimana pihak-pihak tersebut
rnemperlakukan data-data terkait. Selain itu, diberikan
ilustrasi atau fonrrat pencatatan dalam bentuk
penjurnalan akuntansi pada setiap bagan alur atau
transaksi yangmembutuhkan pencatatan.

7) Pen5rusunan SAPD ini memperhatikan bahwa Proses
Akuntansi Pemerintah Daerah mengandung informasi,
aliran data, dan penggunaan dokumen yang dilakukan
secara elektronik.

d. Pelaksanaan SAPD di Entitas Akuntansi
Bagian 1 - Pencatatan Transaksi dan Kejadian
1) PPK-SKPK mencatat akuntansi anggaran berdasarkan

data anggaran yang bersumber dari Qanun tentang
APBK, Peraturan Bupati tentang Penj abaran APBK, dan
DPA-SKPK.

2) PPK-SKPK mencatat akuntansi pendapatan-LRA dan
pendapatan- LO berdasarkan data yang dihasilkan dari
proses pelaksanaan pendapatan.

3) PPK-SKPK mencatat akuntansi belanja dan beban
berdasarkan data yang dihasilkan dari proses
pelaksanaan belanja.

4) PPK-SKPK mencatat akuntansi pembiayaan berdasarkan
data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan
pembiayaan.

5) PPK-SKPK mencatat akuntansi aset, hutang, dan ekuitas
berdasarkan data yang dihasilkan dari pelaksanaan
pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang
mempengaruhi aset, hutang, dan ekuitas terkait.

Bagian 2 - Klasifikosi t\7?ansaksi dan Kejadian
1) PPK-SKPK melakukan klasifikasi atas transaksi yang

sebelumnya telatr dicatat. Dalam proses ini, PPK-SKPK
rnernindahkan data transaksi ke buku besar
berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur
sesuai ketentuan peraturan perrndangan yang
berlaku.

2) PPK-SKPK menghitung saldo di setiap buku besar
berdasarkan klasifrkasi yang dilakukan.

Pencatatan ini dapat dilakukan secara elektronik dan
rnerupakan integrasi dengan proses transaksi di setiap
siklus pengelolaan keuangan daerah. Pencatatan ini
didokurnentasikan dalam buku Jurnal yang juga
ditarnpilkan secara elektronik.
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e. Pelaksarraan SAPD di Entitas Pelaporan
1) Fungsi Akuntansi Entitas Pelaporan mengidentifikasi

jurnal penyesuaian yang dibutuhkan, seperti jurnat
elirninasi dan/atau jurnal penyesuaian lainnya yang
dibutuhkan.

2) Fungsi Akuntansi Entitas Pelaporan menyiapkan kertas
keda keda konsolidasi sebagai proses awal pen5rusunan
Laporan Keuangan Konsolidasi.

3. Dokumen Terkait
a. Ilustrasi Format Buku Jurnal

PEM ERTNTAH PROVTNST/r(ABl. pAIEN/KOTA .......
BI.lKU IURNAL

SKPD

Tanggal
Nomor

Bu ktl
Kode Rckcning Nama Rekenint Deb it Kred it

b.Ilustrasi Format Buku Besar

PEMERTNTAH PROVTNSt/KAzupA"rEN/KOTA.......

BUKU BESAR

SKPD

KODE REKENI G

NAMA REKET{ING

PAG U APBD.)

Targgal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

') : Untuk akun-akun komponcn LRA

I
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c.Ilustrasi Format Kertas Kerja Konsolidasi

B. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
1. Ketentuan Umum

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diatur sebagai
berikut:
a. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses

pen5rusunan dan penyajiarr laporan keuangan Pemerintah
Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas
laporan keuangan SKPK selaku entitas akuntansi.

b. Laporan keuangan SKPK disusun dan disajikan oleh kepala
SKPK selaku PA sebagai entitas akuntansi pding sedikit
meliputi:
1) Laporan Realisasi Anggaran;
2 Laporan Operasional;
3 Laporan Perubatran Ekuitas;
4 Neraca; dan

catatan atas laporan keuangan.
c. Laporan keuangan SKPK disampaikan kepada Bupati

melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun
angg€rran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

d. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan
disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas
pelaporan untuk disampaikan kepada Bupati dalam rangka
m emenuhi pertan ggungi awaban pelaksanaan APBK.

J

ihno Saldo

SIODA

tihraa$ldo

stoDt

tthrao Saldo

sr0D&

Itbrrr Slldo

spr0
lurnal slinrinesi

ileratr Saldo

Penrda

l(odo

Rehrirq
I'lamr Rrkaniq

D t( 0 l( 0 l( D l( D l( D (

III III
III

ITIIII

IIII

IIIIIIIII
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e. Laporan keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:
1) Laporan Realisasi Anggaran
2) Laporan Perubal.an Saldo Anggaran Lebih
3) Laporan Operasional
4) Laporan Perubahan Ekuitas
5) Neraca
6) Laporan Aru s Kas
7) Catatan atas La.poran Keuangan.

f. Laporan keuangan Pernerintah Daerah disampaikan kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah tahun €rngg€rr€rn beraktrir sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

C. Laporan keuangan Pemerintal" Daerah dilakukan rewiu oleh
Aparat Pengawas Internal Pemerintal- sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada
Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

h. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah tahun anggarzrn berakhir.

i. Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan pemeriksa
Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan
setelah rnenerirna laporan keuangan dari pemerintah Daerah.

j. Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan
laporan hasil pemeriksaan paling larnbat 2 (dua) bulan setelah
menerima laporan keuangan dari pemerintah Daerah,
Rancangan Qanun tentang Pertanggungiawaban pelaksanaan
APBK diajukan kepada DPRK.

k. Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian
terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan pemeriksa
Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

l. Dalam rangka memenuhi kewqjiban penyampaian informasi
keuangan daeratr, PA menS,.usun dan menyajikan laporan
keuangan SKPK bulanan dan semesteran untuk disampaikal
kepada Bupati melalui PPKD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

rn. Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi
keuangan daerah, PPKD men5rusun dan rnenyajikan laporan
keuangan bulanan dan semesteran untuk disarrrpaikan kepada
Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang menyelenggarakan
urusan pernerintahan di bidang keuangan sesuai dengan
ketentuan peratr.rran perundang-undangan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini rnengatur
beberapa ketentuan sebagai berikut:
a. Laporan keuangan Entitas Akuntansi, baik SKPK

maupun SKPKD dilampiri dengan Surat Pernyataan Kepala
SKPK/SKPKD yang menyatakan bahwa pengelolaan APBK
yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai,
standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
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b. Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih disusun dan disajikan oleh Bendahara lJrnurn
Daerah sebagai bagian dari Laporan Keuangan Konsolidasi
Entitas Pelaporan.

c. Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran
l,ebih dilarnpiri dengan sLrrat pernyataan BUD yang
menyatakan pengelolaan kas yang menjadi tanggung
jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistern
pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi
pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

d. Laporan Keuangan pemerintah daeral. untuk bulanan
berupa l,aporan Realisasi Anggaran.

e. Laporan Keuangan pernerintah daerah untuk sernesteran
berupa l,aporan Realisasi Anggaran, l,aporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.

f. Proses penJru sunan Laporan Keuangan mengandung
informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Pen5rusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntarrsi

1) Setiap aktrir periode akuntansi yang ditentukan atau
berdasarkan kebutuhan penyajian informasi, PPK-
SKPK men5rusun:
a) Neraca Saldo.
b) Jurnal penyesuaian akhir periode
c) Neraca Saldo setelah penyesuaian
d) Jurnal penutupan

PPK-SKPK dapat menggunakan Kertas Kerja yang terdiri
atas kolom- kolom untuk penyajian neraca saldo, jurnal
penyesuaian akhir periode, neraca saldo setelah
penyesuaian, jurnal penutup dan laporan keuangan
terkait.
2) Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesu aian, PPK-

SKPK menyuslln:
a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
b) Laporan Operasional (LO)
c) Neraca
d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

3) Berdasarkan LRA, LO, Neraca, dan LPE yang telah
dibuat, PPK-SKPK menJrusun Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK).

4) PPK-SKPK menyerahkan Laporan Keuangan yang telah
disusun kepada Pengguna Anggaran.

5) Pengguna Anggaran rrrembuat Surat Pernyataan Kepala
SKPK yang menyatakan bahwa pengelolaan APBK yang
menjadi tanggung j awabnya telah diselenggaralan
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai,
standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan
peratlrran perundang-undangan.
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6) Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan
SKPK beserta Surat Pernyataan kepada Bupati. Pada
saat yang bersamaan, Laporan Keuangan SKPK
diserahkan kepada PPKD untuk proses konsolidasi
Laporan Keuangan Pemerintatr Daerah.

Pen5rusrlnan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Baqian 7 - Pengiapan Kertas Kerja Konsolidasi
1) Fungsi Akuntansi di Entitas Pelaporan (selanjutnya

disebut Fungsi Akuntansi) menyiapkarr kertas kerja
(worksheet) dengan lajur sesuai banyaknya SKPK dan
SKPKD sebagai alat untuk rnen1rusun Neraca Saldo
Gabungan SKPK dan SKPKD.

2) Fungsi Akuntansi memindahkarr data pada Neraca
Sa1do SKPK dan Neraca Saldo SKPKD ke dala:rr kertas
kerj a konsolidasi.

3) Fr.rngsi Akuntansi membuat jurnal penyesuaian
konsolidasi berupa jurnal elirninasi untuk menghapus
akun transitoris yaitu RK PPKD dan RK SKPK. Jurnal
eliminasi tersebut merupakan catatan dalam kertas
kerja konsolidasi dan tidak mempengaruhi pencatatan
di entitas akuntansi.

4) Fungsi Akuntansi mengisi Neraca Saldo Pemerintah
Daerah (konsolidasi) berdasarkan Neraca Saldo SKPK
dan Neraca Saldo SKPKD serta jurnal elirninasi.

Bagian 2 * Pengusunart Laporan Keuangan Konsolidasi
1) Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian,

Fungsi Akuntansimen5rusun:
aJ Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasi
b) Laporan Perubahan SAL
cJ Laporan Operasional (LO) Konsolidasi
d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
e) Neraca Konsolidasi
f) Laporan Arus Kas

2) Fungsi Akuntansi merrrbuat Catatan atas Laporan
Keuangan sesuai dengan sistematika dan penjelasan di
Kebijakan Akuntansi dan/atau Standar Akuntansi
Pemerintah.

3) PPKD menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah yang telah disusun kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

4) Bupati mernbuat Surat Pernyataan Bupati yang
menyatakan bahwa pengelolaan APBK yang menjadi
tanggung j awabnya telah diselenggarakan berdasarkan
sistem pengendalian intern yang memadai, standar
akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

5) Bupati menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
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3. Dokumen Terkait
a. Ilustrasi Format Neraca Saldo

SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
NERACA SALDO

Per Tanggal

JumlahKode Rekening Nama Rekening
Debit Kredit
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b. Ilustrasi Pormat Laporan Keuangan SKPK

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
SKPK

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 DESEMBER 2OXI DAN 2OXO

am

Uraian Angfaran Realiusi OA Realissi

?II'IDAPATAl.l

PTI{OA'ATN ASTIDffMII

PeriaFbn P?iak berah

Perdapbn Retdbl6iDaeBh

Pendaptan Hasil peluehhan l{ehyan Daenhyary oipisal*an

Lain - lain PAD Frg eh

lmhhPrd?.hASDr.rCl
I.TUII PTNDA'ATtr{

MIANIA

8TI'NJA OPERAS

Behnia hp*ai
Belaria Eaaq &n,ae

,lmbhBCaf 0pnC

IIUNJAmOAT

Eelanja [,ldalTamh

Behnia lvlo&l Peahtan dan il,l€sin

Belania Mdal Gedug dan Eanguun

Selaria Mdallahn, kr*asi, dan Jariman

Behnia lt4dalAset lelap Lainrya

Behnla i{dal Aset tainrya

fmhhldarf Xodd

tiltAlt trur{lA

suRPruyDrf6n
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PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
SKPK

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 DESEMBER 2OX1 DAN 2OXO

Uraian 20x1 20r0
(uraikrn/

Pcrurunan
%

IGGATAI{ (PTRASO{AI,

PENDAPAII.I

PINDAPATAil A5I.I DATR.AII

Pendapatan hiek oaerahr

Perdapatan Retribt6i D*Eh

lflddr Prirdrgrtar A{l D..rdr

TfltAII PT}IDAPATAN

BE8AI.I

BTBl},l OERA5I

Beban Pegawai

Seban 8arary dan.laa

tudd Bcben opE.C

8E8At'l Pff{Yt,St IAt{ DAr ASofltEAsl

Seban penyl6dan Penlalen dan ilesin

Beban Penylsdan 6edung dan Eansumn

Beban Penyl6dan lalan, lrigasi, dan hringan

Seban Peryurdan Aset Tetap tainrrye

Beban Perryl6u[an Aset binrrye

Beban AnDrtiesiAsel Tak Benujd

llid* ENtar Peip$t n dar Amrthd
NiltAlIEEN

suRPtus/Dtfrsfr [0
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PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
SKPK

NERACA
PER 31 DESEMBER 2OX1 DAN 2OXO

20x1 20xo
ASET

ASET LANICAR
Kas dan setara Kas

Kas di BendatEra pehgeluaran
(as di Berdahara penerinraan

Piutar8 PajaL
Piutar€ R€tribusi
Pi utang La ihr!r'a
Penlrisit|an Piutang
Beban DibalEr Dimuka
Persedaan

Jumlah Asat Lncar
ASET TETAP

tanah
Peralatan dan ,Vbsin
Gedlfrg dan Bar€unan
Jalarl, lrigasi, dan Jarirgan
Aset Ietap Lairn!/a
Konstruksi dalam Pengeriaan
Akumdasi Penyusutan

Jumlah Asat Tetap
ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Pariang
Ta8ihan Perruala.| Arqsrran
TLrttutan 6and R(Bi

Kemitraan dengan PitEk Ketiga
Ase t Tak Ben^ jud
A5et Lain - lain
Akumdasi Arnonisasi Aset Tidak B€ni ind
Akumdasi Pe ntusuta n Aset Lairv!/a

Jumlah Aset Lainnlf.
JUML.AH ASET

KEWAJBAN JANEiKA PENOEK
UtanS Perhi UrrBan Pihak Ketiga (pFX)
Pendapa ta n Di terima Dimrd<a
Utang Belaria
Utang Ja ngka pe rdek Lai rrrya

Jumlah Ke!,variban Jantk pandek
JUMIAH KE1/\/AJIBAN

EXUITAS
ET[.!TAS
surplus/o6ftdt-Lo
ElqJitas Untuk EXkon3olid.dkarl

KE EKUITAS
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SKPK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31
DESEMBER 2OX1 DAN 2OXO

Dalam ah

SKPK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2OX1 DAN 2OXO

Uraian 20x1 20x0
Ekuitas Awal

Surplus/Defisit LO

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalatnn Mendasar:

Sisa Lebih/Kurang Pen&iayaan Anggaran (SitPA/SiKPA)

Koreki Nilai Persediaan

Selisih Revaluasi fuet Tetap

Lain - lain

Ekuitas Akhir

PENMHULUAN
BA8 I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD

1,2 Landasan hukum penyusunan laporan kernangan SKPD

1.3 Sisternatika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

lkhtisar pencapaian knerja keuangan SKPD

2.7 lktrtisar lealisasi p€ncafaian target kinerja keuangan penrrintah daeGh
2.2 Hambstan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapl€n
Penjelasan p6-pos laporan keuangan perlErintah daerah
3.1 Rincian dari p€njelasan dari masing-masing pos-pos pelaponn keuangan penErintah

daerah

3.1.1 Pendapatan - LRA

3.1.2 Belanja

3.1.3 Pendapatan - LO

3.1.4 Beban

3.1.5 Aset
3.1.6 Kelvajiban

3.1.7 Ekuitas Dana

3.2 Pengungkapan atas po6-po6 aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerdpan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
p€nerapan basis kas, untuk entitas akuntarlsi/entitas pelaporan yang nrerggunakan
basis akual pada p€nErifltah daerah

Penjelasan atas infqrrEsi-infonnasi nonkeuangan SKPD

Pe

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
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PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
SKPKD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2OX1 DAN 2OXO

Ur. ian R€alirari Realira ti

PSNDAPAIA'{ ASLI DAENAH
Psd.p.tanPqak Daerah
Pendapatan Setnb6r Dae.ah
Pen&FtanHarl fungdd6en KekayaanOaelah IarB OiFs.t*an
Iain - bln PAO yang sah

Jumht Pcnd.gater ArI tla.rah

PEI{DAPATAII TIAITSFEN

PET{OAPAIAN IRAISEB PA'EIIiITAII PUSAT . DANA PgIMSA'{GAN
Dana Bag Halil
Dena Ao&aii Umum

Oana Aolasa Khr6[n . Fisik

Dana Aokaii Kh(B[l' - l$n Fisik

,umbt P.ndepatan lren{€r t}aa}a rcrlnhaolar

PENOAPAIA'I INANSEN P$'E*IMA'{ PUSAI . LAINI{YA
Dana lnt6itif Daerah
Oana Ot6lclni KhEuJ

Dafia KeiJtmsriaan
Dana Dese

,umbh Pcidapatan I.en{€i Pem€rintsh pu'at - taiDoF

PENOAPATAX TRANS'€8 ANIAN DAENAH

Pendap.lan Ba gi Hesrl

Benfuen (srengan
,umbh Pardapfia[ T.a[dea Aot r Da€rah

Iotal Pe.ldapatan Trao{e.

rA}{ . ]AT}{ PEXOAPATA!{ DAINA$ YAHG SAH

Pendepatan Hibah
Peidep6lall Oam Daruat
Pendap3tan Laimra

Jumbh t'ln - bh ,eo&gatan Da6ah yent Sah
T,MLAH PE'{DAPAIAN

OETAHlA OPENASI
gdanja PeSiwar

Bdanja Sarar8 &nJaie
Eelanj. gurE.

sdanja tub5id
Bdanjs Hibah

Belanla oartuan 56sial
Jumbh Bobnh ODe.arl

fft TA MODAI.
gelanja Mdal Tamh
Bdanja Modal Per3latan dan Merin
Bdanja Modal GedrrB dan BarBLr}an
Belani, Modal lshn, lngasi, dan Janngan
Bdanja Modal a6et Tetap Lainnye
Bdanja Modal!6et LaimF

,umbh B€bnF ltodel

c. Ilustrasi Forrnat Laporan Keuangan SKPKD
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MLA]{]A TRAIISfER

Belanja Banuan KeuarBan atrar D6erah (aup6en/(ota
Belanja Bann an (eua.Ban bbuparen/Kob ke Dae.ah Fro,insi
Belanja BEnBan (euaogan 06erah k.lrihsiatau (abupat€nAota kepada

Junl'h a.hrr. Tr.n.f.t
,uMt-at{ 6Et At{lA

PE}ITRIMA.AII PEMAIYAAT'I
PerBgunad SlLPA

Peacairan Dana CadanSaa

Basil Peniuda. (ekafaan Oae,eh yarE $fisahkan
Pene.imaan plniamafi D€€rah - pemerintah fusat
Pener;maan mniaman Daerah - Penerintah Daerah l-ain
Penerimaan Piniaman DE€rah - Lefibata Kcuargao Bank
Penerimaan plnbman Oderah - Lemb€a (euErEan Bul6n Bar*
penerimaan Plniaman Daerah - Masfdrakat(Obligasi Oaerah)
Penerimaan K€rnbali Pemberian Pinjarnan Daerah
PeneriryBan Pembiayaan Lainnya

lulnhh P.nrh..n Pftrblry..n

PENGELUARAI{ PEi'IIAYAAI{
Pembentrrkan Dana Cadaogan

Penyenaan Modal PenEdnbh oaerah
Pembayaran finjaman dari Pemerinrah pusat

Pembayaran Ptniarnan da.i pemerin6h Daerdr ta-n
Pembayaran pinjamsn da.i Lembata Keuargan Bank
pembayaran Plhiaman dari Lenb4a X€uar8an Bukan gank

Pembayaran Piniarnan da.i Masyarakat (ObliBasi Oaeidr)
Pemberian Pinjaman Daerah

Pergeluaran Pembiayaan Lainrrya

lslnl.h P.nt.fu .?.n Pft bLy..n
PEI,I EI,AYA.AN I{ETTO

SURPI.US/DEFISII

BEIANJA TAX TERDUGA

8€l anja Tak Terdra a

i'rml.h 8.l.nj.T.k Trdugr
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PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
SKPKD

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 DESEMBER 2OX1 DAN 2OXO

Uraian 20I1 z1x0
f,enaikan/

rrcliir/tt alori lttAl
.STTDEAIAT

PIIOAPA'AI 5U OAITAH
Pendap6tan Pai al Dacr.h
Peidapatan RAdUrJr Oaerah

P€ndaF€bn H atil ParEeld aan Xe*E faan Da€ra h ya rE DiF rahka n
Lain. lan PAD l'arE lah

,un*eh Pendap.tan AsI Dearah

PIIOAPAIAI ITAEITT
PTIOI9AIAI INAISfCT PINtXf, TAI' PI'SAI. I}ATA PTRIISAIGAX
Dana g<iHasil
OanE Al*asi lJrnum

oana Alotrri rhujus - Fr3rk

Oana Aio&asr xhusus - Nqr Fltak

,urd.h PadaFtan Irandaa Daaa Pr'lr&rllan

PTXOAPATAI II ISIIT PTMENTIAH PI'SAT, TAIXTA
Oana lnsenbf Daerah

Oana Otdldni xhusus

Dana xqstrm6/aan
Dana oara

,umhh p.ndaFtan lr.odar parnGrirbh Puiat' LahcF

PEIOAPAIII IIAISFIN ATIAf, DAEIAH
Peidapetan oagiHaJ
Eantuan leuarBan

lu.nbh PeodaFtan l?anC6 Anlar Oeer.h
Iot I P.ndar.tan ItenCe,

TAI - I,AT PTXTIADAIAI DATIAH YAIG SAH

Pendapatan Hibeh

Pendapaten Dane Derurat
PendaFtan l-arnnyg

,umlah fain - hln Plodapatan Oarah FrB sah
lrl,ltAH PtIDAPAtAt

Sfaat oftnast
Baban P€gavraa
gehafi BalarE dan JaJa

B&n EurEe

Beb€n sub6id
g€ban Hibah
Bcban Eantuan Soral

tur{ah Sabao Opa,'aC

8f8^t Pt:n surat DAx aIorr6/tsl
8eb6n Panyigutan pe€latan den M€rin
Bebon Penyu suta n Ged/ rE dan 8a rgunan
Beben P€iWsutan lelan, lrgasi, dan rar(Ean
Beban P6yu Juta n As 6 Teta p Lahn F
geban Panyusutan Ar et Lainr'ya

Bebon AnDn,sesr Ara T6kgerwulud
Jon{ah 8c6an panvurrtan daoAmfftbaC

I
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SUf,PLUS IIOI{ OPERASIOI{AI
grrplt]s Penjuslan/turtula.an/Pelepasan Aset ilon Lanca.

tuDlus Pe.yelesdan (esdiiban Ja.Eka PaniarB
grrplus dari (e8;atan fJ.fl Op€r€sional L.innF

,uml.h Surplu. rl 06 Opr..aoa.l

D€mtt {dr oPERAstor{Ar.
Uefisi t Penjud anlPerurkaran/Pelepasan Asel l\bn Lancar

Defi$t Penycl€saian (Ewai_ban ra.Bka Panla.g

Oefisit da.i (%iatan Non Op€rasimal Lain*ya

Juml D.fia l{on Q....iDnJ
,ul{L H suRPtus/DtFlsrT DARI xEGtaTA t!g{

SURPLUS/OEEISIT OARI OPERASt

SURPLUs/OEFISIT SEBEIUM POs LUAR IIASA

AEBAIT TRAiISFER

B.ban B*i l_lasil

Eeban B€ntran (euar€an

rumt.h 8.b.n Tr.6!tr

6€3AII' TAK TEROUGA

Beban TakTerdusa
.,u mlrh B$.n T.k lrdua.

,t trllAtl a€EAl{

PEII DAPATATI LUAR BIASA

Pe.dapatan Luar E(asa

luml.h P.rd.p{.n lu.? 8L..

BESAT I.UAR ELASA

Beban Uar Eliasa

Irmhh B.5.n Lul' Bi.r.
PO6 IUAR BIASA

L
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PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
SKPKD

NERACA
PER 31 DESEMBER 2OX1 DAN 2OXO

am Ru

Uraian 20x 1 20x 0
ASET

ASE TANCAR

Kas dan Setara Kas

Kas di Kas Daerah

Kas di Bendahara PerEeluaran

Kas di Bendahara Penerirnaan
l(as Lainnya

Setara Kas

lnvestasi larBka Pendek

Hutarg Pajak

Piutarg Reuibusi
PlutarB Hasil PerEeldaan Kekayaan DaeEh farE Dipisahkan
PiutarB Lain-lain PAD yarB Sah

HutarB Transfer Pemerinah fusat
fiutarB Transfer Antar Oa€rah
h-utarg Lainnya

Penyisihan fiutarB
Beban Oibayar Dirnuka

Pers€diaan

Aset Untuk Elkmsdidae'kan
,uml.h A3i L.[c.t

INVESTASI JANGXA PANJANG

lnvestasi f,,bn Permanen

lnvestasi kepada BUMN

lnvestasi kepada BUMD

lnvestasi dalam Obligasi
Investasi dal am Proyek pembargunan

Dana Bergulir
Juml.h lnv.atad Non Pcim.ndt

lnvestasi Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
lnvestasi - Pemberian Pinjaman Daerah

Juml.h lnvCrtad P.rmrn.n
Jumhh lnv.6t.d Jrngk. P.nj.ng

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan BanBunan

Jalan, ln?asi, dan larirgan
Aset Tetap Lainrrya

Kcnstruksi dalam Pengerjaan

Akumulasi Penpsutan
Juml.h Arat T.t.F
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DANA CADANGAN

Dana Cadangan

Irmlah Dana Cadangan

ASET TAINNYA

Tagihan Jangka Paniarg
Tagihan Peniualan Angsuran

Tuntutan Gar i Rl,8i
lemitraan dengan Pihak Keliga

Aset Tak Berwuird
Aset Lain - lain

Akumulasi Arnort isas i Aset Tidak Berwuiud
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

lrmlah Aset Laannya

f,,MI.A}I ASET
l(EWAXAAN

KEWA'BAN IANGKA PENDEX

LJlang Perhitungan Pihak (etiga (pFK)

tttang BunSa

Utang Pinraman Jangka Perdek
Bagian Lamar t tang Jangb Paniang
Pendapatan Diterirna DimulG

utang Belrnja
utang ,angka Pendek tainrrya

Jumlah Xewelban .hngka Pend€k

KEWAIBAN ANGKA PANJAIIG

Ulang kepada P€rErirtah Pt|sat

Utang kepeda Lertaga Keuangan Bank
Lltang lepeda lefitaga Keuangan Bul€n Bank
LJtang ke pada Masferaht (Obligasi)
Premium (Dislonto) Obligasi

Irmlah lGrraiben &ngka Penjang
I'MIAH KEWAJIBAN

EKUITAS

ENUITAS

Su rpl ur/Defisit-LO
I'MI.AH EKU]TAS

.f,,MtAIT KEWAJIBAN DAN EKUTTAS
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PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
SKPKD

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 DESEMBER 2OX1 DAN 2OXO

ah

Uraian 20x1 20x0

tkuitas Aunl

Surplus/Defisit LO

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:

Sisa [ebih/Kurang Penbiayaan Anggaran (S LPA/SiKPA)

Koreki Nilai Persediaan

Selis ih Revaluasi fuet Tetap

Lain - lain

Ekuitas Akhir
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PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
SKPKD

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 DESEMBER 2OX1

PTNDAI{UTUAN

BAB I

BAB II

BAB III

8AB IV

BAB V

Pendahuha n

1.1 Malaud dan tujuan penyusunan lapotrn keuangan SKPKD

1.2 Landasan hukum penyusunan la poran keuangan SKPKD

1.3 Sistematika penrJisan catatan atas laporan kemngan S(PKD

lkhtisar pencapaian kinerja keuangan SKP(D

2.1 lkhtisar realisasi pencapaian target kineria keuangan pemerinhh daerah

2,2 Hambabn da n kenda la ya ng ada da lam pencapaian target yang telah diteta pkan

Penjelasan pos-poe laporan ker.rangan pemerinbh daenh

3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-rmsing po6-pos pelapran keuangan pemerintah

daera h

3.1.1 Pendapatan - LRA

3.1.2 Belanja

3,1.3 Pembiayaan

3.1.4 Pendapatan - L0

3.1.5 Behn

3.1.5 Aset

3,1.7 Kewajihn

3.1,8 Ekuitas Dana

3.2 PengungkaFn ahs pos-pos aset dan kewa.jihn yang timbul sehubungan dengan

penerapan basis aknnl atas pendapabn dan hlan.ja dan rekonsiliasinya dengan

penerapn basis lcs, untuk entitas akunb ns i/entitas pelaponn yang mnggunakan

basis akrual pada pernerintah daerah

Penjelasan abs inforrmsi.inforrmsi nonkeuangan SKPKD

Pe nutup
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c. Ilustrasi Format Laporan Keuangan Pemerintah Daera}.

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2OX1 DAN 2OXO

RealiJari .k EealiJari
D F{ nAg^lAl'l

PENOAIATAII AITI DAENA'I

P€rdapatan PajaL Oae€h
P6dBpatan Rdnburi 0a€lah
P€ndapatenHasrl Pengeldaan Kekayaan 0aerah Iang Oipisat*an
Iarn - lain PAD yang 5ah

,umhh Pard.pat n Arll Dae.4h

PEXDAPATAN TiANSTTR

P OIOA'AIA'{ I f,AI{SEi PfiitTTINIAII PT'IAI . DAI{A PT8Ii18AI{6A!T

Dena EagiHaril
Dana Ai*asi umum

Daoe Aokesi KhL6ur ' Fisik

0ana AclaJi Khurirs ' l&n Firik
,rmlah Ponrbpatan Traorfs Dalta perimb6lltao

P8T{DAPAIAI TNA SEN PEMMII{IAH PI'SAI . TAII{'I\fA
Oana tnsert{f Daereh

Dana Otonsnr Khrsrls

Dana k6ttimR ean

0ana Desa

.rumbh Prodapatan lr.rtfsr P8morintah purat, Iairnya

PENOAPAIAT I*A]{SEf, ANTAC DAfnAl{
P$dapatan gaga Hagrl

Eantuan Keuangan

,umlah pardapotan T.anrf€. Antar Daerah

Iotel Pendapstan I.aorler

IAT{ . I,AII{ PENOAPATAI{ OAESAII YAII6 SAII

Pendep.tanHibeh
Pqrdapatan Oana 0arLrat

Pendap3ta n Lainnya

,umhh l.in . bin Pendap.t n oaereh y.n! S6h

,I.I'TAH }INDADAIAI{
BTTANh

XEIAt'llA OPtnASl
gdar!a Pegavrai

Belana EeIer! drn lesa
gdaria Burxa
Beler! a SuBrd
gd.ta Hlbsh

Bda4a garlLPn sosral

lumhh Sabnh Orcrarl

SEIAX'A MOOAI.
gelata ModelTanah
Bdarta Modal Peralatan drn Merin
Eelerla Modal Gedhg dan Sangumn
gelarla Modal Jalaq lngari, dan Janngan

Belaria Modal A6et Tetap Lainnt"
0elaria Modal aset t-arnnla

Jumlah 8&nb Madal

I
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BEI.AIIIA IAX TENOUGA

E.lania rak r.rdu€a
tuml.h !.ltnJ.T* T-drta

BELANJA TRANSfER

Aelania SanEan (.u.rAa djtar oa.Gh X*upat.ry'Kota
Bel.hja B.ntuah (eurB.n bbupat rvxot ke Oa€rah Bo/insi
Aelanja SanuJan (eu..E i D6.rah prc\,insi arau rahl9aEry'(ora kpd Desa

lumhh ldfllrTr.n.t-
trffuH atta,lrl

SUR'I,UYDETIS'I
PEMUAYAAI{

PE 
'ENT'AAI{ 

PE IIAYAA'I
PelB8unaan gLPA

Perrsi.an Oana CadiBrl
Hasil Peniualan X.Lryari Deer.h r,a.E Dipiiahks.r
Pen€rirnaan Pinjarla Oe..ah - F..rErht*r Risat
Pen€rimE€n F{nirnr! E rah. F.nr.rindr Oaerah Lein

Ftn rimaan Pfniana.! O..rdh . t rnb4a (cua.Eao 8ar*
P!rE.i.na.n Enjan'l O.cGh - tclilbqa (lqsrBl,l B.ld) H
P.nerimar! qnirn- Oa€r.h Maryu*at {Oblbasi D€.r*r,
Fenefimar\ Xcdbdi Fcrr$erian Pinja.nrt 06r*r
Penerimaa.r Pcrtiaraan L-dn.wt

I ertrlt t ert..ltr.$ ?rnu.v.&
PENGEIUARAN PEMBIAYAAN

Padban!,*an Em Cadangan

Flrry€rE'l lvlcdd P.rrEdntah Cb.r*1
P.rrbar.B plnirna dad F.nt'int h tusar
Pcnbrf.ra Fnlrn l (lad P.rncrint*l Oaei$ Lain

Pen6ara^ar Hnirilar dad L.rrlbqa KGrarBar 8a.k
F.nbtr ar Plnir.nr! dad L.n6Cr r€uarBar &rkar 8-*
P.nbrfa!"dt Hnj.rnan d..i iAsyB.d.at (Oblkssi Oaerahl
Pedb.ti$ fi nirna' O3.rart

Parf, cl uara P.nbr-.yar Uirnya
tulnhh P.|t&-rt PribbyEr

PGMII YAIX TEITO

S ir. l.bih P.6bi.Y..n A.rr.nn
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PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BtrRAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DES 20X1 DAN 20XO

20x 1 201(0
9en0ruoan

%

taaratax optlasuAr
PEIIIIAPAIAI

PfXTIADAIIT 6U DAIRAH
Pcidapatan Paiak Oa6ah
PendapEtan Rdnbllsl Dae.ah
p€rdapaten Haral PerBeldaar (*ayaaft D.dah ysrE Bpsahkan
Larn- letn PAO yalq sah

,un*.h Peod.Ftao ACi lhraah

PTflOAPAIAX INATS'TI
P€TMPAIIT IRATST{R PTTTTIIXIAI{ PITSAI. OAXAPtn! 8flGAT
Oana BegiHesil
OanaLlolegi Urmm
oana al o*asi Khu5u5 - FiJik
Dana Al o*asi Khusus - Ndr Frsik

Jumhh Pen&Ftan Tr.n{er lbm P.rimbaBan

9TXDA9AIAT ITAXSfTR PTTTN|IIAH PI'SAI. I.Af, TYA
Dana lnseitif Da€Gh
Dana Otdlo.ni $urus

Dana Dete
Juotah 9endaFtan Ir.oder Pgnerintah Prrst - lahnya

PTT{DAPAIAI INAiSfIX Alt IAN OAIIAH
Pmdapatan Bagr Has

Bantuen KaJarEen
Jumhh pend.Ftan lran{er Ar*ir Do€rah

Iotal Pendapotar lr.o{.t
I.A; .I,AI PT I}APAIAI DATRAT IATGSAH

Pendepat€n Hibah

P€ldapatan Dana Oairrat
Peidapatan Lainnya

Jufi{eh laln - bin Padapatatr Oact"h Fnt S.h
-t rr.Al pftoa9arAt

ntFlI
afsAt (p€*tsl

Beban gegewai

Beban garar8 &n iasa

8eb6n BulEa
seb.nsubsid

L ednnHiut
I Bahr santuan sosial

I ,uogh f.ien Op!6C

8CSAfi PtflruSUIAT OAT AHOiTSASI
Seban Penyui utan P6alatan dan irh5in
geban P€rlylrs utan Gadrng dan gargun€n

Eeban Pehyur utan J 3lan, lngasi dan larirEan
Bebn P&yurutan A5€ Tdep LainnYa

B€hn Peiyusutan Aset teinnya
B€b€n amqtsasr aret Tak gEl,.urud

Jridah gaSor peryugrtan dao Arqlisi
Bfgat ]natsffR

Seban 8a8i li35rl
Eeban Bantuan (euarBan

Jurlah 8€taD lreode,
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suRP rs/DfFtgTu oPERA9

SIRPTUS/DIHSIT DAR XEGTATAX XOiI OPf,NASI(ITAI

SUROLUS NON OPENA$OI{AI
9trllus Penjualao/Penukaran/Pelepasan Aset i*on Lamar
turplus P€nyelesa ia n tGv.iibanJanska Paniang

turplus da ri xp8'a ta n it n O peEsiona l L. irvlya

llml.b turplri l'lon O?.r.rrord

DEHSTTNO\I EMA$ONAI
Defish Penjuala n/Pe rtul(a ra n felep.sa n Aset Iofl Lan.ar
Defisit Peny€leraian Ker,€jiban jenSka Pariang
Detisn &ri l.pgiatan taon Ope€slon l tainrrd

rrd.h D.tui fto,l Op..rislld
rriitAH st iPlus,Dfn$T oAn TEGIATAI{ RoN

srnPLurDEHsrT Srs[lult FOS urAt EIASA

BEBAI{ TA( IERDIJGA

Eeban Ta k Terduta

tumhh Acbln T.l T.rdut.
I'TITAH EEBAN

PEN DAPATAI'I I.IIAR BIASA

Pend.pabn Ll,ergiasa
Irrl.h Pltld?tBr Lr.l ahs.

BEAAN TUAR alASA

Bebo n luar Biasa

trmhh B.5in t!., 81.i.
POS I,IAR AASA
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PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
NERACA

PER 31 DESEMBER 2OX1 DAN 2OXO
R

Ura ia n mx1 20x0

ASEI LAIICAR
Kss dan Se tara Kas

Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas dl Bendahara Penedmaan

Kas di BLUD

Kas oana 8OS

Kas Dana Karitasi pada FKTP

Kas Lalnrva

Setara Kas

lnvestasl JarBka Pendek

PiuEng Pajak

Plutang Rctibusi
Piubng Hasil penpldaan Kekayaan Da€rahyang Oipisahkan
Piubng Larn-laln PAD yang Sah

Piutan8 Tr€nsfer P€merinbh Pusat
PiutanB Transfer Antar Daerah
PlutanB Lainrrya

Perrylsihan Plutang

Beban Dlba,t€r Dtmuks

Persedi aan

&rrlrh A.!t t.n.rr

INVESTASI .BTTGI(A PANJANG

lnYestasi Non Pemanen

lruestasi kepada BUl\/l\I

lrvestasr kepada BU[/D
lnvestasi dal am Obligasi
lrrestasl dalam Pro/ek PembarBunan

Dana Bergulrr

&mlah lBwnld Non P"rmlncn
lnvestasi Permanen

Penyertaan Modal Pemenntah Daerah
lri/esbsi - Pemberian PinJaman Daerah

xrmlrh lnwrtrri PGrmlnan
Jumhh lnva*rd JrBlkt P!nj.nt

ASEI TETAP

T anah

Peralatan dan Mesin

GedJnB dan Bsngl.rlan
.ralan, lriEasi, dan la.ingan
As€t Tetap Lainnya

KonsEuksi dalam Pengeqaan

Akumulasi Penyusutan
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DANA CADANGAN

Dana Cadan8an

Juml.h D!rl. C.d.ng.n

ASET I.AINI{YA
Tagihan langka Pa njang

Tagihan Penjualan Angsuran

Tuntuta n Ganti Rugi

Kemitrdan dengan Pihak Ketiga

Aset Tak Berwuiud
Aset tain lain
Akumrlas i Amortisas i Aset Tida k 8€rwuiud
Akumrlasi Penyt sutan Aset lainnya

,qml.h As.!t L.lnny.
I'MTAH ASET

xtwat8AN
I(EWAIBAN AI$GXA PEN DET

uta ng Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

utang Bur8a
utang Piniaman Jangka Pendek

Bagian Lancar trtang langka Paniang

Pefidapatan Ditednla Dirruka
Utang Eelania

Llta ng Jangla Pendek Lainnya

tumhh f t:w{lb.o Jrngh Pcnddr

I(EWA'EAN IAN Gf,A PANAN G

Uta ng kepada Pern€rintah Pusat

Utang kepada Lembaga Keuangan Bank

tltang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

tltng kepada Masyaralrat (Obligasi)

Premium (Diskonto) O bligasi
hmlrh f crydlbm Jcngle PrnJang

I'MLAH TEU'AI8AN

EKU]tAS

EXUTTAS

,UMLAH EI(UITAS

NMIAH KEWA.IBAN DAN EXUTAS
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PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DES 2OX1 DAN 2OXO

m

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER

31 DES 20X1 DAN 20XO

Uraian 20x1 20x0

Ekuitas Awal

Surplus/Defisit L0

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasan

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLP{SiKPA)

Korelsi Nilai Persediaan

Selisih Revaluasi Aset Tetap

Lain - lain

Ekuitas Akhir

Uraian 20x1 20x0

Saldo Anggaran Lebih Awal

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Suhotal

5isa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/S|KPA)

subtotal

Koreksi Kesalahan Pemhkuan Tahun Sebelumnya

La in-la in

Saldo Anggaran l-ebih Akhir
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PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DES 2OX1 DAN 2OXO

METODE LANGSUNG

Uraian 20x 1 20x0

AruS MASUT XAS

Per€rimaan PaJak Daersh

Perrcrlmaan Retibusi Daerah
Penerimaan Hael PerBelolaan Kekayaan Daerahyang Dtp'sal^&an
Penerimaan Lain - lain PAD yarg sah
Penenmaan DarB BaE Hasil
Per€rlmaan Dana Aokasi tlnum

. Per€rimaan DarE Aiokasi Khusus - Fsik
Peredmaan DarE Alokasi khusus . tlon Flsik
Per€nmaan Da.E l16entf Daerah
Pemnmaan DarE Otooomt Khusut
PerErimaan DarE Keisumewaan
Perledmaan Daha Oesa

PerEnmaan Bagt Hasll dari Pro/rnsi
Peneamaan Bantt€n Keqar€an
Penerimaan Hibah
PerEnmaan DarB Darurat
Per€dmaan dari Pendapatan Lainrya

Juml.h Arur M.Lk l(!t
ARUS KELI'AR I(AS

Pembayaran Pegawai

Pembayaran BaranS dan Jasa

Pemboyaran Bun8a

Pembayaran Suboidi

Pemboyaran Belanja Hibah
Pembsyaran BelanJo Bantlan Sosial
Pembsyaran Tak Terduga

Pemb€yaran Belenja Bantuan Keuangan antar Daerah (abupaterytota
Pembayaran Eelanja gantJan Keqangan ke Daerah Provnsi
Pemboyaran Belanya BantiJan Keuangan kepada Desa

Jumhh Arur |(dulr XrJ
Arur f.! B.rdh drrl Alllftrt Operad

AruS MASUK I(AS

Percairan Dara Cadangan

Per!uslan atas Tanah

Periualan etas Peralardn dan N/esin
Pequalan atas Ged,Jr€ dan gangunan

Periualan abs Jalan, lngasi, dan Janngan

Peri€lan Aset Tet@ Lainrya
P€riualan Aset Lainny8

Hasil P€ri(Elan Kekayaan Lainyar€ Dipisaf*sn
Penerimaan Pequalan lnr'esbsi Non Permanen

Jumlrh Arul Mlrlk frt

R
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ARUS KELI,'AR KAS

PembenR*an Dam Cadangan

Perolehan Tamh
Perolehan Peralatan dan Mesin
Perolehan Gedtr8 dan Ban8nan
P€rolehan Jalan, tigasi, dan Jaringan

Perolehan Aset Tetap Laimlia
Perolehan Aset Lairrya
Peny"rtaan [,todal Pemerintah Daerah

Pengeluaran Pembelian lrwestasi Non Permanen

Jumlah Arus Kduar Kas

Arus Kas Bersih dari Aktifitas lnvestasi

ARUS KAS DARI AKIIFITAS PENDANAAN

AruS MASUK KAS

Penerimaan Pinjaman Daetah - Pemerintah Pusat

Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Oaerah Lain
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank

Penerimaan Piniaman Oaerah - Lembaga Keuangan Bukan Bar*
Penerimaan Piniaman Daerah - Maslarakat (ObliBasi Daerah)

Penerimaan (embali Pemberian Piriaman Daerah
Jumlah Arus Masuk Kas

ARUS KELUAR KAS

Pembayaran Pirjaman dari Pemerintah fusat
Pembayaran Piriaman dari Pemerintah Daerah Lain

Pembayaran Piriaman dari Lembaga (euangan Bar*
Pemhyaran Pidaman dari Lembaga l(€uargan Bukan Earr(

Pembayaran Piniaman dari Nhs\rarakat (Obligasi Daerah)

Pemberian Piriaman Daerah

Jumlah Arus Kduar Kas

Arus Kes Berdh dari Aktifitas Pendanaan

AruS KAS DARI AKTIFITAS TRANSITORIS

AruS MASUK KAS

Pen€rimaan Perhitur€an Fihak (etiga (PFK)

Jumlah Arus Ma$k Kas

ARUS KELUAR KAS

P€ngeluaran Pertitrngan fihak Xetiga (PfK)

.lumlah Arus Kduar Kas

Arus Kas Bersih dari Altifitas lransitoris

Kenaikan/Peilurunan Kas

Saldo Awal (as

Saldo Akhir Kas
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PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHUTUAN

BAB I

BAB II

BA8 t

BA8 IV

BAB V

BAB VI

BA8 VII

Pendahulua n

L.L Nh ksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan penrcrinrah daerah
L2 [-andasan hukum per4rusunan laporan keuangan pencrintah daenh
1.3 Sstematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah
Ekonomi nnkro, kebijakan keuargan dan pencapaian ta rget kinerja APBD
2.L Ekonomi npkro
2-2 Kebijakan keuangan
2.3 lndikator pencapaian ta rget kin€ria APBD

lkhtisar peircapaian kineria keuangan pencrintah daerah
3.1 lkhtisarrealisasipencapaiantargetkinerjakeuafigaop€fiprintahdaerah
3.2 Hambatan dan kerdala ya16 ada dalam pencapaian target l,a ng telah diteta pka n

Kebi.ia kan akuntansi
4.1 Entitas ahrntansi/ entitas pelaporan keuangan daerah
4.2 Basis akufiansa i€n6 nnndasari perryusunan laporan keuangan pernerintah

dae ra h

4.3 Easis pengukuran yang nrndasari pnyusunan laporan keuangan pemerintah
dae ra h

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berka itan dengan ketentuan yang ada dalam SAp
pernerintah dae rah

Penjelasan pos-poe laporan keuangan pernerintah daerah
5.1 Rincian dari penjelasan dari rmsing-masing pos-poe pelaporan keuangan prenrerintah

da era h

5.1.1 Pendapata n - LRA

5.1.2 Belania

5.1.3 Pembiayaan

5.1.4 Penda pata n - LO

5.1.5 Bebon

5.1.6 tuer
5.1.7 Kewajiban

5-1.8 Ekuitas Da na

5.2 Pengungkapan atas p6-pc aset dan kewajiban 1ang timbul sehubungan dengan
peneapan basis akrualatas pendapetan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerilpan basis kas, untuk entitas akunra mi,/entitas pelaporan yang rnenggunakan
basis akrual pada pernerinta h daerah

Penjelasan atas inforrms i-inforrmsi nonkeuangan pe nrrintah daerah
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BAB VIII
PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSA}IA {NANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

A. PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN QANUN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK
1. Ketentuan ljmurn

Peraturan Bupati ini rnernbuat ketentuan terkait
penJrusurr€rn dan pembahasan Rancangan Qanun tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK seba gai berikut:
a. Bupati menyarnpaikan Rancangan Qanun tentang

Pertanggungiawaban pelaksanaan APBK kepada DPRK
dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa
oletr Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan
kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

b. Selain melampirkan laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Rancangan
Qanun tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBK
dilarnpiri Laporan Evaluasi Elisiensi dan Efektivitas
Pelaksanaan APBK. Pedoman pen1rusunan Laporan
Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Pelaksalaan APBK akan
diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

c. Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBK sebagaimana dirnaksud pada dibahas
Bupati bersama DPRK untuk mendapat persetujuan
bersama.

d. Persetujuan bersama Rancangan Qanun dilakukan paling
lambat 7 (tujuh) bulan setelah tatrun anggaran berakhir.

e. Atas dasar persetujr.ran bersarna, Bupati rnenyiapkan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBK.

f. Dalam hal dalarn waktu 1 (satu) bulan sej ak diterimanya
Rancangan Qanun tentang Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBK dari Bupati, DPRK tidak mengambil
keputusan bersama dengan Bupati terhadap Rancangan
Qanun terrtang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK,
Bupati menJrusun dan rnenetapkan Peraturan Bupati
terrtang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBK.

g. Rancangan Peraturan Bupati tenta-ng
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK ditetapkan
setelatr memperoleh pengesahan dari Gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat.

h. Untuk memperoleh pengesahan, Rancangan Peraturan
Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK
beserta lampirannya disa:rrpaikan paling lambat 7 (tujuh)
hari terhitung sej ak DPRK tidak mengarnbil keputusan
bersarna dengan Bupati terhadap Rancangan Qanun
tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBK.
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2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Penyarnpaian Rancangan Qanun tentang

Pertanggunglawaban Pelaksanaan APBK.
1) Bupati menyampaikan Rancangan Qanun tentang

Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBK beserta
penjelasan dan dokurnen pendukung kepada DPRK
paling lambat 6 (enam) bu.lan setelah tahun angg€rran
berakhir.

2J Bupati dan DPRK melakukan pembahasan Rancangan
Qanun tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan
APBK.

3l Hasil pembal" asan Rancangan Qanun tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBK dituangkan
dalam persetujuan bersama yalg ditandatangani oleh
Bupati dan pimpinan DPRK.

4) Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan
APBK berdasarkan hasil pernbahasan Rancangan
Qanun tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan
APBK.

b. Pen5rusunan dan Penetapan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBK saat
tidak tercapaipersetujuan bersama.
1J Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK beserta
penjelasan dan dokurnen pendukung kepada Gi.rbernur
sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 7 (tujuh)
hari sejak DPRK tidak mengambil keputusan bersama
dengan Bupati tertradap Rancangan Qanun tenta_ng
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBK.

2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
mengesahkan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK.

3l Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati
menjadi Peraturan Bupati tentang Pertanggungl'awaban
Pelaksanaan APBK.

B EVALUASI RANCANGAN QANUN PERTANGGLTNGJAWABAN
PEI-AKSANAAN APBK DAN RANCANGAN PERATURAN BUPAfl TE}.ITANG
PENJABARAN PERTANCIGT]NGJAWABAN PEIAKSANAAN APBK
1. Ketentuan Umum

Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait evaluasi
Rancangan Qanun tentang Pertanggungianvaban Pelaksanaan
APBK dan Rancangan Peraturan Bupati terrtang penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK adalah sebagai
berikut:
a. Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBK yang telah disetujui bersama DPRK dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK disampaikan
kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat paling
larnbat 3 (tiga) hari tertritr.rng sej ak tanggal persetujuan



Rancangan Qanun tentang Pertanggungianwaban
Pelaksanaan APBK untuk dievaluasi sebelum ditetapkan
oleh Bupati.

b. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan
evaluasi terhadap Rancangan Qanun tentang
Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBK dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penj abaran Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBK untuk menguji kesesuaian dengan
Qanun tentang APBK, Qarrrn tentang Perubal.an APBK,
Peraturan Bupati tentang Penj abaran APBK, Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Peruba} an APBK, dan/atau
temuan laporan trasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan.

c. Hasil evaluasi disarnpaikan oleh Gubernrlr sebagai wakil
Pemerintatr Pusat kepada Bupati paling larnbat 15 (lima
belas) hari terhitung sejak diterimarrya Rancangan Qanun
tentang Pertanggunglawaban Pelaksanaan APBK dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK.

d. Dalam hal Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat
menyatakan hasil evaluasi Rancangan Qanun terrtang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBK dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penj abaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBK sudah sesuai dengan Qanun tentang
APBK, Qanun tentang Perrbahan APBK, Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBK, Peratrlran Bupati tentang
Penj abaran Perubahan APBK, dan telah menindaklanjuti
temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan, Bupati menetapkan Rancangan Qanun menjadi
Qanun dan Rancangan Peraturan Bupati menjadi
Peraturan Bupati.

e. Dalam hal Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat
menyatakan hasil evaluasi Rancangan Qanun tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBK dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penj abaran Pertanggunglawaban
Pelaksanaan APBK bertentangan dengan Qanun tentang
APBK, Qanun tentang Perubatran APBK, Peraturan Bupati
tentang Penj abaran APBK, Peraturan Bupati tentang
Penj abaran Perubal. an APBK, dan/ atau tidak
menindaklanjuti ternuan laporan hasil pemeriksaan Badan
Perneriksa Keuangan, Bupati bersama DPRK melakukan
penyempurnaan paling larna 7 (tujuh) hari terhitung sej ak
hasil evaluasi diterirna.

f. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaldanjuti oleh Bupati
dan DPRK dan Bupati menetapkan Rancangan Qanun
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK rnenj adi
Qanun dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK
rnenjadi Peraturan Bupati, Gr.rbernur rnengusulkan kepada
Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada rnenteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintatran di bidang
keuangan untuk rnelakukan penundaan dan/atau
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pernotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara evaluasi
Rancangan Qanun Pertanggungiawaban pelaksanaan
APBK dan evaluasi Rancangarl Peraturan Bupati tentang
Penj abaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBK diatur
dengan Keputusan Menteri.

h. Proses penyannpaian Rancangan Qanun tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penj abaran Pertanggungjawab an
Pelaksanaan APBK serta penyampaian hasil keputusan
evaluasi dapat memuat informasi aliran data, penggunaan
dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Paling lambat 3 (hari) setelah persetujuan Bersama dengan

DPRK, Bupati mengirimkan Rancangan Qanun tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK serta Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBK kepada Gubernur selaku wakil
Pernerintah Pusat untuk dievaluasi.

b. Gubernur selaku wakil Pemerintal. Pusat melakukan
evaluasi terhadap Rancangan Qanun tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBK serta Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penj abaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaal APBK.

c. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengeluarkan
surat keputusan mengenai hasil evaluasi untuk
disampaikan kepada Bupati.

d. Setelah hasil evaluasi dinyatakan sudah sesuai dan
ternuan laporan hasil pemeriksaan BpK sudatr
ditindaklanjuti, Bupati menetapkan Rancangan eanun
menjadi Qanun dan Rancangan Peraturan Bupati menjadi
Peraturan Bupati.
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BAB IX
KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH

Ketentuan umum terkait pengelolaan kekayaan daerah dan utang
daerah adalah sebagai berikut:
1. Setiap pej abat yang diberi kuasa untuk rnengelola

pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib
mengusahakan agar setiap Piutang Daeral. diselesaikan
seluruhnya dengan tepat waktu.

2. Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang
jenis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3. Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan
tepat waktu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

4. Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah
perdata dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali
mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau
bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur rnengenai
penghapusan piutang neg€rra dan daerah, kecuali mengenai
piutang daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai
dengan ketentuan peratura-rr perurndang-r.rndangan.

6. Pemerintah daerah dapat melakukan investasi dalam rangka
memperoleh manfaat ekonomi, sosial, danf atau manfaat
lainnya.

7. Pengelolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan
BMD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.

8. Bupati dapat rnelakukan pengelolaan utang sesuai dengan
ketentuan peratr.rran perundang-undangan.

9. Bupati dapat melakukan pinj aman sesuai dengan ketentuan
peratr.rran perulndang-undangan.

1O. Biaya yang tirnbul akibat pengelolaan utang dan pinj arnan
daerah dibebankan pada anggaran belanja daerah.

Pedoman teknis mengenai pengelolaan kekayaan daerah dan
utang daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan
kekayaan daerah dan utang daerah.
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BAB X
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Ketentuan umltm terkait pengelolaan Badan Layanan lJmum
Daerah adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah Daerah dapat mernbentuk BLUD dalam rangka

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam rangka rneningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
Bupati menetapkan kebij akan fleksibilitas BLUD dalam
Peraturan Bupati yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola
BLUD.

3. Pej abat pengelola BLUD bertanggung j awab atas pelaksanaan
kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian kegiatan
pelayanan urnum terutarna pada aspek manfaat dan pelayanan
yang dihasilkan.

4. Pelayanan kepada masyarakat meliputi:
a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi

dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau
c. pengelolaan wilayah / kawasan tertentu untnk tujuan

rneningkatkan perekonomian masyarakat atam layanan
tlrrum.

5. BLUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.
6. BLUD merupaJcan kekayaan daeral. yang tidak dipisal"kan yang

dikelola untuk rnenyelenggarakan kegiatan BLUD yang
bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

7. BLUD menJrusurr rencana bisnis dan anggaran.
8. Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.
9. Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan

pernbinaan teknis BLUD ditakukan oleh kepala SKPK yang
bertanggungjawab atas urusElrt pernerintahan ya-ng
bersangkutan.

10. Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk
membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

11. Pendapatan BLUD meliputi pendapatan yang diperoleh dari
aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai
kebutuhan.

12. Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan
IGneq'a BLUD disusun dan disajikan sebagai ba#an yang tidak
terpisahkan dari rencana kerja dan alggaran, APBK sefta
laporan keuangan dan kinerj a pemerintah daerah.

Pedoman teknis mengenai pengelolaan BLUD dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pengelolaan BLUD.
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BAB XI
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Ketentuan umum terkait pengelolaan penyelesaian kerugian
daerah adalah sebagai berikut:
1. Setiap kerugian keuangan daerah yang disebabkan oleh

tindakan rnelanggar trukum atau kelalaian seseorang wajib
segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undalgan.

2. Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat
lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atam
melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung
rnerugikan daerah wajib rnengganti kerugian dimaksud.

3. Ketentuan rnengenai penyelesaian kerugian daerah berlaku
secara rnutatis mutandis terhadap penggantian kerugian.

4. Tata cara penggantian kerugian daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pedoman teknis rnengenai pengelolaan kerugian keualgan daerah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peratura-rr perundang-
undangan ya-rrg rnengatur mengenai pengelolaan kerugian
keuangan daerah.



BAB XII
INFORMASI KEUANGAN DAERAH

A. PENYAJIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH
Ketentuan umum terkait Penyajian Informasi Keuangan daerah
adalah sebagai berikut:
L. Pemerintah d aerah wajib menyediakan informasi keuangan

daerah dandi umumkan kepada rnasyarakat.
2. Informasi keuangan daerah paling sedikit rnemuat

informasi pengartggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan
keuangan.

3. Informasi keuangan daerah digunakan untuk:
a. membantu Bupati dalam men5ruslrrr anggaran daerah dan

laporan pengelolaan keuangan daerah;
b. membantu Bupati dalam rnerumr.rskan kebijakan keuangan

daerah;
c. membantu Bupati dalam melakukan evaluasi kinerja

keuangan daerah;
d. menyediakan statistik keuangan pemerintah daerah;
e. mendukung keterbukaan informasi kepada rnasyarakat;
f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan

daerah; dan
g. melakukan evaluasi Pengelolaan keuangan daerah

4. Informasi keuangan daerah harus mudah diakses oleh
masyarakat dan wajib disampaikan kepada menteri dan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan.

5. Bupati yang tidak merrgumumkan informasi keuarrgan daerah
dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undargan.

Ketentuan urnurn terkait Penerapan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) dalarn Pengelolaan keuangan daerah,
sebagai berikut:
1. Pemerintah daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis

elektronik dalam Pengelolaan keuangan daerah. Penerapan
sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan
secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau
kapasitas pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undarrgan yang berlaku.

2. Penerapan SPBE dalam pengelolaarr keuangan daerah
menuntut perubatran paradigrna dari yang sebelumnya
berorientasi alur dokurnen rnenjadi aliran data dal informasi
secara elektronik. Hal ini berirnplikasi pada hal-hal sebagai
berikut:
a. Otorisasi yang sah pada setiap tahapan dapat dilakukan

secara elektronik dengan prasyarat adanya otentifikasi yang
andal pada setiap pejabat pengelola keuangan sebagai
pengguna yang unik.

b.Informasi, yang sebelumnya disampaikan melalui dokumen,
dapat disampaikan secara elektronik rnelalui tampilan (user
interface) dalam sistem yang memadai.
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c.Integrasi antar sistem y€rng memungkinkan transfer data
dan inforrnasi secara elektronik sesuai ketentuan peraturan
perundang- undangan yang berlaku.

3. Penerapan SPBE dalam pengelolaan keuangan daerah harus
disertai hal- hal sebagai berikut:
a. Pengembangan kapasitas berupa kompetensi digitaf dan

budaya digital di sernua lapisan pengelola ker.rangan
daerah.

b.Pengembangan proses bisnis berbasis elektronik sebagai
acuan pen5rusunan petunjuk teknis pengelolaan keuangan
daerah, pengembangan sistem informasi, audit,
pengawas€rrr, dan evaluasi.

B.KONSOLIDASI STATISTIK LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH
1. Ketentuan Umum

Ketentuan urnrlrn terkait konsolidasi statistik laporan
keuangan pmerintah daerah adalah sebagai berikut:
a. Dalam rangka rnenyediakan statistik keuangan pemerintah

daerah, pemerintah daerah provinsi melakukan konsolidasi
laporan keuangan pmerintah daerah di lingkup d aeral.
prowinsi.

b.Laporan konsolidasi disusun dan disajikan sesuai dengan
peraturan rnenteri yang ditetapkan setelatr berkoordinasi
dengan menteri yang rnenyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

2. Ketentuan Pelaksanaan
Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini rnengatur
ketentuanpelaksanaan sebagai berikut:
a. Pemerintah daerah melakukan Penyusunan Laporan

Statistik Keuangan Pernerintah Daerall berdasarkan Bagan
Akun Standar (BAS) Statistik Keuangan Pemerintatr, yang
terdiri atas:
1J Laporan Operasional (Statement of Operatiorus)
2l Laporan Arus Ekonomi lainnya (Statement of Other

Economic Flotusl
3) Neraca (Balance Sheet)
4) Laporan Surrrber dan Penggunaan Kas
5) Indikator Fiskal dalam Kerangka Statistik Keuangan

Pemerintah Daerah
b. Pemerintah d aerah p rovinsi melakukan konsolidasi

statistik laporan keuangan pemerintah daerah di lingkup
d aerah provinsi.

c. Kementerian Dalam Negeri melakukan konsolidasi
statistik atas laporan konsolidasi statistik pemerintah
daerah prowinsi.



BAB XIII
F.EMBINAI{ DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawastur ditujukan untuk menciptakan
sistem pengelolaal keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan
dan kebutrrhan setempat dengarr tetap mentaati peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem
tersebut secara terus mener:us dengan tujuan mewujudkan
Pengelolaan keuangan daeratr yang efektif, ef;sien, dan
transparan.
Ketentuan urnum pernbinaan dan pengawasan sebagai berikut:
1. Pembinaan dan pengawasan per gelolaan keuangan daeratr

secara nasional dikoordinasikan oleh m enteri.
2. Pembinaan dan pengawasarr pr:ngelolarrn keuangan daerah

dilaksanakan oleh:
a. Gubernur sebagai waj<il pemerintah pusat; dan
b. Bupati bagi SKPK.

3. Pembrnaan dilakukan dalarn bentuk fasilitasi, konsultansi,
pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

4. Pengawasan dilakukan dalam bentuk audit, rewiu, evaLrasi,
pemarrtauan, bimbingal teknis, dan bentuk pengawasan
lainnya sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-
undangan.

5. Salah satu bentuk evaluasi dilakukan melalui evaluasi kinerja
pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk
mengevaluasi kemrrnpual pemerintah daerah beserta seluruh
pihak pengelola keuangan pemerintah daerah dalam
pengelolaan keuangan daerah ,:,t:suai dengan koridor peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi. Evaluasi ini juga
melihat proses pengelolaa-n keuangan daerah di semua
tahapannya dilakukan ses.u ai dengan nonna dan kaidal. yang
telah ditetapkan. pelaksanrean e'valuasi kined a dirnaksud,
sebagai berikut:
a. Evaluasi kineq'a pengelolaan keuangan daerah dilakukan

melalui pengarnbilan data langsung melalui observasi,
diskusi, wawancara menclalam, dan/ atau penelaatran
dokurnen.

b. Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan d aerah dilakukan
secara menyeluruh baik dari sisi proses, sumber daya
manusia, infrastrr"rktur dan aspek-aspek lain yang
mempengaruhi kineda penijelolaan keuangal pemerintah
daerah.

c. Hal-hd teknis terkait dengan proses evaluasi kinerja
pengelolaan keuangan pt:merintah daerah, terrnasuk
penentuan lrriteria dan indikatomya, akan diatur dalam
petunjuk teknis tersendirr.

6. Pembinaan dan pengawzrs€rn dilrksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan pemndang-undEmg€rn.
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7. Unfrrk mencapai Pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis,
efektif, efisien, transparan, dan akunta-bel, Bupati wajib
menyelenggarakan sistem pengendali€ul internal atas
pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah.

8. Penyelenggarazrn sistem pengendalian internal sesuai dengan
ketenruan peraturan perundang"undangan.

9. Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis
elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah.

10. Perrerapan sistem pemerintahan berbasis elelrtronik dapat
dilakukan secara bertahap disesu aikan dengan kondisi
dan / atau kapasitas pemerintah daerahL.

11. Perrerintah Daerah wajib rnenerapkern sistern pemerintatran
berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah
secara terintegrasi paling sedikit meliputi:
a. penJrusunan prograrn dan kegiatan dari rencana kerja

pemerintahdaerah;
b. penyusunan rencarra kerja SKPK;
c. penJrusunan anggaran;
d. pengelolaan pendapatan daera.hL;
e. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
f. akuntansi dan PelaPoran; dan
c. pengadaan barang dan jasa.

12. Sisiem pemerintahan berbasis el:ktronik di bidang pengelolaan
keuangan daerah dikelola dalzr.n satu data melalui sistem
inforrrrasi pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

13. Fenerapan satu data di bidang pengelolaan keuangan daerah
wajib mempedomani klasifika.si, kodefikasi dan nomenklatur
perencarla€rn pernbangunan, keuangan daerah dan inforrnasi
pemerintahan lainnya.

14. balam hat pemerintah daerah tidak menerapkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan
keuangan daerah, menteri yang Loenyelenggarakan urusarr
pemerintahan di bidang keuanrgan melakukan penundaan
dan/atau pemotonga-rr dana transfer umum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan atas usulan
menteri.
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